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ABSTRAKSI

Penelitian desertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan
fungsi legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam penerapan sistem bikameral di Indonesia berdasarkan hukum
progresif, mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan fungsi legislasi Dewan
Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia berdasarkan
hukum progresif, dan kontruksi ideal penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam
sistem parlemen bikameral di Indonesia berdasarkan hukum progresif.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivism dengan pendekatan
yuridis normatif, pendekatan politik hukum dan pendekatan komparasi. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data
studi pustaka. Metode analisis data dengan melakukan reduksi data yaitu
perangkuman, seleksi data sampai membuat kategori-kategori berdasarkan
permasalahan-permasalahan serta melakukan analisis normatif terhadap produk-

produk hukum hasil Amandemen UUD 1945 dan gagasan Amandemen V UUD 1945
yang sudah dimiliki DPD. .
Berdasarkan kajian _terfi

mencolok kewenangan.l:

kamar (bicameral

bahwa ada perbedaan yang
dalam sistem perwakilan dua

an legislasi antar

o .
: naryEnt sistem bikameral
adalah hubungs : : : 202 *. : rjalan dalam dua
* ' 2nyatakan bahwa DPR

: 5; gga memunculkan

memegang  keku:
superioritas dan f ungsi legislasi DPR
terhadap DPD. Ags g 5 ..-"rangka memperkuat
fungsi legislasi DP m sistemn parclemean bikamera ; 1) Penguatan Fungsi
Legislasi DPD Mg _w‘buﬂ Ih?g?ua“ﬁ _'g Sebagai Lembaga
Perwakilan, 2) Pgng__ an £ @3 E@@b%ﬂ&(l@n nterpretasi Yud|5|§1l, 3)
Penguatan Fungsi Led Sebag rwakilan Dengan Sistem
Bikameral Efektif. Ko : nguatanfungst DPD dengan mewujudkan
Lembaga Perwakilan yang Strong Bicameralism Efektif, vyaitu dengan
penyempurnaan fungsi dan kewenangan DPD agar ada keseimbangan dan kesetaraan
dengan DPR. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didorong amandemen kelima
UUD 1945, khususnya Pasal 22D UUD 1945. Selain itu juga, konvensi

ketatanegaraan dapat dikembangkan dalam praktek penerapan normatif di lapangan
yang tidak lazim ataupun melalui pembiasaan praktek yang lazim.

Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, DPD, Bikameral
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ABSTRACT

This dissertation aims to identify and analyze the legislation authority
(legislative function) between the House of Regional Representative of the Republic
of Indonesia (Dewan Perwakilan Daerah, hereinafter DPD) and the House of
Representatives of the Republic of Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat, hereinafter
DPR) in the implementation of bicameral system in Indonesia, identifty and analize
the weakness of legislation function of Regional Representative Council in the
bicameral parliamentary system in Indonesia, and the ideal construction of
strengthening the position of Regional Representative Council in the bicameral
parliamentary system in Indonesia.

This research uses the constructivism paradigm with juridical normative
approach, law political approach and comparative approach. The data used are
primary and secondary data with the method of literature study. The method of data
analysis is by doing data reduction, na, S summarlzmg, selectlng data to creating

products resulting from the Am onstltutlon and the idea of the fifth
(V) amendment of 1945 egional Representatives Council
(DPD) has. =

is a striking difference
in the Ieglsla ¢ k:llamentary system,
where DPD.ha t DPD cannot
participate g ’D of the 1945
Constitution, e : coisla ' nghts so that
there is no balg L ane : : N /DPR and DPD.
The weakness ] fras hi -amera 1 it the inter-room
relationship in ~ - "adequate rooms.
Article 20A Parag ONS 5 that DPR holds the
power to form I i providing a rigorous

demarcation line @ here are three efforts
that can be made: er foNstrengtien-ing Ieqisic ction of DPD in the
bicameral parliamentz _u Nh '('da'd's “" "“& 2 legislative function of
DPD through Optimiz ﬁﬂ?ﬁ*‘t&y!mﬂﬁ as'a (epresentative institution; 2)
strengthening the Ie'g 0 idicial interpretation; 3)
strengthening the legistation—function-of D a esentative body with an
effective bicameral system. The ideal constructlon is to strengthen the function of
DPD by realizing the strong representative body effective bicameralism, namely by
improving the functions and powers of DPD so that there are balance and equality
with DPR. In order to achive this, it is necessary to encourage the fifth amendment of
the 1945 Constitution, particularly Article 22D of the 1945 Constitution. Besides, the
constitutional convention could be developed in the practice of normative
implementation on field that is not common or through customary practice.

Keywords : Strengthening, Legislation, The House of the Regional
Representative, Bicameral.



RINGKASAN DISERTASI

Pasca reformasi 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun
1945 (UUD 1945). Perubahan terletak pada pemisahan kekuasaan (separation of
power) menjadi sangat jelas antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, amandemen
UUD 1945 arah pemerintahan dibangun secara demokratis dengan memberi peran
serta daerah dalam menentukan arah kebijakan politik nasional di masa mendatang
yaitu dengan dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui perubahan ke tiga
UUD 1945, sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah
di tingkat nasional yaitu kepentingan daerah yang selaras dengan kepentingan
nasional. Kehadiran DPD sebagai lembaga baru hasil perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merombak sistem perwakilan
Indonesia dari sistem perwakilan saty. kamar (unicameral) menjadi sistem
perwakilan dua kamar (blcameral) lam Sis qm perwakilan dua kamar (bicameral),
DPR d|p03|5|kan sebagai kamig "ertama mewakili seluruh rakyat

: '1 bagai kamar (chamber) kedua

 pID epresentatives) yang ada di
/;g 'ﬁﬂmm r%‘&;‘\.e,

Luphart merupakan
a-yang ditandai oleh

adanya dua tama atau biasa
disebut low ) fupper house)
Pertimbanga 10% ‘ 3 - Jamgi dominasi
DPR sebagai ka 0 ! : 5u kebijakan dan
merupakan konsekue - : iptakan e i acks and balances
antar lembaga dalam sist¢

Dewan Perwakilar ¢ ! sional dalam Pasal
22C dan Pasal 22 : asal asal 22D UUD 1945
mengatur tentang s ,]‘]ﬁ‘ .D sebagai lembaga

negara tidak mem o[y VeV 1diri berkaitan dengan
pengambilan keput u “ a & % "“ “"‘i& .Ieglsla5| Berdasarkan
Pasal 2 ayat (1) UUD *"t!?!! '~fﬂ.uﬁét.n.jﬂ§:ur.m',t§m )PD dalam struktur MPR,
maka pengaturan ter s} r ‘dua kamar (bicameral
system). Tetapi pengaturan-daftam ayat (1)-tht-tidak memberikan ketegasan
terhadap pemberlakuan sistem perwakilan dua kamar, dimana MPR terdiri dari
anggota DPR dan anggota DPD. Menurut Pasal 22 D UUD NRI 1945, DPD
berfungsi untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
daerah kepada DPR; membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; serta melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, APBN,
pajak, pendidikan, dan agama, dan menyerahkan hasil pengawasaannya itu kepada
DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Fungsi legislasi DPD dalam
Ketatanegaraan Indonesia dinilai tidak seimbang dengan fungsi legislasi DPR.
Dalam hubungannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD. Reformasi
struktur ketatanegaraan Indonesia menuju sistem perwakilan bikameral yang kuat



(strong bicameralism) tidak terwujud dalam UUD 1945. Berdasarkan rumusan Pasal
2 ayat (1) UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sistem
perwakilan bikameral yang lemah (soft bicameralism). Padahal dalam sistem
bikameral lembaga perwakilan rakyat efektifitasnya ditentukan oleh perimbangan
kewenangan antar-kamar dalam pelaksanaan fungsi parlemen seperti fungsi legislasi,
anggaran, kontrol, representasi, dan rekrutmen politik. Dari semua fungsi tersebut,
pengawasan dan perimbangan (checks and balances) dalam fungsi legislasi menjadi
faktor utama dalam mekanisme lembaga perwakilan rakyat.

Beberapa upaya pengutan fungsi legislasi DPD sebagai lembaga perwakilan
dalam sistem bikameral berdasarkan hukum progresif0, antara lain:
1. Melalui Optimalisasi tugas dan wewenang sebagai lembaga perwakilan.

Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 secara jelas ditentukan bahwa DPD hanya
berwenang ikut membahas RUU vyang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya aI _dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

jan ke 'ngan pusat dan daerah dan tidak |kut

ikut memberi persetujuan enjadi undang- undang DPD

/j]/ ) 4-= dlbentuknya yaltu tujuan

berkaitan ; .
dalam strik T 103 - 1ag| Indonesia

nQS| sebagai wakil
“oleh anggota DPR
ingan partai politik
Jof representativeness
1 sehingga menjamin
svarakat.

rakyat yang ke
akibat adanya 1 entingar e
yang mengusu DRDYdibentuk 18 ]
dari lembaga pe u“da’&'“iﬂh .'
keseluruhan kelof *VH'M.EH (2 ﬁ{‘?ﬁma&eﬁu
2. Melalui mtrepreta /
Penguatan mefatut-interpretasi-yudisia akukaft' oleh DPD sebanyak dua
kali dengan adanya Putusan MK Nomor: 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK No.
79/PUU-X/2014. Putusan MK Nomor: 92/PUU-X/2012 memperkuat aspek-
aspek fungsional DPD pada fungsi legislasi dan fungsi penganggaran. Fungsi
legislasi seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa DPD menuntut adanya
kesetaraan dengan DPR dilengkapi dengan permohonan untuk dinaikkan derajat
kelembagaannya dalam mekanisme legislasi dari yang tadinya oleh UU No. 27
Tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perautran Perundang-Undangan (P3) diperlakukan setara dengan
fraksi-fraksi dan anggota DPR menjadi sebagaimana layaknya suatu lembaga
negara diperlukan. Adanya putusan MK ini adanya revisi UU P3 dan juga
mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Selain itu, memberikan kepastian hukum terhadap penafsiran Pasal 22 D ayat (1)
UUD 1945 Pasca Amandemen. Putusan MK No. 79/PUU-X/2014 yang menguji

Xi



tentang Pasal 71 huruf c, Pasal 165, Pasal 170 Ayat (5), Pasal 171 Ayat (1) dan
Pasal 249 huruf b UU MD3, yaitu memperluas kewenangan DPD dalam fungsi
legislasi berupa kewenangan untuk dapat menyetujui rancangan Undang-undang
menjadi undang-undang yang selama ini kewenangannya hanya diberikan kepada
DPR dan juga pemerintah. Optimalisasi fungsi legislasi Pemohon sebagaimana
mandat UUD 1945 dalam pengajuan, pembahasan, dan pemberian pertimbangan
atas RUU tertentu menjadi sangat penting. Pasca diberlakukannya Putusan MK
No. 79/PUU-XI11/2014 memberikan dampak baru secara kelembagaan bagi DPD.
Dimana putusan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi DPD dalam
pelaksanaan kewenangannya khusus bidang legislasi baik tahap usul RUU
maupun pembahasannya. Namun sesuai amar putusan MK tersebut hingga saat
ini belum belum dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR untuk mengubah
ketentuan pasal yang telah dibatalkan. Padalah putusan tersebut memberikan
jaminan kepastian hukum bagi DPD dalam pelaksanaan kewenangannya khusus
bidang legislasi baik tahap usul RUU maupun pembahasannya.
3. Sebagai lembaga perwakilan de Gan Sisten _bikameral efektif
Sistem bikameral efe' - judkan sistem strong bicameralism.

s kan memberikan dampak positif
eS|a d| mana keberadaan

Penerapan sistem stro _
Pertama, sesual de oru
- *r

' A D n nen |I|k| kewenangan

ong bicameralism.
Mengacu pada /sebagai landasan
konstitusional ; / . a DPD, sehingga
legitimasi anggote Jesa, k ‘ ah dengan legitimasi
. Sehe e' anding lurus dengan
kewenangan yang'@ Jo at belajar dan menjadi
acuan dalam mew uwh#s&uu"ﬁ ngan membandingkan
negara Amerika Serik: I'F’"LHF.?F@ n&‘gu,g‘tm;p It dapat dijadikan acuan,

i _ N gral ada banyak kesamaan
dengan karakteristik ‘ststem ikat menerapkan Sistem
bikameral dengan Senate dan House of Representatlve sedangkan Thailan sebagai
negara monarki yang menganut kesatuan menerapkan bikameral dengan Sapha
Phuthaen Rotsaden (DPR) dan Wuthisapha (Senat). Untuk mewujudkan hal tersebut
suatu keniscayaan adanya amandemen UUD 1945 kelima terhadap Pasal 22D UUD
1945. Selain mewujudkan strong bicameralism, mengingat Indonesia merupakan
negara yang mengalami beberapa kali penggantian UUD 1945 dan belum
menerapkan sistem pemerintahan negara yang benar-benar berlandaskan sistem
konstitusional, sehingga terbentuk tradisi-tradisi tertentu yang menjadi sendi
pemerintahan konstitusional yang kokoh. Karena itu dipandang perlu untuk
menelaah tentang konvensi sebagai salah satu sumber hukum tata negara yang dapat
dimanfaatkan dalam penyusunan sistem penyelenggaraan negara Republik Indonesia
sebagai negara hukum konstitusional yang berkedaulatan rakyat.

perwakilan di

xii



DISSERTATION OVERVIEW

Post the 1998 reformation, there was a major change in the Indonesian
constitutional system which was pointed out by the 1945 Constitution Amendment
(UUD 1945). The changes lie in the clear separation of power between executive and
legislature. Also, the 1945 Constitution Amendment established the democratic
system by giving regional participation in determining the direction of the future of
the national political policy by establishing the Regional Representative Council
(DPD) through the 1945 Constitutional’s third amendment, as a forum to contend
regional aspirations and interests in the national level, such as regional interests that
consistent with the national interests. The presence of the DPD as a new institution
as a result of changes in Indonesia’s Republic 1945 Constitution Amendment
overhauled the Indonesian representative system from a one-room representative
(unicameral) to a two-chamber representation system (bicameral). In the bicameral
system, the DPR is posmoned as th first chamber representing all Indonesian

' e second chamber representing the
ameral system, when referring to
parliamentary system category,
" eir respective names. The

which is marked by

first chamber or S0 ;' - S 0f OTe B ant.than the second room
(upper house) '/ ] . menting «the arneral parliamentary
system is to-bal . ; ; s ~(lower house) in
determining ng a check and

balance mechg

Article 22C an¢ \the -1945-Cons and Article 22D
of the 1945 Congs 1, NC inction of the DPD.
i Adependent authority

: ) functions. Based on
Article 2 paragraph stence of a new DPD

Cons
institution in the M el t ﬁ @ @ u L ﬁ '} eral system. However,
the regulation in A & #’. de any clarity on the
Loskia) emala l{ '

implementation of a'f \ hich the MPR consists
of members of the DPR and memb: .....la*""i..l...,--,..\-m-..a ng to Article 22 D of the
Republic of Indonesia’s 1945 Constltutlon the DPD has the purpose of submitting
laws draft relating to regions to the DPR; discussing laws relating to the regions, as
well as providing consideration to the DPR on the law's draft of the state budget,
taxes, education, and religion; as well as supervising the implementation of laws
relating to the regions, APBN, taxes, education, and religion, and submitting the
results of such supervision to the DPR for consideration in further action. The
legislative function of the DPD in the Indonesian State Administration is considered
to be uneven with the legislative function of the DPR. Concerning the DPR and the
MPR, the position of the DPD as stipulated in the 1945 Constitution is not following
the idea of forming a DPD. The reformation of the Indonesian constitutional
structure towards a strong bicameral system does not materialize in the 1945
Constitution. Based on the formulation of Article 2 paragraph (1) of the 1945
Constitution, the Indonesian constitutional system has a weak bicameral
representation system (soft bicameralism). Whereas in the bicameral system of

Xiii



people's representative institutions, its effectiveness is determined by the balance of
authority between chambers in the implementation of parliamentary functions such
as the functions of legislation, budgeting, control, representation, and political
recruitment. Of all these functions, checks, and balances in the legislative function
are the main factors in the mechanism of the people’s representative institutions.
Several efforts to strengthen the legislative function of the DPD as a
representative body in the bicameral system, include:
1. Through the optimization of duties and powers as a representative institution.
Article 22D paragraph (2) of the 1945 Constitution stipulates that the DPD
is only authorized to participate in discussing bills relating to regional autonomy,
central and regional relations, formation and expansion and regions merge
natural resources management, and other economic resources, as well as those
related to balance between central and regional finance and does not participate
in the final approval. so that, according to the Supreme Court, the DPD does not
part|C|pate in approvmg the b||| to. J . DPD takes advantage of its limitations

policies. Apart
'ng the unitary
3 'whose interests

of the degree of
ansures all groups in

A uwlssl‘llﬁA carried out by the DPD

twice in the pré .‘:I'!"p -x.J“ F@NJ.ML-mp Irbn, Number: 92/ PUU-
X/2012 and the - 9] .| er; 79/ PUU-X / 2014. The
Constitutional Court—Deciston,Number: 92/ POU-X/ 2012 strengthens the
functional aspects of the DPD in the legislative and budgeting functions. The
legislative function as explained above stated that the DPD demands equality
with the DPR, accompanied by a request to increase its institutional degree in
the legislative mechanism from the previous law No. 27 of 2009 concerning
MD3 and Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative
Regulations (P3) is treated equally with factions and DPR members as state
institution as required. The existence of this Constitutional Court decision was a
revision of the P3 Law and also encouraged the issuance of Law Number 17 of
2014 concerning MD3. Also, it provides legal certainty for the interpretation of
Article 22 D paragraph (1) of the Post-Amendment of the 1945 Constitution.
The Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-X / 2014 which examined
Article 71 letter c, Article 165, Article 170 Paragraph (5), Article 171 Paragraph
(1), and Article 249 letter b of the MD3 Law, namely extending the DPD's

Xiv



authority in the legislative function in the form of giving authority of draft Law
into law approval, which so far has been authorized only by the DPR and the
government. The optimization of the Petitioners' legislative function as
mandated by the 1945 Constitution in its submission, discussion, and
consideration of certain bills is very important. Following the enforcement of the
Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-XII / 2014, gave new institutional
impacts for the DPD. In which this decision provides a guarantee of legal
certainty for the DPD in implementing its authority specifically in the legislation
field, both in bill drafting and discussion. However, according to the injunction,
the Constitutional Court's decision has not yet been implemented by the
government and the DPR to amend the provisions of the canceled article. This
decision assures legal certainty for the DPD in implementing its authority in the
legislation field, both bills drafting and its discussion.

3. Asarepresentative institution with an effective bicameral system
An effectlve blcameral system vill create a strong bicameral system. The
: tem will have a positive impact. First,
following the political con Indo eS|an nation, where the presence of
regional representatlon in 1 odate regional aspirations and

e f:;fO uﬁl.:g W, D - o =

to form laws is fully

H‘\_/vers based on the

Din Creating a
ive through the
Amendment ) 3 'fﬂ
researchers fo are Article: 20 |para ‘ (2), Article 22D
paragraph (1), o=(3 paragiaph ( ' onstitution. Also,
as a derivative, ‘ o) 11

paragraph (2) of - ) ndatlon showed the
difficulty of beco f DPD members is of

greater quality thak l@ ﬂ?ﬁ : E E u I.I-Jﬁ'. ,é legitimacy of this

institution should bg Iy " granted by the 1945
Constitution. Indone W"#Mﬂml‘f" J a strong bicameralism
system by .-—m----u--_-_-.-, n.._..r.....-....dr following their
implementation on bicameral parliament, so that there are many S|m|Iar|t|es in the
system’s characteristics with Indonesia. The United States applies a bicameral
system with the Senate and the House of Representatives, while Thailand as a unitary
monarchy implements bicameral with Sapha Phuthaen  Rotsaden (DPR)
and Wuthisapha (Senate). To realize this, it is inevitable that there is a fifth
amendment to the 1945 Constitution following Article 22D of the 1945 Constitution.
In addition to realizing strong bicameralism, considering that Indonesia is a country
that has undergone several changes to the 1945 Constitution and has not
implemented a state government system that is truly based on a constitutional
system, thus certain traditions can be implemented as the foundation to create a
strong constitutional government. Therefore, it is deemed necessary to examine the
convention as one of the sources of constitutional law that can be utilized in the
formulation of the administration system of the Republic of Indonesia as a
constitutional law state based on people's sovereignty.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan
yang berbentuk Republik, yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan
belaka, dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam sebuah pemerintahan

yang demokratis kekuasaan tertinggi-. berada ditangan rakyat sebagaimana

dan dilaksan: - (e ind 434 negara yang
f

a legislatif yang
disebut dengaﬁ_ B K el /a yang berfungsi

sebagai penyalur’ la agya asan bagi lembaga

lainnya terutama e sekutity - UE s”s ULA
4\ H:ﬁl-‘&!,!ﬂ"@ﬁ%‘!vﬁhﬁ-}ﬂédﬁﬁ

pemisahan kekuasaan (separation of power) menjadi sangat jelas, jika awalnya
Presiden memiliki determinasi wewenang yang sangat luar biasa besarnya, yaitu
memiliki wewenang executive heavy dan legislatif heavy, maka setelah amandemen
pertama UUD 1945 wewenang presiden hanya sebagai lembaga eksekutif yang
bertanggungjawab menjalankan roda pemerintahan, dan fungsi legislasi diberikan

kepada DPR RI menurut Pasal 20 ayat (1). Di samping itu, pada penjelasan Pasal 20



ayat (1) tentang DPR adalah lembaga pembuat undang-undang, tidak semata-mata
menghilangkan wewenang presiden secara penuh, dilanjutkan kembali pada
pembahasan Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) bahwa presiden masih berhak memiliki
wewenang mengajukan pembuatan Undang-Undang kepada DPR, melalui pengajuan
rancangan undang-undang (RUU) serta melakukan pembahasan bersama dengan
DPR dalam membahas RUU yang diajukan presiden, jika sudah terbentuk keputusan
bahwa RUU tersebut sudah disepakati, presiden yang akan melakukan pengesahan,

setelah itu barulah UU tersebut sah diundangkan.!

Utusan Daerah y;i' U “ I 3% u ‘_ ﬂ : /ﬁng memperjuangkan
i Eﬁ:uﬂ{df !@?{:}{'&ﬂw{ﬁu ‘elompok masyarakat tertentu

aspirasi dan kepent1
dari pada memperjua aft—daerah yang diwakilinya
sehingga kepentingan daerah terabaikan dalam panggung politik nasional dalam
kurun waktu yang cukup lama. Ketika aspirasi dan kepentingan daerah diabaikan
atau terabaikan dalam panggung politik nasional, pemerintah daerah dan rakyat yang

ada di daerah-daerah merasa pemerintah pusat berlaku tidak adil sehingga rakyat

yang ada di beberapa daerah melakukan tuntutan dan pemberontakan yang mengarah

! Pataniari Siahaan, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945, Konpress, him. 5.



kepada disintegrasi bangsa seperti yang pernah dilakukan Aceh, Irian Jaya (Papua),
Riau dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang meminta merdeka, lepas dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencegah disintegrasi bangsa serta
meningkatkan peran serta daerah dalam menentukan arah kebijakan politik nasional
di masa mendatang maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui
perubahan ke tiga UUD 1945, sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan

kepentingan daerah di tingkat nasiona yaitu kepentingan daerah yang selaras dengan

Namun kalau ,

semula berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan yang ditetapkan dengan undang-undang" yang kemudian diubah

menjadi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

2K. C. Wheare, 1967, Legislature, London, Oxford University Press, him. 205.

8 Bagir Manan, 2003, DPR, DPD dun MPR dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta,
him., 53. Lihat juga Jimly Asshiddigie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran
Kekuasaan dalam UUD 1945, FH. Ul Press, Yogyakarta, him., 17.



Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang"”. Adanya perubahan tersebut
menyebabkan gagasan perombakan sistem perwakilan Indonesia dari sistem
perwakilan satu kamar (unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar
(bicameral) gagal.

Dalam sistem perwakilan dua kamar (bicameral), DPR seharusnya sebagai

kamar (chamber) pertama mewakili seluruh rakyat Indonesia (political

representatives) dan DPD sebagai kamar (chamber) kedua mewakili daerah-

A\

(Al 'y_gs) yang ada di NKRI. Namun

'.

bersusunan kesatuan (unitary) mlsalnya di Inggris, Belanda, Prancis, Filipina,
Thailand, Jepang dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menjaga keutuhan
wilayah negara, melindungi etnik dan kepentingan khusus golongan tertentu. *
Namun untuk menyebut sistem perwakilan di NKRI dengan sistem perwakilan dua
kamar (bicameral) masih dipertanyakan, mengingat dalam sistem perwakilan dua

kamar (bicameral) masing-masing kamar (chamber) mempunyai kewenangan

4 Samuel C. Patterson & Anthony Mughan, 1999, Senat; Bicameralism in the Contemporary
Word, Oshio State University, him., 10.



seimbang, yang dijalankan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Di
samping itu, antara kamar pertama dan kamar kedua mempunyai kedudukan
sederajat antara satu sama lain, baik secara politik maupun secara legislatif.®
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan, DPD
memang mempunyai kedudukan sederajat dengan DPR. Akan tetapi, keduanya
mempunyai fungsi yang tidak setara. DPR menurut UUD 1945 dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

¥
ta yang befkaita dengan perirs
' : ﬂﬂfuﬂ-'f Iwﬂ rﬁ*rﬂ#h

pengawasan yang dim|I|IZ| DPD ﬁanya's'ebatHS‘p'Eﬁgawmn‘terhadap pelaksanaan UU

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan surnber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan dan agama. Hasil pengawasan tersebut harus diberikan kepada DPR

untuk ditindaklanjuti. (Pasal 22D ayat (3) UUD 1945). Ketiga, fungsi anggaran.

5 Jimly Asshiddigie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah dun Parlemen dalam Sejarah: Telaah
Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Ul Press, Jakarta, him., 37.



Fungsi anggaran yang dimiliki DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 ayat (3) UUD 1945). Selain tiga fungsi di
atas, DPD masih mernpunyai kewenangan lain yang juga sangat terbatas
sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (2) dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945
yakni; menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberikan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memberikan pertimbangan kepada DPR dalam
memilih anggota BPK.

Fungsi DPD di atas J N

terlihat tidak lazim karena -:u

fungsi yang Iay ‘smM ~' . Di bi
legislasi, lef ! " o I \ggislasi

yang
menentukarli'_ 3 : an be kUl - angan untuk
mengajukan R K : "____ U, baik secara
mandiri maupun _| bldang anggaran
lembaga perwakil Eyang kuat apabila
lembaga perwakilgl bt elipeki kewenanyzn Lt ,ﬂ" ghas, mengamandemen

dan menetapkan RUI #MI-EFA shel e pjadi UU.’

perwakilan dikatakan

Selanjutnya, di biding pehgaw
mempunyai fungsi pengawasan yang baik apabila lembaga perwakilan bersangkutan
diberi kewenangan konstitusional melakukan pengawasan langsung terhadap

pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kernudian, jika dalam

melakukan pengawasan tersebut lembaga perwakilan menemukan indikasi

6 Miriam Budiardjo, 2009, Dasar-Dasar IImu Politik, Gramedia, Edisi Revisi, Cetakan ke Empat.,
Jakarta, him. 323
7 Ibid, him., 324



pemerintah melakukan pelanggaran hukum, maka kepada lembaga perwakilan
tersebut diberi pula kewenangan untuk menindak-lanjuti hasil temuannya. Oleh
karena itu, kepada lembaga perwakilan diberikan berbagai macam hak seperti hak
interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan bahkan hak menyatakan mosi
tak percaya kepada pemerintah (dalam sistem pemerintahan parlementer) agar di
kemudian hari penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah
tidak terulang kembali."®

Pasal 22 C dan D UUD 1 upakan dasar hukum keberadaan dari DPD
selaku perwakilan daerah. g " ahkan dalam undang-undang yang

., /
bagi DPR dibanding DPD. misa %T& ! tentang e saan DPR yang harus

mendapat persetujua fahiamah !iaf."ﬂj!'@iﬁm;@ ara DPD tidak demikian,
kemudian pasal tentang-sa . a-DPD-diberikart jika enam kali beruturut-
turut tidak menghadiri sidang paripurna, sementara bagi DPR pasal tersebut
dihapuskan, pasal yang memberikan kewenangan bagi DPR untuk menyusun
anggaran, sementara DPD tidak diberikan kewenangan tersebut. Anggota DPD sudah

tentu harus menjadi representasi bagi rakyat bukan bagi konstituennya semata dalam

menampung setiap aspirasi dan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut.

8 Ibid, him., 325-326



Peran yang dimiliki oleh DPD tidak begitu saja berjalan tanpa adanya hak dan
kewenangan yang tepat untuk mengoptimalkan fungsinya. Selain itu, evaluasi dan
pertanggungjawaban juga sangat diperlukan dalam rangka akuntabilitas secara publik
bukan hanya laporan semata. Selama ini, hak yang dimiliki oleh DPD hanya sebatas
pertimbangan tanpa mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Padahal
kepentingan daerah adalah hal yang sangat penting disamping kepentingan nasional,
karena negara tidak akan maju tanpa dukungan dari daerah. Dengan belum adanya

hak dan kewenangan yang lebih untk DRPD menimbulkan pelaksanaan fungsi yang

lebih baik

y \/

e

isi sekarang.

dimotori mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998 yakni perlu perluasan peran serta
daerah dalam pembangunan nasional yang salah satunya diwujudkan oleh DPD.
Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata gagasan penerapan bikameral di
Indonesia berbeda dengan bikameral yang lazim berlaku di berbagai negara dan tidak
sesuai dengan gagasan yang diwacanakan sebelumnya. Keanggotaannya dibatasi
jumlahnya, fungsi dan wewenangnya tidak sama dengan DPR, terjadi diskriminasi

dalam peranannya, tidak dterapkannya konsep awal yang diusulkan sama dengan



DPR, sehingga setelah dtetapkan dalam konstitusi timbul pertanyaan apakah dengan
diberikannya kekuasaan seperti yang terdapat dalam konstitusi Indonesia saat ini
sudah memenuhi tujuan dibentuknya lembaga ini. Pertanyaan itu menunjukkan
kepada bangsa Indonesia bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan lahirnya

Dewan Perwakilan Daerah disamping DPR.

B. Perumusan Masalah

kang yang telah diuraikan diatas, maka

Berdasarkan penjelasan .

masalah yang akan dirumuska ,r-uf gan penguatan fungsi legislasi Dewan

A

Perwakilan Daera aral adalah sebagai berikut :

Bagalmana : Kol - s : Perwakilan Daerah

dalam S|stem7’ ukum Progresif?
3. Bagalmanakahul w N n .’E:éi‘i u i ﬂ / aerah dalam sistem

parelemen bicame ff.di thdo f F_:;- *‘L‘ml,&#ﬁ‘t'#h ogresn")

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana di uraikan diatas, mengenai
penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah dalam sistem parlemen
bikameral, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut;
1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa kewenangan fungsi legislasi antara
DPD dan DPR tidak sama dalam penerapan sistem bikameral di Indonesia

Berdasarkan Hukum Progresif.



2. Untuk mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan fungsi legislasi Dewan

Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia Berdasarkan
Hukum Progresif.

Untuk mengetahui dan mengkaji penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan
Daerah dalam system parlemen bicameral di Indonesia Berdasarkan Hukum

Progresif.

D. Manfaat Penelitian

konstitusi d A

Manfaat Prakli

&
UNISSULﬂ
I I'I : nemul I Lﬁv

gagasan pemikiran :“'-'—?f- geHukuim-—Tata—Negara Kkhususnya fungsi

atau konsep baru atau

legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bicameral Berdasarkan

Hukum Progresif.

E. Kerangka Konseptual Desertasi

1.

Sistem Perwakilan
Sistem perwakilan pada masing-masing negara berbeda satu sama lain,

tergantung kepada sejarah, budaya, hasil pemikiran, kebutuhan dan praktek

10



ketatanegaraan negara bersangkutan. Namun sistem perwakilan yang lazim di
dunia saat ini ada dua macam yakni sistem perwakilan satu kamar (unicameral
system) dan sistem perwakilan dua kamar (bicameral system).®

Untuk menentukan apakah suatu negara menganut sistem perwakilan
satu kamar (unicameral system) atau sistem perwakilan dua kamar (bicameral
system) dapat dilihat dari tiga sisi yakni fungsi lembaga perwakilan,
keanggotaan lembaga perwakilan dan proses pembentukan undang-undang di

lembaga perwakilan. Pertama, dari_segi fungsi, jika lembaga perwakilan terdiri

dari dua kamar dan masing-ma "’/\ mempunyai fungsi yang sama, baik di

tersebut dikateg stem pe f,, ipar. (bicameral system).

Sebalikn as siing kamar lembe tdek mempunyai
\ - ,
fungsi yan 3 awasa / anggaran maka
= /

1 / kilan satu kamar
Faan, apabila struktur

lembaga perwa asing-masing kamar

mempunyai ar ' I! I s || iI LA
':ﬁ'! 0 ti 1) :1‘1 antara | h, f
I ; Al ./:

R i
perwakllan terseb. l--'--j ---------- KE-Clat Al SISTETTT DCTVW Al

lain maka lembaga

dua kamar (bicameral

system). Sebaliknya, jika anggota kamar pertama merangkap menjadi anggota
kamar kedua maka lembaga perwakilan tersebut termasuk dalam kategori sistem
perwakilan satu kamar (unicameral system). Ketiga, ditinjau dari aspek proses
pembentukan undang-undang, jika pembentukan undang-undang harus melewati
dua kamar yang terpisah antara satu sama lain maka lembaga perwakilan

tersebut tergolong ke dalam sistem perwakilan dua kamar (bicameral system).

® C. F. Strong, 1966, Modern Political Constitution; an Introduktion to the Comaprative Study of
Their History and Existing Form, Sidgwick & Jackson Limited, London, him., 194
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Sebaliknya, jika pembentukan undang-undang tidak melewati kamar yang lain
atau dengan kata lain pembentukan undang-undang hanya dilakukan oleh satu
kamar lembaga perwakilan semata maka lembaga perwakilan tersebut tergolong
ke dalam sistem perwakilan satu kamar (unicameral system).°

Di samping dua model sistem perwakilan di atas, masih ada model sistem
perwakilan yang lain yakni sistem perwakilan tiga kamar (trikameral system)
seperti yang terdapat di Afganistan dan Afrika Selatan saat ini,!* serta sistem
perwakilan lima kamar yang

_legatmawati disebut dengan sistem

pentakameral seperti yang terds publik Yugoslavia sebagaimana diatur

/

dalarn Konstltu3| 60

)
,

hanya al system) dan
sistem p J.-"dua model ini
yang akan
a.
ﬂ N l sﬂs u L ﬂ. 3 ﬁiem) tidak mengenal
dan ternisah M .L. age. pervy perti adanya House of
Represntatives—{DPR)-dan-Si Yat=ata e gi (Upper House) dan
Majelis Rendah (Lower House). Akan tetapi hanya mengenal satu lembaga
perwakilan nasional saja. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan satu
kamar (unicameral system), kekuasaan legislasi tertinggi hanya ada pada
19 |bid, him., 194

11 Fatmawati, 2010, Struktur dun Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral; Studi
Perbandingan Antara Indonesia dun Beberapa Negara, Jakarta, Ul Press, him.. 214-218

12 parlemen Yugoslavia terdiri dari lima kamar yakni; Federal Chamber. Economic Chamber,
Chamber of Education and Culture, Chamber of Social Welfare and Health dun Organizational-
Political Chamber. Lihat Fatmawati, (2010), ibid, him., 223-227.
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satu badan unicameral saja yaitu majelis perwakilan nasional yang dipiiih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. ** Hal ini menunjukkan
bahwa sistem perwakilan satu kamar (unicameral system) seharusnya dianut
oleh negara-negara yang berbentuk kesatuan (unitary state) karena negara
kesatuan (unitary state) menurut C.F. Strong dan Fred Isjwar'* sebagaimana
disebutkan sebelumnya adalah negara di mana kekuasaan legislatif tertinggi
hanya dipegang oleh satu badan legislatif pusat. Namun kenyataan

menunjukkan lain, negara kesatuan (unitary state) ada yang menganut

A

yai fimgsi memberikan
nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah (Kaisar) serta membuat
undang-undang melalui perdebatan di lembaga tersebut. Begitu juga pada
masa Nabi Muhammad S.A.W., ketika beliau memimpin negara Islam
Madinah pada abad ke 7 Masehi. Negara Islam Madinah waktu itu, menurut

lja Suntana sudah terdapat satu badan perwakilan nasional bernama Majelis

13 Jimly Asshiddigie, 1996, Pergumulan Peran Parlemen Dalam Sejarah; Telaah Perbandingan
Konstitusi Berbagai Negara, Ul Press, Jakarta, him., 33-34.
14 C.F. Strong, 1966, op.cit., him., 112
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Syura yang berfungsi sebagai mitra Nabi Muhammad S.A.W., dalam
bermusyawarah membicarakan persoalan kenegaraan dan persoalan yang
dihadapi umat Islam pada masa itu, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial,
politik dan lain sebagainya kecuali masalah agama yang otoritasnya
langsung dipegang oleh Nabi Muhammad S.A.W., sebagai utusan Allah.*
Kemudian dalam perkembangannya, sistem perwakilan satu kamar

(unicameral system) ini diadopsi oleh banyak negara terutama setelah

b éf _
U “ H g $ u l ﬁ 2Ng satu dan tidak dapat
n-fL{ddi"Co‘b"mﬁle s, lebih murah dan lebih

Aaft untuk dapat mengambil
keputusan dengan cepat, tepat dan konsisten serta mengurangi bahaya dead
lock yang dapat timbul karena adanya perselisihan pendapat antara dua
kamar dalam sistem perwakilan dua kamar (bicameral system).!” Keempat,

dapat meloloskan undang-undang dengan cepat karena hanya ada satu

5 Jja Suntana, 2007, Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam, Refika
Aditama, Bandung, him.. 29

16 Jimly Asshiddigie, 1996, Pergumulan ..., Op. Cit., him., 33.

7 Edy Purnama, 2007, Op. Cit., him., 83.
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lembaga perwakilan. Kelima, tanggungjawab lernbaga perwakilan lebih
besar karena ti& dapat menyalahkan lembaga lain. Keenam, jumlah anggota
lembaga perwakilan satu kamar (unicameral lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah anggota lembaga perwakilan dua kamar (bicameral)
sehingga memudahkan rakyat untuk mengontrolnya. Ketujuh, karena
jumlah anggotanya lebih sedikit maka biaya yang diperlukan oleh
pemerintah untuk operasional dan menggaji anggota lembaga perwakilan

lebih sedikit.*8

u “ w g"ﬁ “ i— ﬂ tem perwakilan dua

fﬁ#ﬂl&iﬂy léﬁp"ﬁ‘ﬂ_ﬂ’ﬂgﬁm@ (¢ tidak mendatangkan

banyak masatan—dailz CITIOKI8 a-kedua kamar di Parlemen

benar-benar terpilih atas garis yang sama dan bekerja sesuai dengan fungsi
dan kewenangannya masing-masing.?

Di samping mempunyai kelebihan, sistem perwakilan satu kamar

(unicameral system) ini sebagaimana disebutkan di atas juga mempunyai

18 Dahlan Thaib, 2002, Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan ke Tiga
UUD 1945, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UlI, Yogyakarta, him. 9

19 Ariend Lijphart, 1984, Democraties Pattern of Majoratitarian And Consensus Government in
Twenty One Countries, Yale University Press, New Haven and London, him., 94.

20 K.C.Wheare, 1968, Legislatures, London, Oxford University, him., 22.
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kekurangan yakni; pertama, memberi peluang terjadinya penyalahgunaan
wewenang karena hanya ada satu lembaga perwakilan yang anggota-
anggotanya mudah dipengaruhi oleh situasi fluktuasi politik karena dipilih
langsung oleh rakyat. ?* Kedua, kurang mencerminkan kehendak dan
kepentingan nasional karena ada kelompok yang tidak terwakili. Ketiga,
tidak menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta
dapat mendatangkan pembuatan keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan

berat sebelah.??

’

pIuraIismll'Ql \ “ “ ' gg u tﬂ arah yang lebih rendah

ara 11;15;“&5? H@ﬁ"%_'#!fﬂbﬁhel@ gsatuan dapat  memilih

model siste akttan—ya aifni sela M perwakilan satu kamar
(unicameral system) ini yakni sistem perwakilan dua kamar.
b. Sistem Perwakilan Dua Kamar (Bicameral System)
Berbeda dengan sistem perwakilan satu kamar (unicameral system).
Parlemen dalam sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) terdiri

dari dua badan perwakilan yang terpisah antara satu sama lain yakni

21 Miriam Budiarjo, 2009, Op. Cit., him., 320.
22 Bandingkan Edy Purnama, 2007, Op. Cit., him., 83.

16



perwakilan seluruh rakyat yang juga disebut dengan perwakilan politik dan
perwakilan negara bagian atau propinsi atau golongan tertentu yang dikenal
dengan istilah House of Representatives dan Senat di Amerika Serikat, DPR
dm Senat RIS di Indonesia ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949, House of
Commons dan House of Lord di Inggris, Bandestag dan Bandesrat di
Jerman, National Assembly dan Senat di Prancis, Eetste Kamer dan Tweede

Kamer di Belanda, Raysabha dan Loksabha di 1ndia. 2 Masing-masing

U N W g.ﬂs u L ﬂ / f-ffanjang sebagaimana
disebutkan '¢ Ales) Kem 1@&?’2;‘,3&31.;}?.%5,@; 1/dua kamar (bicameral
system) ini dia ahan Inggris Raya seperti
Amerika Serikat, India, Australia, Malaysia dan lain sebagainya. Jika
ditinjau dari proses pembentukan, system perwakilan dua kamar (bicameral
system) pada setiap negara demokrasi berbeda antara satu sama lain.

Ada yang melalui proses pemilihan umum (pemilu), penunjukan

langsung oleh Kepala Negara dan ada pula melalui proses pemilihan oleh

23 Sri Soemantri, 2003, op.cit., him. 18.
24 C.F. Strong, 1966, Loc. Cit.
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organ pemerintah yang lebih rendah (daerah). Inggris sebagai negara tertua
yang mengadopsi sistem perwakilan dua kamar (bicameral system),
lembaga perwakilannya disebut Parliament yang terdiri dari House of
Commons dan House of Lord. Anggota House of Commons (kamar pertama)
diisi melalui mekanisme pemilihan umurn secara berkala. Sedangkan
anggota House of Lord (kamar kedua) bersifat permanen, turun temurun,
berasal dari keturunan bangsawan, pemuka agama, kelompok sosial,

kelompok profesi tertentu yang diangkat atau ditunjuk oleh Ratu Inggris.

mMaril
P
.-

Be

aSenat yang ada di

cara berkala.
f

N Parlemen yang

i

U “ i g”s u L ﬁ leh  kesatuan-kesatuan

pemerintah ¢ ‘«‘-w'J-L;:.R '&ﬁﬂbl@lﬁq}‘d@b@, INtals dan Departement.

i
i

Departement “pera agia I wilayah Pra yang di Indonesia dapat

disamakan dengan daerah propinsi.?

Sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) ini bukan hanya
dianut oleh negara-negara monarki dan republik yang berbentuk federasi,
namun juga dianut oleh negara monarki dan republik yang berbentuk

kesatauan (unitary state). Inggris, Belanda dan Jepang sebagai negara

25 Max Boboy, 1994, DPR-RI Dalam Perspektif Sejarah dun Tata Negara, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, him., 27.

18



monarki yang berbentuk kesatuan (unitary) mengadopsi sistem perwakilan
dua kamar (bicameral system) yang terdiri dari majelis tinggi (Upper
House) dan majelis rendah (Lower House) sebagaimana disebutkan di atas.
Sedangkan negara republik yang berbentuk federasi mempunyai sistem
perwakilan dua kamar (bicameral system) misalnya adalah Amerika Serikat,
Jerman, India dan Indonesia ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949.

Sistem perwakilan dua kamar (bicameral sytem) ini diklasifikasi

oleh Arend Lijphart menjadi ti_rn yakni; bikameralisme kuat (strong

lemah (weak_ biga Al parlemen bicameral dikatakan
. :\ iliki karakteristik
““f#‘ akan simetris
.'-‘ kedua memiliki

=
\ -
hanya sg -Q: 51
' -ﬁ ‘ ;
il 28“ ‘i!i"‘l ” LA 'Ifl dikatak di

pemilu. ** Selanjut rukur ‘P‘?’/f ikatakan medium-

strength bicameratisin-apabiia ',--','--"'-----« out'tidak memiliki salah satu

i
I

émokra3| yang hat

karena rakyat ~ melalui

ciri simetris dan incongruence. Sedangkan struktur Parlemen bicameral
dikatakan weak bicameralism apabila Parlemen tersebut memiliki
karakteristik asimetris dan congruence atau dengan kata lain kewenangan
konstitusional kamar kedua dan legitimasi politik yang dimilikinya tidak

setara dengan kewenangan konstitusional dan legitimasi politik yang

%6 Arend Lijphart, 1999, Patterns of Democracy; Government Froms Performance in Thirty Six
Countries, Yale University, New Haven and London, him. 211

27 1bid

28 |bid
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dimiliki oleh kamar pertama.

Agak berbeda dengan Arend Lijphart, berdasarkan kewenangan
pembentukan undang-undang, Giovani Sartori membagi sistem perwakilan
dua kamar (bicameral system) menjadi perfect bicameralism, strong
bicameralism dan weak bicameralism.?® Jika kewenangan kamar pertama
dan kamar kedua setara atau sama lain dalam hal pembentukan undang-
undang maka disebut perfect bicameralism, jika hampir setara disebut

dengan strong bicameralism, sebaliknya jika tidak setara maka disebut

system) ini juga

terdapat pada

| UN“‘-&%“L“ orial dan atau wakil
t ?‘i*;if.l—l-u_i,y! @‘:’_‘;MEJL., memberikan jaminan

kesewenang-wenangan
dalam pembuatan undang-undang oleh lembaga perwakilan karena antara
kamar pertama dan kamar kedua terdapat mekanisme check and balences,
saling menguji dan saling melengkapi serta saling memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam

pembuatan undang-undang. Ketiga, lebih menjamin pekerjaan yang

29 Giovani Sartoni, op.cit., him. 184

% Ibid
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bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta dapat menghindari pembuatan
keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan berat sebelah.!

Sedangkan kekurangan sistem perwakilan dua kamar (bicameral
system) yakni; pertama dapat memperlambat proses pembuatan undang-
undang karena setelah rancangaan undang-undang disetujui oleh kamar
pertama sebelum diberlakukan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan
dari kamar kedua Parlemen. Kedua, adanya kamar kedua di Parlemen

dipandang tidak demokratis karena tidak mencerminkan konstelasi politik

“ N H 55 u Lﬂ I. Lahirnya berbagai

|‘;ﬁ5'-4-‘.?£ !E;;ﬁ‘?’buﬂjmﬁlﬂ-ﬂif{w / a hal. Pertama, latar

belakang sejara 3 ara-yang sangat panjang. Kedua, hasil pemikiran
para pakar yang kemudian diadopsi dan dipraktekkan oleh negara
bersangkutan. Ketiga, kombinasi antar keduanya yakni latar belakang
sejarah negara bersangkutan dm hasil pemikiran para pakar. * Namun

demikian, tidak ada jaminan salah satu model sistem perwakilan lebih baik

dari pada model sistem perwakilan yang lain. Lalu sistem perwakilan mana

31 Edy Purnama, op.cit., him 83-84
32 Miriam Budiarjo, 2009, Op. Cit., him., 320
33 Edy purnama, op.cit., him 88-79
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yang hams menjadi pilihan suatu negara? Yang penting, sistem perwakilan
yang dipilih harus dapat memenuhi kebutuhan negara bersangkutan sebagai
negara demokrasi berkedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi
berkedaulatan rakyat pernah menerapkan, baik sistem perwakilan satu
karnar (unicameral system) maupun sistem perwakilan dua kamar
(bicameral system). Sistem perwakilan satu kamar (unicameral system)
diadopsi oleh Indonesia ketika berlaku UUD 1945 lama dan UUDS 1950,

sedangkan sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) dipraktekkan di

lembaga | k dan ahli ilmu
hukum tat Iréjrwakilan ada tiga
macam  yak i ‘E.”:rekrutmen politik
(recrutmend |d u w ﬁ g?g u "N ﬂ -'ff(legislation).34 Sama

e

dengan Bambang ﬁf"uq!.?‘&gﬁ‘b!f@‘m}huh endapat ada tiga fungsi

oversight. 3 Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, lembaga perwakilan
mempunyai empat fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi
rekrutmen politik dan fungsi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.®

Selanjutnya Arbi Sanit menyebut lembaga perwakilan mempunyai lima fungsi

34 Bambang Cipto, 1995, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial,
Rajawali Press, Jakarta, him. 10-14

3 G. Calvin Mackenzie, 1986, American Government: Politic and public policy, Random House
New York, him. 120-137

36 Miriam Budiarjo, 2009, Op. Cit., him., 323-327.
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yakni; fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan, fungsi pengawasan, fungsi
pemilihan pejabat publik dan fungsi persetujuan terhadap perjanjian
internasional (ratifikasi) yang dibuat pemerintah.*’

Tak jauh berbeda dengan Arbi Sanit, Burn menyebut enam fungsi
penting yang harus dilaksanakan oleh lembaga perwakilan yakni; representation,
lawmaking, consensus building, overseeing, policy clarification and
legitimizing.®® Sama dengan Burn, Mizey menyebut fungsi yang melekat pada

badan legislatif juga ada enam yakni;.fungsi legislasi, fungsi pajak, fungsi debat,

kilan di atas

unlss || LA 'Ifmacam akni; fungsi
: d "* yakni; fungsi

representasi dan komunikasi, fungsi pemilihan pejabat publik dan ratifikasi
perjanjian internasional. Namun dari tujuh fungsi tersebut yang paling pokok ada
tiga yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

a. Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi lembaga perwakilan yang terpenting yakni

37 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1985, him. 46-52

38 Paimin Naipitupulu, 2005, Peran dan Pertanggungiawaban DPR; Kajian di DPRD Propinsi
DKI Jakarta, Alumni, Bandung, him. 38

%9 1bid, him., 48-51.
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membuat undang-undang yang akan diberlakukan di tengah-tengah
masyarakat sehingga lembaga perwakilan disebut juga dengan lembaga
legislatif atau badan legislatif Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi,
lembaga perwakilan diberi kewenangan membuat rancangan undang-
undang, mengajukan rancangan undang-undang yang disebut dengan
rancangan undang-undang inisiatif, kewenangan membahas,
mengamandemen dan menetapkan rancangan undang-undang menjadi

undang-undang, baik secara.mandiri maupun bersama-sama dengan

kekuasaan pada negara

pemisahan kekuasaan

u N i g% “ i—ﬁ puatan undang-undang

fersehy y,y | iq hanye menjadi' tanggungjawab lembaga

perwakilan v I gjawab bersama antara
lembaga perwakilan dan pemerintah.*°

Pada negara penganut prinsip pemisahan kekuasaan (separation of

power), ** misalnya Arnerika Serikat, pernbuatan undang-undang

40 Lihat Syaifudun, 2006, proses pembentukan undang-undang, studi tentang partisipasi
Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi, Disertasi pada Program
Doktor llmu Hukum FH Ul, Jakarta, him., 153- 154

41 Konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) menghendaki cabang-cabang kekuasaan
negara dipisah dengan tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk mencegah
terkonsentrasinya kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan tirani. Soewoto
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sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga perwakilan, yakni Kongres,
mulai dari membuat rancangan undang-undang, membahas rancangan
undang-undang di Kongres hingga menetapkan rancangan undang-undang
menjadi undang-undang, semuanya dilakukan oleh Kongres Amerika
Serikat tanpa melibatkan Presiden. Keterlibatan Presiden Amerika Serikat
dalarn pembuatan undang-undang hanya pada tahap akhir yakni mensahkan

undang-undang yang telah disetujui Kongres sebelum diberlakukan di

A ‘
UNISSULA
hye iU Udang-iingang teisety

undang-undang tersebut.*®* Namun demikian, walaupun pada negara-negara
penganut prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) pembuatan

undang-undang menjadi kewenangan lembaga perwakilan, akan tetapi jika

Mulyosudarmo, 1997, peralihan kekuasaan:kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato nawaksara,
Jakarta, Gramedia, him. 27

42 Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusham UlI, Jogyakarta, him., 137

4 lbrahim R., 2003, Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan
Eksekutif dalam Pembaruan Undang-Undang Dasar, Disertasi pada Program Doktor llmu Hukum,
Program Pascasarjana Unpad, Bandung, him., 131. lihat juga Mahmuzar, (2010), Sistem
Pemerintahan Indonesia; Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, Jogyakarta, Nusamedia,
him., 71.
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pemerintah ingin mengatur sesuatu hal melalui undang-undang maka
pemerintah dapat mengusulkan rancangan undang-undang tersebut melalui
anggota lembaga perwakilan terutama anggota lembaga perwakilan yang
berasal dari partai politik pendukung pemerintah, yang selanjutnya menjadi
rancangan undang-undang usul inisiatif lembaga perwakilan.**

Bebeda halnya pada negara-negara yang tidak menganut prinsip
pemisahan kekuasaan secara mutlak (separation of power). Pada negara-

negara penganut prinsip pemhagian kekuasaan (distribution of power),

ot f .
“ " “ g;g u i—ﬁ /‘Qatu untuk disahkan

+'ﬁf,:l-!,:!.'!ﬂéiaﬁ'\!mu§m%@ }ﬂari parlemen. ** Oleh

(distribution of power) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk

mengajukan rancangan undang-undang kepada lembaga perwakilan, baik

44 Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam
Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Cetakan I, Jakarta, him., 82.

4 Teori pembagian kekuasaan (distribution of power) menghendaki adanya kerjasama antar organ
negara khususnya antara organ eksekutif dan legislative. Lihat Syaifudin sebagaimana dikutif oleh
Bunyamin Alamsyah, 2010, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam System
Ketatanegaraan Indonesia, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor llmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (Ull), Yogyakarta, him. 24.

46 Mochtar Mas'oed & Colin MacAndrews, ed., 1981, Perbandingan Sistem Politik, Jogyakarta,
Gadjah Mada University Press, him., 144,

47 lbrahim R., 2003, Op. Cit., him., 198.
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rancangan undang-undang yang datang dari usul pemerintah maupun
rancangan undang-undang inisiatif lembaga perwakilan, kemudian
menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bersama-
sama dengan lembaga perwakilan dalam sidang paripurna lembaga
perwakilan yang khusus diadakan untuk itu.

Namun dalam perkembangannya, pembuatan undang-undang pada

negara penganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power),

-f)erwakilan dalam hal

/

aga pemerintah banyak

¥
UNISSULA /

membuat ré.l o -u-lm -:g,gf’!uf'ﬂ,g rena di e
para ahli yang-m-empm'ryarpen ‘

membuat peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pemerintah

afig-batk-dan layak, termasuk dalam

dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat yang akan diatur melalui
undang-undang, sehingga apabila rancangan undang-undang yang diajukan
oleh pemerintah disahkan atau disetujui oleh lembaga perwakilan menjadi

undang-undang maka pemerintah tidak akan kesulitan

48 Miriam Budiardjo, 2009, Op. Cit., him., 323.
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mengimplementasikannya karena pemerintah sendiri yang membuat dan
menghendaki undang-undang tersebut.*

Keadaan di atas menurut Miriam Budiardjo tidak mengherankan,
dan itu terjadi kerana ada pergeseran konsep negara hukum di dunia dari
negara hukum formil ke negara hukum material atau dari negara penjaga
malam ke negara kesejehteraan (welfarestate) yang mengharuskan

pemerintah aktif mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. ° Dalam

negara hukum formil, pemer' tah dalam arti sempit (eksekutif) hanya

\ UNISSULA angka untuk menjaga

kepentingahlﬁ ?htf’-*-!ﬁ.!.f’ig»ﬂ*{i&'ﬁﬂkﬂiﬁmﬂg ereka sehingga ekonomi
rakyat terabatkan—yang-akhirnyamencipiakan—Kesenjangan sosial yang
sangat tajam di tengah-tengah masyarakat. Keadaan ini kemudian
mendorong lahirnya konsep negara hukum material. Dalam konsepsi negara
hukum material, pemerintahan yang semula hanya bertugas menjalankan
apa yang telah ditetapkan oleh lembaga perwakilan melalui undang-undang,

sekarang mempunyai tugas baru yakni harus mampu menjamin

49 1bid,

% Ibid

him., 324.
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kesejahteraan rakyat. Agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik
maka pemerintah diberi kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-
undang kepada lembaga perwakilan, ikut membahas rancangan undang-
undang dan menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
bersama-sama dengan dewan perwakilan karena pemerintah dianggap
paling mengerti regulasi yang diperlukan dalarn rangka untuk
mensejahterakan rakyat. Di samping itu, kepada pemerintah juga diberikan

kebebasan untuk menetapkan.peraturan perundang-undangan lain lewat

WNI@S&]E‘.& ah melalui lembaga

'Fﬁ.'!”,!r!.-,na j“‘ E,fﬁaﬂihl:{ﬁ,h:‘/ menetapkan peraturan

perundang-undangan-tertentu- ercapaifiya tujuan negara.

Menurut Moh. Mahfud MD, adanya lembaga freies Ermessen atau
poevoir deeskretion ini menimbulkan implikasi, baik di bidang eksekutif
maupun di bidang peraturan perundang-undangan. Di bidang eksekutif
antara lain adanya hak preogatif presiden. Sedangkan di bidang peraturan
perundang-undangan ada tiga macam kewenangan bagi pemerintah yaitu;

pertama, pemerintah berwenang membuat Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang (Perpu), tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada
Parlemen. Kedua, pemerintah mempunyai kewenangan membuat peraturan
pelaksana atas ketentuan undang-undang. Ketiga, pemerintah mempunyai
kewenangan sendiri dalam menafsirkan materi peraturan perundang-
undangan.®!

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa fungsi legislasi yang
dimiliki lembaga perwakilan pada masing-masing negara berbeda antara

satu sama lain. Pada negara-negara penganut prinsip pemisahan kekuasaan

secara mutlak (sepa; er)..seperti Amerika Serikat, fungsi

ﬂ
w N I &".‘, El u L h /égungjawab lembaga

domata: akah '#’aﬁ!gflulqﬁn[@ haga perwakilan dengan

cara bekerjasa ancangan undang-undang
baru dapat menjadi undang-undang apabila telah mendapat persetujuan
bersama antara lembaga perwakilan dan pemerintah dalam sidang dewan

perwakilan yang khusus diadakan untuk itu.

51 Dalam ketatanegaraan Indonesia banyak produk hukum yang dibuat oleh eksekutif untuk
kepentingannya sendiri, hukurn yang ditetapkan banyak yang bertentangan dengan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya lihat Moh. Mahhd MD, 1999, Hukum dan Pilar-
Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media, him., 260.
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b. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan dimiliki oleh lembaga perwakilan seiring dengan
terjadinya perkembangan dan tarnsformasi demokrasi dari demokrasi
langsung menjadi demokrasi perwakilan sebagai wujud penjelmaan
kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat sebagai pemegang
kedaulatan hanya diwakili oleh segelintir atau sebagian kecil orang yang

duduk di lembaga perwakilan yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan

Fungsi pengawasar i-oleh semua lembaga perwakilan

/, Aineoara §i-baik pada negara yang

ﬂr ﬂ E ﬂ'ﬁ u L ﬂ Jemokrasi parlementer

L]
v .mr!.'.-'..—;-:,!f ! év;{}{'_h'l:-jlq-j'&iig"ggh Kni mengawasi jalannya

pemerintahari..

Selanjutnya pada negara demokrasi dengan sistem pemerintahan
presidential, kepala negara/kepala pemerintahan dipilih langsung oleh
rakyat pemilik kedaulatan melalui pemilihan umum seperti di Amerika

Serikat dan

52 Arbi Sanit, 1985, Op. Cit., him., 23.
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Indonesia semenjak tahun 2004 hingga sekarang.>® Namun karena
rakyat banyak tidak mungkin dapat melaksanakan pengawasan langsung
terhadap tindakan kepala negara kepala pemerintahan yang telah dipilihnya
maka pengawasan terhadap kepala Negara kepala pemerintahan pada negara
yang menganut sistem pemerintahan presidential, dilaksanakan oleh
lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian terlihat bahwa fungsi
pengawasan dimiliki oleh semua lembaga perwakilan di negara-negara
demokrasi, baik pada neqr

il

.w@ menerapkan sistem pemerintahan
parlementer maupun paga ang--menerapkan sistem pemerintahan
."-. -.

merupakan

penulis)

‘ﬁggaran, pemerintah

/
berperan 5 u M ﬁ Qtﬂﬁ u L ﬂ. an sedangkan untuk
melakukan " .‘:a..!v!n‘{sf.y Il‘i”““ pEme *r‘,;mt.cir pisa membantu lembaga

perwakilan Kkarena—yangat awast—adatai—pemerintah sendiri. Oleh
karena itu, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa lembaga perwakilan sendiri
yang harus melakukannya.

Pengawasan yang paling penting yang harus dilakukan oleh lembaga
perwakilan adalah berkenaan dengan kebijakan dan pelaksanaan undang-

undang yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan serta pengawasan

53 Setelah sistem presidential di pertegas di dalam UUD 1945 hasil perubahan Indonesisa telah
melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada 2004, 2009, 2014 dan 2019.
54 Jimly Asshiddigie, 1996, Op. Cit., him.-,
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terhadap penggunaan keuangan negara oleh pemerintah, apakah sudah
dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya atau justru sebaliknya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, lembaga perwakilan diberi
berbagai macam hak sebagaimana diatur dalarn konstitusi atau UUD yakni
hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan bahkan hak
meng-impeach pemerintah yang sedang berkuasa pada negara penganut
sistem pemerintahan presidential dan hak menyatakan mosi tidak percaya

kepada pemerintah pada negara-negara penganut sistem pemerintahan

i

ardasarkan undang-

]
|

/ enangan untuk

w N H s'f’. U na j'.“i pendapatan dan belanja
ﬁ"""”-«"y éﬂ'gﬁﬂﬁL@‘dm:@, indang tersebut dikenal

l
o

Fungsi anggaran (budgeter) ini dijalankan oleh lembaga perwakilan
dengan cara membetuk panitia anggaran, badan anggaran atau komisi
anggaran yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menyusun
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara pada

setiap tahun anggaran pembangunan. Namun kenyataan menunjukkan,

% Arbi Sanit, 1985, Op. Cit., him. 51

% Ibid
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penyusunan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara di banyak negara, didominasi oleh pihak pemerintah, kemudian
diajukan ke lembaga perwakilan untuk diminta persetujuan sebelum
dilaksanakan.

Menurt Albert Hasibuan, penyusunan rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara di banyak negara didominasi oleh
pemerintah karena; pertama, penyusunan rancangan undang-undang

anggaran pendapatan d anja negara merupakan perkerjaan rumit,

an Nasional

ahas berbagai

U N i _&ﬁ u W—ﬁ ) punyai sedikit waktu

untuk meml 1"!."-"”1!2!1”@_ ahg-tindang anggaran pendapatan dan
belanja negara-se ale erwakitan tidak dapat melakukan koreksi
secara total dan mendalam terhadap rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diajukan pihak pemerintah.>’ Ketiga,
pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui tentang
kebutuhan anggaran yang diperlukannya dalam rangka untuk menjalankan

roda pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran bersangkutan

57 Albert Hasibuan, 1992, Op. Cit., him., 202-203
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atau pada tahun anggaran berikutnya karena pemerintah pasti mempunyai
data lengkap tentang masalah ini.>®

Namun demikian, karena lembaga perwakilan memiliki fungsi
anggaran (budgeter) sebagaimana diatur dalam konstitusi negara maka
lembaga perwakilan berwenang melakukan koreksi, mengamandemen dan
menetapkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diajukan pihak pemerintah menjadi undang-undang agar

sumber dan pengeluara

kebutuhan masyarakat:Ses
pen r\ apada, le

ngan negara sesuai dengan beban dan

Jika program kerja dan anggaran

¥ .
U “ H $$ u W-ﬁ / pembangunan tidak
mengalami 'k Hﬁ!if&y'@ﬁ{:iuﬂheﬁmbp ;

"1._.—/\_!/

gkutan maka konstitusi

i

memberikan ke melaksanakan anggaran
pendapatan dan belanja negara tahun sebelumnya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam menetapkan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara, posisi tawar lembaga perwakilan

lebih kuat dari pada pemerintah. Begitu juga di Indonesia, fungsi anggaran

(budgeter) yang dimiliki DPR menurut kontruksi UUD 1945 lama

%8 Ibid
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sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya merupakan fungsi yang
sangat kuat, "Dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja negara
kedudukan DPR lebih hat dari pada kedudukan pemerintah.">® Oleh karena
itu, kadang-kadang fungsi anggaran (budgeter) yang dimiliki oleh lembaga
penvakilan ini dijadikan oleh lembaga perwakilan sebagai alat untuk
menekan pemerintah agar pemerintah mau mengikuti kehendak lembaga

penvakilan, yang kadang-kadang menjadi salah satu penyebab timbulnya

konflik antara lembaga ' an dengan pihak pemerintah. ® Namun
"'.ms_istem pemerintahan presidential,

angan  anggaran

ﬁﬁﬁ!-!a@yl@:ﬁbﬁfﬂﬁmﬁ (leg Iélasi, pengawasan dan
anggaran) merup;' , y aksanakan oleh lembaga

perwakilan dalam negara demokrasi berkedaulatan rakyat. Namun seiring

dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan kenegaraan, fungsi lembaga

59 Penjalasan UUD 1945 saat ini tidak berlaku lagi karena bukan bagian dari UUD 1945. Pasal Il
Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

60 Misalnya konflik antara Presiden Soekarno dengan DPR-GR pimpinan Sarwoto pada tahun
1961 yang berujung pembubaran DPR-GR oleh Presiden Soekamo. Tindakan Soekamo membubarkan
DPR-GR bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 lama yang menyebutkan, Anggaran
Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujui
anggaran yang diusulkan Pemerintah, Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

61 Saldi Isra, 2010, Op. Cit., him., 82.
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perwakilan mengalami perkembangan cukup pesat, yang semula hanya
berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang (legislatif), mengawasi
jalannya pemerintah dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara,
sekarang juga berfungsi sebagai lembaga rekruetmen politik, memilih pejabat

publik, dan fungsi representasi.

F. Kerangka Teori Desertasi

1. Teori Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi.

yailg mempunyai kehendak,
kehendak mana diperolennya dari individu-individu tersebut melalui
perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak
umum atau volonte generale, yang dianggap mencerminkan kemauan atau
kehendak umum atau kehendak umum.®®

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat

62 Sumarsono, dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2001, him.19.
83 Soehino, 2005, 1Imu Negara, Liberty, Yogykarta, him, 160

37



dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan.
Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi
sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi
UNESCO pada awal 1950an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana
Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian
peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbeda-beda
(kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas

kenegaraan secara esensial telah_memberikan arah bagi peranan masyarakat

untuk menyelengga

a: 3 a_i organisasi tertinggginya tetapi
asS! Itu \%mm

I&‘ 1sal ¢ lasd Y ] yang diutarakan

/Hengan hukum
i

sejalan dengan

i
4= S . vara. Kata “demokrasi”
\

10K P
\\ UNISSULA /|
berasal dari dua kata; yaitu den a
.I fﬂ‘ |@h’ i u LP’ /
yang berarti .._.q...,_u sebagai pemerintahan

dengan petKke

n kratos atau cratein

rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci
tersendiri dalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab
demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik hukum

dalam suatu negara.®

84 Khaelan, dkk, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, him.54
8 Jazim Hamidi, dkk, 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Ctk Pertama, Total media,
Yogyakarta, him.140
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Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat
sehingga rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta
sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem
penyelenggaran negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh
rakyat itu sendiri, istilah Inggris menyebutnya “the goverment of the people,
by the people and for the people”. Bahkan, negara yang baik diidealkan juga
agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan

melibatkan seluruh rakyat dalam arti seluas-luasnya.

w N E &'535 u - A akyat dan dijalankan

'&ﬂlh;a};’lﬁﬁb!,‘gl..ﬁmma A pilin di bawah sistem

merupakan pelembagaan kebebasan dalam sistem pemerintahan yang
didalamnya mengandung berbagai aspek, baik hal itu berhubungan dengan
mekanisme atau prosedur maupun dalam tatanan praktisnya. Di samping itu,
bahwa demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga dapat

terwujud manakala didalamnya diimbangi dengan sistem hukum yang kuat.

% Ibid., him.141
7 Ibid
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Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap individu, tetapi
didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam
kerangka membentuk masa depan yang lebih baik yang menjaga nilai-nilai
dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.%®

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi dapat dilihat dari nilai-nilai
yang mendasari demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan oleh Mayo
bahwa nilai nilai tersebut tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis

menganut semua nilai ini, melainkan sangat bergantung pada perkembangan

g negara. Nilai-nilai tersebut

¥
UNISSULA
enjainin ¢ '@ﬂ’ ageranya- parh

secara damai dalam

da in a changing society).
Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan perubahan sosial, yang
disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan-
perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan

dan sebagainya. maka pemerintah harus dapat mesuaikan kebijkannya pada

perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai

%8 Ibid
% Ibid., him. 142
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tidak terkendali lagi, kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem
demokratis tidak dapat berjalan, sehingga akhirnya menimbulkan
pemerintahan yang diktator.

Ketiga, menyelenggarakan kepemimpinan secara teratur (orderly
succession of ruller), pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan
mengangkat diri sendiri ataupun dengan melalui coup d’etat, dianggap tidak
wajar dalam sistem pemerintahan demokrasi. Keempat, membatasi

penggunaan kekerasan sampai_minimun (minimun of coercion). Golongan-
golongan minoritas m

TJZ hal ini, perlu

g5y dlicdKa "‘!"“ UKAN(O gty) serta kebebasan-
UNISSULA

kebebasan b. 1’}"‘5' ﬂnjﬂ!’rl Iﬂ".u "'\'Eflﬂf‘. m'hh

a

timbulnya fle

akan memungkinkan

lam jumlah yang cukup
banyak. Dalam hubungan ini, demokrasi sering disebut dengan gaya hidup
(way of life).

Keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi
umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi,

oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan,

7 Ibid
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tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa
diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah
keadilan yang relatif (relative justice). Keadilan yang dapat dicapai
barangkali lebih bersifat jangka panjang.’

Sesudah perang dunia ke-Il, kita melihat gejala bahwa secara formal
demokrasi merupakan dasar bagi kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu

penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka:

“mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai

nama yang paling baik dar K-semua sistem organisasi politik dan

1. Lembaga-lembaga

‘fjéertian, sekurang-
- )
kurangnya \ THIGUIY At KClakentian e /

rwr:'!-u-v,;v,'.lf |@iﬁf’b!.‘ig:,g§‘.:s],g1,_i. e, ‘atau mengenai keadaan
i
kultural serta historis-yang-memengz

(either in the institution or devices employed to effect the idea are

ufti-tstitaft,tde, dan praktik demokrasi

conditioned),” tetapi di antara sekian banyak aliran yang dinamakan
demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi

konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi,

™ Ibid, him .143
72 |bid
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tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme.” Kedua
kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah
perang Dunai Il nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di
Asia, India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencitacitakan demokrasi
konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan
maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-
negara bau di Asia yang mendasarkan diri pada asas-asas komunisme, yaitu

China, Korea Utara dan sebagainya.’

Ditinjau dar
[

€0t maupun praktik, demokrasi terus

/
1) ﬁggota perkumpulan;
2) Ada'
3) Adal gutan suara;
4) ki berbagai jabatan

5) Ada hak bagi akt|V|s polltlk untuk berkampanye untuk memperoleh
dukungan suara;

6) Ada pemilihan yang bebas dan jujur;

7) Terdapat berbagai sumber informasi;

8) Semua lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakn
pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.

Selain itu Sargent menyatakan bahwa unsur-unsur yang juga harus

dipenuhi demokrasi adalah: 1) Citizen invocvement in political decision

3 Ibid
™ Ibid
5 Dipo Septiawan, Op.Cit, him.24
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making; 2) Some degree of equality among citizens; 3) Some degree of liberty
or freedom granted to or retained by citizens; 4) A system of representations;
dan 5) An electoral system majority role.’

Jika membandingkannya dengan sejarah demokrasi di Indonesia.
Sebenarnya Indonesia telah memiliki sistem demokrasi sendiri. Mohammad
Hatta menyatakan bahwa di desa-desa sistem demokratis masih kuat dan
hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah
kepemilikan tanah yang komu akni setiap orang merasa bahwa ia harus
bertindak berdasarkan .s-.-a ama sewaktu mengadakan kegiatan

é# secara langsung untuk
: , - { ir dalam sistem

l.l NISS l.l I. A
man |f ; u .- d sebagai sebuah sistem

politik dlketah berasal-dar-gallinGan-G /unani, yaitu demos yang

berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.”
Diskursus tentang demokrasi sampai saat ini seakan tidak pernah

selesai untuk didikusikan. Ketertarikan untuk membahas tentang demokrasi

78 1bid

" 1bid

8 Asrudin Azwar, 2016, Teori Perdamaian Demokratis “Asal Usul, Debat, dan Problematika
Seputar Teori Perdamaian Demokratik, Intrans Publisihing, Malang, him,45.
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tidak terlepas dari perkembangan pemikiran dan peradaban sebagai suatu
bentuk pemerintahan yang di anggap mampu mengatasi masalah yang timbul
dalam kehidupan bernegara.’

Konsep demokrasi berdasarkan sejarahnya lahir dari tradisi Yunani
tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6
sampai abad ke 3 SM. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk
demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan

dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara

mode 2 ,.om?-n_. 3 ~ amokrasi pertama kali
UNISSULA

Eﬁ’-%ﬁtléaﬁ@l@ﬁimhj )/ dalam bukunya yang
termasyhur be; tau 0 soctatisit, —ant-bemocracy. Di masa lalu,
menurut Schumpeter, konsep demokrasi diartikan dengan istilah ’kehendak
rakyat (the will of the people) sebagai sumber ““ dan” kebaikan bersama (the
common good) sebagai tujuan. Schumpeter kemudian meruntuhkan cara
pandang klasik ini, dan mengemukakan apa yang dinamakan “konsep lain

mengenai demokrasi” yaitu” meteode demokrasi, yang mendefinisikan

9 Yuswalina, dkk. 2016, Hukum Tata Negara di Indonesia, Setara Press, Malang, him 130.
8 1bid
81 Ni’matul Huda, Op.Cit, him 261
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sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di
dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui
perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.?

Demokrasi Yunani Kuno berdasarkan sejarahnya berakhir pada abad
pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat
feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan

pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perbutan

kekuasaan di kalangan para bangss

.".l.
\ C o I
O

¥
UNISSULA

dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide yang gagasan
pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak
atas hidup, kebebasan dan juga hak kepemilikan, sedangkan menurut

Montesquieu, sistem politik tersebut adalah melalui prinsip trias politica®.

8 Asrudin Azwar, 2016, Teori Perdamaian Demokratis “Asal Usul, Debat, dan Problematika
Seputar Teori Perdamaian Demokratik, Intrans Publisihing, Malang, him,45

8 Mawardi, Op.Cit, him, 36.

8 1bid

46



Trias Politica adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam negara
menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya
berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi
demokrasi yang bersandar pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada
munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan
tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang

R
i
o

memprioritaskan kinerja-pad

-.// ] g iy g berjudul llmu Negara,

y pada masa ini
f

itik di dunia

J‘w;;&ﬁhrb:‘l. hya mengungkap adanya

& Eropa abad ke-20 sendiri

kerapuhan dan‘kera
menggambarkan dngan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk
pemerintahan yang sangat sulit diwujudkan dan dijaga.5®

Permasalahan belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan
tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu

didalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalannya sendiri-sendiri

8 Ibid
8 Mawardi, Op.Cit, him 38-39.
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yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikan cara-cara atau
mengambil jalan yang sangat tidak demokratis, kendati diatas menyebutkan
“demokrasi” sebagai asas yang fundamental, oleh sebab itu, studi-studi
tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenemona demokrasi itu dapat
dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik (demokrasi das
sollen dan das sein). Karena sering terjadinya persilangan antara demokrasi

normatif dan demokrasi empirik itu sendiri, maka banyak dilakukan diskusi-

diskusi tentang pelaksanaadimana selalu menjadi objek diskusi

27

yang senantiasa menarik J-,v —

U H H 5% u Lﬂ ,.fraSi langsung (direct
ﬁdﬁuwjﬁ'f < pemetintahan dimana hak untuk membuat

afigsung oleh seluruh warga
negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari
demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung
dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota

dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk

dalam suatu negara dan kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya

8 Ibid
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berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil
saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan
pedagang asing tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi
bersifat langsung tetapi demokrasi berdsarkan perwakilan (representative
democracy).®®

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia
barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan

Yunani dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki

al negara u._ﬂ.- as al' state) dalam bentuk
UNISSULA /|
E@ﬂixg_dj’l éﬂ)ﬂgww‘ apa perubahan sosial dan

l' - -
kultural yang “fefipersiapkan -jalan—untuk—memasuki zaman yang lebih

modern di mana akal dapat memerdekan diri dari pembatasan-
pembatasannya. Dua kejadian ini adalah renaissance (1350-1650) yang
terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan reformasi (1500-
1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman,
Swiss, dan sebagainya. Renainssance adalah aliran yang menghidupkan

kembali kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama

8 Ibid, him, 40.
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Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang
tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah
soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan
baru. Reformasi secara perang-perang agama yang menyusul akhirnya
menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik
dibidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial politik.
Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada

kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal

apat serta lebih

c. Tujuan Demokrasi
Menjalankan suatu roda katatanegaraan tidak bisa di lepaskan dari
tujuan agar tercapai apa yang hendak dicapai oleh pemangku kewajiban
(pemerintah) yang tentunya mampu dirasakan oleh rakyat di Indonesia yang

secara sadar ataupun tidak sadar memberikan rasa percayanya terhadap

8 Ibid
% Dipo Septiawan, Op.Cit, him,28.
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negara melalui kontak sosial yang terbangun selaras dengan apa yang
disampaikan oleh Ni’matul Huda terkait dengan teori rasionalitas yang pada
umumnya disebut dengan social contract (kontrak sosial).®® Di samping itu,
saat ini negara di dunia pada umumnya telah memilih demokrasi sebagai
salah satu dasarnya yang fundamental. Hasil studi UNESCO pada awal
dasawarsa 1950-an yang melibatkan lebih dari 100 sarjana Barat maupun

Timur menunjukkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak

posisi amat péhtmg,—nmmn—pe aksanaatya (perwtjudannya) dalam lembaga
kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak
selalu sama bahkan terkadang bertolak belakang antara idealita dan
realitanya. Hal inilah yang menjadi keraguan terbesar terhadap demokrasi
yang hingga detik ini banyak yang dijadikan sebagai dasar negaranya.

Berangkat dari hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman ataupun

%% Ibid
%2 |bid
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syarat yang dianggap penting jika demokrasi ingin berjalan sesuai dengan
realitanya.*®

Prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu negara selain prinsip-
prinsip yang di uraikan di atas menurut Henry B. Mayo yaitu: (1) Adanya
pemerintahan yang bertanggun jawab, (2) adanya dewan perwakilan rakyat
yang dipilih melalui pemilu, mewakili golongan dan kepentingan masyarakat,
melakukan pengawasan, memungkinkan melaksanakan oposisi konstruktif,

dan menilai kebijakan pememiliki sistem dwi atau multi partai,

(5)..sistem peradilan yang bebas untuk

bang dengan

at, berbangsa dan

!

yata setiap warga dan

€ ” !:! i ﬂ!{ sef) dan iP' jc masyarakat (setting

|1
social). Bentlk—kongkrit—dar mani ut adalah dijadikannya

demokrasi sebagai pandangan hidup (way of life) dalam seluk beluk sendi
kehidupan bernegara, baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah.%®
Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam

berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara.

% Ibid

% Ibid

% Encik Muhammad Fauzan, 2017, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, him,
150
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Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan
bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan
demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demkrasi sebagai asas
kenegaraaan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan rakyat untuk
menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Untuk itu
diperlukan pengetahuan dsan pemahaman yang benar pada warga dan rakyat
mengenai demokrasi.*®

Demokrasi terbagi dq[ 7. dua kategori dasar, yaitu demokrasi

atau perwakilan. Dua demokrasi yang

a. '. ftf!u--'iri’ ﬂﬁdp«liw-&'# g Iah semua warga tanpa

angkat dapat ikut dalam

Dalarm-sejarah Yunani, suatu tatanan

demokra5| dlawall dengan adanya aspirasi rakyat yang disalurkan

secara langsung, yaitu suatu pemerintahan di mana rakyat dalam

menyelenggarakan pemerintahan nya tanpa melalui perwakilan. Hal

ini sangat dimungkinkan dalam suatu negara kota (city state) dengan

jumlah penduduk yang relatif sedikit, sebagai contoh yaitu yang

terjadi di kota Athena, di mana rakyat menyalurkan kehendak dan

aspirasinya, dan pemerintahan menanggapinya secara langsung.

Oleh sebab itu, dikenal dengan nama demokrasi langsung.

b. Demokrasi tidak langsung (in direct democracy) atau Demokrasi

Perwakilan adalah para warga memilih pejabat-pejabat untuk
membuat keputusan negara, merumuskan undang-undang dan

% Ibid
°7 Ibid, him, 151.
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menjalankan program untuk kepentingan umum. Selain itu dapat
pula diartikan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem
perwakilan di mana rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada
wakil yang telah dipilih dan dipercaya. Rakyat yakin bahwa segala
kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat
dalam melaksankan kekuasaan negara.

c. Demokrasi Konstitusional adalah pemerintahan yang terbatas
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang
terhadap warganya. Pembatasan itu tercantum di dalam konstitusi.
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada
kebebasan atau individualisme. Demokrasi konstitusional juga dapat
diartikan sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainya
pemerintahan yang tunduk pada rule of law. Ciri khas
pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenakan terdapat banyak
campur tangan dan j[ikan sewenang-wenang terhadap warga
negaranya. Ciri-ciri-gef 3

ibatad kenstitusi (UUD); (ii) pemerintahan
aw. (i) International Commision

12 .-.\ di Athena pada tahun

[ ' .. )
Sitpartisipast -adalah der / kankan hub
timba “w.“ E%#uhﬂ i.ene ankan hubungan
Den'\l B %ﬁyb@éﬂ’ o L"l‘m'lifi‘ ’f yang secara konsep
. ~. |
f

2. Teori Hukum Progresif
Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat
manusia bahagia”. ® Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk

mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk

% Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”,
Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif,
Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyL.ib, Yogyakarta, him 52.
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mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh
karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari
manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Satjipto Rahardjo, paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras
legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis.
Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum
perundang-undangan, tetapi hokum juga bergerak pada aras non formal.

an dukungan pencerahan pemikiran hukum.

Kemajuan dalam hikim membutuh

logic” atau

deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (law as
process, law in the making).1%

Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam
bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Gagasan

Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam

% Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah HukumProgresif, Buku Kompas, Jakarta, him 116.
100 satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, him. 46.
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penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan
preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan
berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum
menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari
konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum
akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu,

setiap upaya melahirkan huk

~.- yang berkarakter responsive/populistik

Z

harus dimulai dari upaya demg

hukum progresh:_ buka an;bukan sesuatu yang lahir
tanpa seB ¢ Hukum progresif
adalah 'z e truth) yang
tidak per . J-"'sebagal konsep

dan kualitas pQ e kU $I"$ ting ndoresia akfir abad ke-20.

; ::ﬁ:’.!g’.eﬁfy |@r&bl’mi,.,.;.ﬁub;. menempatkan manusia
sebagai sentralitas-uta mengenai hukum. Dengan
kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor
perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan
perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam

masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa

konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang

101 Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, him. 368
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bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.
Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya
memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek
perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem
kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.
a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum
tlak, sebaliknya hukum progresif percaya

sebagai institusi yang fina

bahwa institusi hukum_selal

> MAUIC

Afa terus menerus
1ju kepada tingkat
npurnaan disini bisa
Fian, kesejahteraan,
hakikat “hukum yang
rocess, law in the

o WIRISSWGLA
N, Furzllul/I£o0lololuinala /
Dalan: konteks terséb-l‘;E,_ hukum akan tampak selalu bergerak,

berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan
mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar
terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai
skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir

dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur

102 | bid
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hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang
final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan
kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi
kepentingan kepastian hukum.
b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan
Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan

3

membuat manusia bahagia.®® Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar

I ,
UNISSULA
i “aldc itk encapat kel

bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga
keadilan subtantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan
prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi

solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

108 Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas
Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, him.31
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c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku
Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan
perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun sistem hukum
positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan
menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena
asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial

penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku

berada diatas aspek p dengan demikian faktor manusia dan

/J\m unsur greget seperti compassion

e
al iy

3l N wg‘g u Lﬁ Jma penegakan hukum,

gai proses dan proyek

e

A .1!’5“-%’;!;-’ 1@:@0.‘?&@@&2@} ‘_/

d-(franusia) dan kemanusiaan
diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan
perilaku dari aras legalistikpositivistik ke aras kemanusiaan secara utuh
(holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial.
Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab

individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada

10% 1bid
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siapapun.
Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu
membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang
legalistik-positivistik. Dengan cirri “pembebasan” itu, hukum progresif
lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini,
untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah

kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule

breaking”.

u w ﬂ gg u LA um progresif bahwa

\ ‘;T“'”-%gléﬁkl’ﬁl@m!ﬁﬁ akan membuat hukum
progresif mek a-beba - art-dan-menemukan format, pikiran, asas
serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu
pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka
sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan

menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di

pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita
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dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan
untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang

demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan
semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan
lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari
pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki
kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi

hukum dalam masyarakat. Namun apabila

membangun kehidupan -

) w N ﬂ ﬁﬂﬁ u san ﬁ banyak melupakan sisi
m '%*ﬂwzh’ff@?{:ﬁlﬁlﬂﬁbmhﬁ anusiaan. Praktis-praktis

Al belum mampu memberi

garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran
materiil dan keadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang
menjanjikan kebenaran, kemanusian dan keadilan menurut Satjipto Raharjo,
baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawan-tawanan undang-undang

yang serba formal prosedural. Manakala menginginkan dan mempercayai

105 http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan hukumdiindonesia diakses pada tanggal 26 Juli
2019.
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hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah bangsa,
maka harus berani mencari agenda alternative yang sifatnya progresif.
Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo'® berarti harus
berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian
menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum
harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Bekerja
berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu
bukanlah suatu yang mutlak

ukan manakala para ahli hukum

.jlka menggunakan logika hukum

r; kebenaran. Bekerja
i i ma_hukum progresif),
o A "'.-# s-praktis yang
>

[T

4 =

. ﬁr_ﬂ ama dalam hukum

i It -ﬂ: _.
ehe Il!ill ‘E.Jhukum positivistis

O [ - /
meyakini"-ll 3 U N “ 5&. u Lﬂ. boleh dimarjinalkan

y

asal hukur;'il ﬂ?ﬁ”-“j,y I fh}'ﬁb"d'@‘fﬁmhl ikum progresif berfikir

ndukung eksistensialitas
kemanusian, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum
progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari
seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat
pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor

perilaku (behavior, experience) manusia.

106 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Iimu Hukum Indonesia,
Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang. 2006. HIm. 9
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Dalam bahasa Oliver W.Holmes, ketika logika peraturan dapat
disempurnakan dengan logika pengalaman. apabila dalam filosofi
paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika
hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum,
maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum
untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang ada didalamnya termasuk
juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka

faktor etika dan morallt

dalamnya. Memblcara '.-*

otomatls akan ikut terseret masuk ke

, dengan tegas

g=memisahkan hukum

ﬂ
u N I * &" u ﬂ.. & pahan sosial dengan

&l »qur"‘bsri!ﬂj ' *‘Iﬂ"{‘*"ﬂlwﬁmqn encana akan mewujudkan
apa yang altu kesejahteraan dan
kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang
berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai

berikut :

1) Menegakkan Rule of Law. Untuk menegakkan Rule of Law, ada
empat hal yang harus dipenuhi yaitu: Government is under the law,
adanya independence of yurisdiction, access to the court of law dan
general acqual in certain application and same meaning.

2) Democracy, Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu; constitutional,
chek and balance, freedom of media, judicial independence of
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precident, control to civil to military, protection to minoritary.

Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum
progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan
kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan
manusia, hukum bukan sebagai tehnologi yang tak bernurani melainkan
suatu institusi yang bermoral kemanusian. Pembahasan hukum tidak

menyumbat pintu bagi issue manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu

edar mengikut |
\ UNISSULA
S\GFacahg?. Uik oba bertahuntizh

mencet-mencet? Jadi, paradigma hukum progresif akan mengarahkan yuris
menjadi sosok yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan komprehensif
dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap persoalan yang
dihadapinya. Paradigma hukum progresif akan dapat menjinakkan kekakuan

dan kebekuan undang-undang.

64



3. Teori Pemisahan Kekuasaan
Sebagian besar Negara sekarang ini merupakan Negara hukum
konstitusional artinya menempatkan konstitusi sebagai hokum tertinggi yang
dijadikan landasan bagi pembentukan hukum di bawahnya,salah satu ciri
konstitusi adalah adanya pembagian kekuasaan (distribution of power) atau
pemisahan kekuasaan atau (separation of power), agar kekuasaan tidak

menumpuk pada salah kekuasaan yang menimbulkan kekuasaan absolut. 1%

Dalam konstitusi Amerika Serikat istilah pembagian kekuasaan digunakan

]
°ngan doktrin trias

. pen
UHIsSUI—A "'f kehadiran lembaga
\ M'@Pbm» |

perwakilan padé\ negara-negara  de dak® ‘dapat dielakkan karena

—

demokrasi langsung sebagaimana berlaku di negara Polis Yunani kuno tidak
dapat lagi dilaksanakan, mengingat besgnya jumlah penduduk, luasnya wilayah
suatu negara yang tidak memungkinkan rakyat berkumpul pada satu tempat pada
waktu bersamaan untuk membicarakan persoalan kenegaraan yang kemudian

disebut dengan demokrasi perwakilan.

107 Sri Kusriyah, 2016, Ilmu Negara, Unissula Press, Semarang, him. 23-24

108 Jimly Asshiddigie, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara., Jilid 1l Jakarta, Konstitusi Press,
him. 19

109 Miriam Budiardjo, op.cit., him. 267
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Dalam demokrasi perwakilan, rakyat atau penduduk suatu negara sebagai
pemegang kedaulatan hanya diwakili sekelompok kecil orang di lembaga
perwakilan, dipilih melalui mekanisme pemilu atau melalui mekanisme
penunjukan dan pengangkatan. *'° Oleh karena itu C. F. Strong menyatakan,
keberadaan lernbaga perwakilan dalam demokrasi modem merupakan suatu hal
yang penting dan berarti.*'! Sedangkan menurut Mac Iver merupakan suatu hal
yang hakiki karena bentuk perwakilan selalu ada dalam setiap negara demokrasi

modern.112

dengan n . pada sejarah,
budaya, ralk ot c , ggara. Namun,
system p fﬁodern ada dua
macam . tem perwakilan

‘L & SULA a dua badan terpisah

di lembaga perwakil '1':‘!.!:4-‘:1;1’ ; *Eju. .‘!dmﬁlmﬁ- Represntatives) dan Senat

tetapi hanya terdapat satu badan perwakilan nasional saja yang berfungsi sebagai

perwakilan politik seluruh rakyat, sehingga kekuasaan legislasi tertinggi hanya

110 Bintan R. Saragih, 1991, Peran DPR GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupsn

Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi pada Program Pascasarjana
Universitas Padjajaran, Bandung, him. 41

11 C. F. Strong, 1966, Op. Cit., him., 171
112 Mac lver, 1988, The Modem State, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Alih Bahasa,

Moertono, him., 314-315

113 C. F. Strong, 1996, op.cit, him. 194. Bintan R. Saragih, 1991, op.cit, him. 42-43. Albert

Hasibuan, 1992, Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun
1977- 1982, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, him. 26-31.
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ada pada satu badan perwakilan bersangkutan!4. Sistem perwakilan unicameral
ini hanya diadopsi oleh negara-negara demokrasi bersusunan kesatuan (yang
hakiki) karena sesuai dengan hakikat atau prinsip dasar negara bersusunan
kesatuan yakni; kedaulatannya tidak terbagi dan semua urusan pemerintahan
merupakan milik pemerintah pusat, dijalankan sendiri oleh pemerintahan pusat,
baik di pusat pemerintahan maupun di daerah administratif atau swatantra

berdasarkan asas sentralisasi dan asas dekonsentrasi.

L
UNiSSU i...ﬂ
K .4.-4-1- J"C- "Ln%fu q,k.uh a

federasi karena cocok dengan struktur negara bersusunan federasi yang terdiri
dari beberapa negara bagian. Kamar pertama merupakan perwakilan politik

semua rakyat federasi, sedangkan kamar kedua merupakan perwakilan negara-

14 Jimly Asshiddigie, 1996, Pergumulan ..., Op. Cit., him., 33-34.

115 Sri Soemantri, 2003, Susunan dan Kedudukan DPD, Makalah dalam seminar, "Kedudukan dan
Peranan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dilaksanakan Sekjen MPR RI dan UNDP di
Yogyakarta, 24 Maret 2003, him 2. Jenedjri M. Gaffar dkk, (ed), 2003, Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, Sekjen MPR RI dan UNDP, Jakarta, him., 18.

116 Jimly Asshiddigie, 1996, Op. Cit., him., 37.
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negara bagian yang membentuk federasi. Namun demikian, dalam
perkembangannya terdapat beberapa negara bersusunan kesatuan yang memiliki
lembaga perwakilan bicameral sebagaimana disebutkan sebelumnya misalnya
adalah negara kesatuan Inggris, Prancis, Belanda dan lain-lain karena faktor
kebutuhan dan tuntutan dalam rangka untuk mempertahankan persatuan (union)
dan kesatuan (unity) yang terdapat pada negara bersusunan Kkesatuan
bersangkutan.

Model manapun yang d'-' suatu negara, yang penting lembaga

w “ iglﬂg u lﬂ. entasi daerah propinsi
. ?ﬂﬂ-@ﬁ!{? Iér‘{ﬁﬂauglllﬁﬁm;;— ; dan lain-lain.

Ariend Lijphart menjadi
tiga macam yakni; bikameralisme kuat (strong bicameralism), sedang/cukup
kuat (medium-strength  bicameralism) dan bikameral lemah (weak
bicameralism).**” Struktur parlemen bicameral dikatakan strong bicameralism
oleh Ariend Lijphart apabila parlemen tersebut memiliki karakteristik simetris

dan incongruence. Kamar parlemen bicameral dikatakan simetris dan

17 Arend Lijphart, 1999, Patterns of Democracy; Government Froms Perfomance in Thirty-Six
Countries, Yale University, New Haven and London, him., 211
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incongruence apabila kamar pertama dan kamar kedua memiliki kekuatan
konstitusional setara atau memiliki perbedaan kekuatan hanya sedikit.!'® dan
kamar kedua memiliki legitimasi demokrasi yang hat karena anggotanya dipilih
langsung oleh rakya melalui pemilu.**® Selanjutnya, struktur parlemen bicameral
dikatakan medium-strength bicameralism apabila parlemen tersebut tidak
memiliki salah satu ciri simetris dan incongruence. Sedangkan struktur parlemen
bicameral dikatakan weak bicameralism apabila parlemen tersebut memiliki

karakteristik asimetris dan congrugnce atau dengan kata lain kewenangan

an k¢ h%uﬁ“ &hﬂ' politik yang dimiliki kamar
pertama. ,* é@ ﬂ ,N
% A€ iil ‘ an membentuk

disebut perfelc"flﬁ “ N I $ﬂg u i A , Ilf-'fstrong bicameralism.
Sebaliknya jika'tlﬁ dalk setara hia |@f§$ﬂﬂﬂﬂ,¢;§.‘ﬁmb?j alism. 12!

Sistem perwakitia ral ma i-perwakilan bicameral ini
mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan. Kelebihan sistem perwakilan
unicameral yakni; pertama lebih sesuai dengan ide kedaulatan rakyat yang satu

dan tidak dapat di bagi-bagi. Kedua, lebih sederhana, lebih praktis, lebih murah

dan lebih demokratis. Ketiga, lebih memberikan jaminan untuk dapat

118 1hid

119 I bid

120 Gjovani Sartori, 1997, Comparative Constitutional Engeenering An Inquiry Into Structure,
Incentives and Outcomes, 2& ed, New York University, New York, him., 184.

121 1pid
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mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan konsisten serta mengurangi
bahaya dead lock yang dapat timbul karena adanya perselisihan pendapat antara
dua kamar dalarn sistem bicarneral.}??> Keempat, dapat meloloskan UU dengan
cepat karena hanya ada satu lembaga perwakilan. Kelima, tanggungjawab
lembaga perwakilan lebih besar karena tidak dapat menyalahkan lernbaga lain.
Keenam, jumlah anggota lembaga perwakilan unicameral lebih sedikit
dibandingkan jumlah anggota lembaga perwakilan bicameral sehingga

memudahkan rakyat untuk mengon olnya. Ketujuh, karena jumlah anggotanya

dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan nasional karena dalam sistem
perwakilan bicameral, di samping ada wakil rakyat yang duduk di parlemen juga

terdapat wakil teritorial dan/atau wakil golongan tertentu. Kedua, lebih

122 Edy Pumama, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan
Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, Nusa Media dan Imagine Press,
Bandung, him., 83.

123 Dahlan Thaib, 2002, Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan ke Tiga
WD 1945, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, him., 9

124 Miriam Budiarjo, 2009, Op. Cit., him., 320.

125 Bandingkan Edy Pumama, 2007, Op. Cit., him., 83.
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memberikan  jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya
kesewenang-wenangan dalam pembentukan UU oleh lembaga perwakilan
karena antara kamar pertama dan kamar kedua terdapat mekanisme check and
balences, saling menguji dan saling melengkapi serta saling memberikan
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan UU.
Ketiga, lebih menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta
dapat menghindari pembuatan keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan berat

sebelah. 1% Sedangkan kek

-- a yakni; pertama dapat memperlarnbat
proses pembuatan UU kar '~disetujui kamar pertama, sebelum

diberlakukan terlg tUJuan dari kamar kedua
’ Al ‘ eMen lang tidak demokratis

u N I %&\ H i—“ ologis memiliki istilah

tunggal dan ser: rﬁ‘!ﬂmlﬁﬂ-lrjﬂ" ifer feratur nggris, istilah political institution

digunakan untu e embaganegara, —sedangkan bahasa Belanda
mengenal istilah staat organen atau staatsorgaan untuk mengartikan lembaga
negara. Sementara di Indonesia, secara baku digunakan istilah lembaga negara,
badan negara, atau organ negara. Secara sederhana, istilah lembaga negara atau
organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta,

lembaga masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan sebutan organisasi non-

126 Edy Purnama, Op. Cit.. him., 83-84.
27 Miriam Budiarjo, Op. Cit., him., 320.
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pemerintah (ornop). Oleh karena itu, lembaga apapun yang dibentuk bukan
sebagai lembaga masyarakat dapat disebut lembaga negara, baik berada dalam
ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.?
Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat
pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat,
sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu
yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin

di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk

dalam fungsi"' u N a ﬁt‘; u A oleh Montesquieu itu

dipisahkan sen;)-ll seds H.w UI@#’L,LGUM.MMM pnya sebagai bagian dari
fungsi eksekutif.k arena 3 a-viontesquieu, ketiga fungsi
kekuasaan negara itu terdiri atas (1) fungsi legislatif; (2) fungsi eksekutif; dan
(3) fungsi yudisial.*?®

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang

kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu

128 Jimly Asshiddigie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana IImu
Populer, Jakarta, him. 34

129 Jimly Asshidigie. 2010, Perkembangan dan Konsolidai Lembaga Negara Paca Amandemen.
Sinar Grafika, Jakarta, him. 28
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kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan
pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan
eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.

Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita
masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara
dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di
ranah kekuasaan legislatif, yanq '=, ada di ranah kekuasaan eksekutif disebut

.".l.

lembaga pemerintah, dan yang anah judikatif disebut sebagai lembaga

dan bahkan ké 0 “ N ﬁ ﬂ% u i— A dalikan satu sama lain

! - . .
sesuai dengan p -ﬂﬁ-IvA-\:’.fy '@uﬁ;‘e&ﬂ#ﬁ-}lﬁ'@g\ gara yang terkadang juga

\
disebut dengan 3 g permerifitaian, — lembaga pemerintahan
nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau
karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk
dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula

yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

Menurut Jilmy Asshidigie, selain lembaga-lembaga negara yang secara

130 |bid. him 37
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eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang
memliki constitutional importance yang sama dengan lembaga negara yang
disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan
atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang hanya
diatur dengan atau dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki
constitusional importance dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang
memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai

lembaga tinggi negara. Hierarki

-ata&ranking kedudukannya tentu saja

tergantung pada derajat m l:ut peraturan perundang-undangan

\ Sy, dibent Sﬂg u T kekue herdasarkan Peraturan
\lebihcendal "| F'ﬂﬂ'L:F.' katannya ' Kedudukan lembaga yang

berbeda-beda tm kata

Daerah,
afuhi kedudukan peraturan
yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.*3!

Termasuk dalam hal ini adalah DPD yang termasuk dalam Lembaga
yang dibentuk UUD. Keberadaan DPD yang juga merupakan lembaga tinggi
negara yang memiliki peran tersendiri selain sebagai pengawal Undang-Undang

Dasar, mempunyai tugas dan wewenang tersendiri yang tercantum di dalam

131 Ibid, him. 37
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berasarkan Pasal 22D UUD 1945, DPD hanya bertugas memberi
pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD tidak memiliki
kekuasaan untuk mengambil kekuasaan akhir atas usulan undang-undang,

pemberian persetujuan atas jabgaraan tertentu, hasil pengawasan
)

f
) Uing adahal kekuasaan

i * L
membentuk t _.‘- ‘hl ‘_ s

\ * ol
presiden (Pasal'Z U N Issu LA

dan disetujui bersama

Aeellwl/l @p{_,%mh
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G. Kerangka Pemikiran
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H. Metode Penelitian
1. Paradigma Penelitian

Paradigma 1%

yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma
konstruktivism,*3 karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu
pemikiran atau gagasan serta teori baru mengenai penguatan fungsi legislasi

Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral berdasarkan

hukum progresif.

Kajian pokok dalam paragj' a konstruktivisme, menerangkan bahwa

¥
UNISSU H.ﬁ
@Pb* -

132 paradigma dalam stud . ,- nerangke Aai-yang memandu peneliti dalam
memahami permasalahan penelltlan ini, balk d| aras ontologl epistimologi, maupun metodologi.
Pemahaman sederhana ini beranjak dari pengertian paradigma dari Margareth Masterman, bahwa
paradigma merupakan keseluruhan asumsi umum, hukum-hukum, teknik-teknik dan prinsip-prinsip
metafisika yang menuntun para ilmuwan dalam berolah ilmu. Lihat Thomas Kuhn, 2000. The
Structure of Scientic Revolution, Edisi Bahasa Indonesia, PT. Remaja Rosda Karya Bandung dan Liek
Wilardjo, 1990. Realita dan Desiderata, Duta Waca University Press. Jogjakarta, serta Ignas Kleden,
1987. Sikap llmiah dan Kritik Kebudayaan. LP3ES, Jakarta, him. 20.

133 Sejak abad pencerahan hingga era globalisasi terdapat empat paradigma ilmu pengetahuan yang
dikembangkann oleh para ilmuwan, yaitu positivisme, post-positivisme, realisme (critical theory) dan
konstruktivisme (constructism). Keempat paradigma dimaksudkan untuk menemukan hakikat realitas
atau ilmu pengetahuan yang berkembang. Perbedaan dari keempat paradigma tersebut dapat dilihat
dari cara pandang masing-masing terhadap realitas yang digunakan dan cara yang ditempuh untuk
melakukan pengembangan penemuan ilmu pengetahuan. Khususnya pada tiga aspek yang ada di
dalamnya, yakni aspek-aspek ontologis, epistomologis, dan metodologis, namun demikian, perlu
dicatat bahwa beberapa paradigma kadang kala mempunyai cara pandang yang sama pada satu dari
ketiga aspek tersebut. Agus Salim, 2006, Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk
Penelitian Kualitatif, Tiara Wacana. Yogyakarta, him. 68-72.
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kebenaran. Menurut Agus Salim, ** metode pertama dilakukan melalui
identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat orang-perorang. Sedangkan
metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilang pendapat orang-
perorang yang diperoleh melalui metode pertama untuk memperoleh konsensus
kebenaran yang disepakati bersama.

Dalam paradigma dan rancangan teoritik ini, titik fokus analisis akan
lebih menukik (dalam) pada tingkat kesadaran pemaknaan (verstehen), untuk itu

analisa tataran etic dan emic an secara simultan, melalui apsek tekstual:

legislasi Dawan- £ 3 Al siste arlemen bikameral

berdasarkan

=5
UNISSULA
I'I"!!i’ Il‘:ﬂ g h

Penelitian #i=mengunakan’ tiga-pendekatan-yakni pendekatan yuridis

normatif, pendekatan politik hukum dan pendekatan komparasi.

a. Pendekatan yuridis normatif dipakai karena jenis penelitian ini merupakan
penelitian terhadap asas hukum yang terdapat pada ketentuan UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang DPD (lembaga

negara) yang nota bene-nya merupakan obyek kajian hukum tata negara.

134 Agus Salim, Ibid, him. 72
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b. Pendekatan politik hukum dipakai karena yang menjadi obyek kajian
penelitian ini adalah DPD yang nota bene-nya adalah lembaga politik yang
mempunyai tugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik daerah
di tingkat nasional yakni kepentingan politik daerah yang selaras dengan
kepentingan politik nasional.

c. Pendekatan komparasi digunakan dalam rangka untuk melihat strukktur dan
fungsi parlemen bikameral di beberapa negara kesatuan seperti yang terdapat

di Inggris, Belanda, Prancis, Thailand dan Jepang. Menggunakan metode

€ "/f\ pa_peraturan perundang-undangan,

- . AN
dipilih selain| Karéna-semuanya .adalaii-negara_bersusunan kesatuan dan

memiliki lembaga perwakilan yang berstruktur bicameral juga karena kamar
kedua (second chamber) lembaga perwakilan pada negara-negara tersebut
mewakili unsur yang berbeda. House of Lord di Inggris mewakili kaum
bangsawan, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Sangi-in (House of
Councillors) di Jepang mewakili masyarakat Jepang secara umum, Senat di
Prancis dan Eerste Kamer di Belanda serta Wusthisapha (Senat) di Thailland

mewakili daerah-daerah propinsi seperti di Indonesia. Hasil kajian ini
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kernudian dibandingkan dengan struktur dan fungsi lembaga perwakilan di
Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil perubahan. Tujuannya
untuk membantu merekonstruksi struktur dan fungsi lembaga perwakilan

Indonesia di masa mendatang agar lebih baik.

3. Spesifikasi Penelitian
Dalam spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis

yaitu menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan

mengenai | v | pada_penelitiz : flata primer dan

sekunder:

peraturan perundang-undangar-1 -ya_itu Undang-Undang Dasar 1945 Negara
Republik Indonesia sebelum Amandemen, Undang-Undang Dasar 1945
Negara Republik Indonesia setelah Amandemen, Undang-undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(MD3), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
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Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan
perundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Putusan MK No
79/PUU-XI1/2014 tentang kewenangan DPD di bidang legislasi.

b. Data Sekunder adalah data pendukung yang dapat mendukung adanya
penelitian ini, yaitu buku-buku, jurnal nasional, internasional yang relevan
dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data
sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer/pokok berupa peraturan perundang-undangan.

3) Bl ' 21 yaitu bahar ang isnjelaskan bahan

.
umpul 0 ata ya fﬂalam penelitian ini

adalah studi \ M E@ I ﬁﬁ M ﬂ._oﬂi / ikum primer, berupa
i - ; wl o
Undang-undang,’ el !E IM?ML‘ : /(u
|1

stakaan berupa buku-

g
buku dan dokumen hukum dan hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode Analisa Data

Setelah bahan atau data dikumpulkan dari berbagai sumber data dan
bahan hukum maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Pekerjaan analisis
data dimulai dengan reduksi data yaitu perangkuman, seleksi data sampai
membuat katagori-katagori berdasarkan permasalahan-permasalahan serta

melakukan analisis isi normatif produk-produk hukum hasil Amandemen UUD
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1945 dan gagasan Amandemen V UUD 1945 yang sudah dimiliki DPD.

Langkah selanjutnya memberikan gambaran sebuah rumusan tentang prospek

DPD dalam sistem perwakilan di Indonesia yang akan datang.

Orisinalitas Penelitian
Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan penguatan fungsi
legislasi dewan perwakilan daerah dalam sistem parlemen bikameral diantaranya

adalah:

No Judul
Penelitian

Perbedaan dengan
Promovendus

Implikasi Mal elitian | Penelitian ini
keterbatasan . - : LN ahwe P-untuk
W ihengkaji

mengetahui

f
/dan

— j leg

\ UNIZ3ULA

dalam
bicameral

aerah
parlemen

berusaha

dan

tentang proses
fikannya  kewenangan
dak sama antara
DPR dalam
{: pan sistem bikameral

rut  Undang-Undang
Negara 'ﬂ; - i / Negara Republik
Kesatuan @ g angoaran jonesia Tahun 1945,
Republik =7l Waspirasi ﬂa I engetahui dan mengkayji
Indonesia )aya menguatkan fungsi

gislasi Dewan Perwakilan
sistem

di

Indonesia serta mengetahui

éﬁﬁ-.::ﬂmk' /

M
g

aallg'ét—

tetapi

keberadaannya perlu
dipertahankan dalam
sistem  perwakilan  di
NKRI karena

jika dibubarkan berarti
mengingkari amanat
reformasi. Di samping itu
membubarkan DPD

berarti membubarkan
MPR. Namun,
membiarkan DPD
dengan  fungsi
sekarang

seperti
berarti

konstruksi ideal penguatan
fungsi Dewan Perwakilan
Daerah dalam menciptakan
lembaga perwakilan yang
strong bicameralism efektif
dalam NKRI.
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pemborosan terhadap
keuangan negara.
DPD Menurut | Subardj Hasil penelitian | Penelitian ini  berusaha
UUD Negara | Program menunjukkan latar untuk mengkaji dan
Republik Doktor (S3) | belakang  ditetapkannya | mengetahui tentang proses
Indonesia lImu Hukum | DPD dalam UUD 1945 diberikannya kewenangan
Tahun 1945 | Program karena Utusan Daerah | yang tidak sama antara
dan Penerapan | Pascasarjana | yang ada DPD dan DPR dalam
Sistem Fakultas di MPR dahulunya tidak | penerapan sistem bikameral
Bikameral Hukum menjalankan  fungsinya | menurut  Undang-Undang
Dalam Universitas sebagai wakil daerah | Dasar Negara Republik
Lembaga Islam sehingga Indonesia Tahun  1945.
Perwakilan Indonesia ada wusul agar Utusan | Mengetahui upaya
Indonesia Yogyakarta | Daerah ditingkatkan | menguatkan fungsi legislasi
2008 j institusi  yang | Dewan Perwakilan Daerah

atif,

kewenangan legislasi
DPD dan

DPR tidak sesuai dengan
ruh  sistem  bikameral
sehingga terus
menimbulkan

perdebatan
berkepanjangan. (b),
Demokrasi yang masih

dalam transisi
menyebabkan kedudukan
MPR sebagai wadah DPR
dan DPD tidak jelas,
apakah

sebagai joint session atau

~dalam

dalam sistem parlemen
bicameral di Indonesia serta
mengetahui konstruksi
ideal penguatan  fungsi
Dewan Perwakilan Daerah
menciptakan
leinbaga perwakilan yang
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Stuktur (
Fungsi
Legislasi
Parlemen
dengan Sisten
Multikameral !
Studi
Perbandingan
Antara
Indonesia dan
Berbagai
negara

lII

NOnizoio okt ™ e
Lkt g

berdiri sendiri. (),
kewenangan DPR dan
DPD belum

mampu menciptakan
checks and Balances
antara satu sana lain
sehingga

perdebatan akan terus
mengelinding. (d),

kekuatan politik yang
sekarang berkuasa

belum tentu di masa
mendatang masih  bisa

berkuasa dan apabila
terjadi

jeseran kekuatan

m perwakilan

. dapat saja

1945 dan Konstitusi RIS.
(3); Bagaimana
pengaturan dalam UUD di
berbagai negara yang
menggunakan sistern
multikameral dalam hal
struktur ~ dan  fungsi
legislasi parlernen. (4);
Bagaimana implikasi
pengaturan struktur dan
fungsi legislasi parlemen
dalam UuuD 1945
terhadap pelaksanaan
fungsinya sebagai
pembentuk UU.

ini membahas
tang mengapa Dewan
akilan Daerah tidak
kewenangan yang
dengan  Dewan
Perwakilan Rakyat dalam
penerapan sistem bikameral
menurut  Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945,
Kemudian bagaimana
upaya menguatkan fungsi
legislasi Dewan Perwakilan
Daerah  dalam  sistem
parlemen  Dbicameral  di
Indonesia serta bagaimana
konstruksi ideal penguatan
fungsi Dewan Perwakilan
Daerah dalam menciptakan
lembaga perwakilan yang
strong bicameralism efektif
dalam NKRI.
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J. Sistematika Penulisan Disertasi
Dalam rangka mengorganisasikan gagasan-gagasan pemikiran yang
terhimpun dalam disertasi ini, sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah akademik
yang sistematis, sistematika penulisannya disusun ke dalam 6 (enam) bab, yang
masing-masing BAB berisikan sebagai berikut:
BAB I, adalah pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian Disertasi, Kegunaan Penelitian Disertasi yang terdiri dari

Kegunaan Teoritis dan kegunaa is, Kerangka Teori Disertasi, Kerangka

Konsep yang terdiri dari

Progresif sebagai Mi

Theory. Kerar; /1;;,, ¥ 2 ifs stematika Penulisan
Z2R 7,

-

Disertasi.

BAB | paga perwakilan,
fungsi e'Jgara demokrasi
bersusunan kesa ;jalam NKRI yang
Demokratis dan Si ssca Perubahan UUD
1945.

BAB I, beri Kewehahgan-antara Dewan Perwakilan

Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penerapan sistem bikameral
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara
substansial paparan yang tertuang pada BAB IIl ini merupakan jawaban dari
permasalahan pertama dalam disertasi ini.

BAB IV, memaparkan tentang kelemahan-kelemahan fungsi legislasi Dewan

Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia. Secara
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substansial paparan yang terutang pada BAB IV ini merupakan jawaban dari
permasalahn kedua dalam disertasi ini.

BAB V, berisikan konstruksi ideal penguatan fungsi Dewan Perwakilan
Daerah dalam menciptakan lembaga perwakilan yang strong bicameralism efektif
dalam NKRI berdasarkan hukum progresif. Secara substansial paparan yang tertuang
pada BAB V ini merupakan jawaban dari permasalahan ketiga dalam disertasi ini.

BAB VI, Penutup berisikan simpulan dan saran-saran (rekomendasi).

Simpulan studi pada intinya merupakan.jawaban-jawaban atas permasalahan yang

A

diajukan berdasarkan hasil ,-:-;f{}-" flasan di bab-bab sebelumnya.

o .

UNISSULA
Aetllull 131 winala
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BAB |1
KAJIAN PUSTAKA TENTANG LEMBAGA PERWAKILAN

DALAM SISTEM DEMOKRASI

A. Lembaga Perwakilan
1. Konsep Lembaga Perwakilan
Sistem negara yang memiliki lembaga keterwakilan berangkat dari pada

teori kedaulatan rakyat, pert ma_k dllmplementa5|kan di Negara Inggeris

¥
UNISSULA

Pada mas ?ﬂﬁ:u-lﬁ;!! !@ﬁij}lﬂgﬂlﬂﬁmb@b 0 ‘perwakilan. Kalaupun

135 Kata parle atau to Parle yang berarti berbicara, maka patutlah orang-orang yang duduk dalam
parlemen yang bertugas untuk menyuarakan kehendak, keinginan, dan melakukan pengawasan
terhadap eksekutif untuk tujuan kepentingan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pada mulanya
parlemen terdiri dari para raja, bangsawan, tuan-tuan tanah serta petinggi agama. Pada abad ke empat
belas, pertemuan dengan raja dikembangkan menjadi media penghubung yang diperlukan raja. Para
petinggi kerajaan diharapkan kehadiranya dalam pertemuan ini untuk dimintai informasi atau nasehat
oleh raja berkenaan dengan persoalan-persoalan politik dan administrasi kerajaan yang dirasa
mempengaruhi masa depan kerajaan, sejak itu pertemuan konsultasi lambat laun berkembang menjadi
yang kita kenal dengan parlemen di Inggris. Pada abad ke-17 hubungan antara raja dengan parlemen
berubah. Pengaruh para bangsawaan, pengusaha dan gereja dalam kehidupan ekonomi tercermin pada
keanggotaan parlemen. Bambang Cipto dalam Patawari, 2017, Konsep Negara Hukum dan
Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara), UPT Unhas Press,
makasar, him. 32.
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pejabat yang dipilih dan duta yang diutus kenegara lain, lembaga ini memiliki
peran kurang signifikan adalah karakteristik sistem politik Yunani kuno ketika
itu yang bercorak langsung derect democras.**

Istilah perwakilan baru muncul pada masa Romawi kuno, meskipun tidak
secara langsung bermakna politik. Di dalam bahasa Romawi representation”
berasal dari kata representare. Menurut Carl J. Friedrich ¥ mengemukakan
parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat (Representative assemblies),

parlemen juga sebagai majelis temps dilakukannya pembahasan (deliberative

jor other. Konsep
ak orang lain baik

bertindak seba 1g0ates ﬁ% - wakil scn ata _hanya mengikuti

pilihan yang me| ?'atﬂ-b,é!.!f '& f?”_:.eﬂﬂwmp.u delegates. Sedangkan,

memahami  permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen.
Sedangkan, politico artinya para wakil bergerak secara continue antara delegates

atau trustees.'®

136 Kacung Marijan, 2011, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Cet
ke-I1, Kencana, Jakarta, him. 38

137 Friedrich, Carl J., 1949 Constitusional Governmant and Democracy Theory and Partice in
Europe and America, Rev. ed, Boston Ginn and Company, him. 297

138 patawari, 2017, Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem
Parlemen Beberapa Negara), UPT Unhas Press, Makasar, him. 32
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Konsep perwakilan berasal dari teori kontrak sosial, *° dimana teori
kontrak sosial ini menggambarkan proses pencapaian kesepakatan masyarakat
untuk memperoleh konsentrasi kekuasaan yang diperlukan guna menjamin
keberadaan dan kemampuan negara mencapai tujuan bersama. Sebagaimana
menurut Arbi Sanit 1*° bahwa: “Di dalam kehidupan penyelenggaraan negara
dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut
dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya

yang dipandang terpercaya.”

prinsip yaitu erwak Secalrt Kira aspirasi (representation in

ideas) d

kapasitas kepribadra

Lembaga Perwakilan menempati sebuah posisi penting dalam proses
pemerintahan yang mempunyai fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan,
rekrutmen politik, dan legitimasi. Legislasi sering dipandang sebagai fungsi

utama dari lembaga-lembaga perwakilan. Parlemen secara khas memiliki

139 Ibid, him. 39.

140 Arbi Sanit, 1985, Perwakilan Politik Indonesia, Rajawali, Jakarta, him. 26.

141 Efriza dalam Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2020, Demokrasi Desentralistik Dalam
Belenggu Bikameral Semu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, him. 79.
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kekuasaan legislatif dengan maksud agar hukum yang dibuat akan dianggap
otoritatif dan mengikat. Alasan ini berlaku karena dua hal, pertama, parlemen
adalah sebuah forum yang di mana hukum-hukum yang diusulkan dapat secara
terbuka dibahas dan diperdebatkan. Kedua, parlemen disusun sedemikian rupa
sehingga memperlihatkan bahwa rakyat membuat hukum mereka sendiri.#2
Ditinjau dari teori lembaga perwakilan, terbentuknya lembaga perwakilan
karena adanya teori-teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan

terwakili, yaitu:14®

a. Teori Mandat

Seoran jgap d i aga Perwakilan karena
mendapat _man : at. ‘sehingga /disebut mandataris. Ajaran ini
ncul - : ousseau dan
\ F g d : ‘ n maka teori

-
UHISSUL,&

lembaga yang diwaki all’ ada masalah baru harus

gas dan bertindak di

a§/ang diberikan oleh

minta mandat baru, ini berarti menghambat tugas lembaga perwakilan
tersebut maka lahirlah teori mandat baru yang disebut:

2) Mandat Bebas Ajaran ini dipelopori antara lain oleh Abbe Sieyes di
Perancis dan Black Stone di Inggris. Ajaran ini berpendapat bahwa si

wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya.

142 Andrew Heywood, 2014, Politik, Pustaka Pelajar, Jakarta, him. 546.
143 Afriza dalam Benediktus,... Op.Cit, him. 83-86.

90



Menurut ajaran ini si wakil adalah orang-orang yang terpercaya dan
terpilin serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya,
sehingga si wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya
atau atas nama rakyat. Teori ini kemudian berkembang lagi menjadi:

3) Mandat Representative Disini si wakil dianggap bergabung dalam suatu
Lembaga Perwakilan (Parlemen). Rakyat memilih dan memberikan

mandat pada parlemen, sehingga si wakil sebagai individu tidak ada

hubungan dengan pemlllkn a@l pertanggungjawabannya. Lembaga
perwakilan (parlem '~-; 't nggung jawab kepada rakyat.

empunyal alat-alat

eperti - ekse dan rakyat yang

I imempunyai -fungsi senc liri namun antara satu

UNH&’&HL“ gan demikian, maka

'*d"-u-m_; |r|_‘i;|,ﬁL.!‘a*‘ nerwakilan mereka tidak perlu lagi

5._“, dan lembaga lain

- 3 bt dan lembaga ini bebas

menjalankan fungsmya sesuai kewenangan yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar.*

Teori ini dibangun oleh Von Gierke yang berkebangsaan Jerman.
Menurut teori ini negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-
alat perlengkapannya seperti Eksekutif, Parlemen dan mempunyai rakyat

yang kesemuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung

144 Ibid, him. 83.
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satu sama lain. Maka sesudah rakyat memilih Lembaga Perwakilan mereka
tidak perlu lagi mencampuri Lembaga tersebut dan lembaga ini bebas
berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar. Teori ini juga didukung oleh George Jellinek yang menyatakan bahwa
rakyat adalah organ yang primer, tetapi tidak dapat menyatakan kehendaknya
maka harus ada organ sekunder vyaitu Parlemen, jadi tidak perlu
mempersoalkan hubungan antara si wakil dengan yang diwakili dari segi

hukum.#

Teori Sosiologi

¥ y
U N I s ’-‘S “ L ﬂ Jjolongan-golongan dan
: 'r"r;"’uv-!:y ! é;-i‘;'" ats 't masy f

kepentingan-k akat, karena lembaga
.l

i

perwakilan te

ebu akat yang ada. Pandangan
teori yang demikian ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan sebenarnya
bukan lembaga perwakilan politis, melainkan merupakan lembaga golongan-
golongan yang ada di masyarakat. komposisi yang ada di dalam lembaga
perwakilan terdiri dari wakil-wakil yang berasal dari dari golongan

kepentingan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hubungan

145 Sirajuddin dan Winardi, 2016, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press,
Malang, him. 93.
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antara si wakil dan yang diwakili relatif memiliki kedekatan emosional,
karena pada umumnya si wakil adalah orang-orang yang memiliki
kepentingan sama dan berasal dari lapisan masyarakat yang sama pula
dengan diwakili (rakyat). 46
d. Toeri Hukum Obyektif
Menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah
solidaritas wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas

dak akan dapat melaksanakan tugas-tugas

nama rakyat sedangkan r .

kenegaraannya tanpa mend KHpya dalam menentukan wewenang

.-"l-.. H".
i // Akyat|pasti akan memilih wakilnya

mata-mata didasarkan

RS NS SO i

pada huk ‘;hrﬁ!'l-ﬁg !Eﬂm(g,”l‘alhﬂ,‘qmﬁagb}a aJan hak-hak dari masing-

3) Dalam menjalankan tugasnya sang wakil harus menyesuaikan
tindakannya dengan kehendak pemilih, bukan disebabkan karena ada
hubungan mandat, tetapi karena adanya hukum obyektif yang dilandasi

oleh solidaritas sosial yang mengikat.

146 1bid, hlm. 84
147 1bid, hlm. 85.
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Berdasarkan teori-teori di atas, dapat dikatakan bahwa perwakilan adalah
suatu konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara wakil dengan pihak
yang diwakili (terwakili), dalam hal mana wakil mempunyai sejumlah wewenang

yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya.

2. Bentuk Lembaga Perwakilan Dalam Negara Demokrasi yang Berkesatuan

Rousseau menginginkan tetap berlangsung demokrasi langsung seperti

pada zaman Yunani kuno, tetapi- karena luasnya wilayah suatu negara,

bertambahnya jumlah pend -"'/\“ tambah rumitnya masalah-masalah

kenegaraan maka =.~ sseal h ak\mungkin terealisasi, maka

: okras %;:\ mbaga-lembaga
%‘a \ 3, tetapi sering

juga disebt rlc < 2 : E ntuk dari adanya
= == =
i)

&

an dalam bentuk

peraturan per-!.lll  ya G}*’ﬁ‘ !’jga tercermin dalam

 UNISSULA
rellol) gl telisale |

tegaknya sistem h 0s! asi. Perwujudan sebagai
\ ~

negara berasaskan demokrasi juga memerlukan suatu pelembagaan, tetapi di

f ﬁtahan yang menjamin

pahak lain juga memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya. Dalam
sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur
yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan,
persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan

berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga

148 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1994, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem
UUD 1945, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him. 251.
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negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-
keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di
lembaga perwakilan.4°

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya
diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan
kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Prinsip panutan pemisahaan kekuasaan
atau pembagian kekuasaan ini penting untuk dijernihkan karena pilihan di antara

keduanya akan sangat mempengaruhi mekanisme kelembagaan negara secara

/i

ararti  kekuasaan

ﬁ/an dibentuknya sebuah

lembaga perwakilan. Jadi sebenarnya pemegang seluruh kekuasaan tidak serta
merta seluruh rakyat, namun pemegang kekuasaan tersebut diserahkan kepada
suatu lembaga perwakilan. Lembaga tersebut diisi oleh rakyat negara yang
menjalankan pemerintahan negara tersebut.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa

juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (representative democracy)

149 1bid, hlm. 252.
150 1bid.
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atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Di dalam demokrasi
perwakilan ini yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil-wakil
rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat atau biasa juga disebut
Parlemen. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan
mereka yang kemudian menentukan corak dan jalannya pemerintahan suatu
negara, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu yang
pendek maupun dalam waktu yang panjang. Hal seperti yang dikatakan

Rousseau sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum

ngan segala

ggara, baik di

uwﬁggui}_h ¢/ democracy) melalui

: ‘;‘I‘.""UAQJ_; riﬁ#ﬁﬂﬂu:@mh}, N atau lembaga-lembaga
&' dianggap melaksanakan
amanat kedaulatan rakyat dan tunduk pada kedaulatan rakyat berdasarkan
ketentuan UUD 1945. Apabila hal ini dihubungkan dengan teori kontrak sosial
Jean Jacques Roesseau yang menyatakan bahwa kehendak rakyat yang berdaulat

itu dapat disalurkan dengan dua cara yaitu,® pertama adalah kehendak seluruh

151 Jean Jacques Rousseau, 2009, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Visimedia, Jakarta, him.
46.

12 Jimly Asshiddigie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya
di Indonesia, Ichtiar Bar van Hoeve, Jakarta, him. 77.
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rakyat yang biasa disebut volunte de tousdan yang kedua adalah kehendak umum
yang berarti tidak harus semua rakyat atau disebut sebagai volunte generale.
Kehendak yang pertama biasa juga disebut sebagai kedaulatan politik dan yang
kedua biasa juga disebut sebagai kedaulatan hukum.

Pada dasarnya teori lembaga perwakilan sangat erat hubungannya dengan
prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan
rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi disalurkan melalui lembaga

perwakilan yang merupakan wujud-realisasi sistem demokrasi tidak langsung.

negara n 'u!-m gkan kes fterhadap partai dan
UNISSULA

wilayah pen?hlﬁ Rﬁ-lii&yléﬁﬁjﬁlwmﬁm@ an komunis memusatkan
ara partai de Gaulie lebih
setia kepada wilayah pemilihnya. Sebagian besar parlemen Eropa
menunjukkan kesetiaan anggotanya pada partai politik.t>*

Inggris misalnya tidak terlalu mempersoalkan apakah harus

menekankan kepentingan partai politik ataukah kepentingan wilayah

153 Dewa Gede Atmadja, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang,
him. 101.

154 Bambang Cipto, 1995, Dewan Perwakilan Rakyat: Dalam Era Modern-Industrial, PT Grafindo
Persada, Jakarta, him. 39.
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pemilihnya. Rekrutmen sebagai calon anggota parlemen dilakukan oleh
partai-partai lokal. Dengan demikian pada waktu seseorang terpilih sebagai
anggota parlemen Inggris maka yang mewakili partai politik sekaligus
mewakili daerahnya. Secara operasional setiap anggota parlemen Inggris
membuka semacam konsultasi dengan para pemilih di wilayah yang dikenal
sebagai gejala pembedahan. Hubungan rutin antara wakil dan yang
diwakilinya membuat anggota parlemen tidak harus memisahkan kesetiaan
antara partai dan wilayah.*® S angkan anggota parlemen Jerman sebaliknya

kurang memusatkan ke 4- asyarakat pemilih di daerah. Kesetiaan

Jerah maupun
f

peluang bagi

perwakilan fungsional perlu diperhatikan dan sedapat mungkin diakui
kepentingannya disamping sistem perwakilan politik, sebagai cara untuk
memasukkan sifat profesional ke dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan umum.’®" Dalam rangka itu ada masalah sampai

155 | bid

156 Ibid, him. 40

157 Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar IImu Politik Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, him. 319.
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sekarang belum terpecahkan yaitu bagaimana menetapkan patokan objektif
mengenai sifat-sifat dari golongan fungsional yang akan diikutsertakan, dan
bagaimana menentukan kriteria untuk mengukur kekuatan golongan
fungsional masing-masing.®
c. Perwakilan Daerah

Perwakilan daerah dapat diartikan apabila anggota parlemen dipilih

berdasarkan perwakilan kedaerahan sehingga menghasilkan wakil-wakil

daerah seperti Utusan Daerah pagda saat Orde Baru. Keberadaan perwakilan

daerah dalam Iembag enambah  kekuatan bagi representasi

kepenting [ /

kedaerahan
-

terhadap arti da “ N H :ng u L “ ang mewakili dengan

yang diwakilinya %Euﬁy’@#ﬂﬂmh;“@qb{g epentingan dan daerah,
i

maka jelas bahwelll sebagai “utusan”. Apabila si
wakil merupakan perwakilan politik maka ia harus tunduk pada keinginan partai
politik yang mengutusnya. Sebaliknya, jika posisi si wakil sebagai orang yang
mewakili rakyat atas dasar pemilihan umum, jelas keberadaannya adalah sebagai

“wakil”, dengan konsekuensi si wakil harus bertanggung jawab kepada para

pemilihnya.

158 | bid.
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3. Sistem Lembaga Perwakilan Pasca Amandemen UUD 1945
Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak
menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut
kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
tidak terlepas dari ajaran trias politica Montesquieu. Ajaran trias politica
tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu

Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan

tersebut dalam pelaksanaann kan kepada satu badan mandiri, artinya

tidak dapat saling mem

.-.
-

UUD 1945, struktur
pemerintahan Indonesia adalah: BPK, MPR, DPD, DPR, Presiden dan Wakil
Presiden, MK, MA, KY.

Dalam struktur diatas kita melihat bahwa susunan Lembaga negara RI
sebelum amandemen UUD 1945 berbeda dengansetelah diamandemen beberapa

hal yang membedakan adalah posisi MPR dimana sebelum amandemen UUD

159 Moh.Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi
Hukum TataNegara FH Ul, Jakarta, him. 140.
160 Montesquieu, 2001, Jiwa Undang-Undang, Pustaka Media, Jakarta, him 34.
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1945 adalah lembaga tertinggi dalam struktur tersebut. Namun setelah
amandemen UUD 1945 adalah sebagai kontitusi tertinggi yang dijunjungtinggi
dilndonesia. Kedudukan MPR setara dengan lembaga yang lainnya. Sebelum
amandemen UUD 1945 terdapat adanya DPA atau yang dikenal Dewan
Pertimbangan Negara, namun setelah diamandemen DPA dihapuskan, DPA
dihapuskan yang kemudian fungsi dan wewenang sudah tidak relevan lagi.

Setelah perubahan UUD 1945 dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah

(DPD). DPD bukan menggantikan peran DPA setelah UUD 1945 diamandemen

-
H A
all U

¥
UNISSULA
d ﬂ*’”-"ij ﬁ;;"‘"*« .Eo,u,.}-lﬂﬂt.@

dari Presiden, wakil dan menteri kabinet memiliki fungsi pelaksanaan undang-
undang dalam menjalankan negara, masing-masing mempunyai tugas yang
berbeda-beda’®

DPR dan DPD adalah lembaga memiliki fungsi membuat undang-undang.

Kedua lembaga tersebut secara bersama-sama membahas dan membuat Undang-

161 Patrialis Akbar, 2002, Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 34.
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Undang sebagai dasar hukum suatu permasalahan, maka dari itu dibuatlah
Undang-Undang sebagai dasar hukum, sumber hukum penyelesaian masyarakat
baik berfungsi sebagai pelindung, menghukum dan memberikan sanksi semua
hal itu tercatat jelas dalam Undang-Undang. Yudikatif MA, MK dan KY adalah
lembaga yang memiliki fungsi mempertahankan, dan mengawasi pelaksanaan
undang-undang yang dibuat oleh legislatif.?

a. Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)

lahir seiring dengan

Majelis Permusyawaratan-. Rakyat (MPR)

WN“.&?&UL& 945, KNIP kemudian

: %”—WE |@i’3’t&'ﬁ&‘w‘;&mk& aha Menteri dan anggota

Di dalam Perubahan UUD 1945, MPR tetap dipertahankan
keberadaannya dan diposisikan sebagai lembaga Negara. Namun
kedudukannya bukan lagi sebagai lembaga tertinggi supreme body tetapi
sebagai lembaga negara yang sejajar posisinya dengan lembaga-lembaga

negara yang lain. Predikat MPR yang selama ini berposisi sebagai lembaga

162 Sinalu.Nomensin, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Pratama Aksara, Yogyakarta, him. 23.
163 patrialis Akbar,... Op.Cit, him. 46.
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tertinggi negara telah dihapuskan kekuasaan tertinggi di tangan majelis. MPR
tidak lagi diposisikan sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat. Hal ini
dikarenakan pengalaman sejarah selama orde baru lembaga MPR telah
terkooptasi kekuasaan eksekutif Suharto yang amat kuat yang menjadikan
MPR hanyalah sebagai pengemban stempel penguasa dengan berlindung
pada hasil pemilihan umum yang secara rutin setiap lima tahun sekali telah
dilaksanakan dengan bebas, umum dan rahasia. Dari pengalaman sejarah

pemerintahan Orde Baru itulah reposisi MPR perlu dilakukan.

/\ emula sebagai lembaga yang

lI.F N ﬂ Q;‘S u i_ “ aperti memberhentikan

. A .
Presiden dan -.'m!J--sJJll Dalam masa-jabatannya menurut UUD Pasal 3

i

ayat (3) UUDk 94 petapkan UUD Pasal 3 ayat
(1) UUD 1945 Perubahanserta kewenangan insidental lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Perubahanke empat.
Perbedaan kewenangan rutin dengan kewenangan insidental ini adalah
bahwa kewenangan rutin pasti dilaksanakan yaitu setiap limatahun sekali,

sedangkan kewenangan insidental akan dilaksanakan jika terjadi sesuatu hal

yakni bila ada keinginan untuk merubah UUD,ataupun bila terjadi Presiden
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dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak
dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai Presiden danWakil Presiden.
Dengan reposisi MPR setelah perubahan UUD 1945, MPR sendiri memiliki
kedudukan yang tidak jelas apakah sebagai lembagatetapataukah sebagai
lembaga gabungan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 perubahandinyatakan

bahwa MPR terdiri atas aggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui

pemilihan umum dan diat@dengan undang-undang. Pasal 2 ayat
(1) UUD 1945 ini /\

@MPR merupakan gabungan anggota

meral Namun

' R dan anggota

::!E-u : gan anggotaDPR dan

lembaga tetap permanen body, oleh karenanya posisi MPR tidaklah
sepenuhnya dapat dikatakan sebagai joint sessionmaupun sebagai permanen
body.

Inilah posisi MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
berdasarkan UUD 1945 Perubahan, dan dengan posisi demikian sebenarnya

tidaklah perlu diperebutkan adanya ketua MPR.MPR bukanlah sebuah
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lembaga tetap ataupun lembaga gabungan tetapi lebih diposisikan sebagai
sebuah kumpulan wakil-wakil rakyat yang mengatasnamakan majelis rakyat.
Dengan demikian seharusnya ketua MPR dapat dijabat secara kolegial dari
Ketua DPR dan Ketua DPD yang secara riel tugas dan kerjanya hanyalah saat
kedua anggota itu DPR dan DPD bergabung melaksanakan kewenangannya.
Hal ini merupakan salah satu hasil dari reformasi yang dimotori kalangan
mahasiswa dan beberapa nasional berujung lengsernya tahta Soeharto masa

Orde Baru pada tanggal 21 Mei. ;

u HE%%“LJ& salahan yang ada pada

saat itu ' §¢ el m-' ‘EpPL na dan - dengan’ kepala dingin dalam
|
memutuskan suatu-permasalaha

c. Hak memilih dan dipilih hak ini digunakan pada pemilihan ketua MPR

atau pada saat sidang pleno didalam MPR.
d. Membela dirisetiap anggota MPR mempunyai hak untuk membela

dirinya sesuai peraturan yang ada.

164 Ahmad Tantowi Ridho, 2007, Fungsi dan Peran MPR, Gadjah ada Press, Yogyakarta, him. 6.
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e. Hak imunitas adalah hak yang digunakan para anggota MPR bahwa
anggota MPR mendapat perlindungan hukum dari ketetapan yang diatur.

f. Protokoler adalah hak yang digunakan anggota MPR untuk mendapatkan
keamanan.

g. Keuangan dan administratifsetiap anggota MPR mempunyai hak untuk
mengetahui transparansi dana dalam lembaga tersebut dan ikut
melaksanakan tertib administratif sesuai apa yang menjadi kesepakatan.

yang harus dilaksanakan pada setiap

Kewajiban anggota MPR

u N ﬂ 3& “ Lﬂ erwakilan rakyat. DPR

terdiri atas ANgYQta par J'Lﬁblc eserta pemiliban umum yang dipilih
melalui pemill'halrm'nmﬁ.— —"=

Dalam konsep Trias Politica, di mana DPR berperan sebagai lembaga
legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi
jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah
sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah
berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan
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kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan
dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat
memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.%

Di dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRITahun 1945menyebutkan bahwa
“Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik” dimana di
dalam negara unitaris tidak ada satupun negara lain di dalam negara, yang
berarti tidak ada kedaulatan lain dalam wilayah negara Indonesia selain
daripada wilayah kesatuan

NKRI itu sendiri.14Dengan paham negara

\ **”*4-
B\ UNISsuLA
kebijakan '|| ” E eyl s ngan.DPR merupakan

perwakilan pa

enentukan kebijakan-

ilu. DPR adalah organ

tile vvano anooo b."".".-“.;.r,""- 2

pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer,
sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Dari paparan singkat di atas sangatlah jelas
kalau DPR berperan penting dalam NKRI, maka dari itu kami akan sedikit

menjelaskan mengenai DPR.

165 Muhammad Igbal, 2011, Sejarah Terbentuknya DPR, Darma Pustaka, Jakarta, him. 13.
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DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga legislasi
atau lemabagayang berwenang untuk membuat undang-undang dan
peraturan.Sudah tergambar jelas bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi
legislasi dan pengawasan maka dibuatlah sebuah lembaga yang bernama
DPR.%¢ Pasal 20ayat (1) UUD 1945 menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang.Peraturan atau undang-

undang yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan presiden berguna untuk

mengatur segala yang ada didalam negara untuk kepentingan rakyat bukan

*-‘t’l"’* J)PRD kabupaten/kota

UNISSULA "

g. Keanggotaan residen

kota Negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada
saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah. Sebelum memangku
jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpahsecara bersama-sama yang
dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.
Kedudukan DPR diperkuat dengan adanyaperubahan UUD 1945 yang

tercantum dalam pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat

166 patrialis Akbar,... Op.Cit, hlm. 36.
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membekukan atau membubarkan DPR”. Presiden dan DPR dipilih langsung
oleh rakyat sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat
sehingga masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.

Fungsi DPR dipertegas dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945. Fungsi-
fungsi yang termuat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan undang-undang sesuai
kebutuhan negara saat itu.

b. Fungsi anggaran yaitu membuat anggaran yang diperlukan sebagai
penunjang program untuk proyeksi satu tahun kedepan dengan
cara menghapus anggaran yang tidak penting atau yang dinilai
hanya sebagai ,.#1’?"':‘:*. uman, membuat anggaran yang benar-

benar d|butu h f*"’ ~ ]

_ﬁdang-Undang.
e DPR dan Presiden

L f
c. | 1 f.’rancangan Undang-

d. _ u H . 55 u l“‘ﬂ" .<= oleh presiden untuk

memperhatikan

Sementara mengenai hak-hak DPR itu diatur dalam pasal 20A ayat (2)
UUD 1945 yaitu:

e. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangankepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara.

f. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan
terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
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bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturaan
perundang-undangan.

g. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR yang dilakukan untuk
menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian luar
biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional.

Dengan demikian DPR dibentuk sesuai dengan dasar hukum yang ada

dalam UUD 1945. Anggota DPR yang terpilih melalui pemilu legislatif
diharapkan dapat bekerja sama dengan eksekutif atau pemerintah dalam

memajukan bangsa dan negara. Hal itu sangat berpengaruh apabila DPR

if yang berdekatan langsung

Indonesia, setelatrtercapainya-Keimerdekaar pada+ anggal 17 Agustus 1945.
Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa,
agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah
payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah
Republik Indonesia Serikat selama tujuh bulan (27 Desember 1949 -17

Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah

jatuhnya Orde Baru (1996 -1997), pemerintah merespon desakan daerah-
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daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan
menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi
kekuasaan. '®’ Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan
daerah di parlemen pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama
IndonesiaUUD 1945. Konsep yang dibuat dengan cara utusan daerahdi dalam
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan utusan
golongandan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Hal tersebut diatur dalam

Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR

san- ,/'A\\ aerah-daerah dan golongan-golongan,

ditambah dengan u

menurut aturan .\ ’*f apkan der 16 -undang.Pengaturan yang
gﬁ,u

longgar dalam UUDL : '; ) £ S

&

-,

\ ' !
\ tf"s L Kedua dilakukan pada
L1
\ u /
Sidang Tahumg 5 :E jsung r. "* X 7-18 Agustus 2000.

i
Setelah peruba -—--—'------——---~-—mm:—-mm- memandang perlu untuk

melanjutkan ke perubahan ketiga UUD 1945. Dalam perubahan ketiga inilah
muncul gagasan untuk membentuk parlemen yang menganut sistem
bikameral, yang kemudian melahirkan secara legal formal DPD yang ada

sekarang.16®

167 Andika Akbarrudin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR Rl dan DPD RI Pasca Amandemen
UUD 1945, Pandecta, Vol. 8, No. 1, Januari, 2013, him. 13.

188 Kacung Marjian, 2000, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Orde Baru, Tri
Grafika, Jakarta, him 83.
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Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara yang
tersentralisasi. Struktur pemerintahan yang terpusat diwarisi zaman kolonial
Belanda. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk melakukan
desentralisasi sejak kemerdekaan 1945. Para Elit Jakarta selalu khawatir
bahwa pemberian kekuasaan

yang lebih luas kepada daerah akan jatuh di tangan kekuatan-kekuatan
yang menginginkan disintegrasi dengan cara kekerasan. Begitu pula

kenyataaanya, Jakarta merupakan kekuasaan politik,tetapi

merupakan sumber kekayaan dari

terburuk sepanjang-anba a ada tahun-1997-1998. Indonesia menjadi
negara yang paling menderita sehingga menjadi negara yang paling lamban
dalam pemulihan. Indonesia hanya berada sedikit di atas negara-negara
termiskin di kawasan ini, yakni Laos, Burma, Kamboja, Vietnam, dan negara
baru Timor Leste. Dalam Kedaan goyah semacam itu, negara-bangsa
menjadi rentan untuk dikendalikan kekuatan multilateral yang sudah lama

menunggu peluang untuk menguasai kekayaan alam melimpah dan kekayaan
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ekonomi lain di negeri ini. Keluhan yang semakin menumpuk tentang
ketimpangan alokasi sumber daya antara pusat dan daerah serta antardaerah,
tidak bisa lagi dikesampingkan. 1® Beberapa daerah bahkan berkehendak
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara
beberapa daerah yang lain menuntut peningkatan efisiensi publik di daerah,
peningkatan percepatan pembangunan, dan penciptaan cara berpemerintahan
yang baik good governance.

Adanya beberapa kesalahan di masa lalu, penentuan pola ideal untuk

desentralisasi dan i

“ N “ gﬂg u L h s1 devolusi kekuasaan
'%r'lhn':'f | :;ﬂ?!ﬂ-ﬂﬁﬁl.-ﬁ}marl@, ai pada Januari 2001.

Ketentuan yang
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 dalam
UUD 1945 berarti penyelenggaraan otonomi daerah telah dijamin dalam
UUD 1945 melalui pasal 18, 18A dan 18B. Mengatur ketentuan otonomi
daerah dalam UUD 45 berarti bahwa penarikan kembali desentralisasi

menjadi sangat sulit, dan oleh karena itu terjamin keberadaannya untuk

169 H. Subardjo, 2012, Dewan Perwakilan Daerah, Graha IImu, Jakarta, him. 23.
170 Kacung Marjian, ... Op.Cit, him. 100.
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generasi mendatang. Hasil pembahasan amandemen di MPR RI mengenai
pola baru desentralisasi terwujud dalam pembentukan lembaga baru khusus
untuk perwakilan daerah pada tahun 2001.

Lembaga ini dikenal dengan nama DPD RI, dengan berdirinya
lembaga baru ini sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa
keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat
dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta memperkuat

Negara Kesatuan Republi

tersebut maka Iembaga hai " 2 RI dltetapkan melalui amandemen

maka dalam rangka pembaharuan

negara yang
eheradaan DPD
mempunyai
ada. DPR sebagai
.- Keberadaan DPD
yaacran I -I!«ﬂ'«- Vendgansda rf yang dimiliki harus
N\ UMISSULA /

dikaitkan der\a kepentingan Getah, Dengen

i

i

atfl harus pula mempunyai

kian DPD di samping

hubungan yang jelas dengan daerah yang diwakilinya.

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di
Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral.
Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan
yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di lembaga MPR RI.

Khususnya di Panitia Ad Hoc | MPR RI. Pembahasan tersebut selain
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memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang
juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari
sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara
yang menganut paham demokrasi. Dalam proses pembahasan tersebut,
berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat
mewakili  kepentingan-kepentingan  daerah, serta untuk menjaga
keseimbangan antar daerah danantara pusat dengan daerah, secara adil dan

serasi.

N / N K
UNH%&"‘UL& agi Negara Kesatuan
Republik IngR JJ.wy' alan L’hﬁuﬁﬂhhﬁ RI selama ini sebelum
dilakukan pertbahan-terhadap-Undang-Undang Dasar 1945dianggap tidak
memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebelum
terbentuknya DPD, daerah mempunyai perwakilan yang namanya Utusan
Daerah dan Utusan Golongan yang merupakan anggota MPR, dimana utusan

daerah dan utusan golongan merupakan fraksi di MPR yang mewakili daerah

dan organisasi kemasyarakatan.!"

171 Ibid, him. 105.
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Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi didaerah, sedangkan
utusan golongan ditunjukoleh organisasi kemasyarakatan. Hal iniyang
mendasari untuk meniadakan utusan daerah dan utusan golongan dan diganti
dengan terbentuknya lembagabaru yaitu DPD, lembaga ini terbentuk dalam
kerangka demokrasi. Dalam pemilihan anggota DPD RI setiap daerah
mewakili empat wakil daerah. Dari empat wakil tersebut merepresentasi
daerah perwakilan dimana daerah tempat pemilihan. Perwakilan ini

merupakan wujud hak-hak rakyat.untuk menentukan haluan Negara melalu

DN gﬁ ULA / Wakil Presiden atau

ik 'F:.Jd'--c,?ﬂi,ﬁbl.’.ﬂmjml;? erbukti melakukan tindak
pidana berat ‘ata akukan - perbuatan eta.Undang-Undang tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang sudah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

172 M. Yusuf, 2013, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan
Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di era Otonomi Daerah, Graha IImu, Yogyakarta, him 46.
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Didalamnya terdapat ketentuan konstitusional
mengenai komposisi dan struktur DPD RI, serta mendefinisikan DPD RI
yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai
lembaga negara.t”

DPD merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah ruang
yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses

pengambilan keputusan-keputusan_ politik penting di tingkat nasional. *"*

i
/berdomisili di
f

Adakan sidang.DPD

&g
UNISSULA

:ﬁaﬂlsgg !@aﬁ*ﬁ!ﬂ.ﬂ. "gl.g.'im al' lembaga darah dalam

a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh

daerah-daerah.

173 |bid, him. 60.
174 H.R Daeng Naja, 2004, Dewan Perwakilan Daerah Bikameral Setengah Hati, Media

Pressindo, Yogyakarta, him 16.
175 Jimly Asshaddigie, ... Op.Cit, him. 40-45.
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b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-
daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan
daerah-daerah.

c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah
secara serasi dan seimbang.

Berdasarkan Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945, adapun fungsi DPD terkait
dengan sistem chechs and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

yaitu:

Ee

erwakilan Rakyat rancangan
ngan otonomi daerah, hubungan
dan pemekaran serta
he ﬂaya alam dan sumber
tari de n perimbangan

;: sumber daya
2/ yang berkaitan
an  daerah, serta
i' akilan Rakyat atas
belanja negara dan
»1‘-*‘-‘ g‘;’ﬁm an dengan pajak,

'_ <an 1 /
(3) D3 o H S"' 5 u LA Ksanaan undang-undang
.,..u.'ﬂ Q!}c{,q‘.mﬂref, kan, pemekaran, dan
er-os miber daya Aomi Ialnnya pelaksanaan
anggaran pendapatan dan elanja negara, pajak, pendidikan dan
agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak

lanjuti.

Menurut Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945 bahwa” Dewan Perwakilan
Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
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pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.”Hal inisebagai
acuan masyarakat untuk mendesak DPD untuk memajukan daerahnya
masing-masing karena sudah jelas dasar hukumnya bahwa DPD mempunyai
hak untuk mengajukan usulan kepada DPR dalam hal rumah tangga di

daerahnya.

B. Sistem Perwakilan Bikameral

e
UNISSULA
et Kaial putiama-pada uro iy

partai yang skalanya:

lembaga yang mewakili kewilayahan atau kelompok-kelompok fungsional.
Selanjutnya akan digunakan istilah DPD untuk menyebut majelis tinggi atau kamar
kedua, dan DPR untuk menyebut majelis rendah atau kamar pertama sepanjang tidak
menunjuk pada suatu negara. Teori tentang sistem bikameral yang dikemukakan oleh

Anthony Mughan dan Samuel C. Patterson bahwa suatu upper houses (kamar kedua

176 Muchammad A. Syafaat, 2010, Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat,
Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, UB Press, Malang him. 32.
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atau majelis tinggi) dibutuhkan karena suatu alasan dan bikameralisme penting untuk
teori dan praktek dalam pemerintahan yang demokratis. Karena kepentingan lembaga
parlemen bermacam-macam dan secara potensial meliputi alat pertimbangan, seperti
mempengaruhi pada proses legislasi, dan sebagai simbol untuk mempertinggi
legitimasi demokratis dengan memeriksa gerakan mayoritas dari pemerintahan
berpartai tunggal. Dan juga senat (kamar kedua atau majelis tinggi) cenderung
mempunyai pengaruh yang penting dalam mempertajam output dari kebijakan yang

dikeluarkan oleh legislatif.}”’

‘Ei'ncluided “secong

“The de
chamber "\ ance and survival of

gris_tc_)cra_dl ‘j“u& original purposes on
e fr'*ﬁ'.?.!'!-va.ljlé;.?‘ tifions 27 | )

efft-Dikameral mempengaruhi

Roger D. Cohgleto
berfungsinya kebijakan demokratis. Secara teoritis sistem parlemen bikameral dapat
menghindari masalah konflik mayoritas dan membentuk kebijakan dengan dukungan

super-mayoritas (supermajority) mewakili kelompok dari kedua kamar yang

7 H. Subardjo,... Op.Cit, him. 46.

18 Muchammad A. Syafaat.. Op.Cit, hlm, 34. "Perkembangan parlemen Eropa yang
memasukkan" ruang sekuler "atau" majelis tinggi "mengindikasikan preeminalitas dan kelangsungan
hidup aristokrasi. Tapi senat sudah lama hidup lebih dulu dari tujuan awal mereka dalam pembenaran.
Mereka memiliki, dengan satu atau lain cara, telah diubah menjadi institusi parlemen modern yang
layak”.
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berbeda. Studi yang dilakukan terhadap Swedia dan Denmark yang berubah menjadi
unikameral menunjukan bahwa parlemen bikameral akan menghasilkan kebijakan
publik yang dapat diperkirakan. Selain itu juga disimpulkan demikian:

“The analysis and evidence generated above demonstrates that the process
of compromise within bicameral institution has desirable effect on the course
of public policy in a wide range of political environments and within a
variety of govermental structures, Consequently, bicameralism can be a
useful institutional structure even in settings where majoritarian outcomes
are not widely believed to be contraproductive, risky, or unfair.”1"

Desain parlemen, pada dewasa ini cenderung ke arah badan legislatif yang

-‘-I:‘f"; *’-ﬁl

\:.-u [ Il 5‘? !‘s' E‘t ‘, 'f:(model inggris) yang

semakin terasa KUz /érubahan sosio-politik

L

kontemporer.1&
Model bikameral pada hakikatnya mengidealkan adanya dua kamar di dalam

lembaga perwakilan. Doktrin ini berasal dari teori klasik Aristoteles dan Polybius

19 1bid., him, 34. "Analisis dan bukti yang dihasilkan di atas menunjukkan bahwa proses
kompromi di dalam institusi bikameral memiliki efek yang diinginkan pada jalannya kebijakan publik
di berbagai lingkungan politik dan di dalam berbagai struktur pemerintahan, Akibatnya,
bikameralisme dapat menjadi struktur kelembagaan yang bermanfaat. Di tempat di mana hasil
mayoritas tidak diimpikan secara luas dianggap kontraproduktif, berisiko, atau tidak adil.

180 King Faisal Sulaiman, 2013, Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia,
UlII Press, Yogyakarta, him. 22-23.
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yang berargumen bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip
demokrasi dan oligarki. 8! Dahlan Thaib, menguraikan bahwa kelebihan atau
keuntungan dalam sistem legislatif bikameral adalah kemampuan anggota untuk
secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik,
atau golongan), memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap
penyusunan perundang-undangan, mencegah disyahkan perundang-undangan yang
cacat atau ceroboh, dan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga

Ada dua alasan me Enyusun konstitusi

eksekutif.182

memilih  sistem

kesenjangan reprei “ w i g s “ K ﬁ alam berbagai sistem
di dunia.®® N\ Aeellal)l £l loluinea

Memang di Kinka K menei aft—pola dalam sistem-sistem
konstitusional demokratis di dunia. Kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah:'8*
1. Semua negara federal memiliki dua majelis
2. Negara-negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih Unikameral dan

sebagian lagi bikameral

181 Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer
dalam Sistem Presidensiil Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 235.

182 King Faisal Sulaiman, Op.cit, him. 39.

183 Ibid, him. 40-41.

184 1pid
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3. Sebagian besar negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki dua
majelis. Demikian pula sebagian besar negara yang memiliki wilayah luas
memiliki dua majelis.

Cara kerja lembaga legislatif jelas berkaitan dengan hubungan antara
lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Sebagian besar sistem presidensil adalah
bikameral, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu pandangan umum yag
menunjukkan bahwa mendapatkan persetujuan dari dua majelis legislatif dan seorang

presiden eksekutif adalah suatu proseduryang berat atau mustahil.*8

Dua kamar dari Ieg'; iderung berbeda dalam beberapa cara.

house/majelifﬁ uara yang terbatas,
sebagai rem lebih
demokratis. : ¢ ‘ o e Al amar pertama dan
kamar kedua,." Ijbedakan apakah
bikameralisme ad Jlt.a membedakannya

dengan melihat till'g u N Hsﬂg u L A pertama, kamar kedua

cenderung lebih kec ff‘f”rti:y |@‘r}h§u{:@§m1@h abatan legislatif kamar

i
i

kedua cenderung lebih-tama-dartpada Kamarpertama; ketiga, ciri-ciri umum yang
lain dari kamar kedua dipilih dengan cara pemilihan umum bertahap (staggered
election). Ketiga perbedaan ini mempengaruhi bagaimana dua kamar legislatif itu
bekerja. Antara parlemen bikameral kuat dan lemah Arend Lijphart membedakan
menjadi tiga ciri-ciri: pertama, kekuasaan yang diberikan secara formal oleh

konstitusi terhadap kedua kamar tersebut; kedua, bagaimana metode seleksi mereka,

185 | bid
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biasanya mempengaruhi legitimasi demokratis dari kamar-kamar tersebut; ketiga,
perbedaan yang krusial antara dua kamar dalam legislative bicameral adalah kamar
kedua mungkin dipilih dengan cara atau desain yang berbeda juga sebagai
perwakilan minoritas tertentu/khusus.'8®

Sistem bikameral dapat digolongkan sebagai “kuat” atau “lunak” oleh
Andrew S. Ellis digolongkan sebagai sistem yang “kuat” pembuatan undang-undang
biasanya dimulai dari majelis manapun, serta harus dipertimbangkan oleh kedua

majelis dalam forum yang sama sebelum. disahkan. Dalam sistem “lunak”, majelis

merupakan perwalll' : uwwgﬂgulh ajelis kedua bisa saja
bervarisasi tergantung dari adpa 5’ | &'ﬁ' 1gan” tndang-4 Fmg yang diperdebatkan
berkaitan langsung de ah sesi bersama (joint
session) dari kedua majelis dapat digunakan sebagai mekanisme untuk
menyelesaikan konflik, sehingga sebagian besar anggaota dari majelis kedua

memiliki timbangan/porsi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan akhir.

Sistem-sistem bikameral yang ada di dunia terbagi secara merata antara yang kuat

188 | bid
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dan lunak. Banyak sistem yang kuat ditemukan dalam sistem presidensiil. Tidak ada
sistem presidensiil yang juga memakai sistem bikameral lunak.*®’

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga legislatif yang terkait antara
hubungan legislatif dengan lembaga eksekutif, ternyata sebagian sistem presidensial
adalah bicameral. Argumentasi yang menyatakan sulit mendapat persetujuan dari dua
majelis dan seorang presiden eksekutif adalah suatu prosedur yang berat dan
mustahil menjadi tidak relevan. bahkan sistem Parlamenterian yang memiliki model

yang lebih beragam. 1%

2. Sejuah manalll' w N E gﬂg u L A ] -'fgebagaian (partially
elected house) daf? ?ﬁ'.'f-urrr-.ifg ‘égﬁ‘-bu'.‘glt@}ﬂww, "/

dapat diselesikan apabila
kekuasaan majelis tinggi cukup nyata untuk merintangi tindakan bebas majelis
rendah.

4. Bagaimana kedudukan kamar kedua terpilih bila diberi kekuasaan yang tidak

dimiliki pula oleh majelis rendah.

187 Ibid, him. 44-45.

188 Charles Simabura, 2011, Parlemen Indonesia:Lintasan Sejarah dan Sistemnya, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, him. 40.

189 1bid
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Selain itu pembagian sistem bicameral yaitu strong bicameralism dan soft
bicameralism tidak hanya pada perbedaan kewenangan saja. Dua kamar dari
legislatif bicameral cenderung berbeda dalam beberapa cara. Semula, fungsi yang
paling penting dari second chamber atau upper house, memilih dengan dasar dari
suatu hak suaranya yang terbatas, sebagai rem konservatif terhadap lower house yang
190

dipilih secara lebih demokratis.

Menurut Arend Lijphart ada enam perbedaan antara kamar pertama dan

kamar kedua, tiga hal yang sec us penting dalam membedakan apakah

bicameralism adalah suatu instiits
i

lebih formal dan s “ N Ig’g Ulﬂ ada kamar yang lebih
besar. Tetapi denga i"""’ln-ﬂ. _;’ i_En ;_:vLI .Aq-‘ﬂul,{a i@ ringkas, mereka tidak
memengaruhi suatu perta a—yang mempunyai Parlemen
bicameral adalah suatu institusi yang benar-benar kuat atau berarti.

Penggolongan sistem bicameral “kuat™ (strong bicameralism) atau “lunak*
(soft bicameralism) menurut Andrew S. Ellis adalah sebagai berikut. 1% Pertama

dalam sistem yang “kuat™ pembuatan undang-undang biasanya dimulai dari majelis

manapun, dan harus dipertimbangkan oleh kedua majelis dalam forum yang sama

190 |pid, him. 41.
191 1bid
192 |pid
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sebelum bisa disahkan. Sebaliknya dalam sistem “lunak®, majelis yang satu memiliki
status yang lebih tinggi dari yang lain.

Menurut Ramlan Surbakti, ada beberapa pertimbangan Indonesia
mengadopsi sistem bikameral yang masing-masing mewadahi keterwakilan yang
bebeda, yaitu distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan
terlampau besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta sejarah Indonesia menunjukkan
aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat
yaitu dengan adanya pluralisme daera_ onom seperti daerah istimewa dan otonomi

khusus.1%?

badan perwakilan

g langsung mewakili

seluruh rakyall't-H URSUTY Vano .ﬂ-m. <ili, daera diperlukan utusan
\\ UNISSULA

e

i "
golongan. Kepen f‘ﬁ”-\fy 1@;’?‘&‘&1}1@@5@ an melalui unsur yang
i
|
langsung mewakil

3. Wakil daerah menjadi bagian yang melaksanakan fungsi parlemen (membentuk
undang-undang, mengawasi pemerintah, menetapkan APBN, dan lain-lain).

Dengan demikian segala kepentingan daerah terintegrasi dan dapat dilaksanakan

1% Ramlan Surbakti, 2002, Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan dan
Distribusi Kekuasaan”, dalam Maruto MD dan Anwari WMK, Reformasi Politik dan Kekuatan
Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, LP3ES, Jakarta, him.15.

194 Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(FH UII) Press, Yogyakarta, him. 22.
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seharihari dalam kegiatan parlemen. Hal ini merupakan salah satu faktor untuk
menguatkan persatuan, menghindari disintegrasi.

4. Sistem dua kamar akan lebih produktif. Segala tugas dan wewenang dapat
dilakukan setiap unsur. Tidak perlu menunggu atau bergantung pada satu badan
seperti DPR sekarang.

Jimly Asshiddigie menambahkan, dengan adanya dua majelis di suatu negara

dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan

proses pembuat

Majelis Tinggi"

C. Dewan Perwakilali'l U H " g”g u Lﬁ epublik Indonesia
1. Kedudukan Dewsa ‘;h‘,‘fpur‘!!‘wiﬁﬂbuﬂhﬁﬂﬂh

(DPD) merupakan fembaga negara baru yang
sebelumnya belum ada. Kedudukan DPD sebagai lembaga negara yang
merupakan suatu perwujudan perwakilan daerah. DPD terdiri atas wakil-wakil di
setiap provinsi yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Jumlah anggota

DPD dari setiap provinsi tidak sama, namun ditetapkan paling banyak berjumlah

195 Jimly Asshiddigie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah
Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Universitas Indonesia Press, Jakarta, him. 6.

1% Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi,
Intrans dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, Surabaya, him. 14.
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4 anggota. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga dari jumlah
anggota DPR RI. Keanggotaan DPD ditetapkan dan diresmikan dengan
Kuputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, akan
tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Jakarta. Masa jabatan
anggota DPD adalah 5 tahun.%

Kehadiran DPD sebagai lembaga baru hasil perubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

merupakan konsekuensi dari pergp an Pasal 1 ayat (2) sebagai upaya untuk

yebutkan bahwa:

'fut Undang-Undang

Dasar”. Rumul' u H i g’g w L h ¢daulatan rakyat yang
\

pelaksanaannya ¢ %Wu-!lgl@dgﬂﬂ.mmcl‘g JIleberadaan, wewenang,

—

197 Salmon E.M. Nirahua, Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum, VVolume 18, Nomor 4 (Oktober, 2011), him. 14.

1% perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan konsekuensi dari kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dikukuhkan
sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang dianggap merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Melalui
kekuasaan yang besar dari MPR, maka dalam praktek-praktek ketatanegaraan yang terjadi selama ini
(sebelum perubahan UUD) tidak jarang penggunaannya diselewengkan sebagai sarana memperbesar
kekuasaan Presiden di luar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dicatat, bahwa pada masa
Orde Lama, MPR telah dipakai untuk memperkukuh ideologi Manipol Usdek dan menyatakan
Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu dalam masa Orde Baru pun melalui
MPR telah terjadi pemberian kekuasaan tidak terbatas kepada Presiden melalui Ketetapan MPR
Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris
MPR Republik Indonesia Dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional
Sebagai Pengamalan Pancasila.

199 Bagir Manan, 1995, Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, FH Ull Press, Yogyakarta,
him. 53.
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tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana yang
langsung dilaksanakan oleh Rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan
rakyat tidak diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, tetapi langsung
dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.3 Implementasi dari prinsip
kedaulatan rakyat di atas, maka dilakukan dalam bentuk pemilihan langsung bagi
anggota DPD.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki dasar konstitusional dalam

Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD

1945 mengatur tentang e Siste dukan dan fungsi DPD. Pasal 22C

si jumlahnya

n Daerah itu
sakilan Rakyat.

a sekali dalam

AN Periaki J’ F@»""“ h-) dapal’ Ime G ukan kepada Dewan

ak an g yang berkaitan dengan

' 2 : aerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaa sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-
undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama.
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(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan  undang-undang  mengenai;  otonomi  daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang.

Berdasarkan ketentuan di atas yang mengatur kedudukan dan fungsi

DPD, memberikan perubahan terhadap sistem perwakilan dalam ketatanegaraan

UNG 4-""”5 ULA | éllngkan anggota DPD
inifiah .!f "é‘?"uf.’!l regional 're sentation dari tiap-tiap

200 Sjstem perwakilan dalam praktek ketatanegaraan yang berlaku di dunia, hanya dikenal dua
kemungkinan struktur parlemen, yaitu sistem perwakilan satu kamar (unikameral) dan sistem
perwakilan dua kamar (bikameral). Struktur ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(1), tidak mengenal sistem perwakilan bikameral, karena struktur kelembagaan MPR berdiri sendiri
selain DPR dan DPD. Hal ini terjadi karena susunan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD,
sehingga memberikan kedudukan MPR sebagai lembaga yang terlepas sendiri yang tidak terdiri atas
DPR dan DPD sebagai kelembagaan. Dengan struktur MPR seperti ini pun, Indonesia memberlakukan
sistem perwakilan yang unik di dunia berupa sistem perwakilan trikameral. Jimly Asshaddigie, 2005,
Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UIll Press, Cet.
Kedua, Yogyakarta, him. 275-276.

201 1pid.
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Adanya DPD sebagai lembaga legislatif tersendiri selain DPR, maka
susunan MPR mengalami perubahan dari susunan sebelum perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan
golongan-golongan. Oleh Philipus M. Hadjon, dikatakan bahwa perubahan ketiga
dan keempat membawa konsekuensi fundamental terhadap kedudukan dan fungsi
MPR. Dalam perubahan ketiga, dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1

ayat (2) dan Pasal 3 UUD 1945. Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

telah menggusur doktrin supremai MPR yang telah menjadikan MPR sebagai
Lembaga Tertinggi Negar;} !

dilakukan perubah’ AN, Pasg ya 1) Undang-Undang Dasar
1945. Pe Dah Seears ASal 5 R. MPR yang

daerah dan

>
&
!.E.h: ¥ Atas ang PR dan anggota
=
>

b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-
daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan

daerah;

202 philipus M. Hadjon, “Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Makalah Seminar Peran MPR-RI Pasca
Amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI bekerjasama dengan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di Surabaya, 22 Desember 2005, him. 1

203 Jimly Asshaddigie, ... Op.Cit, him. 38.
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c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah
secara serasi dan seimbang.

Keberadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan
otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) berjalan sesuai
dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. Pasal
22C ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Susunan dan kedudukan Dewan

Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang”.

v
UnNIESS lu! (. J'ft
ﬂ'ﬂ"ﬁ- -'-1'.!-" | w%rlﬂf .;ML_-J; a ;

Kedudukan DPD sebagai lembaga negara berkaitan dengan makna
kedudukan dari suatu lembaga negara. Oleh Philipus M. Hadjon, 2** yang
dimaksudkan dengan kedudukan lembaga negara, pertama kedudukan diartikan
sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain,

dan aspek kedua dari pengertian kedudukan lembaga negara adalah posisi suatu

204 philipus M. Hadjon, 1992, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut
Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan, PT Bina lImu, Surabaya, him.
X.
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lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya. Untuk itu, analisis dalam
penulisan ini menyangkut kedudukan DPD sebagai lembaga negara, yang
dikaitkan dengan pengertian lembaga negara baik dari aspek posisi DPD yang
dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, terutama MPR. Selain itu pula,
kedudukan DPD yang berkaitan dengan fungsi utama dari DPD.

Berdasarkan pengaturan konstitusional yang berkaitan kedudukan DPD
menurut UUD 1945, dimana tidak adanya sinkronisasi antara pengaturan

pasalpasal dalam UUD 1945, nampak bahwa DPD yang merupakan lembaga

.".l.

f
/ ,-"' nasional bagi
sebuah upaya untuk

5 :di seluruh wilayah
Indonesia. UNI sﬂs (TIW.\

Keduduk? E:-“ﬂ-"ﬂz.!g 'i\%yﬂﬂ“mh‘\ atas, pada
hakikatnya tidakk esual—dengan- asai  per n DPD dalam proses
reformasi struktur parlemen Indonesia. DPD sebagai lembaga negara tidak
memiliki zelfstandigheid atau wewenang mandiri berkaitan dengan pengambilan
keputusan hukum dalam menjalankan fungsi legislasi. Berdasarkan Pasal 2 ayat
(1) UUD 1945, dengan adanya lembaga baru DPD dalam struktur MPR, maka

pengaturan tersebut menganut sistem perwakilan dua kamar (bicameral system).

Tetapi pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) ini tidak memberikan ketegasan
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terhadap pemberlakuan sistem perwakilan dua kamar, dimana MPR terdiri dari
anggota DPR dan anggota DPD.

Berbicara mengenai kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan, hal
ini tidak mungkin dilepaskan dari konsepsi demokrasi. Dalam konsepsi
demokrasi terkandung asas dasar, yakni kedaulatan rakyat menentukan jalannya
pemerintahan. Perwujudan asas ini dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari
tergambar dari  keikutsertaan rakyat memutuskan kebijakan-kebijakan

pemerintahan. DPD selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter

ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan bahwa:

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaa sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-
undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
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3)

Dari dasar pengaturan ke\Lygngan konstitusional DPD di atas, DPD

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan  undang-undang  mengenai;  otonomi  daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

¥
\ UNISSULA
-\ I&spllelinela

a. mengajukan rancangan undang undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah
rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden
yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
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e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan
agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti;

g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK

sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang

rancangan undang undang yang berkaitan dengan APBN;
] an-kepada DPR dalam pemilihan anggota

\.- |onal yang berkaitan dengan

aerah pembentukan dan
gelolaan sumber daya

ta yang berkaitan

}rf di atas, DPD memiliki

kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan pengaturan lebih lanjut
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 vyang selanjutnya
mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai lembaga negara, DPD

memiliki kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan fungsinya. DPD yang
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dapat melaksanakan fungsinya merupakan eksistensi DPD sebagai lembaga
negara, karena dari fungsi tersebut, menggambarkan adanya suatu lembaga
negara tertentu.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPD, maka yang menjadi
persoalan adalah berkaitan dengan zelfstandigheid®®® yaitu wewenang mandiri
atau fungsi sepenuhnya dan atau fungsi yang menentukan dari lembaga

perwakilan (DPD), baik dari segi perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai

pengambilan keputusan. Hal ini _dengan sendirinya berkaitan pula dengan
kewenangan DPD dalam me -legislasi, fungsi pertimbangan, dan

27 Tahun 2009 “NHS&E’EWL& Jislasi tertentu. Dalam
ﬁfﬂidf !éﬁ-"{:ﬁuﬂl‘%. hwa: P‘fang dimaksud bidang
gsi pengajuiar

Penjelasan Pasal

i
i

legislasi tertentu data ut membahas rancangan
undang-undangan adalah menyangkut rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sedangkan dalam hal fungsi pemberian pertimbangan atas rancangan undang-

205 Abd. Rahman, 2006, “Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam
Sistem Perwakilan Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
Surabaya, him. 33
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undang adalah menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama’.

Memperhatikan pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 terdapat fungsi legislasi, fungsi pertimbangan,
dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPD berkaitan dengan 3 (tiga) bidang
tugas, yaitu: 1) mengajukan usul rancangan undang-undang; 2) ikut membahas

rancangan undangundang; dan 3) memberi pertimbangan atas rancangan undang-

undang. Terhadap fungsi k_a_litan dengan pengawasan atas

g%?ﬁ : 0 ngsi anggaran berkaitan
' T ternaap

pembentukan u “ ﬁ 535 “ i‘-“ / pengelolaan sumber

daya alam dan sun ?ﬁfruﬁ!y!@ﬁbuﬁl-ﬁmr@- mbangan keuangan pusat

memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama. Semua bidang tugas DPD tersebut di atas diajukan
kepada DPR sebagai pengambil keputusan terakhir.

Berkaitan dengan kewenangan konstitusional fungsi legislasi DPD dalam

hal mengajukan usul rancangan undang-undang berdasarkan UUD 1945, maka

206 |bid him. 34
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frasa “mengajukan kepada DPR” bermakna posisi DPR sebagai lembaga utama
pembentuk undang-undang (wetgever) berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 dan
Presiden sebagai medewetgeverl15 (Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) sampai
dengan ayat (4) UUD 1945). Berkaitan itu pula, DPR dapat dikatakan sebagai
organ utama atau primer (primary constitutional organ), sedangkan Presiden
merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organ). 2%
Walaupun DPD berdasarkan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2009 menjalankan fungsi legislasi, tetapi berdasarkan Pasal 22D ayat (1)

=

UUD 1945, DPD tidak ber educ agal. medewetgever atau auxiliary state

ini lingkupnya| . entang APBN, pajak,
pendidikan, dz; “ N ‘ aﬂg ﬂ L“ {entuan ini pun sangat
I'| ™ [
melemahkan k' ﬁﬂ-‘?.u--l!'.w&;jﬁ}!ﬂl'ﬁ* DED. "karena hanya memberikan
i
i
pertimbangan kepada
rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama. Padahal, rancangan
undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama harus dibahas bersama

DPD karena bukan saja menyangkut politik negara, tetapi juga kepentingan

daerah yang harus diperjuangkan oleh DPD.

207 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara..., Op.Cit., him. 133.
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Fungsi pengawasan DPD yang merupakan kewenangan konstitusional
DPD sebagaimana terdapat dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945. Kewenangan
konstitusional ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 248 ayat (1) huruf d juncto
Pasal 249 ayat (1) huruf d. Pasal 248 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 yang menyebutkan: “pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

N, pajak, pendidikan, dan agama”.

e-menentukan sebagai berikut: “dapat

%

':#' <onomi lainnya,

U iN & Qﬂg u LA / par wujudnya kecuali

setelah terhimpun dale ‘;'-f*'ud.y ‘iﬁ?’ﬁ:ﬂﬂh‘-ﬂ.ﬂ@ : persamaan, tanggung
a-tah-—atas-dasar peraturan perundangan
yang jelas dan tanpa pandang bulu. Karena itu, tidak berlebihan jika cendekiawan
Mesir Abbas Mahmud al-Aqgad ketika menulis dalam bukunya Al-Dimakratiyah fi
al-Islam yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menyatakan bahwa: ide demokrasi
dibentuk pertama kali dalam sejarah dunia oleh ajaran Islam. Betapa tidak, padahal

agama inilah yang menyerukan ketiga unsur pokok di atas.?%

208 M. Quraish Shihab, 2010, Membumikan Al-Qur’an Jilid 2, Lentera Hati, Jakarta, him. 400-401.

141



Dalam agama Islam sebagaimana dikatakan oleh Ernest Gelner bahwa
agama slam ada kesamaan unsur-unsur dasar (family resemblances) dengan
demokrasi. Begitu aula pandangan Robert N Bellah yang sampai pada suatu
kesimpulan bahwa aenyelenggaraan pemerintahan yang diselengarakan oleh Nabi
Muhammad SAW di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan telah menjadi
sebuah negara moderen untuk .kuran zamannya, bahkan bila dibandingkan dengan
negara di masa moderen ini sekalipun. Unsur-unsur dasar yang dimaksud Gelner dan

Bellah adalah doktrin Islam isntang keadilan (al-'adalah), egalitarian (al-musawaf),

\. acalmane
demokrasi a‘f///;_l e Jan -
qu f sy g at Isia : gbagai pedoman

1 f
i f .
utama dalam IP3 '€ D] JI;unlversal, yang

f
at dan Dberbangsa.

ai' ol
» ”‘L {nya secara eksplisit
implisit bll UHIS*SULA 'If itu dapat dijadik
maupun 1mplisit ba ;ﬁ;n ; .,‘:, ya. Pr L‘P’ NSIp Itu dapat dijadikan
\ e e

at
I
sebagai etika dan moral-politik-u slaimi-slam-Kehidupan bermasyarakat dan

berbangsa secara"-.l
L1

berbangsa. Di antara prinsip-prinsip dasar yang ada Siam al-Qurian yang juga
menjadi prinsip-prinsip dasar dalam tatanan politik umat Islam adalah prinsip tauhid,
syuro (musyawarah, konsultasi), ‘adalah (keadilan), musawat bersamaan), hurriyah

(kebebasan) dan ukhwah (persaudaraan).?'® Prinsip-prinsip ini juga yang menjadi

209 Bahtiar Effendi, “Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik” dalam M. Deden
Ridwan dan Asep Gunawan, 1997, Demokratisasi Kekuasaan, LSAF-TAF, Jakarta, him. 147.

210 Fy’ad 'Abd Bagi, 1945, Mu jam al-Mufahras Haffaz al-Qudan al-Karim, Kairo: Dar al-Kutub
al-Misyriyah, him. 763.
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jiwa dan semangat munculnya Revolusi Francis (1879) yang terkenal itu (egality,
pratemity, dan liberty) yang juga menjadi acuan iaiam mengembangkan tradisi
kehidupan demokratis dan demokratisasi dalam berbagai jcang kehidupan di abad
moderen ini. Prinsip-prinsip di atas termaktub di dalam al Qur’an berkaitan dengan
pesoalan-persoalan kehidupan individu, kemasyarakatan dan ter idupan berbangsa
dan bernegara secara luas.

Piagam Madinah sudah secara tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan Al-

Qur“an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab atau mazhab pada tahun

i balk sebagai
,-"'Perjanjlan Al-

diakui sebagai pelll 1 ‘r M @ 'E ﬁ M ﬂ,, m I.f((ang artinya piagam
\ #M I 5 ’-’Eiﬂml,@

tersebut lahir denganl (
'.

ersifat “anugrah” atau

“pemberian” (grand) dari seorang yang “berkuasa yang sebelumnya telah diakui
sebagai pemimpin.2*2

Untuk memebedakan demokrasi sekuler Barat dan demokrasi Islam, Abu
A“la Al-Maududi menjelaskan bahwa menurut konsep-konsep Barat modern,

demokrasi merupakan filsafat organisasi politik yang di dalamnya ada anggapan

211 Muhammad Alim, 2001, Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945,
Cetakan ke-1, Ul Press, Yogyakarta, him. 50.
212 1hid, him. 51.
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bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak sedangkan demokrasi sebagai yang dianut
oleh kaum Muslimin adalah suatu sistem yang di dalamnya rakyat hanya menikmati
hak kekhalifahan Tuhan yang sendirian memegang kedaulatan, yang artinya:?*

“Dalam demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan
pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi kita juga memiliki wawasan yang
mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam
sistem Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak,
maka dalam demokrasi kita, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh
batas-batas yang telah digariskan oleh Hukum Ilahi.

Pendapat Abu A*la Al-Maududi tersebut sejalan penjelasan yang

I: am pemikiran,

1 s’ruang lingkup

L

menetapkan sesuatlL";,l sejaian l 5 s u l-ﬂ

\ ||' Fd 3
Menurut Sya: 3 }"'upakan gagasan politik
L —

utama dalam Al-Qur*an. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan
modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita
politik Qur*ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi Barat46.
Sementara itu, Fazlur Rahman yang menelaah hubungan konsep syura dan
demokrasi, melihat ke 2 (dua) institusi itu secara organik dengan perintah-perintah

Al-Qur*an, di samping diambilkan dari warisan sejarah selama periode Nabi dan al

213 1bid
214 |bid, him. 43.
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Khulafa™ Al Rasyidun. Fazlur Rahman berpendapat bahwa institusi semacam syura
telah ada pada masyarakat Arabia pra Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota
menjalankan urusan bersama melalui musyawarah. 2% “Institusi inilah yang
kemudian didemokrasikan oleh Al-Qur“an, yang menggunakan istilah nadi atau
syura”.

Lebih lanjut Fazlur Rahman, Merujuk pada pidato pelantikan Abu Bakar,
sebagai Khalifa pertama, secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah

menerima mandat dari masyarakat yang memintanya melaksanakan Al-Qur*“an dan

Di ra Islam dan
demokrasi yar rutnya, esensi
demokrasi ada] _s'érta akuntabilitas

(tanggung jawab en 12 akan diturunkan dari

jabatannya. Namu;'t, mua diperlukan-suatd [embaga Ir’r;endukugnya, seperti,
penerapan metode I".ﬁ Mliﬁ".‘:ﬁgﬂﬂg‘ﬁ#h "f

an hak-hak minoritas,

kebebasan oposisi dan pers, ehakiman, dan lain-lain. Melalui
mekanisme seperti pemilu dan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan
eksekutif, demokrasi berarti penolakan terhadap diktatorisme dan otoritarianisme.
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan

substansinya sejalan dengan Islam.?*’

215 |bid, him. 221.

216 1pid

217 Ada beberapa alasan yang dikemukakan Fahmi Huwaidi, pertama, beberapa hadis
menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyatnya. Dalam hadis riwayat
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Menurut Abou EI Fadl, secara umum visi Islam yang berkonotasi demokrasi
dapat ditemukan dalam variabel-variabel ajaran Islam berikut ini, yaitu:?'®
1. Keadilan
Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah keadilan. Menurut
Abou EI Fadl, keadilan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan terhadap
Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Salah satu di antara keduanya tidak
boleh untuk tinggalkan. Keadilan juga terkait dengan masalah keharusan bersaksi

atas nama Tuhan. Dalam gagasannya.tersebut Abou El Fadl merujuk pada ayat

Al-Qur'an, yang artinya: -

“Wahai o ; o jadileh’ Kamu. orang yang benar-benar

1 his pun terhadap dirimu
' kaya ataupun
anganlah kamu

u u N I;E u LA "I:anusia Bagi Abou El
naka !, P 1@' | :

Ibn Majjah disebutkan, “ada tiga orang yang salatnya tidak terangkat sejengkal pun dari atas
kepalanya. Pertama adalah orang yang mengimami salat suatu kaum, sedang mereka membencinya.
Kedua, penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu,
seperti,QS. 44:31 yang mengecam, Fir“aun yang sombong dan sewenang-wenang, yang mengaku
bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi
kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja, seperti yang diperintahkan Al-Qur'an (QS. 2:282-
283), mesti tidak menyembunyikan persaksiannya, mesti bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi
saksi-saksi palsu. Keempat, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem ke
Khalifahan Khulafa Rasyidin, yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika
beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan di tangan Mu“awiyah. Kelima, negara
Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Dan keenam, imamah
(kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yang riil, yang karenanya, jika seorang penguasa tidak
mau menerima teguran boleh diturunkan dari tapuk kekuasaannya dan digati dengan yang lain.
Sukron Kamil, 2002, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis, Gaya Media Pratama,
Jakarta, him. 53.

218 Fahruddin Faiz,“Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl”
Jurnal Review Politik, No.2, Vol. 3, Desember 2013, him. 226-229.

yaitu dengan men(
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Fadl, ketika seseorang membaca ayat di atas dengan seksama, maka akan
ditemukan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang memberontak,
bahkan teks yang radikal. Al-Qur'an menurutnya, merupakan sebuah teks yang
melawan otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela mereka yang
lemah.

Lebih lanjut, Abou El Fadl mengatakan bahwa dalam melawan bentuk
otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela yang lemah, perlu

dirujuk salah satu istilah penting dalam Al-Qur'an, Ulil Amr, yaitu mereka yang

otoritas politik--
«
dibandiig ;

¥
Peian salei-sabi s Erpad
Areelll)l €501 ol
e

alam demokrasi. Al-

\
Qur'an sendiri m'
L1

berkala dengan orang-orang Islam tentang semua urusan penting, dan

akan musyawarah secara

menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan urusannya melalui proses
musyawarah merupakan masyarakat terpuji. Hal tersebut diungkapkan dalam Al-
Qur'an, yang artinya:
“Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

219 Zuhairi Misrawi, 2007, Alquran Kitab Toleransi, Pustaka Oas, Jakarta, him. 14-18.
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bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.” (QS.Ali Imron: 159)

Dalam konsep syura berdasarkan ayat di atas ternyata apabila direnungi
maknanya tidak hanya berkenaan dengan pada penguasa yang meminta pendapat
dari para tokoh masyarakat, akan tetapi lebih jauh lagi, ia menandai pentingnya

perlawanan terhadap bentuk kezaliman, penguasa yang otoriter, atau

penindasan.?%

Alqur’an. Demi juga nilai-nilai dan prinsip kebebasan (hurriyah, freedom of

expression, etc.), persaudaraan (ukhwah, pratemity, brotherhood, etc.),
pluraliisme dan prinsip-prinsip lainnya yang memiliki kompatibelitas dengan

sistem nilai demokrasi dijelaskan di dalam Alqur’an eksplisit maupun implisit.?2

220 Sykron Kamil, Islam dan Demokrasi,... Op.Cit, him. 27.
221 1pid, him. 218.
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3. Keragaman dan Toleransi
Unsur lain demokrasi adalah permasalahan keberagaman dan toleransi.
Menurut Abou El Fadl, keragaman yang meniscayakan toleransi dalam ajaran
agama Islam sangat dianjurkan. Hal tersebut bisa dilihat dalam proses
pengambilan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat juga disebutkan
ayat yang menganjurkan agar seorang muslim saling menghargai dalam
perbedaan pendapat dengan orang lain, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan perempuan dar i

mgenal. Sesungguhnya orang yang
‘Allah ialah orang yang paling

-‘ﬁﬁu.:sgg i @»ﬂ“b&?,hy&lﬂ,im flan manusia umat yang
a3 pat. Dan untuk itulah
Allah menciptaka e al manusia).” . Hud ayat 118-119).

Para pemikir dan intelektual muslim Indonesia melihat demokrasi
sebagai sesuatu sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik.
Muhammad Natsir misalnya mendukung demokrasi secara sebagaian.
Menurutnya Islam adalah sistem demokratis, dalam pengertian Islam menolak

nepotisme, absolutisme dan otoritarianisme.
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Namun bukan berarti bahwa semua hal dalam pemerintahan Islam
diputuskan melalui Majlis Syura. Keputusan demokratis diimplementasikan
hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam
syariah, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada larangan judi
dan zina menurut Natsir, Islam tidak harus 100% demokrasi dan tidak harus
100% otokrasi. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun

Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, dia

tetap mendukung kedaulatan Tuha ﬂinya Natsir menerima prinsip-prinsip
demokrasi secara sebagian;, q
bertentangan deng huk \ﬂmm

: ‘\ i’ \I” : han, sementara
otoritas' ré ﬁn'!" > \;

\ &
kehendak h

Or i} s,_ip-prinsip demokrasi, selagi tidak

dari kedaulata ! J sependapat dengan

Suny bahwa k ¢ u N I s g u L A aulatan negara dapat

i
dikumpulkan bersame L j F 'i'.,("tg,,)ﬂr*l_..,;r,,n_kll,—n 4 /Dia juga tidak sepakat

negara Islam yang berlandaskan teokrasi saling bertentangan, maka tidak
mungkin memutuskan mana yang harus didukung, karena keduanya berasal dari
Tuhan. Berdasrkan hal ini, ia mendukung bahwa sistem politik Islam adalah

sistem yang sekarang disebut demokrasi, yang mencakup pemerintahan itu

222 Muhammad Natsir, 2009, Islam dan Demokrasi, dalam Mencari Demokrasi, Gagasan dan
Pemikiran, Kholid O. Santosa (Ed), Sega Arsy, Cet. 2, Bandung, him. 120-121.
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sendiri, partisipasi politik anggotanya, kebebasan spiritual, dan persamaan di
muka hukum.?

Z. A. Ahmad berpendapat lebih progresif ketimbang Natsir. Ketika
Natsir mengajukan kedaulatan Tuhan, maka Ahmad menerima kedaulatan rakyat.
Di negara Islam, rakyat mempuyai dua hak, hak untuk menyusun undang-undang
dan hak untuk memilih kepala negara. ?** Sedangkan Jalaludin Rahmat
memandang demokrasi sebagai istilah yang mempuyai pengertian yang berbeda-

beda, dia mendukung demokrasi seba jai konsep bagi sistem politik dan hak asasi

persamaan - \L.' ¢ s am:politik Islam tidak dapat

¥ i .
WS Sue a f /mempuyai persoalan

€ ::HE-H-EE !émlﬂfﬂ{.u;&m edaulatan rakyat tidak pernah

afiistoris kedaulatan rakyat
untuk menolak kedaulatan monarki, yang ketika itu mempuyai kekuasaan
absolut. Ahmad Syafii Maariif mengktitik pendapat-pendapat Maududi tentang
kedaulatan Tuhan yang membingungkan. Menurut Maarif, ide tentang kedaulatan

Tuhan sangat mengkawatirkan. Artinya, jika Tuhan kepala negara bagi umat

223 aden Widjan SZ, dkk, 2007, Pemikiran dan Peradaban Islam, Insania Press, Yogyakarta,
him.200.

224 7. A. Ahmad, 1951, Republik Islam Demokratis, Pustaka Maju, Deli, him. 36.

225 Jalaludin Rahamat, “Islam dan Demokrasi”, dalam Magnis-Suseno dkk, 1992, Agama dan
Demokrasi, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta, him. 40.
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Islam, maka apa yang akan terjadi jika negaranya runtuh dan jatuh ditangan
kekuasaan asing, siapa yang akan bertanggung jawab?.2%

Sementara itu Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan
nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara
Islam dan demokrasi. Madjid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-
praktik al-Khulafa al-Rasyidin. Mengutip Robert Bellah, dia mengatakan bahwa
selama periode al-Khulafa al-Rasyiddn, Islam menampilkan suatu bentuk

pemerintahan yang yang modern,d am arti bahwa ada partisipasi politik yang

kedaulatan ralll' U N ﬁ SI-E‘ u i— ﬁ lenurutnya kehendak

rakyat harus dik 1..-”41!.3 ’ f{;}i’*‘u"* ra--Sementara Islam (syariah) harus

difungsikan sebagarfak KC efiter, terhadap—komponen-komponen lain
dalam kehidupan berbangsa. Implementasi Islam adalah urusan pribadi, yag
dapat secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral.??8

Dari paparan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa secara subtansial, para

intelektual muslim di Indonesia, tidak mempermasalahkan antara Islam dan

226 Ahmad Syafii Maarif, 1983, Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, Dalam Aspirasi Umat
Islam Indonesia, Leppenas, Jakarta, him. 54.

227 Nurcholis Madjid, 2008, Iman dan Tata Nilai Rabbaniyah dalamlslam Doktrin dan Peradaban,
Paramadina, Jakarta, him. 13.

228 Aden Widjan SZ, dkk, Pemikiran dan,...Op.Cit, him.203.
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demokrasi, tampaknya menerima unsur-unsur demokrasi, hannya saja porsi
dukungannya yang berbeda-beda. Ada yang mendukung demokrasi tanpa syarat,
dan ada yang dengan syarat, yaitu tidak bertentangan denagn kehendak Tuhan.
Problem utama dalam membandingkan demokrasi Islam dengan demokrasi
liberal, adalah bahwa kehendak rakyat dapat diimplementasikan sepenuhnya,
sementara dalam demokrasi Islam, kehendak rakyat hanya dapat
diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan printah-printah Tuhan

Secara teologis, pener
di dasarkan pada ajaran-a § dan praktik historis masa Nabi dan

elektual muslim terhadap demokrasi

UNISSULA
el G lobzmele

229 | bid
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BAB Il1
KEWENANGAN DPD DAN DPR RI DALAM PENERAPAN

SISTEM BIKAMERAL MENURUT UUD 1945

A. Kewenangan DPD Dalam Sistem Bikameral Menurut UUD 1945
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga baru yang

muncul melalui amandemen ketiga UUD 1945. DPD dibentuk merupakan sebuah

lembaga representatif daerah yaantu menegaskan kedudukan dan peran

DPD di Indonesia. DPD diben untuk membentuk sebuah lembaga

// erah Selaln itu, DPD sebagai

epentingannya.

Keberadaan DPD tertuang dalam perubahan tahap ketiga UUD 1945, yakni
terdapat pada Pasal 22C, 22D, dan 22E UUD NRI 1945. kemudian diatur lebih lanjut
pada perubahan keempat UUD 1945 yang konteknya sebagai bagian dari Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945

230 Ahmad Rosidi, 2015, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Jurnal lus Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 2, ISSN 2303-3827, Mataram, him. 283.

231 |bid, him. 284.
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dikatakan bahwa MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.

DPD lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan
menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung
sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan
akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan

indikasi kuat kegagalan pemerintahan p

u@lam mengelola daerah sebagai basis
berdirinya bangsa ini. Selain _itu '-x[_?PD dimaksudkan untuk: 232 1).

Memperkuat ikatan dgﬁe}r. h-( ',K\esltuan Republik Indonesia

dan mempe 2 atkan agregasi

dan ako f perumusan

kebijaksanaa ﬁ) Mendorong
]

Kritis terhadap eksills. l." “ r is s u " A "fyang mengisi formasi
"'\?E# > ) ﬁ?lﬂ'lliﬁi u- L? }

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).dalam sistem keterwakilan di era sebelum

ita sebagai refleksi

eformasi. 2*® Mekanisme pengangkatan dari utusan daerah dan utusan golongan
bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis; melainkan juga
mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan

negara modern yang demokratis.

232 A M. Fatwa, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Penerbit Kompas, Jakarta,
him. 314.

233 Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia 2009, Konstitusi Republik Indonesia Menuju
Perubahan ke-5, Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, him. lii.
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Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih
mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar
kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama
yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Sebelum adanya DPD RI ada
sebuah perwakilan daerah namun keberadaan Utusan Daerah tersebut hanya berada
dan mempunyai kuasa dalam sidang MPR RI. Maka Utusan Daerah tersebut diubah
menjadi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi di dalam MPR RI diisi

oleh dua kamar (bicameral) yaitu DPR R}.dan DPD RI. Adanya dua kamar tersendiri

daerah.?* Keberaldl PD “W%I"S TP menye bangi tugas lembaga

perwakilan rakyat yél ( &@Jﬂﬁy‘@*ﬂkﬁ%@ dak terjadi ketimpangan

dalam menjalankan k akanya pemmertiitan pusat maupun daerah.

Kebijakan yang dimaksud di sini dapat diawasi lewat adanya kontrol dalam

pembuatan kebijakan sebagai satu dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD.
Proses pembentukan DPD dilatarbelakangi oleh pertemuan dari dua gagasan,

yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya

234 7Zamzami Tanjung, DPD RI: Antara Latar Belakang dan Pengaturan, diakses
dari https://www.kompasiana.com/zamzamitanjung/dpd-ri-antara-latar-belakang-dan-
pengaturan_54f84681a33311195f8b4a93, pada tanggal 24 September 2020.

235 Jimly Asshiddigie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Konstitusi Press, Jakarta, him. 140.
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integrasi  nasional. Pendapat ini juga dikemukakan Oleh Sri  Sumantri
Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang menyatakan bahwa
pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu; pertama, adanya tuntutan
demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat
pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR
digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, karena adanya tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan

berujung pada tuntutan separatisme. DPR-dibentuk sebagai representasi kepentingan

Demokratisasi

Semua per’ al :

rakyat | kepentingan

dipilih KA daerah

pemilu ‘Menjaga NKRI
Kedua jelas dari proses

sanasan perul » 1 o ot
pem ahasan Peru : “ “‘ i sg “ Lﬂ / /mana salah satu cara

k| L] i
melestarikan otoritaria #’M.-PL &.@b%m# ( ;ﬁkungan dari MPR dan

i
DPR melalui cara pen"g : y anggota gengan cara pengangkatan,

muncullah tuntutan agar semua anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR dan MPR,

dipilih oleh rakyat.?*” Bahkan pendapat ini mengemuka hampir di setiap forum Uji

23 Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, Perihal Dewan Perwakilan
Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan, dalam Janedjri M. Gaffar, et al. (ed.), Dewan Perwakilan
Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI dan
UNDP, 2003), hal. 32

237 Masalah ini secara formal juga diakui dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Salah satu masalah yang diidentifikasi pada angka 8 ketetapan
ini adalah: “Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan
rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara
pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.”
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Sahih Rancangan Perubahan UUD 1945 yang dilakukan di 13 daerah.?*® Pendapat
bahwa semua anggota lembaga perwakilan harus dipilih oleh rakyat dapat dilihat di
antaranya dalam sidang Komisi A MPR RI pada rapat Komisi A tanggal 5 November
2001.%°

Latar belakang kedua pembentukan DPD adalah untuk mengakomodasikan
kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi menjaga integrasi nasional.
Kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru telah melahirkan

melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan

ketimpangan pusat daerah yang ban){@k;

r

UNISSULA
28 Dilakukan di Jaka 35—

L]
Padjajaran, Universitas """"'m—-"{xﬁm-

ersitas  Sriwijaya, Universitas
0. Universiias E o) ersitas Makasar, Universitas
Lambung Mangkurat, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Sam Ratulangi,
Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Badan Pekerja MPR RI, Kompilasi
Kesimpulan Hasil Uji Sahih Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, Tanggal 16 — 23 Mei 2002,
Sekretariat Panitia Ad Hoc | BP MPR, Jakarta, 2002.

239 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Keempat Jilid 1 A: Risalah Rapat
Komisi A Ke-1 s/d Ke-3 Tanggal 4 November s/d 6 November 2001, Masa Sidang Tahunan MPR RI
Tahun 2001, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2001, him. 47

240 Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, pada Bab Il
tentang Identifikasi Masalah angka 9 menyebutkan sebagai berikut: “Pemerintahan yang sentralistis
telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”

241 Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, Op.Cit, him. 23.

242 Konsideran Menimbang huruf b, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
menyatakan “bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.”
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Upaya lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan memberikan ruang

kepada daerah ikut serta menentukan kebijakan nasional yang menyangkut masalah

daerah melalui Utusan Daerah yang disempurnakan menjadi lembaga tersendiri.

Oleh karena itu DPD dapat dikatakan sebagai upaya institusionalisasi representasi

teritorial keterwakilan wilayah.?*

Latar belakang tersebut merupakan bagian dari dinamika yang mengemukan

dalam persidangan anggota PAH | BP MPR pada saat pembahasan Perubahan UUD

1945 mengenai DPD. Anggota Panitia Ad Hoc | BP MPR, | Dewa Gede Palguna,

menyatakan sebagai berikut: 24

g menyangkut
akan kehilangan

Hal itu ditég aa_dalags ANC ditulisnya di Bali

Pos Online men ¢ u el $%' 0ag l‘-\ {Ijkan DPD  sebagai

berikut:24°

Gagasan ini berangk P aft—bahwa fau negara kesatuan ini
dikehendaki tetap ajeg maka dalam pengambilan keputusan politik negara di
tingkat nasional haruslah tercerminkan bekerjanya mekanisme yang
memadukan prinsip keterwakilan rakyat di satu pihak (yang dalam hal ini
mewujud dalam lembaga DPR) dan unsur representasi wilayah atau daerah
(yang mewujud dalam lembaga DPD). Setiap daerah (propinsi), tanpa
memandang luas dan jumlah penduduknya, akan mendapatkan jatah sama di
lembaga DPD itu. Anggota-anggota dari kedua lembaga atau badan inilah

243 Mohammad Fajrul Falaakh, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam

Janedjri M. Gaffar, et.al. (ed.), Op cit., him. 54.

241 Dewa gede Palguna, Susunan Dan Kedudukan Dewan Pewakilan Daerah, dalam lbid, him.
62.
24 palguna, Gerakan Nurani Parlemen, Apa Pula itu?, Bali Post Online, Senin, 22 April 2002,

diakses pada 24 September 2020.
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yang mencerminkan bekerjanya prinsip permusyawaratan/ perwakilan (yang
mewujud dalam kelembagaan MPR). Ketika suara daerah sudah diperhatikan
dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, terutama untuk soal-
soal yang berkaitan dengan daerah, maka secara hipotetis kecil kemungkinan
timbulnya tuntutan pemisahan diri yang mengancam persatuan nasional.
Selanjutnya beberapa ahli hukum, diantaranya Jimly Asshiddigie yang

mengemukakan konsep DPD sebagai berikut:?4

1. Adanya gagasan pembentukan DPD, nantinya parlemen Indonesia terdiri dari dua

kamar, yaitu DPR dan DPD. Jika kamarnya dua, maka rumahnya tetap satu. MPR

UNISSULA
-laigang Oieh #akyat rielah

memang berguna ‘dala D

nasional (political institutional building).
3. Pada prinsipnya, baik DPR maupun DPD dan anggotanya mempunyai fungsi,
tugas, dan hak yang sama. Tetapi khusus untuk tugas penentuan pengangkatan

dan pemberhentian pejabat publik, sebaiknya diberikan kepada DPR saja.

24 Jimly Asshiddigie, “Menuju Struktur Parlemen Dua Kamar”. Makalah disampaikan dalam
Seminar Nasional tentang Bikameralisme yang diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonesia
bekerjasama dengan National Democratic Institute. Medan, 12 Juni 2001.
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. Khusus mengenai tugas meminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah
(impeachment), tugas penuntutannya hanya diberikan kepada DPR. Sedangkan
DPD akan ikut menentukan vonisnya dalam persidangan MPR.

. Khusus untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kekayaan masyarakat
dari pembebanan yang dilakukan oleh negara, tugas utama sebaiknya diberikan
pada DPD, karena DPD lah yang mewakili rakyat di daerah-daerah yang
dianggap akan paling menderita akibat beban-beban yang memberatkan yang

dibuat pemerintah.

. Meskipun tugas pengawag*"' ilkan oleh DPR dan DPD di semua

Al oidang tersebut asalkan
@‘L’M

Sekretariat Jendeﬁ DPRdan-D)! _.- nenjaditsatitdengan satu Badan Legislasi

yang terdiri dari anggota DPD dan DPR ditambah para ahli dari luar.

. Jika Presiden berinisiatif mengajukan RUU, maka Badan legislasi yang
menentukan apakah pembahasannya dilakukan oleh DPR atau DPD. Jika inisiatif
datang dari DPR atau DPD, maka lembaga yang mendaftarkan RUU terlebih
dahulu yang membahasnya. Hal ini harus diikuti dengan mekanisme checks and
balances diantara kedua kamar serta presiden, yaitu dengan mengatur adanya hak

veto diantara mereka.
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9. Jika suatu RUU telah disetujui dan disahkan oleh satu kamar, dalam 30 hari
mendapat penolakan dari kamar lainnya, maka RUU itu harus dibahas lagi oleh
kamar yang membahasnya untuk mendapat persetujuan suara lebih banyak, yaitu
ditentukan harus diatas 2/3 x 2/3 jumlah anggota (overwrite).

10. Jika suatu RUU sudah disetujui oleh dua lembaga, tetapi diveto oleh Presiden,
maka putusan penyelesaiannya harus diambil dalam sidang MPR yang terdiri dari
DPR dan DPD dengan dukungan suara 2/3 x 2/3. Khusus mengenai penetapan
dan perubahan UUD, dapat ditentuk n-harus diputus dalam sidang MPR atas usul

il

DPR atau DPD. -

Anli huku
pemikirannya tenta ; sehagai berikut:2 \
%
-
1. Badan peg slankan oleh MPR U dari DPR dan

.III ll.
Anggota DPD"-H : w N H g”‘qs u &,ﬁ. Ilf-'fDPR. Dimungkinkan

y

pula sistem pengga T-‘;?!‘-;'Hﬂ-!fléﬂﬂ’{‘j 1121-1;;3131”;;31 ota DPD dipilih setiap

dua tahun sekali.
3. MPR sebagai badan perundang-undangan (legislatif) mempunyai tugas
wewenang sebagai berikut: (1) membentuk undang-undang, (2) mengawasi
jalannya pemerintahan, (3) menetapkan APBN, (4) mengesahkan perjanjian
internasional, (5) memberikan persetujuan untuk menyatakan perang dan

mengadakan perdamaian dengan negara lain, (6) memberhentikan presiden,

247 Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH Ul Press, Yogyakarta, 2003, him. 59 —
62.
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wakil presiden, dalam masa jabatan yang terbukti menerima suap, korupsi,
terlibat dalam konspirasi yang merugikan bangsa dan negara, melanggar UUD,
atau tindak pidana berat lainnya, (7) mengubah UUD dengan tata cara yang
ditetapkan dalam UUD.

4. DPR dan DPD baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak: (1)
mengajukan rancangan undang-undang, (2) meminta keterangan (interpelasi), (3)
melakukan penyelidikan (angket), (4) melakukan perubahan atas rancangan

undang-undang, (5) mengajukan pernyataan pendapat, dan lainlain hal yang

rapat dipimpin bersama oleh plmpl'né?l

9. Sidang-sidang yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan atau Wakil
Presiden, dilakukan menurut tata cara peradilan. DPR sebagai penuntut, DPD
selaku pemutus.

Di kalangan anggota PAH BP MPR yang membahas Perubahan UUD 1945
juga terdapat yang mengusulkan struktur bikameral dengan kedudukan yang sama
dan kewenangan yang berimbang antara DPR dan DPD. Salah satu fraksi yang sejak

awal mengusulkan hal tersebut adalah Fraksi Partai Golkar.
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Namun demikian, juga terdapat pendapat yang menentang pembentukan DPD.

Pendapat yang menentang terutama berdasarkan pada argumentasi bahwa

pembentukan DPD tersebut telah mengubah sistem ketatanegara bangsa Indonesia.?*?

Anggota Komisi A MPR, Dimyati Hartono, pada saat sidang pembahasan Perubahan
UUD 1945 menyatakan:24

“... saya ingin langsung pada butir-butirnya pada Bab 2 alternatif 2 halaman 6,
disana tertulis bahwa masalah Majelis Perwakilan Rakyat terdiri atas Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa
tugas Majelis Sidang Tahunan ini adalah untuk menyempurnakan Undang-

undang tidak untuk merombak U ang-undang secara total apalagi merubah
sebuah sistem yang sudah k|ta m .
Mengingat pember].t ..-_ telah merubah secara total
ketatanegaraan 1,1%‘,“” it u,
, ef i dan menunda

Alaye Jﬁltakan:250

“Pasal 2 e . nemang ta " m‘ ahwa perubahan
) — = i

i salah baru sistem

ah ini, menjadikan

i berubah untuk itu

kepada rakyat, dari

al pak : ukan? Jadi saya kira
i-.‘ N Hl $ Olé q’ Ewﬁ*ﬁ ' mengusulkan masalah-
{;w u- L” f]

Proses perumusaf-DPD fiermang dipenuni-oleh terjadinya dinamika dan tarik-

m ahayakan bangsa, ada

menarik antara berbagai gagasan. Rumusan-rumusan yang tercapai dapat dikatakan
sebagai “kompromi setengah hati” antara bikameralisme dan unikameralisme. 2%

Pembatasan kewenangan DPD merupakan hasil kompromi dari beberapa pendapat,

248 palguna, Gerakan Nurani Parlemen, Op cit.

249 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Keempat Jilid 2 Aop.Cit, him.
202-203.

250 |bid, him. 209.

251 Janedjri M. Gaffar, et.al. (ed.), Op cit., him. 192.
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mulai dari yang menginginkan strong bicameralism hingga yang tidak menyetujui
adanya DPD.

Sebagai lembaga negara yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945, DPD
mempunyai kewenangan legislasi dan pengawasan seperti pada umumnya lembaga
legislatif. Di samping itu, DPD merupakan bagian dari joint session Majelis
Permusyawaratan Rakyat, yang dalam UUD Negara Rl 1945 Pasal 2 ayat (1)
dinyatakan bahwa, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan

Qgiwakilan Daerah. Ada dua hal penting

berkaitan dengan DPD, yaitu; pe

gl ;
“ s ‘ 58S w L A I_J’ imbangan keuangan

Vakilad, D f 12 ﬂ'{::u.ﬂwmmv angan undang-undang
yang berk.; no ; gan pusat dan daerah;
pembentukan, peme efiggabungan-daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan ekonoml Ialnnya serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah ; hubungan pusat
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan
pajak, pendidikan, dan agama serta menyam-paikan hasil pengawasan itu
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbanganuntuk
ditindaklanjuti.
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Dengan mengetahui rumusan Pasal tersebut, maka DPD dapat dikatakan
sebagai kamar kedua yang hanya mempunyai kewenangan untuk mengajukan,
membahas, dan melakukan pengawasan Rancangan Undamg-Undang (RUU)
tertentu. Pasal tersebut berimplikasi pada kecilnya kewenangan dan peran DPD
dalam proses legislasi. Berdasarkan kondisi DPD RI di atas secara sederhana peran
DPD RI meliputi tiga hal yaitu kewenangan legislasi (mengajukan RUU, membahas
RUU bersama DPR), kewenangan pertimbangan (memberi pertimbangan terhadap

suatu RUU, pertimbangan pemilihan anggota BPK), dan kewenangan pengawasan

1gan DPR RI dan

pemerintah. Secaral ww hggui_ h / diri sebenarnya tidak
seluruhnya diterap1 Nl DP L!.!; |éﬂ"*-LgL ﬂ:r“'llil Z

sesungguhnya karena ‘datam-bida “-“'=‘"=‘"""- mempunyai wewenang

nyai kekuatan yang

untuk sampai pada tingkat pengambil keputusan, seluruh wewenang DPD RI hanya
berkisar sampai pada tingkatmemberikan pertimbangan saja. Kalaupun DPD RI
dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang, kekuatannya pun tidak mutlak
karena diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 sudah jelas

menyatakan bahwa kekuasaan legislasi ada pada DPR RI, dan setiap Rancangan
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Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan
bersama.?®2

Substansi Pasal 22D UUD 1945 memperlihatkan betapa DPD mengalami
penyusutan kewenangan konstitusional terutama defisit kewenangan legislasi yang
luar biasa. Kewenangan legslasi DPD yang limitatif itu justru makin terdegradasi
dalam proses legislasi nasional seperti ditentukan dalam UU No. 17 Tahun 2014 (UU

MD3) yang sudah mengalami beberapa perubahan yang terakhir UU No 13 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga Atas_ L) No. 17 Tahun 2014, UU No. 15 2019

Perubahan Atas Undang-Unda 2-Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-U f edua UU ini (UU MD3/UU
P3) seolah ma ah (DPD) hanyalah
sebagai le Posisi
dilematis DPC ]ﬁ'yalah sebatas
berpartisipasi d ___-"rjnasukan kepada
DPR, itupun jikal da unsur imperatif
(keharusan) dalam; an sebuah RUU oleh
DPD kepada DPR.?®

Jika DPR RI | ai kewenangan legisla dang-undang, DPD RI

hanya diberi kesempatan untuk dapat mengusulkan atau membahas beberapa jenis
rancangan undang-undang tanpa ikut proses pengambilan keputusan. Kedudukannya
hanya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPD RI di bidang legislasi,
sehingga DPD RI hanyalah sebagai co-legislator di samping DPR RI. Sifat tugasnya

di bidang legislasi hanya menunjang (auxiliary agency) tugas konstitusional DPR RI.

252 Jimly Asshiddigie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, him 21.
258 King Faisal Sulaiman, Meneguhkan Marwah DPD Menuju Bikameral Efektif, Makalah
disampaikan pada Forum Legal Exkpert BPKK DPD, 10 September 2015,
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Dengan kewenangan yang begitu terbatas,tentu DPD RI tidak dapat dikatakan
mempunyai fungsi legislasi. Dengan diberikan kekuasaan seperti yang terdapat
dalam konstitusi Indonesia saat ini, DPD RI sebagai lembaga yang mewakili rakyat
daerah dalam menyuarakan aspirasi kepentingannya belum memenuhi tujuan
dibentuknya lembaga ini.

DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dari daerah yang ada di pusat
dalam menyalurkan aspirasi rakyat harus memiliki fungsi yang jelas. Fungsi

.\Qa) macam, yaitu fungsi pengaturan

si~perwakilan dan representasi.?* Dari

parlemen dapat dibedakan menjadi

dariDPD RI yang ang secara penuh dan

keseluruhan. narﬁ'l u “ i g& u Lﬂ 2N dapat mengajukan

AT |
Rancangan Undang- 1”’”&1’9!;’ |@fd?ﬁn an fikut membahas Rancangan Undang-

Undang.

Selain itu DPD tidak mempunyai hak inisiatif atau bersikap mandiri dalam
pembuatan Undang-Undang, sekalipun dalam bidang yang berkaitan dengan daerah.
Karena kata ‘dapat® dan ‘ikut® tidak mempunyai suatu unsur keharusan dan membuat
DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif. Dalam bahasa hukum,

frase, DPD ‘ikut membahas’ berarti hanya DPR lah yang memiliki kekuasaan

254 Jimly Asshiddige, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
Bhuana lImu Populer, Jakarta, him. 160.
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membentuk Undang-Undang. Selain itu Dengan frasa ‘ikut membahas® dan
‘memberikan pertimbangan® dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 itu, posisi DPD
Rl menjadi tidak sebanding dengan wewenang Presiden dan DPR RI yang ikut
‘pembahasan dan persetujuan bersama“ dalam fungsi legislasi.

Kewenangan DPD di bidang pengawasan (controlling) dan anggaran
(budgeting) juga tersub-ordinasi dari DPR, padahal sama-sama lembaga perwakilan.
Konstruksi UUD 1945 pasca amandemen Jo UU MD3 belum memperlihatkan

adanya efektifitas pengawasan yang dijalankan oleh DPD. Isyarat Pasal 22D ayat (3)

ditindaklanjuti.
Pengawasa/ ata ] ang belum efektif

karena hasil

UNISSULA /;
npaik |J ot .:,,.._ 2 da L‘P’ /“hanya sebatas bahan
he bitlang-bidang yang perlu

Pemerintah tetapi \

i
pertimbangan. Padaha

diawasi oleh DPD sebagai representasi perwakilan Daerah sangatlah luas. Fungsi
pengawasan tidak hanya terbatas pada terhadap penentuan kebijakan (control of
policy making) dan pelaksanaan kebijakan (control of policy executing) itu sendiri.
Lebih dari itu, pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of
budgeting) serta pelaksanaan APBN (control of budget implementation) juga masuk
dalam kewajiban yang harus dimonitoring oleh DPD. Tidak hanya itu, pengawasan

terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances) dan
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pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment
of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan ataupun dalam bentuk
pemberian pertimbangan semata.?>®

Demikian halnya fungsi (kewenangan) Budgeting yang dimiliki DPD masih
sangat inferior bila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki DPR dan
Presiden. Selama ini, hanya ada tiga lembaga negara yang terlibat secara penuh

dalam proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN. Ketiga lembaga it ie@ dari Presiden/Pemerintah, DPR dan

r

f

/
untuk turut terliba'tgl . “ w H $ g w i— ﬂ Atu UU terutama RUU
tentang APBN. | wlépb

Sebaliknya, m; ainyadatam-—hal* legistasi D mempunyai kekuasaan yang
besar dalam membuat undang-undang, sedang DPD hanya berwenang mengajukan
RUU ke DPR. ltupun hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan otonomi
daerah dan hubungan pusat dan daerah. Di luar itu, DPD tidak mempunyai
kekuasaansama sekali. Hal ini sangat berbeda jauh dengan cita-cita awal dibentuknya
lembaga perwakilan Daerah, sebagaimana yang dipaparkan diatas, yang

menyatakanbahwa cita-cita awal dibentuknya DPD sebagai wadah check and

2% |bid
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balances dilembaga legislatif yang selama ini terlihat begitu sentralistik. Selain itu
menurut Bagir Manan, menyatakan bahwa:

“DPD bukanlah badan legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan
membahas rancangan Undang-Undang dibidang tertentu saja yang disebut
secara enumeratif dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap hal-hal lain
pembentukan Undang-Undang hanya ada pada DPR dan pemerintah. Dengan
demikian rumusan baru UUD 1945 tidak mencerminkan gagasan
mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan
pengelolaan negara.”?*

Barkenaan dengan permasalahan di atas, Mahfud MD menjelaskan bahwa

tidak benar kalau gagasan bikameralisme dikaitkan dengan federalisme maupun

-

terdapat da i gar dl, Ke ' jahi fakta dan prinsip

yang berla tanpa harus

terikat denga ara lain mana
]

yang harus diikif an' umum

gan kekhawatiran

f

terhadap sist fe P Id h yang h

erhadap sistem feds UNiﬁﬁtﬂ.ﬁ Kil daerah yang hanya
\ /

memperjuangkan dele 3

Fﬂf”nuﬂ&ﬂbm;* }fari itu yaitu menjaga

keberlangsungan ;..;__54,;..,.;..__-.&.. K- Indonesia(NKRI). Perlu diperhatikan

setiap kebijakan yang yang dikeluarkan oleh DPR yang sifatnya berskala nasional
secara otomatis akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup di daerah. Seperti

dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hanya presiden

2% Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, him. 154.
257 Mahfud MD, 2009, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, him.
181.
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dan DPR yang mempunyai kewenangan menyatakan pernyataan perang, damai serta
perjanjian internasional .>>®

Sistem bikameralisme merupakan salah satu dari klasifikasi sistem
keparlemenan yang ada di dunia. Seperti yang dikemukakan Arend Lijphart dalam
bukunya Patterns of Democracy, bahwa bikameralisme merupakan sebuah dikotomi
dari kategori sistem keparlemenan di dunia yang ditandai oleh adanya dua kamar
yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama atau biasa disebut lower house

biasanya selalu lebih penting dari ka edua (upper house). Selanjutnya, Lijphart

terbatas adalah mela ap Ser 3 S1fite pertama yang
p

biasanya ang ¢ bih gen lain adalah

lembaga lain olellhl (T Nli‘i“"a‘i entingan i Di Amerika Serikat,

kehadiran senat set;'ag :’?’!J%y H@%M@MH. gralisme diarahkan untuk
mendinginkan situasi darr-adanya ke aft-tatarm-praktek sistem keparlemenan
tunggal yang cenderung menimbulkan oligarki kekuasaan. Kondisi ini disadari oleh
para ahli terkesan menimbulkan intervensi dari lembaga upper house dalam hal
hubungan normal dari tanggung jawab politik dengan lower, lembaga demokratis
lainnya serta eksekutif. Tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya

menciptakan mekanisme checks and balances antar lembaga.

2% Muhamad Ridwan Indra, 2006, Amburadulnya Amandemen UUD 1945, Trisula, Jakarta, him.
39.
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Dalam konteks terwujud bikameral yang efektif/ check and balances,
penguatan kewenangan legislasi DPD menjadi keniscayaan, kendati tidak harus sama
persis dengan DPR. Selain itu, mekanisme check and balances tidak bisa berjalan
efektif oleh karena lembaga Presiden yang seharusnya berada didalam ranah
pelakasana undang-undang ditarik masuk kedalam fungsi legislator yakni merangkap
pula sebagai lembaga pembuat undang-undang.

Menurut Miriam Budiarjo, negara kesatuan yang memakai sistem dua kamar

pertimbangan bahwa satu majlis dapat

(majelis) biasanya terdorong oleh

*#ﬂb
. e Iﬁ UH]SSUL&

n dan tirani\®% Kemudian iz
ekuasaan dan tirani S Kem e q| nam (a

akan ada artlnya d HEdiss=adika ==t '.‘p D\ d.. KELTIAILIAT] )(/e

n menyalahgunakan

, 'I\f/va kamar kedua tidak

cuali jika diupayakan

menemukan hal-hal berikut ini:
1. Sejauh mana majelis tinggi dapat mempertahankan kekuasaannya yang riil.
2. Sejauh mana majelis tinggi yang dipilih dapat mengembangkan diri dan memiliki

kekuatan.

259 Ad. Bryian A. Garner, 2004, Black Law Dictionary, United States Of America, Eighth edition,
him. 171.

260 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjejemahan Dari Modern Constitution,
Certakan Ke-2, Nusa Media, Bandung, 2008, him,275.
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3. Dengan cara bagaimana jika terjadi deadlock antara kedua majelis dapat
diselesaikan apabila kekuasaan majelis tinggi cukup nyata untuk menghalangi
tindakan bebas majelis rendah.

4. Bagaimana kedudukan majelis tinggi jika diberi kekuasaan yang tidak diberikan
kepada majelis rendah.

Penerapan sistem bikameral itu, dalam prakteknya, sangat dipengaruhi oleh

tradisi, kebiasaan dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Seperti

140' ebagainya) dari suara
NN

mayoritas (tira i A ja ‘? pakah sistem

federasi itu.

¥

\\ UNI SA!S ULA
[ ‘;#l ,_l,’,' A0 s il [T

ala n—*L(.‘,g ’é’w’h L}t-iﬂ.awl‘ﬂ]l,lil F,
Hasil amandemen—terhadap 1945-adalah—adanya perubahan struktur
lembaga-lembaga negara dan penguatan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Terhadap struktur lembaga negara, misalnya, MPR tidak lagi sebagai
lembaga tertinggi negara, bukan pemegang kedaulatan rakyat, tidak lagi menetapkan

GBHN, dan kewenangannya memilih presiden dan wakil presiden dihapus. MPR

hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden.

261 Jimly Asshiddigie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah:
Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Ul Press, Jakarta, him. 39.
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DPR pasca amandemen UUD 1945 menjadi sosok lembaga yang memiliki
peran dan kekuasaan sangat besar, baik dari bidang legislasi, pengawasan dan
budgeting. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, peran DPR
dalam membuat UU tidak disebutkan secara jelas. Perhatikan bunyi pasal tersebut,
“Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 20 ayat (2): Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

1) /a P an ekuasaaii- membentuk undang-
) ang=tndang dibahas oleh D arwakilan Rakyat
3) siujuan bersama,

lagi dalam

kekudukan DPR sebagai lembaga pembuat UU, yang memang dalam membuat UU
harusnya kekuasannya ada di DPR, bukan di eksekutif.

Kekuasaan DPR dalam bidang legislasi ini semakin kuat diperteguh lagi
dengan Pasal 20 ayat (5), di mana dikatakan bahwa rancangan undang-undang
(RUU) yang telah mendapat persetujuan bersama (DPR dan Presiden), dalam waktu

tiga puluh hari tidak disahkan oleh Presiden maka RUU itu sah menjadi UU dan
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wajib diundangkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bunyi pasal 20 ayat (5) UUD
1945 hasil amandemen, sebagai berikut:
“Dalam hal rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan
undangundang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.
Sebelum ada perubahan ketiga fungsi DPR itu lebih jauh dijabarkan melalui

UU Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, dan DPRD. Dalam UU itu disebutkan

secara jelas mengenai fungsi DPR tersebut bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi,

amandemen menga - At bei S ( lgﬂan Rakyat memiliki
fungsi IegisL : 3 bawasar \

o
memperkuat juga i

Terkait den \ ingsi béngawasam, hasilNama juga menegaskan
tentang hak-hak D . ﬂ"!!uu,y Ié%’!‘!e‘l"ﬁt"!& “Dalam melaksanakan

i

fungsinya, selain hak kyang diatur dalérﬁﬁp‘asal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat. Selajutnya Pasal 20 ayat (3) menyebutkan, “Selain hak yang
diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat

serta hak imunitas”.
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Pencantuman secara eksplisit hak-hak DPR dalam UUD 1945 itu juga penting
untuk meneguhkan institusi DPR sebagai lembaga pengawas dan pengontrol
jalannya pemerintahan. Pada DPR periode 2004-2009, beberapa hak yang dimiliki
oleh DPR tersebut dicoba untuk diimplementasikan. Kontrol DPR terhadap eksekutif
bukan saja melalui penggunaan hak-hak di atas, lebih jauh DPR ikut memberikan
pertimbangan atas pengangkatan duta dan menerima penempatan dua negara lain.
Dalam aturan sebelumnya, pengangkatan duta dan pemnerimaan duta negara lain
menjadi hak prerogatif Presiden. Hasil amandemen hak prerogatif itu menjadi

inbangan DPR. Pasal 3 ayat (2) hasil

acr 9 ta, Presiden memperhatikan

menyebutkan bahll o .H.u “ ! ,s ? !" !:l A
|\ P i tolinda

memperhatikan Mahllkl' A ASHnETEScddngkantpadatiasy 4 ayat (2) mengatakan

)
) hasil amandemen

/

dan rehabilitasi dengan

bahwa dalam hal, “Presiden memberi amnesti dan abolisi memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan perubahan tersebut menunjukkan
bahwa kekuasan presiden dalam bidang yudikatif, yang sebelumnya menjadi hak
prerogratif Presiden, sekarang hak tersebut “dikurangi” karena harus memperhatikan
pertimbangan MA dan DPR.

Selain itu, DPR juga memiliki kewenangan untuk memilih beberapa jabatan

publik, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun yang tidak diatur dalam UUD
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1945, tetapi melalui UU. Beberapa lembaga yang diatur di dalam UUD 1945, selain
yang sidah disebutkan di atas, ada beberapa pejabat pubik yang mana pengisian
pejabatanya harus terlebih dahulu lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper
test) yang dilakukan olen DPR pejabat publik yang harus uji kelayakan dan
kepatutan DPR, yang kemudian DPR menentukan siapa yang lolos uji kelayakan dan
kepatutan tersebut.

Proses perubahan UUD 1945 untuk melakukan perubahan atas lembaga-

lembaga tinggi negara mulai dilaksanakan dalam Sidang Umum MPR 1999 (SU

MPR 1999). Pada Rapat P R 1999, 4 Oktober 1999, dibentuk
Badan Pekerja MPR f Ut than permusyawaratan dalam
SU MPR 1999 padé o ; (1 L\ unya perubahan UUD
1945 khus . ik clah d aKa 14 R¢ \: MPR 1999
dengan age.' : andange ; J}.-Materi Sidang
Umum MPR vy | f(/l Amin Rais.?®

ﬁh‘w-“} ] é;ksi PDIP melalui
il

\ ol f
juru bicaranya, ‘W eny: mpaika fubahan  UUD 1945

\\ UNISSULA /|

mengenai pemberdayaan rdapun yanc :
g p 1 |El g L‘P’//
o ~Wid

untuk membentuk ketetapan MPR tentang pembatasan kekuasaan Presiden,

Panitia Ad Hoc I

janarko mengusulkan

OOD=IY45 =D did

h L]
mengenai amandemer 312

pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat”.?64

262 pembentukan Tersebut Kemudian Dituangkan Dalam Keputusan Pimpinan MPR Rl Nomor
7/PIMP/1999 Tentang Pembentukan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (BP MPR RI).

263 |_jhat Risalah Rapat Ke-2 Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
6 Oktober 1999, him. 5

264 Ipid, him. 5. Lihat juga Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Il
Lembaga Permusyawaratan Dan Perwakilan Jilid 2, 2008, him. 454.
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Perubahan lain terkait dengan penguatan DPR adalah DPR sebagai institusi
yang mewakili rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak bisa dibubarkan
oleh Presiden. Aturan seperti ini dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak
disebutkan di dalam batang tubuh hanya disebutkan dalam penjelasan. Dalam
penjelasan dikatakan, “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dengan
ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer)”.
Dalam amandemen ketiga UUD 1945 di mana DPT tidak bisa dibubarkan oleh

yaitu, “Presiden tidak dapat membekukan

Presiden disebutkan dalam Pasal 7C,_

fwa dekrit Presiden

/

pada masa Demokrasi

umssu:.n
\#M'@ﬁwmw

Terpimpin, Presiden SpekarnoTmembun sil"Pemilu 1955. Sedang pada

masa Presiden Abdurahman Wahid, ia mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan
DPR dan MPR ketika DPR menyampaikan memorandum kepada MPR untuk
memberhentikan Presiden Abdurahman Wahid. Tampaknya agar kejadian seperti
tidak terulang kembali maka perlu disebutkan secara eksplisit dalam batan tubuh

UUD 1945.26°

265 |_ili Romli, Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945, Politica,
Vol. 3, No. 2, November 2012, him. 218.
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Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR, telah menjadi
pemahaman umum bahwa sebagian besar bahkan hampir semua rancangannya
datang dari Presiden, terlebih pada Era Orde Baru. Keadaan yang demikian
menunjukkan betapa pemerintah memiliki peran yang jauh lebih besar dalam
pembuatan undang-undang dibandingkan dengan DPR. Ada alasan mengapa DPR
kurang berinisiatif mengajukan rancangan undang-undang dan rancangan undang-
undang lebih banyak datang dari pemerintah, yaitu pertama karena pemerintah

sebagai penyelenggara pemerintahan adalah pihak yang paling tahu tentang aturan-

=
'uatan parlemen

dan menempa
! /
Daerah yang : 3 : /(1) UUD 1945
i |

dibentuk Undang- un o]al UD 1945yaitu UU No. 22

Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, dan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengalami perubahan dengan UU No.
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Taun 2011 sebagai pelaksana
ketentuan Pasal 22A UUD 1945.

Sebagai pelaksana ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2019, ditetapkan
Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan

Pengelolaan Program Legislasi Nasional serta Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang
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Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan
Presiden. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2014, untuk melaksanakan
fungsi dan tugas DPR, ditetapkan Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam Peraturan Tata
Tertib ini dimuat mekanisme pembentukan Undang-undang dan juga ketentuan yang
berkaitan dengan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung.

Berdasarkan pasal 20 UUD 1945 DPR merupakan lembaga tinggi negara yang

bertugas menjalankan fungsi Iegislasi,.fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Pasal 23F ayat 1\

Kedua, berdasarkan “u “ I 5 s u I" A
| )\ @’*b’-’ﬂlwmw

orang hakim Mahkamah Konstitusi. Ketigs institusi yang paling

gn tiga dari sembilan

menentukan dalam proses pengisian lembaga non-state lainnya (auxiliary bodies)
seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemilihan Umum.
Kekuasaan ini akan bertambah dengan adanya keharusan untuk meminta
pertimbangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian

Negara RI (Kapolri).?®

266 Saldi Isra, Lembaga Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945, dalam Soewoto Mulyosudarmo,
2004, Pembaharuan ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan
HAN Jawa Timur, Malang, him.329.
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Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang, yang sebelumnya di
tangan Presiden dialihkan kepada DPR, merupakan langkah konstitusional untuk
meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugas masing-
masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan
legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan
eksekutif). Namun UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur kekuasaan Presiden di
bidang legialatif, antara lain bahwa pembahasan rancangan undang-undang

dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden

. dasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945

setelah perubahan untuk mengajukan suatu
Rancangan lf (2). UUD 1945 dalam
Rancangan ', a i goaran ' P Belanja Negara
hanya Presid.e | erWen? ' 43 / tuan seperti ini,
1 - f
i

Presiden (joint fu ( UN%!&%U&.& enang penuh karena

kedudukan keduanya Setara.dan !@q{gﬂ-ﬂahﬁéﬁzﬂl@ ukan yang sama-sama
berimbang tersebut, maka-fungst-fe oniesta—dipegang oleh DPR dan
Presiden mulai dari perancangan sampai persetujuan bersama.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pengajuan Rancangan Undang-
Undang tidak hanya berasal dari DPR namun Presiden juga dapat mengajukan
Rancangan Undang-Undang seperti yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UUD
1945, yaitu; “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang”. Ketentuan

tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 43 ayat 1 yang
berbunyi, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden”. Hal
ini memberi pengertian bahwa pembentukan Undang-Undang tidak dalam artian
mutlak milik Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan teori Pemisahan Kekuasaan.
Namun Presiden juga mempunyai kewenangandalam mengajukan Rancangan
Undang-Undang sebagai lembaga yang menjalankan Undang-Undang. Sesuai
ketentuan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan, “Setiap Rancangan

Undang-Undang baik dari ST -harus disertai Naskah Akademik”.

Dalam hal sahnys (lima) tindakan hukum yang
dilakukan untuk . ‘ ang nda enjadi Undang-Undang

persetujuan bers;i h\ wwhglvsui- “ e /mengatakan adanya
pembatasan Rancang :'E'f.!'l-ﬂij!g}”i;it?{fjl’-_ﬁfﬁlmqw. / dang adalah tindakan
pengesahan formilberupa angan Undang-Unde itu dalam Lembaran
Negara. Sejak diundangkan maka secara resmi naskah itu disebut Undang-
Undang.?®® Jimly Asshiddigie mengemukakan ada tiga jenis Rancangan Undang-

Undang yaitu Rancangan Undang-Undang yang belum dibahas bersama, Rancangan

Undang-Undang yang dalam proses pembahasan dan Rancangan Undang-Undang

267 Jimly Asshiddigie, 2010, Perihal Undang-Undang, Op.Cit, him. 291.
268 1pid, him. 41
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yang telah mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang telah
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.?%°

Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 merupakan penegasan dari Rancangan Undang-
Undang jenis ketiga yaitu yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR
dan Presiden. Ketika Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tidak akan pernah

dibawa ke persidangan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat 3 UUD 1945.

tetap sah dan wajiq 1 w N ﬂ g% u “- &

Secara garis basal: depat dix H"'L‘ 1apa atda Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, hal

\
ini dikarenakan ketik Presiden-tidak- armbit-sebuah-sikap untuk mengesahkan
Rancangan Undang-Undang yang pada dasarnya telah disahkan dalam Rapat
Paripurna yang menandai telah tercapainya persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden. Sehingga tidak ada alasan buat Presiden untuk tidak mengesahkan

Rancangan Undang-Undang, pada dasarnya Presiden yang diwakili Menterinya telah

ikut serta membahas bersama-sama Rancanagan Undang-Undang tersebut.

269 1bid, hlm. 42
270 | bid, him. 43-44.
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Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui dan disahkan merupakan
Rancangan Undang-Undang yang telah sah dalam artian materiil dan keberlakuannya
tinggal menunggu waktu saja. Pengesahan yang dilakukan Presiden merupakan

pengesahan yang bersifat formil.

. Perbandingan Kewenangan DPD dan DPR Sistem Bikameral Menurut UUD
1945

Merujuk pada penjelasan yang

'w&@ dipaparkan di atas, maka dalam
kaitannya dengan kewena DF alsalah satu lembaga parlemen di

. WNIE?SULA I Bikameral: Studi
Perbandingan di Amg ?ﬁ?au-'é.y:é:‘;a&”bl‘-ﬂmﬂmL{an . fAustria, dan Indonesia
perwakilan dalam paket
kewenangan DPD yang dapat mengimbangi kewenangan DPR sebagai sesama
lembaga perwakilan di tengah bikameralisme Indonesia, apalagi prinsip periksa
mengimbangi di tengah konfigurasi organ konstitusional. Hal inilah mendorong DPD

untuk melakukan upaya penguatan kewenangan melalui perubahan konstitusi

mengingat DPD sebagai organ konstitusional.?’*

21 Muchammad A. Syafaat, 2010, Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat,
Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, UB Press, Malang, him. i
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Hasil amandemen terhadap UUD 1945, antara lain, adalah perubahan struktur
lembaga-lembaga negara dan penguatan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Terhadap struktur lembaga negara, misalnya, MPR tidak lagi sebagai
lembaga tertinggi negara, bukan pemegang kedaulatan rakyat, tidak lagi menetapkan
GBHN, dan kewenangannya memilih presiden dan wakil presiden dihapus. MPR
hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden.

Seluruh anggota MPR dipilih langsung melalui pemilihan umum (Pemilu),

tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat seperti dulu. Atas dasar itu maka

" aerah tidak boleh menjadi anggota

TNI/Polri dan Utusan Golonga

5
-

MPR. Anggota MPR_terg wan Perwakilan Daerah
(DPD), yang UD 1945 sebelum
o
p
amandemen sCa amandemen

| f
Presiden dan X A ( 185 J-"'Presiden secara

pelanggaran hukur . U M w ﬁ% u w_ & Dsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainya até M‘*iﬁ.&”é{ﬁb

D UUD NRI 1945, DPD berfungsi untuk mengajukan rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan daerah kepada DPR; membahas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan
agama; serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang Yyang

berkaitan dengan daerah, APBN, pajak, pendidikan, dan agama, dan menyerahkan

186



hasil pengawasaannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan
Indonesia dinilai tidak seimbang dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Daerah tidak diberikan fungsi legislasi yang secara
eksplisit untuk membentuk undang-undang pada saat dilakukan perubahan UUD
NRI 1945.

Mencermati peran DPD dan DPR dalam UUD Negara RI 1945 yang terurai di

h lembaga pelengkap. Sedang kekuasaan

atas menunjuk-kan bahwa DPD

s

legislasi, pengawasan dan anggat an riya ada pada DPR. Ketentuan yang

termuat

dalam a : iukan ketidaksetaraan dan

rena tantangan,

pihak DPR dah_ pUR . . 2 1 berhenti dengan

ur Hﬁ.‘éi:‘i-ﬂi.ﬂ ewenangan di bidang
NE n.-:!flfhmé“\t‘ v‘{giﬁnhgt._ ang ada pada DPD

hanyalah sub ordinat dari DPR. Berikut ini sandingan antara kewenangan DPD dan

DPR.

187



Tabel 1.
Perbedaan Wewenang DPD dan DPR Dalam UUD 1945

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal 22D UUD 1945

(1) Dewan perwakilan

(2) Dewan

(3) Dewan Perwza

daerah dapat
mengajukan kepada dewan
perwakilan rakyat rancangan undang-
undang vyang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran
serta pengganbungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi, serta berkaitan
dgn perimbangan keuangan pusat dan
daerah. ;

Perwakilan
membahas rancan

dengan paja <

melakukan
pelaksanaan
mengenai; otong

pusat dan daerah;

Pasal 20 UUD 1945

= dan agama.

T
\ UnIsSsULA

(1) Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk
undang-undang;

(2) Dewan perwakilan daerah dapat
memberikan pertimbangan kepada
dewan perwakilan rakyat atas
rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang Yyang
berkaitan dgn pajak, pendidikan,

g-Undang Dasar
erwakilan  Rakyat
! interpelasi, hak
hak  menyatakan

diatur dalam pasal-
Indang-Undang Dasar
anggota  Dewan
JRakyat mempunyai hak
pertanyaan,
mpaikan usul dan pendapat

dérn—penggabung’é‘r’r
daerah; pengelolaan sumber daya
alam dan ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan
daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang yang berkaitan pajak,
pendidikan, dan agama sertamenyam-
paikan hasil pengawasan itu kepada
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
bahan pertimbanganuntuk
ditindaklanjuti.

pemekaran,

serta hak imunitas.

Pasal 21 UUD 1945

(1) Anggota-anggota Dewan
Perwakilan rakyat berhak
memajukan  rancangan  undang-
undang.

Sumber: Undang-Undang Dasar 1945
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Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas jika DPD sebagai badan dalam sistem
legislatif bikameral tidak memiliki wewenang untuk ikut membentuk undang-
undang. Walaupun dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 dikatakan Dewan
Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangannya keuangan pusat dan daerah dan lain-lain. Akan tetapi dari rumusan

ini tidak nampak ketentuan ntgng kewenangan DPD untuk ikut
menetapkan ranca ndang-undang termasuk yang
menyangkut

U dan tidak
memiliki ha i DPR, apalagi
untuk menetapkan. Seta 2 . /e _ﬂiteliti lebih jauh

disinilah terlihat kale} D {ebin oei dinat kepada DPR. DPD

memiliki hak untuk mengajukan inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-
undang, namun DPD tidak dapat ikut menetapkan rancangan undang-undang
menjadi undang-undang. Dengan kata lain DPD tidak memiliki kekuasaan untuk
membuat final political decision karena hak ini ada pada DPR. Selain itu sifat

komplementer ini juga bisa kita lihat pada jumlah keanggotaan. Dalam suatu

212 Megawati dan Ali Murtopo, 2006, Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia : Sebuah Evaluasi. UAD Press, Yogyakarta, him. 98.
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persidangan untuk mengambil suatu kebijakan yang sifatnya strategis DPR dapat
mengabaikan kehadiran anggota DPD. Karena sesuai dengan UUD 1945,
bahwasanya jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR.?"3

Dalam hal menjalankan peran dan fungsinya, Dewan Perwakilan Daerah pun
dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya, dalam hal menampung
aspirasi daerahnya. DPD sebagai lembaga perwakilan yang menyalurkan
keanekaragaman aspirasi daerah merupakan upaya menampung prinsip perwakilan

daerah dan untuk melaksanakan prinsip cheks and balances antar lembaga

’/;ﬁshﬁr.g erintah daerah. Hal tersebut

dari kewenangan ”— /
justru tidak ;,-. /%

el l'te Al 0 .ll
4_;\-..:* ’: "E ! epyerap, menghimpun,

| : |
fungsi legislasi, 51 -8 : £ arena hal tersebut,

fungsi dari NG 3 : ilan Rakyat tidak
berimbang.?" Inst PR cenderungmendar . entukan dalam semua
proses, sedangkan '. /aapat mengajukan dan
membabhas, tetapi tida; ahkan rancangan undang-
undang. ?”®> DPD akhirnya cenderung hanya menyerap aspirasi tanpa mampu
memberikan solusi, terutama yang berkaitan dengan legislasi, karena kewenangan

tersebut didominasi oleh DPR.

213 1bid, him. 99.

214 Hernadi Affandi, 2014, Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam
Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1, ISSN: 2460-
1543, Bandung, him. 3.

275 Rommy Patra, 2018, Arrangement of Relationship between State Institutions through the Fifth
Amendment of the 1945 Constitution in Indonesia, Hasanuddin Law Review Vol. 4 No. 1, ISSN 2442-
9899, Makassar, him. 89.
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DPR juga terlihat menjadi lebih superior dari DPD. Seharusnya posisi antara
DPD dan DPR adalah sederajat. Perbedaan antara DPR dan DPD hanya pada fungsi
dan sumber legitimasinya, di mana DPD lebih berorientasi pada kepentingan daerah
(nonpolitical chambers) sedangkan DPR lebih berorientasi pada kepentingan politik
yang dalam menghasilkan legislasi diwakili oleh kepentingan ideologi partai politik
yang mengusung (political chambers). Tetapi, keberadaan DPD di samping DPR

saat ini, tidak menunjukkan kedudukan kedua kamar di legislatif sama kuat. DPD

ujungnya juga A ac ! enyerahkan hasil

pengawasanya:_ a4 - 9z ___-’JDPR, dan hasil
tersebut pun sifa .
memperkuat per;'ﬁ
kontitusional belaka;':n

Berkaitan dengll' keberadas bagaiLembaga legislatif baru ditengah-
tengah eksistensi DPR yang sudah lebih dulu sebagai Lembaga legislatif di

Indonesia, hal itu memiliki perbedaan dalam konteks hakikat perwakilannya.

Perbedaan antara DPR dan DPD terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya

276 Hezron Tinambuan dan Dicky Prasetio, 2019, Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional
Representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap Fungsi Legislatif, Masalah-Masalah Hukum Vol.
48 No. 3, ISSN 2527-4716, Semarang, him. 268.

27 Lenny Sipangkar, 2016, Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah
(Strengthening the Legislative Function of Regional Representative Council), Jurnal Legislasi
Indonesia Vol. 13 No.3, ISSN 2579-552, Jakarta, him. 236.

218 Rommy Patra, Op.Cit.
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masing-masing. Menurut Jimly Asshiddigie, DPR mewakili rakyat, sedangkan DPD
mewakili daerah-daerah. Dengan demikian, seharusnya keberadaan kedua Lembaga
perwakilan tersebut. Saling melengkapi dan saling menguatkan. Sehingga, kehadiran
DPD dapat mendukung dan memperkuat DPR sebagai lembaga perwakilan
berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat, sedangkan DPD merupakan Lembaga
perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah.?’

Sedangkan Arbi Sanit berpendapat bahwa dalam perwakilan kepentingan yang

diwakili adalah individu atau kelo berdasarkan kepentingannya, sedangkan

dalam perwakilan simbolik, Y, g Mah masyarakat secara keseluruhan.
Merujuk pada hal te[_sp # i . sebagai perwakilan simbolik
yaitu sebagafif f dangan politik, suku,
agama, ng dimilikinya,

kewenangan D& - : o ang dern / Jénangan Dewan

[
at ‘nasional tersebut

diharapkan akaanF : : nesia baik melalui

Dewan Perwakilalr"hl U w I ﬁﬁ u i— h [
Dilihat dari1 'f:"“'”uz-‘.y Iil?b"!uﬂ'&:mhl aga perwakilan yang

i
Nara
a c

menggantikan utusa

dala IPR—sebetur—amandemen UUD 1945.
Pembentukan DPD tidak terlepas dari eksistensi utusan daerah yang kurang
mencerminkan pelaksanaan demokrasi sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa

perbedaan antara utusan daerah dengan DPD yang mana dari perbedaan tersebut juga

merupakan faktor-faktor yang memengaruhi diubahnya utusan daerah menjadi DPD.

219 Hernadi Affandi, 2014, Problematika Fungsi Legislasi, Op.Cit, him. 4.
280 1pid, him. 5.
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Pertama, dari segi cara memperoleh anggotanya, anggota utusan daerah
diangkat oleh pemerintah, sedangkan anggota DPD dipilih secara langsung oleh
rakyat di tiap-tiap daerah. Perolehan anggota utusan daerah dianggap tidak
mencerminkan prinsip demokrasi. Kedua, dari segi kedudukannya dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, utusan daerah hanya merupakan salah satu anggota MPR.
Sedangkan, DPD selain berkedudukan sebagai salah satu anggota MPR, DPD juga
merupakan parlemen di kamar kedua yang dibentuk sebagai lembaga legislasi selain

DPR yang wewenangnya berkaitan dengan kepentingan daerah.?! Ketiga, dari segi

legislasi dan peng.lléﬂ U Nr “ QIT;_I‘-.' u “_ﬂ 'f Hal ini nampak jelas

dari Pasal 20 ayat (1) Sen rH-‘J-!i’ Vaik 1;_;11;.,3 atremegang kekuasaan membentuk

undang-undang; ayatl etiapRa Al afig-tifidang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; jika
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan dewan
perwakilan rakyat masa itu; ayat (4); Presiden dan undang-undang; ayat (5); dalam
hal rancangan undang-undang yang disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh

Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan tersebut disetujui,

281 yuniati Setiyaningsih, Susilo Utomo, dan Priyatno Harsasto, 2017, Analisis Kelembagaan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Journal of Politic and Government Studies, Vol. 6,
No. 2, Semarang, him. 02.
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rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan.

Dari ketentuan di atas nampak jelas jika DPD sebagai badan dalam sistem
legislatif bikameral tidak memiliki wewenang untuk ikut membentuk undang-
undang. Walaupun dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 dikatakan Dewan
Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan

UNISSULA
aeellul)l £ lolusinela

282 Megawati dan Ali Murtopo, Op.Cit, him. 98-99.
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BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL

MENURUT UUD 1945

Setelah reformasi dan dilakukan perubahan terhadap Konstitusi, bentuk negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan. MPR telah bersepakat untuk tidak melakukan
perubahan terhadap bentuk negara dan tetap mempertahankan bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan sistem parlemen terjadi perdebatan

yang panjang, apakah I' IKatakan menganut sistem parlemen

1 = [
tercermin dalar “ 3 an_anggota DPD  melebur

menjadi anggota” Amada_sa anggota MPR, tidak

lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Dari kedudukan tersebut, DPD tidak
fungsional berkaitan dengan kedudukan dan hubungan-hubungan tersebut. Dalam
hubungannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD sebagaimana diatur dalam
UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD. Reformasi struktur
ketatanegaraan Indonesia menuju sistem perwakilan bikameral yang kuat (strong

bicameralism) tidak terwujud dalam UUD 1945. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat
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(1) UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sistem perwakilan
bikameral yang lemah (soft bicameralism).233

Dalam susunan parlemen bikameral, bukan anggota yang menjadi unsur, tetapi
badan yaitu DPR dan DPD. Seperti Congress Amerika Serikat yang terdiri dari
Senate dan House of Representatives. Jika anggota yang menjadi unsur, MPR adalah
badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD. Masing-masing lembaga negara

tersebut (MPR, DPR, dan DPD) mempunyai kewenangan yang berbeda satu sama

/
itu, terutama dal? dua kamar, dimaksti ntuk melaksanakan
N\ UNISSULA

mekanisme checks and '}_vjj,!.,da*[ &‘{hr!. mbaga | akilan rakyat.
L——:————J::h_

Dalam .»...-......._;w ddigre,~dengan—adanya dua majelis di suatu
negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan
tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dua kali (double check). Keunggulan
sistem double check ini semakin terasa apabila Majelis Tinggi (upper house) yang

memeriksa dan merevisi suatu rancangan itu memiliki keanggotaan yang

283 Abd. Rahman, 2006, “Kedudukan Dan Kewenangan.., Op.Cit, him. 588.
284 Bagir Manan, 2003, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH-UII Press, Yogyakarta,
him. 55.
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komposisinya berbeda dari Majelis Rendah (lowe house). 2% Bahkan menurut
Soewoto Mulyosudarmo, sistem bikameral bukan hanya merujuk adanya dua dewan
dalam suatu negara, tetapi dilihat pula dari proses pembuatan undang-undang yang
melalui dua dewan atau kamar, yaitu melalui Majelis Tinggi (upper house) dan
Majelis Rendah (lower house). Bahkan, dari segi produktifitas, kemungkinan sistem
dua kamar (yang efektif) akan lebih produktif karena segala tugas dan wewenang

dapat dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung pada salah satu

286

kamar saja.

menggunakan ‘dua ka criaitan dengaii ; /Giovanni Sartori

T41.288

. . /.
1. Sistem bikame oralism  atau  weak

bicameralism ataul soft-bicame é"‘-’b" atan salah satu kamar

i
Jauh Iebi h !i-lnh‘.vnlllr-l-nl

2. Sistem bikameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong bicameralism),
yaitu jika kekuatan kedua kamar nyaris sama kuat; dan
3. Perfect Bicameralism yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar betulbetul

seimbang.

28 Jimly Asshiddigie, 1996, Pergumulan Peran, Op.Cit, him. 91.
286 Bagir Manan, Op.Cit, him. 60.

287 Saldi Isra, Penguatan fungsi legislasi DPD. ..... Op. Cit., him. 3.
288 [ bid_him. 4
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Di Indonesia, hubungan antar-kamar dalam lembaga perwakilan rakyat tidak
mungkin menciptakan dua kamar yang efektif. Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945
menyatakan, DPR memiliki ~ fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran, dan
pengawasan. Karena fungsi tersebut tidak diberikan kepada DPR, Pasal 20 Ayat (1)
UUD 1945 tetapi memunculkan superioritas fungsi legislasi DPR terhadap DPD.
Karenanya, banyak pendapat mengatakan kehadiran Pasal 20 Ayat (1) memberi garis
demarkasi yang sangat tegas bahwa kekuasaan membuat undang-undang hanya

menjadi monopoli DPR. Padahal, dalq ndembaga perwakilan rakyat bikameral, kalau

tidak berhak mengajukan dang, Majelis Tinggi (upper house)
berhak untuk mengubak menolak (veto) rancangan
undang-undar!a 2 HS i Ef NOY ekiie hal itu juga tidak ada,

&
\\ UNISSULA

No | Aturan ] Kelemahan
Undang Undang Dasar (UUD 1945)

Bikameral

1. | Pasal 20 ayat (1)
Dewan Perwakilan Rakyat memegang | Seharusnya  kekuasaan ~ membentuk
kekuasaan membentuk undang-undang. | undang-undang juga ada pada DPD,
meskipun nantinya bisa dibatasi pada hal-
hal tertentu.

2. | Pasal 20 ayat (2)
Setiap  rancangan  undang-undang | Inti kekuasaan legislatif ada pada tahap
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat | pembahasan, sehingga bila DPD didesain
dan Presiden untuk mendapatkan | untuk mempunyai kekuasaan legislatif
persetujuan bersama. yang efektif, pasal ini juga harus diubah,
agar setiap RUU tidak hanya dibahas oleh
DPR dan Presiden, tetapi juga DPD.
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Pasal 22D ayat (1)

Dewan Perwakilan Daerah dapat
mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

Kata ‘“dapat” membuat DPD tidak
mempunyai kekuasaan legislatif yang
efektif. DPD tidak menjadi salah satu
institusi yang mengajukan RUU.

Pasal ini ditafsirkan (di dalam UU Susduk
dan UU 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan), hanya
DPR dan pemerintah yang bisa
mengajukan RUU. Maka RUU yang
disusun oleh DPD disampaikan kepada
DPR dan bila DPR menerimanya, maka
RUU tersebut pun dianggap diajukan oleh
DPR (karena DPD bukan pihak yang bisa
mengajukan RUU untuk dibahas)

Pasal 22D ayat (2)

Dewan  Perwakilan
membahas rancangan undai
yang berkaitan dengan @
hubungan it
pembentuk

“ikut” membahas RUU membuat
~tidak mempunyai kekuasaan

' Jl’am rapat-rapat
yang  berkaitan

membuat DPD tidak
asaan yang efektif dalam
0 atas pelaksanaan undang-

Dewan Perwakilan I oh daps : ,
melakukan ', ﬂnﬂg I'@E.'E}Eﬂmq:?mﬂ!.gk
pelaksanaan und, J ena

otonomi daerah; an, -

pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan, dan  agama  serta
menyampaikan hasil pengawasannya
itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti.

Pasal ini ditafsirkan sedemikian rupa
sehingga masukan dari DPD dalam hal
fungsi pengawasan juga tidak
diterjemahkan ke dalam mekanisme yang
jelas yang membuat masukan tersebut
efektif.

Pasal 23 ayat (2)

Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan
oleh Presiden untuk dibahas bersama

Frase “dengan memperhatikan
pertimbangan DPD” membuat DPD
tidak mempunyai kekuasaan yang efektif
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Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah.

dalam hal fungsi anggaran.

7. | Pasal 23 ayat (3)
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat | DPD tidak dimasukkan di  dalam
tidak menyetujui rancangan anggaran | ketentuan ini sehingga fungsi anggaran
pendapatan dan belanja negara yang | DPD semakin tidak efektif karena
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah | masukan DPD semakin tidak didengar.
menjalankan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun yang lalu.

8. | Pasal 23F ayat (1)

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh Dewan Perwakilar Rakyat
dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah dan diresmikan oleh Presidgn

Frase “dengan memperhatikan
pertimbangan  Dewan  Perwakilan
Daerah®. Seharusnya pertimbangan DPD
menjadi elemen utama seperti DPR.
Ketentuan ini berkontribusi kepada tidak
fektifnya wewenang DPD dalam hal

9. | Pasal 248 Ayat
DPD mempuny
a. DPD hanya
dang-undang
bahas” dalam
uangan
anya “ikut” dalam
b. #” / “membahas” dalam
N Eg,"‘.l E..ﬂ L
pusat dan' Mi@mﬂl L@'
pemekaran ' 02 mmu,.r.
daerah, pengem'raan—sumber d'é&a
alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah;
10. | Pasal 249 ayat (1)
DPD mempunyai wewenang dan tugas:
a. mengajukan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan | Dalam fungsi legislasi DPD hanya

otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan

mengajuan rancangan undang-undang
kepada DPR (tidak “membahas” dalam
arti turut memutuskan).
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daerah kepada DPR;

b. ikut membahas rancangan | DPD dianggap hanya “ikut” dalam
undang-undang yang berkaitan | pembahasan (tidak “membahas” dalam
dengan hal sebagaimana dimaksud | arti turut memutuskan).
dalam huruf a;

e. dapat melakukan pengawasan atas | Frase “dapat” membuat DPD tidak
pelaksanaan undang-undang | mempunyai kekuasaan pengawasan yang
mengenai otonomi daerah, | efektif. DPD tidak menjadi salah satu
pembentukan,  pemekaran, dan | institusi yang mengawasi pelaksanaan
penggabungan daerah, hubungan | otonomi daerah dan kebijakan terkait
pusat dan daerah, pengelolaan | dengan daerah.
sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan
agama; ’

I
pemerintah yang ¢ u N W ﬂﬂﬁ u i—A .-’DPD sendiri. Seperti

ditegaskan dalam P;h ?ﬁﬂﬂ!ﬂiﬂf ) é’:ﬁ!@p’ rancan ‘4":‘":“‘ fg-undang dibahas oleh

Dewan Perwakilan Rakyat-dan! e A Lﬁya, DPR dan Presiden

bersama-sama membahas disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan DPD, dalam
Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan: “Dewan Perwakilan Daerah ikut
membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. .
Melihat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur DPD, lembaga ini tidak
memiliki wewenang membentuk undang-undang bersama-sama dengan DPR dan
Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit, karena DPD hanya untuk memberi

pertimbangan. Seolah-olah DPD hanya berposisi sebagai Dewan Pertimbangan DPR
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dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tidak terbantahkan, UUD 1945 secara
eksplisit telah memangkas penggunaan fungsi legislasi olen DPD. Pasal 20 ayat (1)
dan 20 A ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan membuat undang-
undang (legislasi) hanya dimiliki oleh DPR.

Begitu juga ketentuan yang sama dijabarkan lebih lanjut dalam undang-
undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20118 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD (UU No 2/2018). a enanya harus diakui perubahan UUD 1945

amat membatasi kewenangana ga.dalam UU No 2/2018. Baik dalam

dan 22D) merupakan lembaga perwakilan politik daerah propinsi yang dipilih melaui
suatu pemilihan secara langsung. Proporsi untuk keanggotaan DPD tiap propinsi
jumlahnya sama yaitu empat orang tiap propinsi yang sifatnya non partisan. Jumlah
seluruh anggota DPD adalah 128 anggota. Dilema DPD sebagai lembaga wakil
rakyat daerah yang dipil ih secara nasional, pamor politiknya makin tidak merakyat

dan tidak jelas basis legitimasinya. Tidak seperti para wakil rakyat yang mewakili
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suara partai politik, maka basis politis DPD serba tidak jelas. DPD tidak memiliki
basis massa politik yang jelas dan tidak ditunjang adanya relasi emosional- ideologis
dengan para pemilihnya sebagaimana dimiliki partai politik. Artinya, kehadiran DPD
sebagai bagian dari delegative democracy, bukan mewakili fragmentasi partisipasi
ideologi politik kepartaian di tingkat riil massa politik namun lebih mengarah
sebagai lembaga kuasi perwakilan politik daerah.

Dalam ranah konstitusional, posisi DPD tidak sebanding dengan besarnya

baru lebih berat dai._peme " Kewenangan DPR
sebagaimana dalz;" fIHST sede :bl'- oy kan posisi powerfull
DPR terlihat dari kew@rangail.yai !@;&LNFI’EL;;I{;ML@ hentuk, menetapkan dan

mengesahkan UU berI'Sama—pmnermta ;

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD, DPR memiliki fungsi

atft,”sesual dengan Pasal 248

legislasi, anggaran dan pengawasan secara langsung atas jalannya pemerintahan

namun dalam realitas politik, implementasi hak normatif DPD belum maksimal.
Posisi DPD terkesan marginal, mengingat pasal-pasal yang melegitimasikan

tugas dan kewenangan DPD hanya sebatas memberi usul, saran dan masukan kepada

DPR baik menyangkut fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Pasal 248 UU No
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17 Tahun 2014 menunjukkan posisi politis DPD yang lemah karena kewenangan
politiknya sebatas usul dan saran/pertimbangan yang tentunya ditujukan kepada
DPR. Sedangkan DPR dapat menerima atau tidak menerima usul atau masukan dari
DPD tersebut. Demikian pula pasal 248 dan 2249 adalah kumpulan pasal-pasal yang
memenjara DPD sebagai hanya lembaga perwakilan rakyat yang marginal, bukan
pemain kunci dalam setiap pembuatan keputusan politik bersama-sama DPR.
Dengan demikian, adanya sistem dua kamar dalam lembaga perwakilan poli tik kita,

DPR dan DPD (merupakan anggota MPR) merupakan realitas politik dalam sistem

sangat rumitd : p apat menja apabila ia benar-
benar tokoh'} VG ; aeraf 3 Zar ﬁartai sehingga

benarbenar dape 3 at kor 4G bernama partai. Akan

Dengan terba, u N IS s u LA
.ﬁ .Ll.u,k’ i@"b%&l@

'.
pert) _, maupun saran, sementara di sisi lain ada

gri DPD yang sekedar

memberi masukan,

porsi besar bagi DPR yang berhak memutuskan, sehingga DPD dapat dikatakan
sebagai dewan pertimbangan saja dalam lembaga perwakilan di Indonesia dan tidak
menunjukkan bahwa DPD adalah perwakilan bikameral yang berklasifikasi baik
strong atau soft. Dengan terbatasnya kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang DPD
dalam UUD 1945 setelah perubahan, sehingga tidak berlebihan jika ada sebagian
besar masyarakat menyebut DPD tidak lebih dari semacam “staf ahli DPR”

ungkapan ini mungkin muncul karena dalam pelaksanaannya sebagian besar
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kedudukan, fungsi, tugas dan wewenangnya, yang tidak dapat dihindari DPD harus
melakukannya “melalui” DPR.?%

Berdasarkan kondisi DPD di atas secara sederhana peran DPD meliputi tiga
hal yaitu kewenangan legislasi (mengajukan RUU, membahas RUU bersama DPR),
kewenangan pertimbangan (memberi pertimbangan terhadap suatu RUU,
pertimbangan pemilihan anggota BPK), dan kewenangan pengawasan (mengawasi
pelaksanaan UU dimaksud). Tetapi dalam pelaksanaannya kewenangan tersebut,

DPD hanya dijadikan sebagai subordinaﬂfungsi, peran dan kewenangan DPR
(DPD di bawah DPR).Z® .~ .

kewenanga rubahan Kedua UU
No 17 Tah aupun Pasal
249 menunjul rembahas RUU
tertentu yang b 0 terbatas dan tidak
sebanding dengal ';D dituntut untuk
berjuang demi ké ‘ ﬁnang yang terbatas
maka sangatlah kec| M‘M' Ehlelsmaa *’fDPD menyadari akan

tugas mullanya adal Ao mewWaKHIT—aa -—ll" aKan periang terus Sampal memperOIeh

hasil ditingkat pusat. Kehadiran Iembaga DPD harus diberikan apresiasi agar
kedepan lebih kuat kedudukannya dan diberikan kewenangan yang semestinya.
Lahirnya dua kamar sebenarnya memang masih dapat dilihat adanya aktor-aktor

politik yang belum ikhlas menerima kehadiran DPD. Akibatnya tidak ikhlas

289 Riri Nazriyah, 2007, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan,
FH UlI Press, Yogyakarta, him. 154-155

29 Sjradjuddin Zulkarnain, dkk, 2006, Membangun Konstituen Meeting, YAPPIKA, Jakarta, him.
64.
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memberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam bidang legislasi,
pengawasan maupun anggaran.

Parlemen dua kamar dalam satu parlemen dimaksudkan untuk
mengakomodasi semangat checks and balances dalam parlemen itu sendiri. Hal ini
berimplikasi pada pola hubungan kamar pertama dan kedua dalam menjalankan
fungsi-fungsinya.?! Di Indonesia masalahnya antara dua kamar itu wewenangnya
berbeda, wewenang parlemen diberikan secara penuh ada di DPR, DPD hanya

diposisikan sebagai asesoris untuk memberi pertimbangan kepada DPR dalam

memproduksi legislasi. Artiny an akhir pembuatan undang-undang

ada di DPR dan pemgri' ] J e ian persetujuan atas jabatan

lembaga yang maf VUjUC o am. sif jabungan antara DPR

dan DPD sebagai I"é t! @5 S S U '— A
ollelusindla

. . — . .
menganut sistem dua kamar (bikameral) tetapi apabila dicermati lebih teliti maka

i Amerika Serikat yang

nampak sekali perbedaannya, karena konggres di Amerika Serikat yang terdiri dari
Senat dan House of Representatives sebagai lembaga legislatif dan memiliki
kedudukan setara, sementara MPR yang terdiri DPD dan DPR bukanlah lembaga
yang sama-sama memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif dan kedudukannya

tidak setara sama sekali.

291 |bid, him. 66

206



Hal ini dikatakan juga oleh Jimly Asshiddigie tidak tepat kalau MPR
menganut sistem bikameral karena sistem bikameral biasanya adalah apabila kedua
kamar itu mempunyai kedudukan sebagai lembaga legislatif. DPR dan DPD
mencerminkan sistem bikameral yang tidak sempurna atau sistem bikameral
sederhana atau lunak (soft bicameralism). Bahkan menurut Jimly Asshiddigie
keberadaan MPR, DPR, DPD dikatakan bangunan unikameral yang tidak murni.?*?

Permasalahan lain muncul mengenai anggota DPD yang terdiri dari empat

orang mewakili tiap-tiap propinsi, tidak peduli apakah propinsi padat penduduk atau

sistem rekrutmen litiknya, hanya akan

menghasilkan elifé_ lf g | ﬂ E nengakar. ‘Masyarakat sendiri belum tentu
memahami programll‘._l : ﬁ"& ﬁﬁ*"""‘*”'ﬁ* in emosional politis dan

ideologis anggota DPD dengan massa'tl'dakT'e—r‘b‘eTﬂUlﬁ‘n‘e—n‘gingat anggota DPD tidak

dibangun dalam institusi partai yang memiliki jaringan, identitas politik, ideologi dan
pengakaran yang mendalam dalam masyarakat.

Masalah kepercayaan politik massa terhadap anggota DPD juga tidak jelas
sebagai konsekuensi ketiadaan basis riil politik anggota DPD. Ditambah

kecenderungan model budaya politik kita yang dominan pada aspek pola

292 Jimly Asshiddigie, Hubungan Kerja Antara DPD dengan Lembaga Negara lainnya, Makalah
yang disampaikan dalam Focus Discussion Group, tentang Kedudukan dan Peranan DPD dalam
Sistem Ketatanegaraan RI, Malang, 27 Maret 2003, him. 2.
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kepengikutan (patronase), maka kecenderungan yang muncul adalah anggota DPD
hanya dikenal di daerah tertentu saja. Hal ini menguntungkan calon anggota DPD
yang memiliki basis pengaruh tradisional seperti tokoh agama atau ulama. Peluang
untuk tampilnya intelektual sebagai anggota DPD pun sulit jika tidak diimbangi
dengan pendekatan-pendekatan kultur dan simbolisme agama. Dengan demikian,
sangat sulit membangun struktur legitimasi dan menumbuhkan kepercayaan politik
riill pemilih terhadap anggota DPD. Untuk mengembangkan legitimasi dan

kepercayaan politik yang meluas, diperlukan sistem rekruitmen calon-calon anggota

yang ditawarkan.
Pada kenyataannya-yaf - Al.adalah anggota Dewan Perwakilan
4 \\ 2 N
Daerah hanya i Al rese als2 -
., e
/r akilan Daerah

selama 5 tahut )art awan Perwaki 4 el ! memanfaatkan

-
Kan w MDP: l'llllt

kekuatan DPD daI:i ?‘:‘! N E 5‘5 111' E'H‘T;

ah pusat. Padahal,
i utama dibentuknya

DPD.

208



BAB V
KONTRUKSI IDEAL PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM PARLEMEN BICAMERAL

DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

A. Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi Legislasi DPD Melalui Optimalisasi Tugas
dan Wewenang Sebagai Lembaga Perwakilan

membentuk undang-undang. Fungsi ini

Fungsi legislasi adalah fungsi

“ H I S% u LA Xénya berwenang ikut
membahas RUU yand berkaitan- f : .;— ot n'fﬁh;rfm.@ﬁ@. bungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetjuan akhir.

sehingga, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU

menjadi undang-undang. Hal ini tentu sangat disayangkan karena DPD tidak

2% Jimly Asshiddigie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT
Bhuana lImu Populer, Jakarta, him. 161.
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diikutsertakan dalam memberikan persetujuan suatu RUU yang terkait dengan
kewenangannya.

Tugas dan wewenang DPD memang telah ditetapkan dalam konstitusi sebagai
pemberi pertimbangan terhadap DPR. Namun, sudah seharusnya, DPD juga harus
lebih cerdik dalam memanfaatkan keterbatasannya.?®* DPD sejak semula dibentuk
dengan tujuan untuk mengakomodasi suara daerah dan memberikan peran yang lebih
besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama yang

berkaitan langsung dengan daerah. Bagaimanapun juga masyarakat adalah pihak

yang akan merasakan langsung * atu produk legislasi. Maka dari itu,

Kedudukanll"-ﬁl \ U “ I ﬁ #:i u i— h /’h struktur parlemen

Sligat - fundatriciial | apalagi ind
pemerintahan daerah “ya ala OtonNoI ettias-luasnya dalam  bingkai
negara kesatuan. Negara kesatuan dapat bertahan jika kepentingan daerah yang
plural juga dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat melalui kebijakan legislasi
(peraturan perundang-undangan). Selain mewakili secara kelembagaan pemerintahan
daerah dalam memperkuat negara kesatuan, DPD juga berfungsi sebagai wakil

rakyat yang kepentingannya (aspirasi) tidak diakomodasi oleh anggota DPR akibat

2% Yulia Neta, 2011, Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia,
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, ISSN 2477-6238, Bandar Lampung, him. 100.
2% |bid, hlm. 100.
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adanya tarik-menarik kepentingan rakyat dan kepentingan partai politik yang
mengusungnya. DPD dibentuk terkait sifat degree of representativeness dari lembaga
perwakilan betul-betul itu bisa dijamin sehingga menjamin keseluruhan kelompok-
kelompok yang ada di dalam masyarakat.

DPD secara konstitusional mempunyai kewenangan-kewenangan baik sebagai
bentuk jelmaan fungsi legislasi yang lemah dan terbatas maupun fungsi pengawasan
yang terbatas. Pengaturan yang demikian ini, sebagaimana telah penulis uraikan

sebelumnya sesungguhnya di satu sisi akan bertentangan dengan status dan kondisi

yang dikehendaki dari pemb_@ ik s e_but. Serta teoritis tidak menjadi

permasalahan apa ' ¢ nya sistem bikameral
lemah (work bicafig 5 "h ut. Namun demikian

penentuan 'si '-1 lasarkan pada
g

pembatasan e |Ian yang ada

termasuk dalar 2 5 sehlngga dengan

pembatasan yang . ‘gﬁ -

> a pengaturan fungsi
dari lembaga per\)'wl {Uasi dan kondisi yang

seharusnya dikehendaki- engan kata lain, fungsi

\
i

legislasi dan fungsi J., r-mﬂv--—vr-w SERarUSHya-ele i:\t pada setiap lembaga

perwakilan termasuk dalam hal ini DPD dapat dimilikinya secara optimal. Sementara
ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945,
sebagaimana telah penulis kemukakan terlebih sebelumnya, dapat didefinisikan
bahwa fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD tersebut dapat dikategorikan sebagai
fungsi legislasi lemah, karena tidak diberikannya kewenangan kepada DPD untuk
ikut memutuskan rancangan undang-undang mana dan bagaimana yang dapat

diterima untuk dijadikan sebagai undang-undang.
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Kemudian hal yang penting mengenai keberadaan DPD adalah fungsi DPD
sebagai penyeimbang dalam parlemen. Ketakutan yang timbul dalam unicameral
adalah adanya monopoli kekuasaan lembaga legislatif dalam proses legislasi.
Merujuk pendapat Allen R. Ball dan B. Guy Peters,?*® kebanyakan parlemen modern
menerapkan sistem dua kamar. Dengan adanya kamar kedua, monopoli proses
legislasi dalam satu kamar dapat dihindari sehingga mampu mencegah kolusi

legislatif dan eksekutif. Kehadiran DPD sebagai lembaga legislatif bukanlah proses

politik hukum yang mudah. Me paradigma utusan daerah tanpa melalui

pemilihan umum kemudiana_" }..Dewan Perwakilan Daerah yang
anggotanya dipilih m f i. jawaban sehingga DPD
memiliki keEjfg ; h::pembentukan DPD
adalah untu eral. Dengan
begitu maka.a a5aan tanpa batas.
Kecenderungaﬁ i’:ldi kesewenang-

Lembaga D uwu&r‘sﬂi A ,fl sangat dibutuhkan
dalam struktur pa-ll" Tnﬂ-!amyliﬁbww;h [) dengan kewenangan

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan anggaran dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama apalagi jika

2% pytusan MK No. 92/PUU-X/2012, him. 203. Dikuatkan pula dengan pendapat Saldi Isra,
bahwa salah satu alasannya, putusan bersejarah itu beranjak dari kerangka teori yang sangat kokoh
dan kepentingan nasional yang lebih luas. Secara teoretis, Lord Bryce berpendapat, second chamber
memiliki empat fungsi utama, yaitu revision of legislation, initiation of noncontroversial bills,
delaying legislation of fundamental constitutional importance so as ‘to enable the opinion of the
nation to be adequately expressed upon it’, dan public debate (dalam Purnomowati, 2005). Tujuan
pandangan ini, dengan adanya second chamber, monopoli proses legislasi oleh satu kamar dapat
dihindari, Putusan MK Nomor 79/PUU-XI11/2014, hIm. 69.
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DPD dihilangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. bahkan menurut Siti
Zuhro,?” pembangkangan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah nasional tidak
perlu terjadi bila Indonesia mampu memaksimalkan institusi demokrasi seperti DPD,
baik dalam posisinya sebagai bridging maupun dalam sebagai perwakilan daerah.
Masalahnya pola hubungan antara pemerintah nasional dan Pemerintah Daerah
sejauh ini belum terformat. Adalah jelas bahwa negara kesatuan dan prinsip otonomi
daerah tak perlu dibenturkan. Jadi dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan DPD

sangatlah diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang begitu kompleks.

Sejauh ini, peran DPD d Komodasi aspirasi belum maksimal. Ini
bukan saja karena ralf rti DPD maupun Kkarena
kewenangannya hal.ini juga dikarenakan
kurang proal akyat. Selain
harus terus AVa yang sangat

=
membatasi ke “FT#" epada rakyat dan

um#'sﬂ:.n

t']fnjukkan bahwa DPD
merupakan lembaga yang ta KChISadirene el h P/esar kemungkinan DPR

akan membantu mengamandemen Pasal 22D UUD. Sehingga, DPD di sini mendapat
keuntungan karena undang-undang telah mengizinkanya untuk memainkan peranan
di lapangan yang lebih luas.

Menurut Pasal 22D UUD 1945 hasil amandemen ketiga, fungsi dan
kedudukan DPD di antaranya mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah dan masalah yang berkaitan

27 |bid, him. 82.
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dengan sumber alam daerah. Selanjutnya juga dinormakan bahwa DPD memiliki
peran untuk mem bahas bersama-sama DPR rancangan undang-undang. Peluang-
peluang konstitusional tersebut merupakan peran strategis yang dapat dilakukan
DPD dalam proses politik nasional sebagai wujud intermediate power yang
mengemban amanat suara pemilih. Namun dalam implementasinya, muncul
sejumlah kekecewaan dari kalangan anggota DPD mengingat peran konstitusional
yang strategis di atas belum dapat diwujudkan sebagai bentuk kekuatan politik nyata

DPD.

Anggota DPD menilai kedugd "’/\\ politik riil di bawah DPR. DPR

-
-

merasa lebih dominarla_" S andir gan _posisi DPD. Dalam proses
politik riil, sepﬁg i D . 35 i DPF : nerai:DPD kurang maksimal
atau acapk ; 3 mbaiiasar DPR. Terdapat
situasi politi J.aJk DPD untuk
melakukan pe ) __r’;n konstitusional

dan 249, fungsi dan ‘fugas-DPD-nampalc-iebih-sebagai-lembaga konsultatif yang
hanya memberikan sekedar pertimbangan dan pengusulan kepada DPR. Posisi
demikian hanya memberi suatu legitimasi bahwa peran politik DPD memang tidak
sejajar dengan DPR. Perdebatan politik lantas berlanjut menuju perdebatan
konstitusional bahwa terdapat kesalahan substansi dalam amandemen undang-
undang dasar sehingga mendesak diadakan amandemen UUD 1945 kelima guna
mengembalikan naskah UUD 1945 ke naskah sebelum diadakan amandemen

pertama sampai ke empat. Termasuk di dalam konteks perdebatan tersebut adalah
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keinginan sejumlah anggota DPD untuk mengajukan usul amandemen Pasal 22C
UUD 1945 hasil amandemen keempat ya ng menyangkut fungsi dan kedudukan
DPD yang dianggap telah mengeliminasi peran strategis DPD sebagai mitra politik
sejajar dengan DPR. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD dan DPRD juga diusulkan untuk diadakan amandemen karena UU
tersebut dinilai juga membelenggu hak-hak politik DPD.

Menilik pada sejarahnya DPD dibentuk, salah satu tujuannya untuk lebih

u H I gl's U '— A engajukan  rancangan

undangundang (RU1" ) ?1:""“!311}’ '-iﬁ’b‘ﬂﬂ:'fﬂ’wjﬁm-l@. ah, hubungan kekuasaan
pusat dan daerah, penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22D Ayat (1) UUD
1945) kepada DPR Namun demikian, kata “dapat” dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD
1945 menjadikan DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif untuk

menjadi salah satu institusi yang mengajukan RUU. Hal itu terjadi karena Pasal 5

2% Robert Endi Jaweng, 2005, Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran Awal, Institute For Local
Development (ILD), Jakarta, him. 155.

215



Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 21 UUD 1945 menyebutkan Presiden dan anggota
DPR “berhak” mengajukan RUU.

DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan
pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan

undang-undang yang berkaitan deng ~pajak, pendidikan dan agama (Pasal 22D

daerah, pengele % V3 ’ ‘( ' ya-.ekonomi lainnya,
\

0 n agama serta

k!
Presiden dan DPR yar nvll‘!hy lﬁt‘ﬁ{_jl@u !‘{IE$‘£ 1 ersama” dalam fungsi
\ 1—-—/\_’(

legislasi. 2° Makna PD “selalu—terkait—dengan keberadaan DPR,
sebagaimana terlihat dalam hubungan kerja kedua lembaga negara tersebut di mana
semua tugas dan wewenang DPD tidak selesai dalam dirinya, tetapi selalu
menyambung dengan tugas dan wewenang DPR. Dalam hal legislasi, pengawasan

dan pertimbangan, muara akhir dari segala tugas dan wewenang yang diproses dalam

299 galdi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer
Dalam Sistem Presidensial Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 257.
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DPD ada di DPR. Selain keterkaitan organiknya sebagai sesama unsur pembentuk

MPR, kaitan erat keduanya terlihat dalam hubungan kerja semacam itu.3%

Pembentukan undang-undang merupakan kewenangan dari DPR yang dalam
ketentuan Pasal 20 UUD 1945 disebutkan:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

(2) gzgizggr.ancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sistem ketatanegaraan yang diciptakan MPR dari hasil amandemen adalah

dan DPR. Tidak h (U DRD!pl- tisakimempunyai pfnang untuk menunda
\ - » ol o /
pengesahan RUU yarig Mléﬂe‘ﬂ{l«yﬁslﬂ

\ P .
kesempatan DPD untuk terlibat lebih intensif dalam pembahasan RUU, yaitu dengan

Presiden. Satu-satunya

adanya frasa “ikut membahas” yang terdapat dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945.
Dibandingkan dengan wewenang DPR dan Presiden, frasa “ikut membahas”
menunjukan bahwa DPD merupakan pelengkap dalam fungsi legislasi. Dengan frasa

“ikut membahas tersebut, peran DPD dalam fungsi legislasi untuk RUU tertentu

300 Robert Endi Jaweng, Op.Cit., hal. 143
301 Denny Indrayana, 2008, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan,
Buku Kompas, Jakarta, him. 317.
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lebih tepat disebut sebagai ko-pembahas karena pembahas utama tetap dilakukan
oleh DPR dan Presiden.>*

Keterlibatan DPD hanya terjadi pada proses awal. Pada tahap itu, fungsi
legislasi berlangsung dalam proses yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan DPD.
Namun Kketika proses memasuki pembahasan lebih lanjut dan pengambilan
persetujuan bersama, DPD tidak lagi terlibat karena proses legislasi kembali ke DPR
dan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945. Dengan

demikian DPD yang diharapkan akan. mampu untuk memberikan kontribusi

mengatur tentang"‘- ‘ ang DPD._BPada Kewenangs sangat terasa unsur
WHIS’LU&‘.& /

i ¥

diskriminatifnya apala Wﬁ”m&”&"hﬁb%}m{* /Ak berpartisipasi secara

i

luas dan kompetitif.30l3
Fungsi legislasi berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan

yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan

membatasi.3** Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD

302 Saldi Isra, Op.Cit., him. 259.

303 Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 25.

304 Fatmawati, 2010, Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi
Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, him.
33.
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tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses
pengambilan keputusan sama sekali. Terkait dengan itu, ada beberapa alasan yang
dapat dikemukakan. Pertama, DPD pada dasarnya tidak memegang kekuasaan
membentuk undang-undang. Kedua, DPD hanya berwenang merancang
undangundang tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Ketiga, DPD
tidak mandiri dalam membentuk undang-undang, karena adanya frasa “ikut
membahas rancangan undang-undang”, menunjukkan bahwa DPR-lah yang memiliki
kekuasaan membentuk undang-undnwhal, persyaratan dukungan untuk

A

anggota DPR, a a ‘ » PD itu sama sekali tidak

diimbangi squr ¢ tas kew/ens /&S 2i-wakil rakyat daerah
y v,
(regional ref: as

f)'osisi lembaga

f
i

al lunak. Fungsi

DPD yang seharus ap kamaa hagi

daripada aksesorli"'-H 3 u N ﬂ g".ﬁ u L A asih kental dengan

'|I - " ¥
unikameral. Terbuk *‘ﬂfl!ﬁﬁyléiﬂlflhiaﬁm;ari@- at terbatas. Kewenangan

DPR, tidak lebih

nefiyebabkan DPD hanya sebagali
formalitas konstitusional belaka disebabkan oleh kompromi yang melatarbelakangi
pelaksanaan amandemen.3%®

Jika DPR mempunyai kewenangan legislasi undang-undang, DPD hanya
diberi kesempatan untuk dapat mengusulkan atau membahas beberapa jenis

rancangan undang-undang tanpa ikut proses pengambilan keputusan. Kedudukannya

305 Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 70.
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hanya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPD di bidang legislasi,
sehingga DPD hanyalah sebagai co-legislator di samping DPR. Sifat tugasnya di
bidang legislasi hanya menunjang (auxiliary agency) tugas konstitusional DPR.
Dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat dikatakan mempunyai
fungsi legislasi.>%

Kondisi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat.Daerah yang di dalamnya terdapat ketentuan

T

¥
-. UNISSULA

L1 ™ [

Terkait keterlil ﬁﬁunr.&’ 1@?’@'&5&*3&;’“!&» ng secara konstitusional

i

i

ternyata penerapannya ke dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dikurangi
olen pembuat undang-undang, dimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009, pembahasan suatu RUU yang disebut sebagai pembicaraan tingkat | telah
dibagi atas tiga kegiatan, yakni pengantar musyawarah, pengajuan dan pembahasan

daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pendapat mini. Dalam hal ini, DPD hanya

306 Saldi Isra, Loc.cit.
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diberi kewenangan untuk mengajukan pada tahap pengantar musyawarah dan
pendapat mini, namun tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan dan
membahas DIM untuk RUU tertentu yang menjadi kewenangan DPD.

Keadaan demikian tentu menimbulkan ketidakadilan bagi DPD, dimana DPD
sebagai representasi rakyat yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum seperti anggota DPR, sehingga sama-sama mempunyai
legitimasi yang kuat dari rakyat. ketimpangan antara DPD dengan DPR tidak hanya

terdapat dalam Undang-Undang No. 27. Tahun 2009, beberapa ketentuan dalam

Undangan (Selan Jnd 3 lg:.. 12 Tahun 2011) juga

membatasi k@ (engr  dalar ahjala slasi. Berpijak pada

Putusan M;' u H i $I'$ u emberikan kepastian
hukum terhadap pené #’Lhﬂﬁ /_;ji‘-'-LﬂuLgﬁa_;I_,i, 945 Pasca Amandemen,
khususnya pada frasa““‘dapa enga - membahas” yang dapat

dilihat pada bagian pertimbangan Putusan. Mengenai kewenangan DPD mengajukan

RUU merupakan kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam
Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945
tersebut merupakan pilihan subyektif DPD ‘“untuk mengajukan” atau “tidak
mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
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sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kata “dapat” juga bisa dimaknai sebagai
sebuah hak dan/atau kewenangan sehingga sama dengan hak dan/atau kewenangan
konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, DPD
memiliki posisi dan kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden dalam hal
mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekenomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

mengenai tugas, susunamdan-kegudukan-dari-tembaga-MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-undang ini dibentuk untuk memperbaiki ketentuan yang mengatur mengenai
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebelumnya (Undang-Undang No. 27 Tahun 2009).
Namun demikian, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tetap saja memuat ketentuan
pasal-pasal yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD. Permasalahan
mengenai ketimpangan pengaturan kelembagaan DPR dan DPD, khususnya
mengenai fungsi legislasi masih terlihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014. Upaya untuk melawan ketimpangan tersebut telah dilakukan dengan
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diajukannya permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2009
dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan
Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan permohonan pengujian formil dan materiil
terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 berdasarkan Perkara Nomor 79/PUU-
X11/2014.

Dengan diberikan kekuasaan seperti yang terdapat dalam konstitusi Indonesia
saat ini, DPD sebagai lembaga yang mewakili rakyat daerah dalam menyuarakan

aspirasi kepentingannya belum memenuhi tujuan dibentuknya lembaga ini. DPD

memiliki fungsi yang saling sistem saling mengawasi dan saling

keuangan pusat da{H (
Selain itu, DPD imemibertkan. pe Li' angan kapada DPR atas RUU APBN

’ > L'»ll : 5 2 ’

i

RUU vyang berkaita agama. Dalam bidang
pengawasan, DPD mengawasi pelaksanaan berbagai Undang-Undang yang ikut
dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD. Namun, kewenangan pengawasan
menjadi sangat terbatas karena hasil pengawasan itu hanya untuk disampaikan
kepada DPR guna bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti. Padahal, anggota DPD

seharusnya memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan DPR ketika

bersidang baik dalam perubahan UUD, pemberhentian presiden maupun wakil
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presiden, pada saat DPD berada di dalam kedudukannya di lembaga MPR. Selain itu,
penentuan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah tidak boleh melebihi dari
jumlah seluruh anggota DPR.

Optimalisasi peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga menyangkut
akses publik terhadap hasil kerja dari Dewan Perwakilan Daerah. Selama ini, orang
tidak mengukur capaian kerja Dewan Perwakilan Daerah, seperti misal berapa
rancangan undang-undang yang sudah dihasilkan Dewan Perwakilan Daerah.

Kesulitan pertanggung jawaban selama.ipi ialah karena perubahan judul rancangan

pada penge asilitasi aspek-
aspek pelaks pu membawa
perbaikkan ko 7 anggaran, DAU
daerah, pemekar : alisa an daerah. Namun
dengan realitas polll w H H 5?."'.‘ “ a_ “ artai dan tidak memiliki

yang mewakili daerah
i
i

ikatan/basis konstitue 'v:“"uif.y !@1'?{;3!,’@1@5@@@ R
pemilihannya, anggota DPD =

embentuk kepercayaan
politik dengan daerah yang menjadi wilayah yang diwakilinya. DPRD dan kalangan
politisi partai belum tentu mau menerima ide-ide anggota DPD yang mewakili
daerah tertentu. Dalam realitas politiknya, yang bermain adalah kepentingan partai
atau elite yang memiliki jalinan dengan partai politik. Investasi politik jangka
panjang akan lebih menjanjikan jika seseorang berkawan baik dengan partai dari

pada dengan anggota DPD yang basis politiknya tidak mengakar.
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B. Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi Legislasi DPD Melalui Interpretasi Yudisial
Interpretasi yudisial atau Penafsiran yudisial menurut Wheare 3" dapat
dipahami suatu penafsiran yang dapat mengubah jalannya pelaksaan bunyi konstitusi
dan menjelaskan suatu pengertian mengenai makna dari konten konstitusi. Suatu
pelaksanaan kontekstual konstitusi yang berbeda dari penampakan tekstual dalam
konstitusi. DPD RI dalam melakukan penguatan, salah satunya menempuh jalur
interpretasi yudisial, interpretasi yudisial (Judicial Interpretation) atas konstitusi

untuk kasus Indonesia dilakukan atas das

@enangan Mahkamah Konstitusi (MK)

kewenanga 5 : ‘ﬁ an.-pasal yang terkait

\ ada pandangan

UNISSULA

unsur penguatan ke',l anga s A& "
\fﬂi’u'd-y |&sRlo bl
Langkah interpretasi yudisial” di. MK vang pernah ditempuh DPD telah

\ 2

ditempuh dua kali, keduanya sudah dilakukan putusan oleh hakim MK secara
kolektif kolegial, kedua putusan tersebut memiliki nomor pengujian undang-undang
sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012

Pertama 92/PUU-X/2012 dengan tanggal permohonan 14 September 2012

dan yang kedua ialah 79/PUU-X11/2014 dengan tanggal permohonan 15 Agustus

307 K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, Pustaka Eureka, Surabaya, 2005, him. 50.
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2014. Adapun undang-undang yang dimohon oleh DPD untuk dilakukan
interpretasi yudisial ialah pada putusan pertama: UU No. 27 Tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD (MD3) dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang P3 dan
pada putusan kedua: UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, tuntutan DPD pada
putusan MK yang pertama merefleksikan adanya inisiatif DPD untuk melakukan
penguatan kewenangan hal ini dapat dilihat dari isi Lampiran putusan MK no.
92/PUU-X/2012 pada hal No. 13 bahwa DPD memohon adanya kesetaraan DPD

dengan DPR dalam menyikapi RUU yang menjadi domain DPD sesuai pasal 22

t

enyetujui RUU
,ﬁ. kabulkan oleh

>
[T/
/.W g fdalam melakukan
penguatan kewena 3 J 012 initerletak pada fungsi

f
Ij/ang telah dijelaskan

l". “! 5?9 !:'A [DPR dilengkapi dengan
fetllel) i g lebmdle [

permohonan untukidinatkkan derajai a dalam mekanisme legislasi

di atas bahwa Ij [

dari yang tadinya olehn UU MD3 dan UU P3 diperlakukan setara dengan fraksi-
fraksi dan anggota DPR menjadi sebagaimana layaknya suatu lembaga negara
diperlukan. Adapun fungsi penganggaran DPD juga melakukan penguatan
terindikasi dari adanya pasal 107 ayat 1 huruf ¢ UU No. 27/2009 yang
berhubungan dengan mekanisme pemberian pertimbangan oleh DPD terhadap
RUU APBN menjadi salah satu pasal yang diajukan oleh DPD untuk

diinterpretasikan oleh MK seperti apa konstitusionalitasnya meskipun hasilnya
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upaya ini tidak dikabulkan oleh MK. Pasca putusan 92/PUU-X/2012 telah
muncul UU baru tentang MD3 yakni, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD. Namun Undang-Undang ini dianggap tidak
mengindahkan beberapa hasil dari putusan MK 92/PUU-X/2012. Hal ini memicu
DPD untuk kembali melangsungkan interpretasi yudisial kepada MK melalui

Putusan MK No. 79/PUU-X/2014, melalui putusan ini DPD hanya

mengembalikan proporsi kewenangannya yang hadir pada pasca putusan

-" 3| ‘* r‘.ﬁ ﬂb-‘
salah satu kamfli' U “ i “s SULA
\ \ml ﬁ?ﬁillzi te

Landasan konstitusional va ,.e atu cara’ khusus peran legislasi

Dewan Perwakilan Daerah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
amandemen. Interpretasi terhadap Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 sangat beragam.

Peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah bila dikomparasikan dengan

peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, baik sebelum dan sesudah Putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012, tentu belum optimal dalam
membangun checks and balances di lembaga legislatif sekaligus menimbulkan
persoalan baru. Pertama, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU/2012 dikeluarkan, tidak ada aturan pelaksana atau undang-undang baru
pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya, Dewan Perwakilan Daerah tetap
bergerak dalam keterbatasan karena peran legislasinya belum dituangkan secara

rinci dalam undang-undang yang baru. Kedua, checks and balances dengan

-
25 S
ke

/o es pembahasan
‘:_konstitusi Nomor
ah Konstitusi Nomor

Wan Perwakilan Daerah

dalam bidang legislasi. Dewan Perwakilan Daerah terlibat dalam rancangan
hingga pembahasan tingkat akhir atas rancangan undang-undang. Optimalisasi
peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah masih mendapat tantangan yakni
kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mengeksekusi atau
untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah harusnya juga mengatur mekanisme pertanggung jawaban kerja
dalam bidang legislasi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada
daerah. Harus ada kaidah normatif yang bersifat memaksa lembagalembaga
negara (Dewan Perwakilan Daerah) untuk mempertanggung jawabkan hasil
kerjanya kepada masyarakat.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 92/PUU-X/2012 telah

membatalkan sejumlah pasal dalam._Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

gan yang dianggap mendistorsi

Agan peran komisi atau fraksi di
N

[Konstitusi  membawa

Perundang-Undangan lebih detail mengatur tahapan dalam proses legislasi, dan
merupakan sumber dari Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menetapkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...” Pascaputusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, mekanisme legislasi yang tetap mereduksi
Dewan Perwakilan Daerah, selain melawan putusan Mahkamah Konstitusi juga
(dan lebih dari itu) menentang ketetapan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Mekanisme legislasi yang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara substansi
bermakna menentang cita hukum, yang tidak lain merupakan konkretisasi dari
kehendak seluruh masyarakat.

Pasca putusan Mahkamah _Konstitusi harusnya langsung ditanggapi

\ uNIsSsuLA
| M‘M'@“EML@/

012 mengakibatkan revisi

JU/Z

terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
masuk daftar prioritas kerja Dewan Perwakilan Rakyat tanpa harus menunggu
jadwal Prolegnas. Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa
dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat Putusan
Mahkamah Konstitusi (salah satunya). Artinya, dengan tanpa menunggu

Prolegnas, putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya ditambahkan dalam
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bilangan rancangan undang-undang Prolegnas sebelumnya, dan menjadi daftar
prioritas.

Selain itu, Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU/2012, mendorong terbitnya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kan RUU dan “ikut

/.‘ g berkaitan dengan

/a dan pemekaran serta

P.!ﬂ .

JUNISSULA

penggabungan dahl' ah, pengelolas ....rmm an sumber daya ekonomi

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kata “dapat” juga bisa dimaknai sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan
sehingga sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, DPD memiliki posisi dan
kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
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daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012,
dinyatakan bahwa permohonan pemohon (DPD) dikabulkan untuk sebagian.
Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
mengharuskan ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 harus

diharmonisasikan agar tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945. Untuk

melaksanakan isi Putusan Mahkam_ah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, maka

masih terlihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Ketimpangan pengaturan kelembagaan DPR dan DPD terkait fungsi
legislasi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 salah satunya dapat dilihat
pada Pasal 71 huruf ¢ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang telah membatasi
kewenangan DPD dalam mengajukan RUU, dimana ditentukan bahwa “DPR
berwenang membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden

atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
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pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPR
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” Jika dicermati,
ketentuan Pasal 71 huruf c ini telah mengabaikan wewenang konstitusional DPD
berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 untuk mengajukan RUU. Ketentuan tersebut
hanya mengatur RUU dari DPR dan Presiden saja. Di huruf-huruf lainnya dalam

Pasal 71 juga tidak diatur dalam hal RUU yang diajukan oleh DPD.

harapan sekaligu e ,. san tatkala Dewan Perwakilan

Daerah diberi: ’
.

luasnya. Rakyat'jug ) erah yang benar-

UNIS
_‘;ﬂ.-y!.."u[ .?-‘-‘Lq.:.h 2l 'ﬁ" lju amandemen kelima

benar mengak

Putusan Mahkal

A

i
terhadap "lr—\nluulllu—l AT=AC menvango kUt DeWan Pel'W&k”an

Daerah.

Menjadi tantangan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUUX/2012 yang bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan
hukum sejak palu hakim diketuk, harus direspon secara cepat dengan perubahan
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menjadi
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tantangan pula tatkala Dewan Perwakilan Rakyat selaku subyek yang selama ini
memonopoli proses legislasi harus rela membagi “kue” wewenang bagi
saudaranya Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 meneguhkan lima
hal, antara lain:3%®

1. Peran Dewan Perwakilan Daerah terlibat dalam pembuatan program legislasi

nasional (Prolegnas);

i, 4
JNISSULA
4. ' nﬁu.ﬁ;:!,.f !éﬂéﬂﬂ@l,q:m&ga 2D ayat (2) bersifat tiga

Rakyat, Peran Dewan

Perwakilan Daerah, dan Presiden; dan

5. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

308 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI, 2013, him. 6.
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan tafsir
Mahkamah Konstitusi atas kewenangan Peran Dewan Perwakilan Daerah
dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, baik yang diminta maupun tidak.
Penegasan terhadap kelima hal di atas merupakan titik kulminasi yang
dinantikan masyarakat (terutama Dewan Perwakilan Daerah), setelah sekian lama
Dewan Perwakilan Daerah terdistorsi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2009 tentang Majelis Permusyaw. atan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah da i W3 _iIan Rakyat Daerah dan Undang-

“ﬂ W, DPD sebagaimana
JRISS U LA
Pf*ﬁ.‘.l}dj"f { \/2 gl,p‘mp

sama dengan usulan RUU
anggota DPR sehingga tidak diperlukan lagi pengharmonisasian, pembulatan
dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi DPR. Apabila DPD
mengajukan RUU, maka DPD secara memberikan penjelasan, sedangan
Presiden dan DPR memberikan tanggapan.

3. DPD berwenang untuk ikut serta dalam penentuan prolegnas, yang selama ini

hanya dimiliki oleh DPR dan Presiden.
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4. Menguatkan bunyi Pasal 22 huruf D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa
DPD hanya berwenang untuk ikut serta membahas RUU yang sesuai dengan
kewenangannya dengan Presiden dan DPR hanya pada pembahasan Tingkat |
atau dapat juga pada pembahasan Tingkat Il dalam bentuk penyampaian
laporan mini sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

5. DPD berwenang untuk menyampaikan DIM apabila RUU dari Presiden dan
DPR sesuai dengan kewenangannya.

6. Memperkuat bahwa DPD .... berwenang untuk ikut serta dalam

untuk memberike stujdan, | Kare tjyan menjadi hak DPR dan

,: AV ) UUD NRI Tahun

¥

JNISSULA
?x#ilaez.;';“@#ﬂl‘gwmka membawa angin segar
bagi penguatan fungsttegisiastD ng-setama-tii-terkesan dibayangi-bayangi
oleh fungsi legislasi DPR. Walaupun putusan tersebut belum ideal untuk
mewujudkan sistem bikameral kuat dalam rangka double check/checks and
balances di dalam lembaga perwakilan, tapi setidak-tidaknya telah meluruskan

tafsir yang sebenarnya terhadap ketentuan Pasal 22D UUD Tahun 1945.
Melalui Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 menegaskan pengembalian

kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD dalam 5 (lima) hal, yaitu (1) dalam
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mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah,
DPD setara dengan DPR dan Presiden; (2) Hak/kewenangan DPD sama dengan
DPR dan Presiden dalam membahas RUU; (3) DPD ikut membahas RUU tetapi
tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU menjadi UU; (4) DPD ikut
menyusun Program Legislasi Nasional; dan (5) DPD memberikan pertimbangan
tanpa ikut serta dalam pembahasan RUU. Dalam hal ini, DPR dan Presiden wajib
untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN. Oleh karena itu, revisi UU

MD3 dan UU P3 sangat diperlukan, untuk menentukan arah politik hukum

=

legislasi pasca putusan MK M o
o

Dalam ajukan Ranea ¢ idang (RUU) yang berkaitan

Rancangan Uﬁ “ Hig‘ﬁ “i— ﬂ n daerah. Di bidang
legislasi, DPD mg Tr'::eﬁ!ﬂ!.-uf F@?’ga?&ﬂl..-@mﬂ!ﬁ; bidang-bidang tertentu,
sebagai ko-pembana Ju g dan—sebagat—pemberi pertimbangan atas

perancangan dan pembahasan RUU di bidang tertentu.3%®

Hak/kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas
RUU. Dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 ditegaskan:

“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan

309 Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi, Op.cit, him. 75.
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pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan

dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan, dan agama”.

Oleh karena itu, DPD berfungsi sebagai ko-pembahas yang dalam hal ini
tentulah dimaksud ikut membahas RUU dalam sidang DPR di mana RUU yang
bersangkutan dibahas DPR dan Presiden. Dengan demikian, DPD ikut membahas

suatu RUU dalam sidang DPR. Pasca putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 Hak/

kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU berarti

DPD tidak lagi sebagai ko-pem_
Jika dilihat M (dua) aspek kelemahan wewenang
Dewan Perwaki /-%\5 : i i
wilayah. ’ : f: k , ngat terbatas.
+*

2T L
1g-u da g1 ar mengusulkan dan

..u " l .\5 s u "" ‘n‘ / lJadi, pada hakikatnya
Dewan Perwakilar o gislasi.?!?
\ =/

Dengan keluarnya putusan M:ahlzamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012,
maka fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah kembali sesuai dengan yang
diatur dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. Di mana, Dewan Perwakilan
Rakyat ikut serta dalam semua tahapan proses pembentukan undang-undang,
baik dalam pembicaraan tingkat | maupun pembicaraan tingkat II, dan tidak ikut

serta dalam proses persetujuan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-

310 Hanta Yuda AR, 2010, Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema ke Kompromi, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, him. 291.
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undang. Akan tetapi, untuk lebih meningkatkan fungsi legislasi Dewan
Perwakilan Daerah, seyogianya proses persetujuan rancangan undang-undang
melibatkan juga Dewan Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
serta Presiden (Tripartit). Atau untuk mencapai tujuan dari pembentukan Dewan
Perwakilan Daerah sebagai lembaga penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah harusnya diikutsertakan dalam semua proses

pembentukan undang-undang secara umum, bukan hanya undang-undang yang

Uﬂisﬁulh JU No. 17 Tahun 2014

tentang MD3 d?‘ '}4&”%*{ i%:b“r Fsubstansi yang akan diatur dalam
i
RUU ini adala mengenar—sustnan,—Keguaukan erumahtanggaan, serta

pelaksaanaan kewenangan lembaga MPR, DPR, DPD dan DPRD serta
pelaksanaan fungsi dan tugas DPD sesuai dengan UUD 1945. Secara umum
jangkauan materi muatan UU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang
MD3 adalah merumuskan norma-norma hukum Putusan MK No. 92/ PUU-
X/2012 ke dalam UU Perubahan yang belum diakomodasi oleh UU No. 17

Tahun 2014 tentang MD3.
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Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR,
DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan
daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara (Pasal 247). Fungsi DPD
adalah sebagai berikut (Pasal 248):

a. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

b. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah bungan pusat dan daerah, pembentukan,

pemekaran dan pengga n-daerah, pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya ek iya; serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah;

Pemberian-pertimbanga 3 dtas. rancangan undang-undang

Tentang Sus V (™3 PR, RD diatur dalam Pasal

UHIISSI.II.A
ajukan  ranc !l %mh ;;Iang berkaitan dengan
daerah, pembentukan dan

pemekaran sertapenggabungan daerah pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan
undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
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d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai  otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai  otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

ainnya, serta yang berkaitan
dan.daerah.

“ H “ g‘g u i- ﬂ ) I-'f:dan (6) menyusun

Sl ?’f’f”-ﬂy !@ﬂjﬁﬂ'@‘m@bﬁ; JIf;omi daerah, hubungan
pusat dan dae;' pembentuka permekarart-serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adanya Putusan MK No. 92/ PUU-X/2012 walaupun belum memenuhi
apa yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi politiknya dalam
menyuarakan kepentingan daerah walaupun perannya dalam parlemen tidak

sesuai dengan yang diinginkan oleh daerah karena terlalu kecil peran yang

241



diberikan oleh konstitusi, namun besar harapan masyarakat agar suara daerah
tersebut akan disikapi dengan bijaksana oleh para pengambil keputusan dalam
parlemen sebagai lembaga legislatif dan juga dari pihak eksekutif. Dan juga
dalam konstitusi yang akan datang DPD diberikan peran yang lebih maksimal
lagi, terutama dalam proses legislasi diberikan peran yang sama, yaitu
mempunyai hak untuk mengusulkan dan juga untuk memveto atau menolak
suatu undang-undang, dan hak-hak lain yang berfungsi melengkapi fungsi

parlemen Indonesia.

sumber daya

keuangan pusat

u N ' ﬁl‘g u Lﬂ edudukan MPR, DPR,

DPD dan DPRE telah merec 1@#{;1&:@@@ 1 DPD. Pasal 162 ayat 1
menyebutkan l; wa DF emegang asaafi-membentuk undang-undang.
Dengan ketentuan ini, maka RUU dari DPD yang jelas ditentukan dalam
ketentuan Pasal 22D ayat (1) UU 1945, kedudukannya direduksi menurut
Pasal 162. UUD NRI Tahun 1945 telah mendudukan RUU dari DPD seperti
halnya RUU dari Presiden (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
Ketentuan Pasal 162 jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1),

karena telah memperlakukan RUU yang diajukan DPD menjadi sama seperti
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usul RUU dari Anggota DPR atau alat kelengkapan DPR. Kondisi ini
diakibatkan karena para penyusun UU UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mempersepsikan
kedudukan RUU dari DPD sama dengan kedudukan usul RUU dari anggota
DPR (Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945), sehingga secara kelembagaan,
kedudukan DPD tidak setara dengan DPR. Hal ini tidak sesuai dengan jiwa
dan semangat dari Perubahan UUD 1945 yang bermaksud untuk menciptakan

proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang dalam sistem

UNE%&UL& asal 22D ayat (1) UUD

H:‘.'*"J-«Lwy ’J'i:r"‘L 1tuk' menyampaikan RUU bidang tertentu
kepada DPR. WWwewena aft—bahwa kedudukan DPD sebagai
representasi daerah dalam merepresentasikan kepentingan daerah dalam
bidang legislasi sangat kuat, meskipun RUU dari DPD disampaikan kepada

DPR.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-X11/2014
Walaupun sudah dilakukan uji materi melalui judicial review ke MK,

namun masih terdapat ketimpangan regulasi dalam pelaksanaan kewenangan
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DPD. Kondisi tersebut mendorong anggota perwakilan DPD melakukan upaya
hukum melalui mekanisme judicial review kembali kepada MK terkait beberapa
pasal dalam UU No 17 Tahun 2014. Perwakilan tersebut diantaranya yaitu Irman
Gusman, La Ode Ida, dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku Ketua dan Wakil
Ketua DPD. Beberapa pasal yang diuji dalam perkara No. 79/PUU-XI11/2014
yaitu Pasal 71 huruf c, Pasal 165, Pasal 170 Ayat (5), Pasal 171 Ayat (1) dan
Pasal 249 huruf b UU MD3.31

Salah satu materi yang nkan untuk diujikan terkait kewenangan

DPD untuk ikut menyetUJu RU : it__dengan kewenangannya. Namun

o = .I
.’ ria_yang berkaitan dengan

perimbangaanF .. ? h t. tentunya sangat
disayangkan s “ “ ‘ 5?; u i— A f<yat di daerah yang
membawa kepeﬁ m‘!]rl-'ﬂ‘r 1= ?“L ._ masyarakat di daerah

kewenangannya menjadi undang-undang. Jika melihat potensi yang dimiliki oleh
DPD sebagai salah satu lembaga legislatif, maka idealnya DPD dapat ikut serta
membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. Oleh karena itu, maka
perlu diberikan kewenangan yang lebih luas kepada DPD dalam fungsi legislasi

berupa kewenangan untuk dapat menyetujui rancangan Undang-undang menjadi

311 Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan sebagian. Lihat Putusan MK No.
97/PUU/X11/2014, him. 251
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undang-undang yang selama ini kewenangannya hanya diberikan kepada DPR
dan juga pemerintah. Namun hal ini tidak dapat dilakukan semudah
membalikkan telapak tangan karena perihal kewenangan DPD untuk ikut
menyetujui RUU menjadi undang-undang telah dibatasi secara konstitusional
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) yang menentukan bahwa “setiap
rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden

untuk mendapat persetujuan bersama.” Upaya yang dapat dilakukan untuk bisa

menghilangkan pembatasan ~ DPD dalam hal ikut menyetujui RUU
kan amandemen terhadap UUD

/
! selain karena untuk

atas RUU tert U “ ﬂf&?ﬁ Wi.h
mekanisme chedl ';V“-'-L{S‘y |é}~?’—h€"' ,,‘j.mn;; a[

wakilan, juga untuk
menghindari apa ya AF. BolTard bahwa DPR atau apapun sebutannya,
ternyata lahirnya bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, melainkan karena
kelicikan sistem feodal (representation was not the off spring of democratic
theory, but an incident of the feodal system)” 3!2

Alasan permohonan pengujian UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD,

dan DPRDadalah perintah pendelegasian sebagaimana termaktub dalam Pasal

812 Lihat Putusan MKNo. 92/PUU-X/2012, him. 8. Lihat juga, Zahratul Idami, Kewenangan
Dewan Perwakilan Daerah Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012,
Kanun Jurnal 1lmu Hukum, Vol. 16, No. 2, 2014, him. 303-327.
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22A UUD 1945 berbunyi: “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan
undang-undang diatur dengan undang-undang”. UUD 1945 menggunakan frasa
“diatur dengan”, maka dengan demikian sepanjang paragraf 1 pembentukan
undang-undang Pasal 162 dengan Pasal 174 UU MD3 bertentangan dengan UUD
1945 karena seharusnya pembentuk undang-undang tidak mencampurkan materi
muatan yang mengatur pembentukan undang-undang dalam UU MD3. Tata cara
pembentukan undang-undang seharusnya hanya diatur dalam UU No. 12 Tahun

2011313

17/2014 di}gr". .l g atakan tidak. memiliki kekuatan
hukum : baik
Putusan 014 merupakan
sebuah lang ﬁ 1 ’fuk memperkuat
kewenangaﬁ Jat fr‘-‘ as1. NG un hingga saat ini

&f;rﬁ

untuk mengubah ! u.u “ I s s u L A e"f
Pasca dibe\rl' kukannya Puty ,.4‘.'*1 0. 79 -X11/2014 memberikan

dampak baru secara kelembagaan bagi DPD. Dimana putusan tersebut
memberikan jaminan kepastian hukum bagi DPD dalam pelaksanaan
kewenangannya khusus bidang legislasi baik tahap usul RUU maupun
pembahasannya.

Prospek kemandirian kelembagaan DPD dengan dasar Putusan MK No.

79/PUU-XI11/2014 menguatkan putusan sebelumnya yaitu Putusan MK No.

313 pytusan MK No.79/PUU-X11/2014.
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92/PUU-X/2012. Berikut adalah beberapa poin penting rekonstruksi hukum yang
dapat dijadikan perhatian bagi pemerintah dalam merevisi UU No. 17/2014 pasca

putusan MKNo. 79/PUU-XI1/2014. Poin tersebut dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 3.

Penguatan DPD Berdasarkan Putusan MK No. 79/PUU-XI11/2014

UU No. 17/2014 Putusan )I\(/:II</2N0(1)'479/PUU' Rekonstruksi Hukum
Pasal 71 huruf c: Pasal 71 huruf c: Poin rekonstruksi
Membahas RUU yang | Membahas RUU-yang diajukan | hukum Pasal 71 huruf c:
diajukan oleh Presiden | oleh Presidensatau DPR atau | Pembahasan rancangan
atau DPR yang ‘f{ g berka yang dapat dibahas
berkaitan dengan adalah RUU  vyang
otonomi daerah, diusulkan oleh Presi-
hubungan  pusat  da den, DPR atau DPD.
daerah, pembep}- 1kah .

dan  pemekaran
penggabungan:
pengelolaag._J
alam dan
ekono-mi
serta
keuangan :
daerah, \
mengikutser-take
sebelum
persetujuan )
antara DPR dan Pre

Pasal 166 ayat (2): |
RUU sebagaims
dimaksud pada ayat (

asal 166 ayat (2):

ﬁélin rekonstruksi hukum
l,-'RUU dan

naskah

beserta naskah akader ayat (1)  beserte akademik yang
disampaikan seca-ra | akademik disampaikan secara | diusulkan oleh DPD
tertulis olen pimpinan | tertulis oleh pimpinan DPD disampaikan kepada
DPD kepada pimpinan kepada pimpinan DPR dan | pimpin-an DPR dan
DPR Presiden. Presiden oleh DPD

Pasal 166 ayat (2): Pasal 166 ayat (2): Poin rekonstruksi hukum
RUU sebagaimana | RUU  sebagaimana dimaksud | Pasal 166 ayat (2):

dimaksud pada ayat (1) | pada ayat (1) beserta naskah | RUU dan naskah
beserta naskah akademik | akademik disampaikan secara | akademik yang
disampaikan seca-ra | tertulis oleh pimpinan DPD | diusulkan oleh DPD
tertulis olen pimpinan | kepada pimpinan DPR dan | disampaikan kepada
DPD kepada pimpinan Presiden. pimpin-an DPR dan

DPR.

Presiden oleh DPD

Pasal 250 ayat (1):
Dalam melaksanakan
wewe-nang dan tugas

Pasal 250 ayat (1):
Dalam melaksanakan wewenang
dan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 250 ayat (1):
Dalam menjalankan
tugas dan
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sebagaimana  dimaksud | dalam Pasal 249, DPD | kewenangannya  DPD
dalam Pasal 249, DPD | memiliki kemandirian menyusun | menurut amar putusan
menyusun anggaran | ang garan yang dituangkan | Mah-kamah Konstitusi
yang dituangkan dalam | dalam program dan kegiatan | mempu nyai
program dan kegiatan | disampaikan kepada presiden | kemandirian  kelemba-
sesuai dengan ketentuan | untuk dibahas bersama DPR | gaan menurut peraturan
peraturan perundang- | sesuai dengan ketentuan | perundang-undangan.
undangan. peraturan perundang-undangan.

Pasal 277 ayat (1): Pasal 277 ayat (1): Poin penting
RUU sebagaimana | RUU  sebagaimana  dimaksud | rekonstruksi hukum
dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 276 ayat (3) | dalam pasal 277 ayat (1)
276 ayat (3) beserta | beserta naskah akademik | yaitu melibatkan
naskah akademik | disampaikan dengan surat | Presiden dalam
disampaikan dengan | pengantar pimpinan DPD | penyampaian naskah
suratpengantar kepada pimpinan DPR dan | RUU yang diusul oleh
pimpinan DPD kepada | Presiden . 1\ DPD.

pimpinan  DPR  dan - .

tembusan kepada | -,

Presiden. f

¥
r kan asas hukum E ﬁ “ menyen Jrbahwa putusan yang
Al Zoslesliol cumal

. \ A - .
ke semua pihak (erga omnes). Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan

ditetapkan oleh M aku umum, menyeluruh

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan condemnatoir.
Putusan declaratoir adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi
hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas
suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan

hukum.
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Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan
hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan
condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon
untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat
membayar sejumlah uang ganti rugi. Secara umum putusan MK Dbersifat
declaratoirdan constitutief. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi
hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan

keadaan hukum baru. Dalam perkr pengujian UU, putusan yang mengabulkan

bersifat declaratoir karena- g ~' menjadi hukum dari suatu
norma undang — anga b-. D 1945. Pada saat yang
bersamaarfl,xx ;

.-__.-"

ﬂ " ﬁ 5?-5 u i— A jgarakan berdasarkan
: e vang yliﬂl&”kw‘(kﬁ kepentingan seluruh

merupakan cermin representasi politik, sedangkan DPD mencerminkan prinsip
representasi teritorial atau regional. 3!* Hal ini mempertegas Perubahan UUD
1945 yang hendak membawa perubahan yang cukup mendasar mengenai
lembaga perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia bahwa lembaga perwakilan

digagas agar parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik (DPR) dan

314 Jimly Asshiddigie, 2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, him. 119.
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lembaga perwakilan teritorial (DPD) dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan
dan fungsi penganggaran yang sama.>*®

Berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan uji materi tersebut
diharapkan akan ada penafsiran yang lebih tepat dan pasti terkait fungsi legislasi
antara DPR, DPD, dan Presiden (Pasal 5 UUD 1945) konstitusi memberikan hak
membuat Undang-Undang atau fungsi legislasi pada presiden dan DPR (Pasal 20

UUD 1945) serta DPD (Pasal 22D). Permohonan uji materi tersebut kemudian

mengeluarkan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 memberikan hak dan wewnang

DPD untuk: 1) Terlibat d rolegnas, 2) Dapat mengajukan RUU,
termasuk RUU penc t membahas RUU tertentu
tersebut sejak eri persetujuan
atau penge hahwa putussan
MK Nomor.' JI,."MDG} di tahun
2014. Oleh k _{/udlmal Review)
kembali terhadap ¢ ':ohonan uji materi
tersebut mengha-é,'i . Akan tetapi sama

\ IIrllnor 79/PUU-X11/2014

knya. Tidak dapat

diimplementasikannya kedua putusan MK tersebut (putusan MK Nomor
92/PUUX/2012 dan nomor 79/PUU-XI11/2014) dalam pelaksanaan fungsi legislasi
dan disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Faktor sejarah pembentukannya. Keberadaan DPD sejak awal tidak diinginkan

memiliki posisi kewenangan yang kuat.

315 Moh. Mahfudh MD, 2011, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amanademen Konstitusi,
cetakan kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Pers, him. 68. Lihat pula Denny Indrayana, 2007.
Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, Cetakan kedua, Bandung: Mizan, him. 277
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2. Kedudukan Mahkamah konstitusi. MK hanya memiliki kewenangan untuk
menafsirkan dan memberikan keputusan akan suatu permasalahan yang berada
dalam koridor kewenannganya. Akan tetapi MK hanya sebatas pada menafsirkan
atau memutusan. Mahkamah konstitusi tidak sampai pada ranah memaksakan
atau implementasi dari keputusannya, meskipun keputusan dari MK bersifat
mengikat. Disisi lain, secara teori putusan MK merupakan negative legislator,
sedangkan DPR positive legislator. Sebagai negative legislator, putusan MK

meskipun dikatakan final and binding ternyata tidak mengikat DPR. Karena

membuat UU, s /* : : 8 a mereka yang membuat
norma huku . -- @ hany ‘ 105 menladakan norma-
S

norma |hapus, hanya
sampai di

3. Political Interpla) Y : : Al PD dengan DPR.
DPR tidak . engan DPD karena

4. Sikap DPR. Me (HC)Y " A'M. FFatwa “DPR tidak ingin

disaingi oleh DPD”, yang mana selama ini DPR sdah nyaman sebagai anggota
parlemen yang sarat dengan kewenangan itu. Memang sudah teori psiko-sosial
bahwa individu ataupun kelompok yang sudah merasa mapan dalam posisinya,
maka niscahya akan sulit untuk diajak melakukan perubahan. Selain itu
pengakuan terhadap DPD sebagai anggota parlemen (sebagai kamar kedua) tidak
dimiliki oleh DPD. DPR belum menganggap DPD sebagai parlemen di

Indonesia.
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Adanya resistensi dari DPR dan Presiden terkait putusan MK Nomor 92/PUU-
X/2012 dan Nomor 79/PUU-XI1/2014, menjadikan DPD melalui pimpinan
melakukan berbagai pendekatan dan secara formal mengiriman surat kepada
pimpinan DPR. Dari hasil pendekatan-pendekatan itu akhirnya ada respon positif
dari DPR yaitu DPR mau duduk bersama untuk membahas UU DIY, kemudian UU
PILKADA, UU Pemda, UU Desa. Meskipun dalam membahas UU tersebut DPD
seolah-olah disamakan dengan fraksi, yang mana disebut sebagai fraksi DPD. Tetapi

dengan adanya hal tersebut sudah menjadi pergesaran atau peningkatan peran DPD

UHISHSUI.A /
\m‘.ulu.ylépbl-’zl*mh

Dengan Sistem Bi '
Sistem Bikamq al-adalal Wi d institusiona! dari Ianaga perwakilan atau

parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (majelis). Majelis yang
anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk secara
generik disebut majelis pertama atau majelis rendah. Majelis yang anggotanya
dipilihatau diangkat dengan dasar lain (bukan berdasarkan jumlah penduduk),
disebut majelis kedua atau majelis tinggi. Ada dua alasan mengapa para penyusun
konstitusi memilih sistem bikameral. Pertama adalah untuk membangun sebuah

mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) serta untuk
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pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. Alasan kedua adalah untuk
membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak
cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bikameralisme telah digunakan
untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga
legislatif. Pelembagaan fungsi legislature itulah yang disebut parlemen.3®

Penerapan sistem parlemen bikameral di dalam praktiknya sangat dipengaruhi

oleh tradisi, kebiasaan, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan negara yang

bersangkutan. Negara federal dapa kan semua memakai sistem bikameral oleh

|

karena satu kamar di antaranya“ime gentingan negara bagian. Akan tetapi

dan kepentingl' : U N H E;ﬁ; u i— ﬂ fﬂ/ang ditandai dengan

berbagai kekuata “ﬂ:'ﬂ!‘lfamf{'@#gwmu;}m@.. : ;‘1 tertampung semuanya

komponen lain yang harus mendapatkan saluran politiknya, yaitu golongan

penekan dan golongan kepentingan. Selain itu, patriarkisme dalam partai politik

316 King Faisal Sulaiman, 2013, Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia,
UII Press,Yogyakarta, him. 263.

317 Negara kesatuan yang sistem parlemennya bikameral, misalnya Belanda (Eerste Kamer dan
Tweede Kamer), Jepang (House of Representatives/Shung-in dan House of Councilors/Sangi-in),
Perancis (National Assembly dan Senat), Kamboja (National Assembly dan Senate), Filipina
(Senate/Senado dan House of Representatives/Kapulungan Ng Mga Kinatawan).

318 Djatmiko Anom Husodo, 2008, Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme
Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Nasional RI,
Jakarta, him. 250.
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telah menempatkan anggota parlemen lebih loyal kepada partai politik (pengurus
partai) dari pada konstituen pemilihnya.

. Pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan harus dapat mencerminkan tiga
keterwakilan, vyaitu keterwakilan penduduk, keterwakilan wilayah, dan
keterwakilan terhadap deskripsi politik tertentu.

. Tidak relevan lagi jika bikameralisme hanya dikaitkan dengan bentuk negara
federasi. Dalam perkembangan negara demokrasi modern, bikameralisme sering

dikaitkan dengan negara-negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah

A\

.".l.

aIui pemilihan umum
aspirasi yang didasarkan
eniscayaan yang sering
diabaikan, di samping kepentingan dari kategori politik yang tidak mungkin
terakomodasi melalui partai politik. Seringkali dikatakan bahwa majelis rendah
mencerminkan dimensi popular (penduduk), sedangkan majelis tinggi

mencerminkan dimensi teritorial.

319 |bid, him. 252
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2. Redundancy, perlu adanya sistem yang dapat menjamin  bahwa
keputusankeputusan politik yang penting bagi suatu negara, harus dibahas secara
berlapis (redundancy) agar setiap kepentingan dan aspirasi dipertimbangkan
secara sungguh-sungguh.

Jika hakikat MPR adalah joint session antara DPR dan DPD, maka MPR
mestinya tidak berbentuk lembaga permanen seperti tercermin dalam UU Susunan

dan Kedudukan (Susduk) yang berlaku saat ini. Dengan demikian, sistem parlemen

lan @-ﬂnf-' arlemen kiranya perlu

ditata kembali gun:'égl "" N l 5 5 u ’f‘ S lem presidensial serta

demi kestabilan dan k

kebijakan pemerintah sangat diperlukan, baik dalam rangka kontrol maupun
memberikan alternatif pemikiran, tetapi kritik tersebut hendaknya tak diarahkan
untuk menghambat kelancaran dan efektivitas pemerintahan.

Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam revisi UU
Susduk. Antara lain perlunya peningkatan akuntabilitas lembaga dan anggota
parlemen dengan memperbaiki kualitas anggota DPR dan DPD, mendorong

pendalaman pemahaman anggota DPD terhadap persoalan daerah, dan perlunya
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pengadaan tim/staf ahli secara permanen. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu
dibentuk kantor perwakilan DPD di daerah pemilihan untuk mengefektifkan
konsultasi DPD dengan stakeholders-nya (terutama dengan DPRD dan Pemda).
Selain itu juga untuk memperkuat kapasitas parlemen dalam fungsi legislasi dengan
mewajibkan legislatif membentuk staf ahli yang dapat meningkatkan kualitas kinerja
mereka.

Sistem parlemen dengan dua kamar memiliki kelebihan dibandingkan dengan

sistem parlemen satu kamar, yakni: ecara resmi mewakili beragam pemilih

(misalnya negara baglan W atau golongan); (2) Memfasilitasi

Melakukan p atau p alian eksekutif.320
n jika parlemen
i

di negara terse pren aka ) _ eral, bukan soft

fungsi saling ko;'f-‘gl “ “ i-‘.‘:ﬁ:ﬂ ‘_ h ; satu kamar dapat

diabaikan begitu saja ,ﬂt‘;'.uﬁ!a” &')"‘L}-’ L;;A‘diiaw stem parlemen dengan

kamar.32

Penerapan sistem strong bicameral akan sangat tepat untuk Negara Indonesia.
Hal ini dimaksudkan untuk melibatkan perwakilan daerah sebagai kamar kedua
dalam seluruh praktik pengelolaan negara di bidang kekuasaan legislatif, serta

mengimbangi DPR yang merupakan perwakilan politik. Sistem ini juga akan

320 National Democratic For International Affair (NDI), Seri Penelitian Legislatif, One or Two
Chamber?, him. 2-3
321 1hid
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menegaskan pentingnya perwakilan rakyat seluruh Indonesia, khususnya perwakilan
teritorial sebagai utusan daerah seperti yang diharapkan founding fathers. Atas
penjelasan diatas, saya rasa tidak ada alasan untuk menolak gagasan untuk
merekonstruksi kewenangan yang dimiliki DPD agar kedepannya DPD dapat bekerja
secara optimal dan terwujudnya sistem politik yang demokratis dan bermartabat.
Bagir Manan berpendapat bahwa Indonesia memiliki tiga badan perwakilan

yang mandiri (DPR, DPD, dan MPR). Menurut Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR

DPD, walaup ) dh \WEWEng 3 pada DPR atau

DPD.*%

Oleh Kkare kewenangan DPD
dalam bingkai stt * ‘ u:ksi lembaga MPR
menjadi parlemelhll “ N ‘ q.,s's u a_ ﬂ emegang kekuasaan

legislatif yang terdir d a-h‘e{“y !@ﬁb"* 1_-;1 n DPD sebagai kamar
i

kedua. Secara politis: Pe m ini akan memberikan
dampak positif, Pertama, penerapan sistem strong bicameralism ini sesuai dengan
konsensus politik bangsa Indonesia, di mana keberadaan representasi daerah dalam
MPR akan mengakomodir aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan

kebijakan nasional, sehingga mendorong pembangunan kemajuan daerah secara

berkeadilan dan berkesinambungan. Kepentingan daerah tidak cukup hanya diwakili

322 Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Op.cit, him. 75.
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dalam gagasan (representation in ideas), tetapi kepentingan daerah perlu diwakili
dalam bentuk kehadiran representasi daerah (representation in present). MPR
sebagai kongres merangkum segala aspirasi rakyat secara maksimal sehingga
menghasilkan perundang-undangan yang responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kedua, Selain itu dengan diterapkannya sistem ini, DPD memiliki
kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan. Dengan
demikian, kedudukan DPD yang sebelumnya sebagai co-legislator menjadi sama

kuat dengan DPR. Sistem ini akan membuat sistem pemerintahan yang yang lebih

sesuai m' aspirasi ¢ : h. e ee0a lindang-undangan yang

bermasala ,_ \S 1ol ks & af ara gga berujung
pada judicial

Ketiga, ke AR Ntk UL ed le badan legislatif

sehingga tercipta Ve 2 arkan-prinsip checks and

e :
uun‘las'su"n "f h check or bal

‘ rﬁ“ !4 E "1. 2 goverr "*/ anch check or balance
those of other bran A-—m-:---'mm------r--r---m. dalam penyelenggaraan

is arrangement of

kekuasaan memungkinkan adanya mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan
yang ada dan mengindari tindakan-tindakan hegemonic, tiranik, sentralisasi
kekuasaan, serta mencegah overlapping antar kewenangan yang ada. Adanya sistem
checks and balances mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan

kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara.

323 Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, St. Paul: West Publishing, Co., 1990, him. 238.
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Secara garis besar, penerapan sistem strong bicameralism akan membawa
dampak yang sangat besar bukan hanya kepada DPD, namun juga kepada seluruh
lembaga legislatif Indonesia, selain itu dengan diterapkannya sistem ini akan
mewujudkan tujuan utama dibentuknya DPD sebagai representasi daerah yang dapat
terlihat karena DPD benar-benar akan mewakili suara rakyat daerah yang akan
dituangkan dalam proses perancangan hingga pengesahan segala produk hukum yang
dihasilkan. Akhirnya, sistem politik akan berjalan lebih demokratis yang tercermin

dari harmoni kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

“ H i $I'$ w i—“ erujung pada judicial
i saat i/ '@Pbﬂelwml.@

legislasi merupakan

pemerkosaan terhadap asas-asas demokrasi, dimana rakyat secara keseluruhan adalah
yang menentukan peraturan bagi dirinya sendiri, bukankah rakyat secara kedaerahan
juga merupakan bagian rakyat Indonesia. Rakyat di masing-masing daerah memilih
para wakilnya yang duduk di parlemen tentunya dengan tujuan untuk melindungi dan
memperjuangkan hak daerahnya, sekarang bagaimana mungkin para anggota DPD

akan menjalankan kontrak sosialnya sebagai wakil rakyat daerah jika
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kewenangannya dipangkas. 3** Sebagai contoh, kisruh pembahasan RUUK DIY
Tahun 2010 tidak mungkin menjadi besar jika DPD, khususnya perwakilan Daerah
Istimewa Yogyakarta, punya kewenangan yang sama seperti DPR dalam pembuatan
UU. Bagaimanapun ngotot-nya pemerintah mengusulkan pemilihan, pada akhirnya
di parlemen juga yang menentukan, di parlemen DPR bersama DPD akan bertarung
kepentingan dan pemikiran untuk membahas UU tersebut, dengan demikian anggota
DPD dari DIY bisa memperjuangkan kepentingan daerahnya. Jika keadaannya

seperti sekarang ini, anggota DPD dari DIY tidak lebih dari sekadar penonton di

|'l
II

JD 1945 yakni:3%

/
1. DPD RI i ielan | produk politik yang

mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah. Hasil kerja
tersebut secara resmi telah disampaikan secara periodik kepada DPR, namun
DPD sulit mengetahui sejauhmana progress keputusan-keputusan itu

ditindaklanjuti oleh DPR RI sampai menjadi sebuah produk UU (Prolegnas)

324 Ramlan Surbakti, 2009, “Demokrasi Deliberatif dan Partisipatif’ dalam Andi Ramses M. dan
La Bakry, Politik dan Pemerintahan Indonesia, MIPI, Jakarta, him 34. Lihat juga: Montesquieu, The
Spirit of Law dan Roesseau, Du Contract Social. Serta Howard Williams, Filsafat Politik Kant, alih
bahasa Muhammad Hardani, DPP IMM dan JP-Press, Jakarta dan Surabaya, 2003, him. 14-16.

325 King Faisal Sulaiman, 2015, Meneguhkan Marwah DPD Menuju Bikameral Efektif, Op.Cit,
him. 3.

260



sesuai harapan rakyat. Tentunya hal ini akibat kewenangan DPD RI yang masih
sangat reduktif/inferior saat ini.

. Kewenangan DPD RI dalam Pasal 22D Ayat UUD 1945 dibatasi hanya dapat
mengajukan, ikut membahas, dapat memberikan pertimbangan dan turut
mengawasi beberapa RUU tertentu kepada DPR. DPD tidak memiliki
kewenangan membahas sampai dengan memutuskan suatu rancangan undang-

undang, bahkan yang terkait langsung dengan daerah, sehingga DPD tidak dapat

u “ i é;-'g u L“ /fumlah penduduk dan
dicalonkan - mek M!?,: .éﬂﬂéﬁb !‘&'Lﬁtmﬂgg&. DPD  dipilih  berdasar

keterwakilan daerah—dan—secara perseorangan. Kedua sistem ini bisa saling
mengisi, mengimbangi, dan menjaga antar lembaga perwakilan, sekaligus akan
memperkuat kualitas produk dan artikulasi agregasi aspirasi rakyat.

. Dengan penguatan norma untuk aktualisasinya, DPD diharapkan dapat
memaksimalkan peran keterwakilan (representation) dan membangun sistem

checks and balances lembaga perwakilan, serta membuka peluang pembahasan
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berlapis (redundancy) untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan
keputusan-keputusan politik yang berdampak besar bagi masyarakat dan daerah.
5. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang dilakukan DPD sebagaimana
ketentuan Pasal 22D ayat (3) tidak efektif karena hasil pengawasan DPD tidak
secara langsung disampaikan kepada Pemerintah tetapi disampaikan kepada
DPR sebagai bahan pertimbangan.
Menurut Reni Dwi Purnomowati (2004),%2¢ watak lunak parlemen Indonesia

tersebut “terlalu lunak.” Di Prancis, sebagai negara kesatuan dengan sistem

I_lij dapat memecat
pejabat negara. 3 atuapagle @ .eral lunak, kamar
kedua disebut Hd “Hﬁg%ui.ﬂ adk mengajukan RUU
Keuangan. Meskipu1 'Fw*M-wE!@fﬁ:;l’m‘;ml@, gubah dan sekali aturan
itu memperoleh persetujua uSe nons (D maka House of Lords hanya
boleh “melawan” dengan menunda persetujuan maksimal 1 (satu) tahun.

Masih dalam bangun negara kesatuan, Konstitusi Jepang (1946) mengatur
bahwa Diet (Parlemen) berwatak bikameral dengan susunan lembaga House of
Representative atau Sanguin dan House of Councillors atau Sangiin (Pasal 42).

Kedua kamar dipilih langsung. Dalam proses legislasi, House of Councillors

326 Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia,
Rajawali, Jakarta, him. 4-8.
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berperan penting karena suatu undang-undang harus memperoleh persetujuan kedua
house. Selanjutnya, House of Councillors dapat menunda APBN dalam 30 hari dan
menunda RUU biasa selama 60 hari. Jika hal ini terjadi, dibuat komisi gabungan atau
mengabaikan keberatan House of Councillors dengan syarat dukungan DPR
duapertiga yang hadir.

Di Belanda kapasitas kedua kamar parlemen relatif sebanding. Parlemen
Belanda terdiri kamar pertama (Eerste Kamer) dan kamar kedua (Tweede Kamer).

Anggota kedua kamar dipilih dengan cara_perwakilan proporsional terbatas untuk 4

(empat) tahun. Peran Eerste ..v.r ak:saat jointsession dan dalam proses

duapertiga anggota DFl‘n.

Perbandingan sistem parlemen yang sederhana itu, terlihat bahwa DPR
sebagai kamar kedua parlemen Indonesia dengan basis perwakilan teritorial hanya
mempunyai kekuasaan untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah atau kepentingan daerah saja. Hal ini berbeda dengan kondisi di Prancis, di
mana watak parlemen bikameral lunak tidak menghalangi kamar kedua untuk

mengajukan setiap RUU. Fungsi yang lain cukup “mengkhawatirkan”, misalnya ikut
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membahas RUU sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, di
mana tak ada jaminan konstitusional seberapa besar pengaruh DPD dalam proses
tersebut. Demikian juga dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang menurut Pasal 22 D ayat (3) UUD 1945, tak ada kepastian adanya
tindaklanjut DPR terhadap proses tersebut.

Dari perbandingan yang telah disebutkan di atas nampak sekali bahwa DPD
sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral negara kesatuan cenderung

berkarakter konservatif, sangat lemah, dan sangat bergantung kepada kepentingan

politik DPR dan tentu jug kutif dalam proses legislasi karena
hanya kepada DPR P @s\al 5 ayat (1) UUD 1945).
Akibatnya, konf al<pernah menghasilkan

: v
Huda,pembatasan f u“rll i 3’{ u " A f;lnasi keberadaan dan
) A \;'ﬁ.}': " ![ i 2l 3 J 'J.’ n- LP’

kewenangan DPD ."- ----------------- t -u-«ﬂ-:--:--m-r-- Sinambungan menyangkut

kondisi kebangsaan dan kenegaraan, yang akibatnya mendorong ketidakefektifan
parlemen dalam merumuskan dan mengartikulasikan harapan dan keinginan
masyarakat.3?’

Dengan konsep ini, setiap rancangan undang-undang yang diusulkan DPD
harus di sampaikan ke DPR dan sebaliknya, setiap rancangan undang-undang yang

diusulkan DPR, harus disampaikan ke DPD. Kedua lembaga ini dapat menyetujui,

327 Ni’'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Op.cit, him. 31
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mengusulkan perubahan atau menolak setiap rancangan undang-undang yang
diajukan masing-masing kamar (DPR dan DPD). Dalam proses berikutnya, ada
panitia bersama yang terdiri dari panitia anggota DPR dan DPD untuk memutuskan
kesepakatan bersama DPR dan DPD tentang RUU yang dibahas dan setelah itu
dibubarkan. Dalam sistem presidensial yang konsisten dan bikameral yang efektif,
proses legislatif berubah secara signifikan dimana semua RUU di bahas oleh
legislatif (DPR dan DPD) tanpa mengikutsertakan eksekutif. Namun eksekutif
diberikan hak untuk menolak RUU Eg;sebut (hak veto). Penolakan Presiden atas

RUU yang sudah disetujui DPR. uat dilawan atau ditolak kembali oleh

rakyat, undang-undang 1 {etap sah dan-wafil ida Ieh eksekutif.
'Jan dalam konteks
. UNISsuLA

perwakilan daerah ‘(Dew o[ !5 pentingan daerah secara
\

keseluruhan, terlepas dari kepentingan individu-individu rakyat yang kepentingannya

harus disalurkan melalui Dewan Perwakilan Daerah. Namun dalam pengertian
kepentingan daerah itu, tentunya tidak terlepas adanya kepentingan setiap individu
rakyat yang hidup di daerah-daerah itu. Misalnya, penyelenggaraan kebijakan
ekonomi daerah tidak boleh dipersempit maknanya hanya dalam kaitan dengan
otonomi pemerintah daerah. Harus dibedakan antara pengertian ”local goverment”
atau ”local administration” (pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah tidak

hanya dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
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pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting pada akhirnya adalah otonomi rakyat
daerah dalam berhadapan dalam birokrasi pemerintah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kepentingan daerah yang diperjuangkan oleh Dewan
Perwakilan Daerah sudah dengan sendirinya berkaitan pula dengan kepentingan
seluruh rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan. Hanya saja, dalam bentuk
teknisnya di lapangan, prinsip keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan

Rakyat memang harus dibedakan secara tegas dari pengertian keterwakilan daerah

melalui Dewan Perwakilan Daerah. Jika keduanya tidak dibedakan, orang tidak dapat

DPR, dan DPR Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan DPR , Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan
DPR, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPR dan terakhir adalah Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, DPR, dan DPR.
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Selama 4 (empat) kali perubahan tersebut undang-undang tentang MD3 ini
selalu di judicial review, dari beberapa Putusan yang disebutkan diatas, ada beberapa
putusan yang khusus menguji kewenangan DPD khususnya dalam proses legislasi.
Namun dalam hal ini, penulis memilih 2 (dua) putusan ini sebagai bahan penelitian
dalam makalah ini guna mengetahui pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi
terhadap kewenangan legislasi DPD, yaitu Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dan
Putusan MK No. 79/PUU-XI1/2014. Kedua putusan ini sangat berpengaruh terhadap

kewenangan DPD, khususnya dalam fungsi legislasi DPD.

mengatakan dengan car& : is setuju dengan hal tersebut
karena sesuai de ahwa Konstitusi saat ini
tidak mem si DPD, namun
apabila haru anlah hal yang
mudah. Untuk IJain amandemen
Putusan Mahkan "":aknya walaupun

UN I 5 SuU I.. A
mungkin bisa saja té ..._m..-..‘.._.‘,.g eqange alui undang-undnag atau

setidaknya Putusanwl érawal Konstitusi yang

'.

segala peraturan dibawah UUD 1945.

Berdasarkan putusan MK, maka pada dasarnya, pasca putusan MK telah
terjadi perubahan terhadap fungsi legislasi DPD yang didasarkan pada konstruksi dan
landasan pembentukannya sebagaimana pembentuk konstitusi. Hal ini diuraikan
terhadap kaitannya dengan lima pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan DPD dapat mengusulkan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal

22D ayat (1) UUD 1945 harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan
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DPD. Proses selama ini sebelum putusan MK, RUU yang berasal dari DPD
dibahas oleh Badan Legislasi DPR dan menjadi RUU dari DPR. Hal ini dianggap
mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan
dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945. Dalam Putusannya, MK berpendapat
bahwa DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan
Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

f
4. emutuskan | ' menyusun program
_ UNISSULA /
legislasi nasion | ) “ ! " ',9 /
5. Kewenangan DP .A...,.,.._........,...,,,._- pangan: dalam hal RUU terkait

APBN, pajak, pendidikan dan agama oleh DPD tetap tidak bisa dimaknai sebagai
kewenangan untuk ikut membahas RUU tersebut pula.

Secara singkat dapat dikatakan DPD memiliki kewenangan untuk dapat

mengajukan RUU tertentu, ikut dalam pembahasan RUU tertentu, dan dapat

melakukan pengawasan Undang-undang tertentu Kewenangan inilah yang

328 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, him. 8.
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seharusnya menjadi dasar pembentukan norma umum dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
menunjukkan betapa sulitnya menjadi anggota DPD. Jika merujuk pada sebuah
legitimasi, maka legitimasi anggota DPD lebih besar kualitasnya dibandingkan
dengan legitimasi anggota DPR. 3% Seharusnya legitimasi lembaga tersebut
berbanding lurus dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Namun logika

hukum tersebut berbanding terbalik deng@\apa yang dituliskan oleh UUD 1945

se :
n\yang berdaulat itrdatam terbentuknya Suatu negara. Presiden
memegang kek ahir dari unsur hak hak
rakyat itu senti\ ’“’“‘u"g ﬁﬂéﬁ.{.-’lﬂlﬂﬂ*ﬂ}?

f' melahirkan demos dan
kratein. Dimana.DPD itu asal muasalnya? Asal muasal DPD itu berasal dari

subjek/unsur wilayah yang kemudian klaim sejarahnya mengalami

329 Anggota DPD dipilih secara langsung, yakni sebanyak 4 orang dari setiap provinsi. Hal tersebut
menunjukkan bahwa legitimasi politiknya sungguh kuat melebihi anggota DPR yang dipilih dari
sebagian wilayah provinsi yang disebut daerah pemilihan.

330 Ini yang disebut oleh Stephen Sherlock bahwa dia tidak menemukan di belahan dunia manapun
jenis DPD yang mencampurkan antara derajat keterwakilan yang sangat tinggi atau legitimasi
keterpilihan yang sangat tinggi dengan kewenangan yang sangat rendah, Putusan MK Nomor
79/PUU-XI11/2014, him. 79-80.

331 Kesemua dasar inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa DPD sama proporsionalnya, sama
kedudukannya, meski kewenangannya kemudian berbeda, tapi derajat pentingnya sama dengan
Presiden dan DPR ketika Kita berbicara siapa yang berhak mengatur dan bagaimana mengurus negara
ini secara tepat. Ketiga subjek ini harus kumpul duduk bersama dengan kesetaraaan kehormatan.
Selanjutnya dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XI1/2014, him. 92-101. Dalam
Adventus Toding, DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan,
Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, him. 309.
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fragmentasi dengan organisasai (sic) organisasi mandiri bahkan otonom guna
mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal inilah kemudian menjadikan
wilayah berubah menjadi cluster disebut daerah sebagai “fiksi yang hidup”,
yang kemudian melahirkan entita perwakilan yang punya aspirasi yang harus
didengar, dan diakomodasi.

Hal tersebut semakin menguatkan pentingnya DPD dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. sehingga martabat DPD sebagai lembaga negara harus

dinaikkan melalui kewenangan yang setara dengan lembaga negara lainnya (Presiden

dan DPR). Setara bukan berarti harus sama, melainkan sesuai fungsinya masing-

masing bukan sebagai auxiliary dari Iemﬁ

a lain.

memegang
Jk undang-undang.

Pasal 20 ayat, iy

Setiap  ranc. ﬁ?ﬁ . LA 'an undang-undang
dibahas oleh Dewan-Per 2 'i “"' o s awan Perwakilan Rakyat,
dan Presiden un atkan -‘l‘*""’i"" !f an Daerah dan Presiden

persetujuan bersal 12 K apatkan persetujuan bersama.

Pasal 22D ayat (1)
Dewan Perwakilan Daerah dapat | Dewan Perwakilan Daerah berhak
mengajukan kepada Dewan Perwakilan | mengajukan rancangan undang-undang
Rakyat rancangan undang-undang yang | yang berkaitan dengan otonomi daerah,
berkaitan dengan otonomi daerah, | hubungan pusat dan daerah,
hubungan pusat dan daerah, | pembentukan dan pemekaran serta
pembentukan dan pemekaran serta | penggabungan  daerah, pengelolaan
penggabungan daerah, pengelolaan | sumber daya alam dan sumber daya
sumber daya alam dan sumber daya | ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan | dengan perimbangan keuangan pusat dan
dengan perimbangan keuangan pusat | daerah.

dan daerah.

Pasal 22D ayat (2)
Dewan Perwakilan Daerah ikut | Dewan Perwakilan Daerah berhak
membahas rancangan undang-undang | membahas rancangan undang-undang
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yang berkaitan dengan otonomi daerah; | yang berkaitan dengan otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; | hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan | pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan | penggabungan  daerah;  pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya | sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan | ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah; serta | keuangan pusat dan daerah; serta
memberikan  pertimbangan  kepada | memberikan masukan dan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat atas | atas rancangan undang-undang anggaran
rancangan undang-undang anggaran | pendapatan dan belanja negara dan

pendapatan dan belanja negara dan | rancangan undang-undang yang
rancangan undang-undang yang | berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama.

dan agama.

Pasal 22D ayat (3)
Dewan Perwakilan Daerah dapk‘ Dewan Perwakilan Daerah memiliki

melakukan pengawasan i5+-fungsi  pengawasan atas pelaksanaan
pelaksanaan undang- undang idang-undang  mengenai:  otonomi
otonomi daerah, s pembentukan, pemekaran dan

pemekaran dan per]' | 4 ,H gan daerah, hubungan pusat
18 1 pengelolaan sumber daya
\ ‘Jé daya ekonomi lainnya,

: pendapatan dan
ndidikan, dan

npaikan  hasil

: \ 7 r
Rancangan; i undaii l(m?) pdang-undang anggaran
pendapatan de | ‘ nja negara diajukan
oleh Presidel # “ L uk dibahas bersama

UMEESUL& Rakyat dan Dewan
g s /i

Pasal 23 ayat (3)!

Apabila Dewan —Perwakitan —Rakyat —Apabﬂa—'ﬁewan Perwakilan Rakyat dan
tidak menyetujui rancangan anggaran | Dewan  Perwakilan Daerah tidak
pendapatan dan belanja negara yang | menyetujui rancangan anggaran
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah | pendapatan dan belanja negara yang
menjalankan Anggaran Pendapatan dan | diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
Belanja Negara tahun yang lalu. menjalankan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23F ayat (1)
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan | Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh Dewan Perwakilar Rakyat | dipilih oleh Dewan Perwakilar Rakyat
dengan memperhatikan | bersama Dewan Perwakilan Daerah
pertimbangan Dewan Perwakilan | dan diresmikan oleh Presiden.

Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
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Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3

Pasal 248 Ayat (1) dan (2)
DPD mempunyai fungsi:
(1) pengajuan rancangan undang-undang

)

yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan  daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah kepada DPR;

ikut dalam pembahasan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan, pemekar dan
penggabungan  daerah,
sumber daya alam da
ekonomi lainnya, S

10.

-ﬂwm‘.

ekonomi', a
dengan p
dan daerah,
ikut memb "’-’*‘L"R *Mr’iﬁiﬂﬂ f.‘.ﬁ-f Gat

undang yang

a:L.dan

pengajuan  rancangan  undang-
undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah;

membahas  rancangan  undang-
undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan, pemekaran
penggabungan daerah,
ngelolaan sumber daya alam dan

{c undang-
3 erkaitan dengan
ag ubungan pusat dan

entukan dan pemekaran
ggabungan daerah,

simber daya alam dan

ngan kebapgan. pusat | &‘ﬂ“ ékonomi lainnya, serta

n dengan perimbangan
at dan;

dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama;

sebagalmana-dnmksuddalam hu‘*ruf—a——membahas’l

rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,

melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan

sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomi  lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan
agama;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR
yang dibentuk pasca Putusan MK sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR Daerah, tetap saja memuat
ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis kewenangan
konstitusional DPD sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan MK No. 92/PUU-XI1/2014. Secara umum substansi Undang-Undang yang
mengatur aspek kelembagaan antara DPR dan DPD sangat timpang (unequal),

padahal dalam sistematika UUD 1945 kedua lembaga ini adalah lembaga negara

yang dipe rgunakan sebagai pelaksai hgck and balance dalam paradigma
demokrasi-desentralistik kehadiran DPD sebagaimana
termaktub dalam Tahun 1945 (UUD
1945) tidakd Secara
sederhana, po buah lembaga
yang dihadirka J Pasal 22D Ayat
(1) dan (2) UUD 'aanya frasa "dapat

'.

Fungsi sub- orél nat DPD kia as karena dalam’ desain besar pembahasan

RUU APBN dan RUU vyang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama,
lembaga ini hanya diberi wewenang sempit, yaitu sebatas memberikan
pertimbangan.®** Jika ditinjau dari struktur ketatanegeraan, baik DPR maupun DPD
disebut sebagai lembaga tinggi. Namun, dalam kenyataannya DPD tidak mempunyai

fungsi yang sejajar dengan DPR. Pemeran legislator utama dalam sistem konstitusi

332 pytusan Mahkamah Konstitusi NO. 79/PUU-XI11/2014

333 Saldi Isra, Masa Depan DPD, diakses dari :https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/
artikelkoran/11-artikelkompas/632-masa-depan-dpd.html, pada tanggal 24 September 2020.

334 1bid
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kita adalah DPR, sedangkan DPD hanya sebagai co-legislator. DPD adalah lembaga
yang turut terlibat dalam pembentukan undang-undang, meskipun posisinya hanya
sebagai penunjang atau auxiliary organ terhadap fungsi-fungsi legislasi,
pengawasan, dan penganggaran oleh DPR. Menurut Jimmly Asshidigie, *** DPD
mempunyai peran penting, yaitu:
1. Sebagai inisiator atau pengusul rancangan undang-undang di bidang-bidang
tertentu;
2. Sebagai co-legislator dalam pembahasan rancangan undang-undang di
bidang-bidang tertentu;

3. Sebagai pemberi pertimbangan k
tertentu.

epada DPR atas rancangan undang-undang

namun kedudukan.-

7 2 SHAM o0, T
,,V i ] ; ) ,\: ndang-undang

pemegang
(eksekutif) t ngan undang-
undang, tetapi gan pemerintah,

Sebagian b srlihat bahwa sistem

bikameral merupalé' “u N . ,5 s “ !" A Merujuk pada paragraf
\\ Al ol lebuinal

sebelumnya, dapat dis ¢ sme telah digunakan untuk
\ o~

menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah - daerah didalam lembaga

legislatif.>*” Ada dua alasan suatu negara memilih sistem bikameral, yaitu untuk
membangun sistem check and balances serta untuk pembahasan lagi dalam bidang

legislatif dan membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang

335 Jimly Asshiddigie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariar Jenderal
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, him. 178-179.

336 |bid, him. 182

337 1bid, him. 16
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biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama.3® Jika ditinjau dari sistem
pemerintahan Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Pasca amandemen
UUD 1945, Indonesia sepakat untuk memperkuat sistem presidensial. Meskipun
banyak perdebatan tentang kamar parlemen yang dimiliki oleh Indonesia, namun,
setiap negara dirasa sangat penting untuk menghadirkan lembaga sebagai
penyeimbang lembaga parlemen sebelumnya. Jika merujuk pada lembaga negara
perlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka MPR juga disebut sebagai

lembaga perwakilan, namun jika di tinjau dari fungsi dan kewenangannya, MPR

legislatif, namu : K G ; "ai dengan adanya
f
""" ‘FJ'F'." tu rancangan undang-

undang, membaha fe .u “ I s s u "' A éretu
)\ ety @Pb’ le /i

ng aneh, dianutnya hak

juan bersama, serta

veto Presiden dalam fungsi legislasi, walaupun bersifat veto relatif. Sedangkan
fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat didasarkan pada
adanya pemisahan yang tegas antara legislatif dan eksekutif.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan Presiden
memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat. Namun setelah perubahan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD

3% |bid
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1945 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan ketentuan
tersebut, terjadi pergeseran fungsi legislasi walaupun masih bersifat setengah hati,
tetapi telah terjadi perubahan mendasar dengan diberikannya fungsi legislasi ke
badan perwakilan.

Pergeseran fungsi setengah hati ini ditandai dengan pasal-pasal selanjutnya
terutama dalam proses pembahasan, karena peranan eksekutif masih sangat besar.

Meskipun terjadi pergeseran, tetapi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 setelah

kedudukan kedus eimba B an yang samasama

berimbang tersebtgl U N I %uﬂﬁ “ ﬂ.ﬁ egang oleh DPR dan
Presiden mulai dari 1&9. ?T:’-u»—l:’.lj, Féﬂ?‘!ﬂﬂi‘iuﬁmy!@
i

Setiap RUU ha lapa ersetujuan—bersama antara DPR dan

Presiden. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak
boleh diajukan dalam persidangan berikutnya. Apabila disetujui bersama, maka RUU
tersebut akan disahkan oleh Presiden. Kata persetujuan antara DPR dan Presiden
adalah pengesahan yang bersifat materiil, sedangkan pengesahan oleh Presiden

hanya bersifat formil.>*

33% Abdul Ghoffar, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD
1945 dengan Delapan Negara Maju, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, him. 101.
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Setelah perubahan UUD 1945, muncul adanya semangat checks and balances,
dalam struktur parlemen dibentuklah kamar penyeimbang sebagai representatif
daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD diatur dalam
ketentuan Pasal 22D UUD 1945. Kelahiran DPD merupakan sebagai kamar kedua
(bicameral) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga menyerupai
keberadaan Senat di Amerika Serikat. Dalam fungsi legislasi, peranan DPD tidak
terlalu kuat bahkan sangat lemah.Sehingga hanya sebagai lembaga supporting bagi

DPR.3%% Hal ini dapat kita lihat dari kewenangan yang dimiliki oleh DPD yang diatur

untuk menyetujui s

Indonesia me '

pemisahan ke : = adanys {; tegas antara
kekuasaan legeslatif ¢z , C _Sentukan undang-
undang (Iegislasi. .
adalah Senate darl;"-._. !.E M ' 5ﬁ !.l !n Al ; Ifi'an Presiden sebagai

pihak eksekutif. Pr,_ ( ajarz at sama sekali dalam

fungsi legislasi, baik mengajukan RUU atau ikut membahas suatu UU. Menurut C. F.
Strong bahwa satusatunya hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam praktek
sistem presidensil Amerika Serikat adalah melalui laporan Presiden (Presidential
Message) dan tak seorang pun pejabat kabinet Presiden diizinkan turut serta dalam

suatu majelis lembaga legislatif.3*

340 Jimly Asshiddigie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi,Jakarta, him. 141.

341 CF Strong, 1975, Modern Political Constitution;An Introduction to The Comparative Study of
Their History and Existing Form, Sidwick&Jackson Limited, London, him. 238.
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Fungsi legislasi di Amerika Serikat hanya dipegang oleh dua kamar dalam
kongres yakni Senate dan House of Representatives. Struktur parlemen Amerika
Serikat bersifat bicameral, dimana kedua kekuasaan memiliki kekuasaan yang
berimbang satu sama dengan lainnya (strong bicameral). Sehingga setiap
undangundanga harus mendapat pesetujuan di kedua kamar tersebut. Article 1
Section 7 angka 2 Konstitusi Amerika Serikat menentukan:

Every bill which shall passed the House of Representatives and the Senate,

before it become the law, be presented to the Presidentof the United States; If

he approve he shaII S|gn it, but if he shall return it, with his objection to
.-"""“' ated who shall enter the objection at

large on the“fJOurnaI Ae oo 'SIder |t If after such conS|derat|on
two third of that H :

d nays, and the
ntered on the

maka setiap und;._ »,\ w H " 9% u H— ﬁ f n dari kedua kamar

dalam kongres yaknll Senat: Jjb-\:ﬂ" lf' .,Q-jg_,l.mg.,;.._mt‘f, elum menjadi undang-
undang harus dimajul." 3 af i'oengesahan (Approving).
Jika sepakat maka undang-undang tersebut akan ditandatangani, dan apabila tidak
maka Presiden Amerika Serikat akan mengembalikannya kepada Senate dan DPR
dengan memberikan alasan-alasan penolakan (objection).

Sebagai negara yang memiliki sistem parlemen strong becameralism, Amerika

Serikat memiliki symmetrical chamber dengan kekuasaan yang diberikan konstitusi

sama dengan kamar pertama, memiliki legitimasi demokratis karena dipilih secara
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langsung dan juga incongruent karena berbeda dalam posisinya yaitu House yaitu
sebagai perwakilan politik sedangkan Senate sebagai perwakilan negara bagian.3#?
Berdasarkan pembagian tanggungjawab yang diatur oleh Konstitusi Amerika
Serikat, setiap dewan memiliki kekuasaan untuk mengajukan RUU untuk setiap hal,
namun dalam hal tertentu, diberikan wewenang khusus pada masing-masing kamar.

Wewenang khusus tersebut antara lain :

1. House of Representative

a. Memulai mengeluarkan Renai Pajak;
b. Memiliki kekuasaan u

'
,
Ll

ey

ot é'lI dihuk
wwﬁ$$“£“ ) apat |uumtanpa
3 ';ﬁf:ui(i.:lf'éhﬁhih

%42 Reni Dwi Purnowati, Implementasi Sistem ... Op.Cit, him. 55.

343 Electoral college terkait dengan proses pemilihan Presiden di negara Amerika Serikat memang
cukup unik. Meski dikatakan rakyat diberikan kesempatan untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden secara langsun, namun suara mereka hanya berpengaruh hingga pada tingkat negara bagian,
yakni pada penentu siapa calon yang memenangkan suara electoral (electoral vote) di negara bagian
bersangkutan. Artinya memenangkan suara rakyat (poupular vote) secara nasional belum tentu
memenangkan pertarungan karena yang menentukan adalah beberapa banyak suara electoral yang
dikantunginya. Jadi, pada saat mencoblos rakyat bukan memilih langsung Presiden dan Wakil
Presiden. Suara elektoral berbeda pada setiap negara bagian, tergantung besarnya jumlah wakil
mereka di House, yang ditentukan jumlah penduduk di negara bagian yang bersangkutan.Jumlah
tersebut kemudian ditambah dua untuk masing-masing negara bagian sebagai pencerminan 2 kursi
setiap negara bagian di Senat.

34 Amir Makmur dan Reni Dwi Purnowati, Lembaga Perwakilan Rakyat, Pusat Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Ul, Jakarta, 2005, him 39.
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b. Harus memberi prsetujuan (dengan suara setuju 2/3 dari seluruh suara)
kepada setiap perjanjian yang diadakan oleh AS, sebelum perjanjian itu dapat
berlaku;

c. Mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak pengangkatan duta-duta besar,
para menteri kabinet dan konsul, hakim MA dIl pegawai USA yang masih
akan ditetapkan dengan UU,;

d. Semua RUU untuk menerbitkan pajak harus dimulai dari House, tetapi

Senate mungkin mengusulkan atau setuju dengan amandemen seperti RUU

yang lain.

UNISSULA

prosedur, maka Hd S 1 pemun L?' ara dalam pembahasan

eAggalang suara yang bulat

dari anggotanya untuk sebuah isu, kelompok oposisi atau minoritas pada dasarnya
hanya memiliki sedikit pengaruh.3%

Di pihak lain, setiap anggota senat dari partai mayoritas maupun minoritas,
memiliki kekuasaan individual dan tidak terkotak-kotak maupun minoritas dalam

proses legislasi. Mereka bisa mendebaat panjang lebar dan mengusulkan amandemen

345 Yokotani, Sistem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas Dan Kewenangan
Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina), Jurnal
Hukum Progresif: Volume XI/No.1/Juni 2017, him. 1857.
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untuk setiap RUU yang sedang dibahas. Untuk membuat pembagian kekuasaan
legislasi menjadi lebih baik, prosedur didalam House berpihak pada mayoritas-
sehingga keinginan rakyat bisaa berjalan tanpa ganjalan dari minoritas sementara
prosedur didalam senaat memberikan keuntungan kepada minoritas sehingga mereka
bisa menghentikan mayoritas untuk bertindak terlalu cepat. Namun House memiliki
cara khusus untuk mempercepat pembuatan UU termasuk lewat media suara
elektronik. Biasanya aturan-aturan dapat ditunda/ditangguhkan oleh 2/3 suara, atau

tindakan yang segera dapat diambil -- persetujuan sebagian besar para anggota

persidangan. Dengan rapat gab g tguse dapat menjalankan persidangan

j/r- 3 - \ ran-aturan baku yang sudah

secara formal da

disebut dengan \ “ N I s% u i— “ ak veto yang dimiliki

1 “* [ ¥
oleh Presiden Amerika: Serikat Iéﬂﬁﬁlﬁiﬁh&rm oleh Senate dan DPR

Serikat istilah penolakan ini disebut dengan “override”. Override yang dilakukan
olen kedua kamar baik Senate maupun DPR Amerika Serikat dengan syarat
memenuhi 2/3 suara dari masing-masing kamar. Apabila syarat 2/3 tersebut
terpebuhi maka, bill tersebut menjadi undang-undang (if approved by two third of

that House, it shall become a law).

346 | bid.
347 Saldi Isra, Pergeseran...Op. Cit., him. 88
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Dalam praktek di Amerika Serikat, hak veto tersebut dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu regular veto dan pocket veto. Regular veto merupakan jenis veto yang
paling sering digunakan oleh Presiden Amerika Serikat. Veto jenis ini diajukan
ketika DPR dan Senat dalam masa persidangan. Jika Presiden tidak mengajukan
keberatan dalam jangka waktu 10 hari sedangkan DPR dan Senat dalam persidangan,
maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Sedangkan
Pocket Veto tejadi karena tenggat 10 hari untuk mengajukan keberatan bagi Presiden

bertepatan dengan DPR dan Senat tidak dalam masa sidang. Kalaupun Presiden

Senat adalah; 1) wa \ .ul'! |! , ,ss !“' Et

dari 40 tahun pada saat hari pemilihan, 3) Berpendidikan tidak kurang dari Bachelor

Berusia tidak kurang

Degree atau yang sederajat, 4) Mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan pada
Sec.107.34

Sedangkan House of Representative/Sapha Phuthaen Rotsadon memiliki 500
anggota yang dipilih dengan cara popularvote dengan masa jabatan 4 tahun. Dalam

proses legislasi, Senat (Wuthisapha) tidak mempunyai hak usul untuk mengajukan

348 1bid, him. 89.

349 Yang terjemahkan, Tim Peneliti DPD sebagai berikut: Suatu RUU atau RUU organik, pertama
kali harus diajukan oleh House of Representative, dalam King Faisal Sulaiman, Sistem
Bikameral. Op.Cit, him. 79
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RUU maupun RUU Organik, seperti yang tercantum pada Konstitusi Thailand Part
3, Section 173, yaitu “a bill or an organic law bill shall be first submitted to the
House Representative.®*

Menurut Konstitusi, suatu RUU atau RUU Organik diajukan hanya oleh
anggota-anggota dari House of Representative atau Dewan Menteri (Council of

Minister) atau pemilih yang tidak kurang dari 50.000 orang jumlahnya. Walaupun

tidak mempunyai hak usul akan tetapi Senat mempunyai hak veto dalam proses

¥
UNISSULA

ﬂfnp’oﬁ.{;!' 'ﬁ;’#‘i}'bfmp'ﬂﬁl'lfﬂ- LG

Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan, fungsi dan
kewenangan Senat (DPD) tidak berada pada kamar yang sejajar dengan House
(DPR). Padahal sejarah dibentuknya DPD sistem perwakilan dan parlemen di
Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Dalam

perjalanannya, fungsi dan wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 22 D UUD

%50 |bid, him. 184
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1945 setelah amandemen sulit mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan DPD.
Demikian juga sulit bagi anggota DPD untuk mempertanggungjawabkan secara
moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Pasal 22 D tersebut juga
tidak dapat mencerminkan prinsip checks and balances antara dua lembaga
perwakilan (legislatif). Padahal, DPD sebagai lembaga negara memiliki legitimasi
yang sangat kuat karena anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagali
lembaga negara, tentunya DPD seyogyanya memiliki kedudukan yang sama dengan

lembaga negara lainnya. Karena men ami keterbatasan itu, wajarlah apa yang

t monopoli DPR
\ ( . ‘karena itu sistem
perwakilan eral murni melainkan

pun _jik a/ perspektif lembaga
pembentuk ', pIY HE perspektlf lembaga
pembentuk u u “ ﬁ 'J'a' !‘l’ u ﬂ‘”ﬁ" )’ tuk mengatakan bahwa
lembaga per' ﬂﬂfuiﬂy' fq.,!nd.iqmml_‘l- eral, melainkan masih
bersifat unlca r«, ,ntukan undang-undang
hanya ada pa - a=ciilp) 1945).; MPR tidak
berkedudukan sebagai forum sidang gabungan (joint session) antara DPR dan
DPD, melainkan berkedudukan sebagai lembaga mandiri, karena anggotanya

terdiri atas anggota masing-masing kamar dad DPR dan DPD (Pasal 2 ayat (1)
UUD 1945).3!

Selanjutnya, dalam fungsi legislasi yang diatur pada Psal 20 ayat (5) UUD
1945 mengatur tentang hak veto oleh Presiden. Pasal ini terlalu dipaksakan dan

sangat aneh jika melihat ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Keanehan pasal ini

351 Abd. Rahman, Kedudukan dan Kewenangan..., Op.Cit, him. viii.
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disebabkan karena Presiden juga ikut serta dalam pembentukan undang-undang,
mulai dari pembahasan sampai persetujuan antara antara DPR dan Presiden. Kalau
sudah sampai pada persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, seharusnya
Presiden hanya tinggal mengesahkan dan mengundangkannya dalam lembaran
negara. Tetapi dalam prakteknya, Presiden tidak mensahkan undang-undang yang
sudah disetujui bersama, misalkan saja Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya

berdasarkan Pasal 20 ayat (5) yait. tndang-undang yang tidak disahkan oleh

..II “ /
sebagaimana diatur'd “ “ i g 1’5 u ﬁ.. “ , Ilfnana tak ada jaminan

konstitusional seber?'al Tﬂﬂ‘lifh’ligﬁqzjﬁjiﬁ.mgﬁ@ ftersebut. Demikian juga
dengan fungsi pengall' an-terhadap-pelaksanaan-undang-undang menurut Pasal 22
D ayat (3) UUD 1945, tak ada kepastian adanya tindaklanjut DPR terhadap proses
tersebut. Dari perbandingan yang telah disebutkan di atas nampak sekali bahwa DPD
sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral negara kesatuan cenderung
berkarakter konservatif, sangat lemah, dan sangat bergantung kepada kepentingan
politik DPR dan tentu juga kepada pihak eksekutif dalam proses legislasi karena

hanya kepada DPR Presideh berhak mengajukan RUU (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945).
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Akibatnya, konflik kelembagaan yang terjadi selama ini tak pernah menghasilkan
konvensi ketatanegaraan yang melembaga, melainkan hanya bersifat ad hoc semata.
Untuk mendorong agar DPD memiliki fungsi yang seimbang dalam fungsi
legislasi, maka perlu menerapkan sistem strong bicameralism dengan syarat adanya
perubahan UUD 1945. Mengenai konsep strong bicameraisml Indonesia dapat
mengadopsi seperti sistem yang diterapkan dalam parlemen Amerika Serikat. Pada
parlemen Amerika Serikat pengisian anggota parlemen dipilih secara langsung

melalui pemilu (legitimasi demoka' serta dalam komposisinya berbeda/

aan legistatif. 2

“‘\
'#' \\ nlah sekedar

anggota yang secara luas mewakili penduduk secara langsung, sedangkan kamar
yang lainnya adalah unsur perwakilan yang berbeda. Hal tersebut dapat gambarkan
seperti dari unsur kepentingan kelas sosial, kepentingan ekonomi, atau umumnya
adalah perbedaan teritorial. Terdapat dua kemungkinan alasan memilih sistem

bikameral. Pertama, adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan

352 Jihat article 1 section 1, Constitution Of The United States, ... Op.Cit.
353 Jimly. Asshiddigie, 2006, Kata Pengantar dalam, “Bikameral bukan federal”, Kelompok DPD
di MPR, Desember, hal. xv.
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keseimbangan (checks and balances) terutama untuk melakuan double check
terhadap proses dan subtansi legislasi. Kedua, adalah untuk membentuk perwakilan
untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh
majelis pertama. Secara khusus, bicameralism telah digunakan untuk menjamin
perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif.3>*
Sistem Strong Bicameral merupakan bagian dari penerapan hukum progresif
dimana semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan

dan memberikan kebahagiaan ada_ masyarakat, adalah sejalan tujuan

pembentukan pemerintahan gutkan dalam Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 dengan fah bangsa dan batang tubuh
UUD NRI Ta < lam berbangsa
dan bernega ur mengenai

. /
belakang yang be e w N h ST?'- u i— ﬂ fyFn untuk memberikan

putusan hukum yang ::.T’Mﬂ',y lé}-‘t’kl’ﬁ&ﬁmi@ nemohon keadilan yang

adalah sesuatu yang dlli pakan di dala

Untuk mewujudkan model strong bicameralism berdasarkan hukum
progresif, perubahan UUD 1945 merupakan keniscayaan sebagai salah satu agenda
reformasi untuk keluar dari krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis
moral. Empat kali memang telah memberikan berbagai perubahan yang amat

mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Namun, hasil perubahan juga

34 Andrew. S. Ellis, 2001, Lembaga Legislatif Bikameral? Sebuah Agenda Dan Beberapa
Pertanyaan, NDI for International Affairs dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, Jakarta, him. 61.
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menyimpan berbagai kelemahan lantaran paradigma yang dibangun belum dapat
dijadikan acuan dasar dalam mengefektifkan pemerintahan secara baik. Hasil
amandemen belum mampu menjelaskan dan menjanjikan secara signifikan terhadap
konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan yang hendak dibangun.

Pada perubahan kelima ini, setidaknya ada tiga isu sentral yang harus menjadi
perhatian, yaitu:
1. Memperkuat Sistem Presidensial

pada hakikatnya bukan memperkuat

Penguatan sistem presidensia

el 'w:-"r- ar, hanya i ilu yait il
uwm*guﬂﬁ all pemiiu yaltu pemiiu

Eﬂﬂl.ﬂa!.? (‘-"" emenlah - yar ang_membentuk pemerintahan.

Sebagai contof c g-hanya bisa-drangkat eksekutif (perdana

menteri, menteri, atau deputi menteri) apabila dia terpilih menjadi anggota

parlemen (DPR atau Senat /DPD), dan tetap berfungsi sekaligus sebagai
anggota parlemen.

b. Presiden tidak boleh dijatuhkan (diberhentikan) dalam masa jabatannya

karena aspek politis (atas kebijakan presiden yang dinilai salah), tetapi harus

dengan aspek yuridis yaitu melakukan pelanggaran hukum (penghianatan
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terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, serta terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai persiden /
wakil presiden). Hal ini sudah diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

. Ada distribusi (pemisahan) kekuasaan, sedangkan dalam sistem pemerintahan
parlementer tidak ada distribusi kekuasaan yang jelas. Kekuasaan legislasi
sepenuhnya pada parlemen, meski presiden tetap dapat mengajukan

Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada parlemen (DPR dan DPD/Senat).

Presiden tidak ikut membahas RUU, tetapi presiden memiliki hak menolak

‘*v*‘
UHISSUI—ﬂ

patkan DPD sejajar dengan

erlu diapresiasi dalam

g konsisten menganut

DPR sebagai pembentuk UU dalam dua kamar (bicameral system).

. Fokus kekuasaan eksekutif (pemerintahan) ada pada presiden, tetapi presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan tetap diawasi oleh parlemen, serta
ada checks and balances yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Masa jabatan presiden yang tetap (fixed terms) yang diatur dalam Pasal 7
UUD 1945, serta presiden sekaligus berkedudukan sebagai kepala

pemerintahan (chief executive) dan kepala negara (head of state). Sementara
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dalam sistem parlementer, kepala pemerintah dan kepala negara dipegang
oleh orang yang berbeda, misalnya kepala pemerintahan dipegang oleh
Perdana Menteri dan kepala negara dipegang oleh raja/ratu atau sebutan
lainnya.

f. Presiden (baik selaku kepala negara, maupun kepala pemerintahan) tidak
dapat membekukan atau membu-barkan DPR (Pasal 7C UUD 1945). Para
menteri (anggota kabinet) diangkat/diberhentikan oleh presiden, dan tentu
saja bertanggung jawab secarapenuh kepada presiden.(Pasal 17 Ayat 2 UUD

1945). Sementara damenter, Perdana Menteri (eksekutif)

H\__-
gle 0 ibinet diangkat dan diberhentikan

L
U .{ @ ;‘5:&"; u lﬂ / um, kelahiran DPD
a '?-"*'Ure.? !éj‘ﬁ"(:.?!:tﬂqﬁqﬁt@- 2004 yang ditandai oleh

a-DPD sebagai hasil pemilu

5 April 2004. Berdasarkan perubahan UUD 1945 tersebut, gagasan pembentukan
DPD diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menstimulasi secara positif
kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama keterwakilan di daerah dalam

kebijakan yang berpihak pada warga negara yang lebih banyak di daerah,
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sehingga mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.>*®
Secara historis, pembentukan DPD tidak terlepas dari adanya reformasi
sejak tahun 1998. Proses reformasi tersebut khususnya melalui demokratisasi
dalam pemilihan anggota parlemen. Pendapat bahwa dalam lembaga parlemen
dan anggotanya harus dipilih oleh rakyat dikemukakan oleh anggota Komisi A
MPR RI pada rapat Komisi A tanggal 5 November 2001 sebagai berikut:>%®
. maka didalam bab Il pasal 2 itu alternatifnya yang harus dipilih
menurut kami adalah alte- e A jadl Majelis Permusyawaratan Rakyat
terdiri dari Dewan Pefw "« at dan Dewan Perwakilan Daerah

yang anggotany_- il lih it ihan umum. Jadi tidak ada orang
yang berhak : raky at ang memang tidak benar-

tan. Dengan mempert
DPD betul-betl}l - v ",I 55 ULA
\"ﬁ“'a-k @Pwm

Selain ifu,-alasan-Histor :‘ eberadaan-DPD f':lat ini dapat dikatakan

merupakan pertemuan dari dua gagasan yaitu demokratisasi dan otonomi daerah.

Oleh karena itu, dalam tuntutan demokratisasi, pengisian DPD harus selalu
mengikutsertakan rakyat memilih sedangkan dalam hal otonomi daerah, anggota
DPD yang terpilih harus mengutamakan kepentingan dan aspirasi daerah di atas

kepentingan apapun. Dengan demikian, anggota DPD sebagai representasi

3% DPD RI, 2014, Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Musrenbang,
Sekretariat Jendaral DPD RI, Jakarta, him. 43.
3% Muchammad Ali Safa’at, 2010, Parlemen Bikameral, UB Press, Malang, him. 93.
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penduduk dalam suatu wilayah akan mewakili kepentingan daerah dalam
pengambilan keputusan politik penting di tingkat nasional.

Adapun secara konstitusional, melalui Perubahan Ketiga UUD 1945
mengatur keanggotaan dalam lembaga DPR dan DPD. Ketentuan menyangkut
pemilihan anggota tersebut, diatur dalam Pasal 22E ayat (3) “Peserta pemilu
untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik” dan ayat
(4) “Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”

Berdasarkan landasan PasqI_ZZE ayat (3) UUD 1945, bahwa terdapat

f
an tersebut. Misalnya

UNISSULA
Al | Eioteluinsla
anggota DPR, dié.l' _“_,.;...mmm a oleh wakil rakyat yang

pemilu untuk memilih

terpilin menduduki kursi di DPR, baik di tingkat kabupaten/ kota, di tingkat
provinsi, maupun DPR tingkat pusat. Karenanya meskipun anggota DPD juga
dipilih melalui pemilu, proses rekrutmennya itu seharusnya tetap dibedakan dari
sistem yang diterapkan untuk merekrut anggota DPR dengan demikian dapat

dihindari adanya pengertian double representation tersebut.®’

357 Efriza dan Syafuan Rozi, 2010, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD, Alfabeta,
Bandung, him. 266.
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Makna perseorangan dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 bahwa makna
kandungan norma yang tercantum adalah untuk mencalonkan diri sebagai calon
anggota DPD, harus mencalonkan dirinya sendiri sebagai peserta pemilu, bukan
dicalonkan oleh partai politik. Hal ini berbeda dengan pencalonan anggota DPR
yang secara tegas tertera dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, dimana yang ingin
menjadi anggota DPR harus dicalonkan oleh partai politik. Kemudian mengenai
keanggotaan dalam partai politik bukanlah norma konstitusi yang bersifat

implisit melekat pada istilah “perseorangan” dalam Pasal 22E ayat (4) UUD

j
iblik Indonesia;
ca, dan/atau menulis 'bahasa Indonesia;
ik '&ﬂ?tﬂ#ﬁmﬂ? Jenengah atas madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana;
sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
terdaftar sebagai Pemilih;
bersedia bekerja penuh waktu;
mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala
Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Oesa, aparatur sipil

G Jcl

b.
. bertempi{ingol 6 oy Mora Kcsalect

oo
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negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan
pada hadan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah
danjatau badan usaha milik desa, atau barlan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

I. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris,
pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan
tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha

milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang

DPD sebagai dlbandlngkan dengan

\ f
negara-negara de N junia. Kka Serikat yang membolehkan

anggota senatnya boleh berasal dar| partal politik tetapi dapat melaksanakan
amanatnya sebagai representasi daerah dengan baik maka ini tidak sepenuhnya
dapat dibenarkan. Dalam kondisi dan budaya politik di Amerika Serikat, Senat
dalam hal basis perwakilan, terlepas dari persoalan afiliasinya dengan partai
politik, dapat dikatakan bahwa seorang Senator pasti berbasis masyarakat
teritorial. Senat yang terpilih tidak memiliki derajat kesetiaan yang kuat dengan

partainya. Hal ini antara lain disebabkan, para anggota senat mendapatkan posisi
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mereka dengan pemilihan di negara bagian atau distrik, bukan karena
kepemimpinan partai nasional, dan bukan pula karena mereka di Congress.
Namun sebaliknya, misalnya negara seperti Thailand, memiliki kondisi dan
budaya politik tersendiri lagi, yang berbeda dengan konteks dan budaya politik
Amerika Serikat, yang membuat negara tersebut harus mengatur dengan tegas
dan ketat bahwa anggota Senat tidak boleh berasal dari partai politik untuk
menjamin berfungsinya para anggota senat (sebagai representasi daerah) dengan

baik dalam lingkungan dan budaya politik negara tersebut.

berbeds bedanya raison d’etre (alasan sebuah

Perbedaan ini di
ik dan budaya politik
Nmemadai atau

L

keberadaan) da .
senat. Konsekugns « :

\| 2l gloteluzsale

dan budaya politik'tersebut

Dalam konteks lingkungan dan budaya politik Indonesia dewasa ini, hal
yang sebaliknya justru terjadi. Para wakil rakyat terjebak pada pola untuk
memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya. Dengan demikian apabila di
Amerika Serikat atau negara-negara tertentu lain anggota Senat berasal atau
boleh berasal dari partai politik tidak serta merta dapat menjadi justifikasi bagi
berlakunya hal yang sama. Dalam hal ini, DPD harus memiliki caranya sendiri

untuk mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan DPD berfungsi dengan
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baik dan memadai serta mengeliminasi sistem yang menghambat pelaksanaan
fungsi DPD dalam lingkungan politik dan budaya politik di Indonesia. Salah
satunya adalah dengan menegaskan larangan DPD dalam keanggotaan partai
politik. Dengan demikian, anggota DPD dapat bersikap independen dalam
menjalankan tugasnya yang mewakili rakyat dalam konteks kepentingan daerah
tanpa memiliki beban terhadap pihak manapun

Upaya memperkuat Lembaga Perwakilan, maka MPR harus didesain

yang terdiri atas DPR dan DPD sebagai lembaga negara, bukan terdiri atas

)\ UNISsuLA
&R bl

kesetaraan dalarﬁul' dua kamar. Me AS 4' N

liperkuat dengan prinsip

embahas RUU tersebut

(termasuk diberi kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang
berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya), tetapi pemberian kewenangan
tersebut hanya separuh hati, karena DPD tidak ikut menentukan pembentukan
(penetapan) RUU sebagai rohnya kekuasaan legislasi.

Penguatan DPD bukan hanya pada "fungsinya” sebagai penyeimbang
karena dipilih langsung oleh rakyat, sama dengan anggota DPR, tetapi juga pada

penguatan "struktural” terutama yang berkaitan dengan proteksi personal
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(anggota) DPD berupa hak imunitas anggota DPD yang saat ini hanya diatur di
tingkat UU diangkat ke tingkat konstitusi (UUD 1945). Eksistensi sistem kamar
(baik unicameral maupun bikameral) dalam lembaga perwakilan rakyat,
efektivitasnya ditentukan oleh "perimbangan kewenangan” antar kamar dalam
pelaksanaan fungsi parlemen, seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan (termasuk fungsi representasi dan rekrutmen jabatan politik). Dan
semua fungsi itu, perimbangan terhadap fungsi legislasilah yang menjadi faktor

sentral dalam penguatan mekanism_e lembaga perwakilan rakyat, bahkan sebagai

UHISSULA

I. ] ":arsama), maka RUU

e l@ﬁwm.ml,e

tersebut disampaikan kepada® ahkan menjadi UU.

c. Apabila DPR atau DPD mengusulkan adanya perubahan dalam RUU yang
diajukan itu, DPR dan DPD membentuk "Panitia Bersama" untuk
membahasnya. Sebaliknya, jika RUU ditolak oleh DPR atau DPD, RUU
bersangkutan tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan saat itu.

d. Presiden dapat menolak mengesahkan (hak veto) RUU yang telah disetujui
olen DPR dan DPD. Namun, RUU yang ditolak presiden, sah menjadi UU

jika disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota
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DPD dengan menentukan batas waktunya untuk disahkan. Berdasarkan Pasal
20 Ayat (5) UUD 1945, batas waktu RUU yang tidak disahkan oleh presiden
menjadi UU adalah tiga puluh hari.

Upaya lain yang dapat ditempuh untuk memperkuat DPD, vyaitu
perubahan sistem rekruitmen anggota DPD RI . Keberadaan DPD disatu sisi
adalah untuk memperkuat DPD RI dengan sistem pemilihan langsung untuk
menghindari penyalahgunaan MPR sebagai alat politik pengusa yang otoriter.

Disisi lain keberadaan DPD RI adalah untuk memberikan ruang daerah untuk

terlibat langsung dalam pe & Igsan pusat, sehingga kepentingan
daerah mampu untHK, diag -' ikan dengan pengankatan dan
perjuang .

tiap individu
untuk dz;l olitik maupun
bukan, imp _II5D adalah orang-
orang yang. . an politisi sehingga
mempunyai é Ji%ahkan tidak sedikit
anggota DPD .HM' é?eb.!. j-ora LP idak tidak menguasai
permasalahan daergh Dengan kendisi but - maka diperlukan suatu perubahan

sistem rekruitmen yang mana anggota DPD yang terpilih adalah para tokoh
daerah yang memiliki kapabilitas serta mengetahui benar permasalahan serta apa
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh daerah sebagai konstituennya.

Hal tersebut dapat berkaca dengan kondisi saat ini dimana kebebasan
bagi setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI tidak
memiliki syarat domisili. Oleh karenanya diperlukan sistem seleksi terlebih

dahulu bagi setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.
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Beberapa syarat awal yang dapat digunakan dalam proses seleksi diantaranya

yaitu:

a. Syarat domisili. Calon anggota DPD yang menjadi wakil dari daerah harus
merupakan putra daerah asli atau minimal telah menjadi warga daerah
tersebut dengan bukti berdomisili di daerah tersebut dalam jangka waktu
tertentu.

b. Syarat kepemimpinan organisasi/ komunitas daerah. Dengan adanya

persyaratan ini bagi bakal calon anggota DPD, maka sebelum mencalonkan

ya
mampu mengagie "u NISSULA
| \"'“'M '@Pbi-‘alml,@

kapabilitas yang garkane -\_m_m__g; akili daerah.

l"irngan daerah dengan

. Memperkuat Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah (otda) dan pola pemerintahan di daerah secara
konsisten mengikuti perkembangan teori, terutama pada hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks bentuk negara, ada yang
disebut Negara Kesatuan dan Negara Federal. Dalam desain Negara Kesatuan,

dibentuk dan dibagi ke dalam beberapa daerah, sehingga pola kekuasaan negara
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pada hakikatnya berada pada pemerintah pusat, kemudian kekuasaan itu dibagi
ke daerah. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan: "Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsidan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan dalam
Negara Federal, seperti Amerika Serikat, pola kekuasaan diinisiasi oleh daerah-
daerah atau Negara Bagian untuk kemudian membentuk negara. Dengan

demikian, hakikat kekuasaan negara berasal dan daerah, yang kemudian

diserahkan kepada Neg

Pasca pem menggugat keberadaan

katkan pemerintahan

UHISSUL&

Argentina, Kolo pia, d kan reformasi dengan

dengan rakyat. L . o&merika Latin (Brasil,

memberikan sebagian kekuasaan pemerlntah pusat ke pemerintah daerah atau
model desentralisasi dengan berbagai variannya. Secara teoretis (Rondinelli dan
Cheema, 1983) didesain beberapa model desentralisasi, sebagai berikut:

a. Dekonsentrasi, yaitu suatu pola distribusi wewenang administrasi dalam

struktur pemerintahan.
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b. Delegasi, yaitu apapendelegasian otoritas manajemen dan pengambilan
keputusan atas  fungsi-fungsi  tertentu yang diberikan  kepada
organisasiorganisasi yang secara langsung tidak di bawah kontrol pemerintah.

c. Devolusi, yaitu menyerahkan fungsi dan otoritas dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.

d. Privatisasi, yaitu menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan
dantanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta.

Keempat model desentralisasi di atas, pada dasarnya memayungi

I 1—\
adalah kalimat- 16M f Gl erggairahkan.. penguatan daerah.
Kl esent Sa ofe 5 Jaf ari

nengalami jalan buntu.

Penyebabnya Ke usia | dalam > fl
dipenuhi, yaitu " ..u.“.g 5?"' !:'A Jumlah dukungan tidak
\\ Aeliany/ @th /]
(220" A 000ta~Cc 0
— Y

mencapai batas Aty al'678 anggota MPR periode

) UUD 1945 tidak

2004-2009. Meski pada awalnya jumlah dukungan cukup signifikan, namun
dalam perjalanannya jumlah tersebut terus menyusut akibat anggota fraksi besar
di MPR yang berasal dari partai politik ramai-ramai menarik dukungannya,
sehingga tidak memenuhi batas minimal untuk dilakukan agenda sidang
perubahan. Untuk saat ini jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah 692
orang, sehingga untuk memenuhi ketentuan minimal 1/3 harus didukung 231

anggota MPR. Usul perubahan komprehensif bukan hanya mendesain penguatan
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DPD dalam dua kamar (bicameral system) yang efektif, tetapi yang juga amat
penting adalah penguatan sistem presidensial, hak asasi manusia, otonomi daerah
dan hubungan pemerintah pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
ekonomi, serta sistematika UUD 1945 yang sesuai dengan teori pembentukan
konstitusi. Ini menunjukkan, konstitusi negara sebagai hukum dasar tetap butch
perbaikan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Secara teoretis, konstitusi suatunegaratidak bersifat abadi

(immortal constitution) yang tidak boleh diubah, apalagi Pasal 37 UUD 1945

Perubah' , ano 1pang, sebab Pasal 37 UUD

1945 menetapkan

,
| &

all 560 anggota DPR

grociiade /Il

elima UUD 1945 adalah

)
disetujui sekurang-

bagaimana DPD berperan dalam bikameral yang efektif sebagai konsekuensi
terbentuknya dua kamar dalam badan legislatif. Selamaini, keberadaan DPD
tidak lebih sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan. Jikapun DPR
sering menuntut agar DPD bekerja dan berbuat terlebih dahulu barulah menuntut

penambahan kewenangan, tentu tidak begitu saja diterima. Apa yang mesti

38 Marwan Maas, Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Hukum
PRIORIS, Vol . 3 Na. I, Tahun 2012, him. 56.

302



dikerjakanjikahanya sekadar mengusulkan RUU ataumemberilcanpertimbangan,
tetapi tidak turut menentukannya. Apa yang dituntut DPD bukan kepentingan
anggota DPD yang ada sekarang, tetapi kepentingan rakyat secara luas yang
menghuni daerah otonomi.3°

Menyetarakan kewenangan DPD dengan DPR, merupakan keniscayaan
di tengah kekecewaan rakyat terhadap DPR yang lebih sering mengabaikan

aspirasi yang diwakilinya saat membuat regulasi. Partai politik yang mayoritas

menghuni anggota MPR tidak

r

dengan DPR agislas ‘;\gc dan pengawasan. Tidak

ndah,l o 3 mekanishie:saling mengimbangi

membelenggu harapan rakyat, karena DPD

i “i f’
UNISSULA akan menjembatani

kepentingan daers Faa.u-ﬁg!!!ifﬁabﬁmkuﬁﬁrwwq altematif solusi terhadap
pola penataan siste , nemperkuat NIKRTyang sekaligus menjamin
terlaksananya otonomi daerah.

Dalam usulan perubahan, DPD tidak lagi berfungsi sebagai pembahas
usulan RUU, tetapi juga berposisi sebagai kamar kedua yang akan
mengartikulasikan kepentingan politik daerah pada setiap proses pengambilan
keputusan. Presiden diberi "hak veto" terhadap RUU yang disepakati DPR dan

DPD, bahkan presiden tetap dapat mengajukan RUU kepada DPR atau DPD.

%9 Ibid, hlm. 57.
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Mendesain perubahan komprehensif UUD 1945 dengan sistem bikameral yang
efektif, sebetulnya merupakan keniscayaan di tengah harapan rakyat agar DPD
berperan sebagai penyeimbang dalam sistem pemerintahan presidensial. DPD
hams diposisikan sebagai salah satu bagian integral dalam merekatkan NKRI dan
proses checks and balances yang sehat dalam kehidupan ketatanegaraan

Indonesia.

E. Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi DPD Melalui Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi Ketataneg

praktek hidup ketata s an juga dapat diartikan sebagai

dapat ditempuf mele , ensi af3 ntion (of the

convention), kera tie 93 v ¢ebiasaan mengenai

hukum publik; ht *";p. & dak: j ketatanegaraan.

Sedangkan menur'l'i!, M M I “\,,E M ﬁ» ,@ 'Il: (hukum) kebiasaan
AL 4 ” " Ie ; .l o,
ketatanegaraan adalal e G |éﬂ;L#LWL;. / enyelenggaraan negara,

melengkapi, menyerﬁpurnakan,

mehgi?ﬁdupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah
hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.3®2

Konstitusi terbuka untuk diadakan evaluasi dan disempurnakan dari waktu
ke waktu melalui mekanisme politik. Tentu untuk mengubah dan menyempurnakan

konstitusi, di samping bisa dikembangkan lewat amandemen atau perubahan

360 1smail Suni, 1983, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, him. 36.

361 Fockema Andreae, 1983, Kamus Istilah Hukum: Belanda-Indonesia, Binacipta, Bandung, him.
48.

362 Bagir Manan, 1987, Konvensi Ketatanegaraan, Armico, Bandung, him. 1.
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sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar1945, bisa juga dilakukan
melalui konvensi-konvensi ketatanegaraan, juga dengan melakukan judicial
interpretation (penafsiran konstitusi). Maka, peranan Mahkamah Konstitusidalam
menafsirkan konstitusi melalui perkara-perkara konstitusi bisa membantu
menyempurnakan kekurangan-kekurangan Undang-Undang Dasar1945.%3

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat uraian yang
menyatakan sebagai berikut: "Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya

sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar

yang tertulis sedang disampi Undang Dasar itu berlaku juga hukum

dasar yang tidak tertuli 3 g timbul dan terpelihara dalam
praktek penyele / %{'&‘.
: ﬁ« ' aitkan dengan

REN
e

the constituti al) Konye <efataneq: akan hukum dasar

mendasar. Jika dibe *ﬁ:&, o ‘*’ 1lis), maka seyogianya

setiap aktivitas bell'r. agara yang tergolong-demikian harus ada instrumen pemaksa,
dan diikuti oleh s;,{' m?'&ﬁ‘:ﬂ#w‘iﬂﬂm ihkan seandainya hal itu

mmmenyangkut penggunaan

istilah, sebab substansi dari apa yang dikemukakan pada Penjelasan UUD

. /3
dilanggar. Namun begitu persoalan itu se

maksudnya adalah konvensi ketatanegaraan.

33 Jimly Asshiddigie, Dalam acara Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem
Ketatanegaraan RI untuk Pimpinan dan Anggota Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI),
2000, Jakarta.

364 SemuaPenjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditiadakan. Dalam Aturan Tambahan Pasal
Il yang baru (Perubahan Ke-I1V, 2002) disebutkan : "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-
Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas
Pembukaan dan pasal-pasal".
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Konvensi ketatanegaraan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan di
Indonesia. Beberapa di antaranya telah dipraktekkan sejak awal kemerdekaan,
sementara ada pula hal-hal baru yang mulai menjelma menjadi konvensi
ketatanegaraan. Selain yang sudah dan yang sedang menjelma menjadi konvensi
ketatanegaraan tersebut, tidak sedikit pula usulan-usulan para ahli hukum tata negara
yang menghendaki pembentukan konvensi ketatanegaraan karena dianggap untuk
mengatasi kebutuhan hidup bernegara. Gagasan-gagasan yang mengusulkan

dibentuknya konvensi ketatanegaraan tidak semuanya tergolong fenomena baru,

tetapi ada juga gejala lama -- "_dikan konvensi ketatanegaraan. Di
samping yang telah - embangkan menjadi konvensi

i\ Ay /
fenggunojawat z n-alelr M den’ padahal ‘wakil presiden sama
seperti preS|denI' M’“”‘F'éﬂ:"aﬂlﬁﬁwbﬁ den harus diberhentikan

U mﬁl‘pn‘ﬁdgn itu, apakah dibenarkan

karena bertanggung jawab atas perbuat

wakil presiden tersebut yang akan menggantikan presiden. Sebab itu sangat wajar
apabila wakil presiden sendiri yang mempertanggungjawabkan pelanggaran
haluan negara dan/atau undangundang dasar kepada MPR.

2. Keikutsertaan DPR dalam pengangkatan Menteri Tanpa mengurangi kebebasan

presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, perlu dipikirkan cara

365 Nike K. Rumokoy, Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata
Negara Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XVI1I1/No. 4/Mei — Agustus/2010, him. 18-19.
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yang akan memperkokoh hubungan menteri dengan rakyat. Menteri adalah
jawaban politik, karena itu disamping keahlian, kesamaan pandangan politik,
basis politik seorang menteri perlu menjadi pertimbangan pula.

. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23 UUD 1945 menyatakan
bahwa hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Ketentuan serupa
dimuat juga dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang
BPK. Menurut Pasal 7 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 apabila suatu

pemeriksaan mengungkapkan hal- ang menimbulkan sangkaan tindak pidana

il

. Pelaksanaan perupahan—Uub clah  dise rakyat dalam suatu
referendum. Berbeda dengan yang berlaku di beberapa negara seperti Prancis
(1958), referendum di Indonesia memiliki sifat khas karena bukan menjadi syarat
berlaku (efektif) suatu perubahan UUD 1945. Referendum Indonesia hanya
sekedar menyetujui atau tidak menyetujui “kehendak MPR untuk mengusulkan

perubahan UUD 1945”. Bahkan apabila MPR hendak diadakan referendum
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kemudian kehendaknya untuk mengubah UUD 1945 dibatalkan, maka terbuka
kemungkinan MPR menolak hasil referendum tersebut.

Dengan demikian jika diteliti lebih lanjut penyelenggaraan negara selama ini
ada berbagai kemungkinan yang dapat dikembangkan menjadi konvensi
ketatanegaraan. Dan menjadikan berbagai aspek tersebut sebagai konvensi
ketatanegaraan pada masa-masa yang akan datang berarti memperkuat peran dan
fungsi dalam pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Kelemahan utama yang

nampak pada bekerjanya konvensi tatanegaraan dalam praktek bernegara adalah

soal kepatuhan terhadapnya,f*” 'hk(_abiasaan ketatanegaraan yang

digolongkan sebagai kaidah

ketatanegaraar;_ Bk C : Adg ) sar 1945, selain
dilaksanakan bert 2icl2 };si'ula memperhatikan
dan mentaati kailll' UN Hg%ut ﬁ Kecuali hukum pidana
(Materiil) berdasarlz ‘%ﬂ*-mh’ !égl?bw'fmhg}::gﬁm ;19 lege ponale, semua
bidang hukum menerima—kehadiran—kaidah-katdah—(hukam) tidak tertulis. Dalam
hukum tata negara, kehadiran kaidah-kaidah (hukum) tidak tertulis sangatlah lazim,
bahkan merupakan satu kesatuan sistem hukum tata negara. Dengan perkataan lain,
hukum tata negara sebagai satu subsistem hukum, selalu dilengkapi dengan kaidah-
kaidah (hukum) tidak tertulis,itu tumbuh dan berkembang berdampingan dengan
kaidah-kaidah hukum tertulis. Kehadiran kaidah-kaidah (hukum) tidak tertulis ini

diakui sebagai salah satu sumber penting hukum tata negara.
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Perkembangan konvensi di negara lain misalnya Amerika Serikat (AS),
sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum common law menunjukkan
perbedaan yang menarik. Negara AS merupakan salah satu negara demokrasi yang
mana justru dalam tradisi ketatanegaraannya dipenuhi oleh konvensikonvensi
(kebiasaan). Secara sederhana, hampir semua proses ketatanegaraan di Amerika
Serikat tdak ada norma kongkret yang mengaturnya. Mulai dari proses pemilu
pendahuluan (primary electon), lalu ajang debat kandidat calon presiden, pidato

kemenangan (victory speech), pidato pengakuan kekalahan (concession speech),

dikenal dengan stat : adi g apat aturan yang tertulis,
akan tetapi ,., nesi alanidan toak:ti
.-"

Inl pun terjal jalo a ) i ; [Path 1, common law

Konvensi sebagai salah satu sendi atau sumber hukum tata negara Republik
Indonesia, menimbulkan kebutuhan untuk mengetahui hakekat dan seluk-beluknya.
Sebagai negara yang penuh pergolakan, mengalami beberapa kali penggantian
Undang-Undang DasarRepublik Indonesia belum pernah mempunyai kesempatan

yang cukup dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan negara yang benar-benar

36 Ahmad Gelora Mahardika, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di
Indonesia Pasca Era Reformasi, Jurnal Rehts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, VVolume 8,
Nomor 1, April 2019, him. 64-65.
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berlandaskan sistem konstitusional, sehingga terbentuk tradisi-tradisi tertentu yang
menjadi sendi pemerintahan konstitusional yang kokoh. Karena itu dipandang perlu
untuk menelaah tentang konvensi sebagai salah satu sumber hukum tata negara yang
dapat dimanfaatkan dalam penyusunan sistem penyelenggaraan negara Republik
Indonesia sebagai negara hukum konstitusional yang berkedaulatan rakyat.
Pemahaman atas konvensi juga penting untuk dapat membedakannya dengan
ketentuan hukum tata negara tidak tertulis seperti hukum tata negara adat, terutama

perbedaan kekuatan mengikat dan tata caga penegakannya.®®’

mengurangi, atau meng engubah pelaksanaan suatu
kaidah konsti mbahkan bahwa
tradisi dan alam waktu
singkat berup -m:;x ﬁwent) Konsepsi

Republik Indone;l UNIQ%“&.A angkat menteri-menteri
danPidato Presider;"ul rT‘!”-IH,c" J-"ﬂ‘g_}h_..! ﬁi_lxl,;,\ stus sebagai penjelasan

\
kebijakan pemerintah 368

Dalam suatu kesempatan Guru Besar Tata Negara Universitas Parahiyangan
Bandung, Asef Warian Yusuf menyatakan bahwa konvensi ketatanegaraan
merupakan salah satu solusi alternatif untuk memberikan kewenangan yang kuat

kepada DPD di samping amandemen formal. Konvensi ketatanegaraan yang

melibatkan DPD telah terjadi dalam bentuk pidato kenegaraan di depan sidang

367 JimlyAsshiddigie, Dalam Acara Temu Wicara, Op., Cit.
368 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, Op.Cit, him. 12,
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bersama DPR dan DPD setiap tanggal 16 agustus (terhitung mulai tahun 2010)
dengan menjadikan penyerahan nota keuangan dan sosialisasi rencana kebijakan
pembangunan nasional sebagai substansi daripidato tersebut. DPD melalui kelompok
DPD di MPR mengupayakan dalam tiap periode keanggotaan agar pengakuan
terhadap eksistensi DPD sebagai lembaga perwakilan yang sejajar dengan DPR dapat
terjadi sehingga memberikan kontribusi positif nantinya bagi penguatan kewenangan
DPD.369

Dalam sistem pertanggungja Anggota DPD terhadap konstituennya

atau publik belum adanya - gatur, sehingga publik atau
konstituennya jarang te /«- : d lefia

njadi konsumsi
.'
f

w N H a'i?g u tﬂ anya menjadi rutinitas
Kembali ke daerah untUkikesiddan Aitaptkan AEsitnyi
i

i
Dari segala upaya penguatan-yang-ditaktkan, setidaknya DPD melakukan

dua tingkatan kesadaran yakni kesadara diskursif dan praktis. seperti apa yang

dijelaskan oleh Giddens Kesadaran diskursif (discursive consciousness). Kesadaran
diskursif adalah suatu kemawasdirian (awareness) yang memiliki bentuk diskursif.

Kesadaran diskursif dapat diwujudkan melalui ekspresi verbal oleh para aktor,

39 Donald Rumokoy, 2011, Praktik Konvensi Ketatanegaraan Indonesia, Media Prima Aksara,
Jakarta, him. 108.

870 Tamsil Linrung, 2019, Penguatan DPD Wujudkan DPD Berdaya, Bibliosmia Karya Indonesia,
Jakarta, him. 139.
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tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya
sendiri. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana perbedaan mencolok antara kewenangan
DPD dengan DPR, inilah kemawasdirian sebagai lembaga tinggi.>"*

Namun harus diakui bahwa Penguatan kewenangan DPD melalui konvensi
ketatanegaraan berdasarkan pada pidato kenegaraan ini belum memberikan
penguatan kewenangan yang maksimal. Aspek fungsional yang diperkuat DPD
berdasarkan jalur penguatan kewenangan melalui tradisi dan kebiasaan ini hanya

terkait dengan fungsi penganggaran mengingat Presiden sebagai penyelenggara

6&;0_ katan singkat (express
‘Q} ebih efektif jika
& 2

dilakukan de yu el o hersary R dan DPD.*"

UNISSULA
reellol)| 2 ek

371 1bid.
372 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, Op.Cit.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uriaan dan analisis dalam bab-bab terdahulu, berikut disajikan
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

1. Kewenangan DPD dan DPR RI Dalam Penerapan Sistem Bikameral Menurut

A, 4
w “r i :53‘ u Lﬁ I,.-'Bahan keempat UUD
[ ﬁ"'iu-ﬁ‘alf |@’~'.'"__‘,!r|lofu\‘.f_n;ﬂ- ermusyawaratan Rakyat

terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan

dikatakan bahwa MPR

Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dengan undang-undang. DPD mempunyai kewenangan legislasi dan pengawasan
seperti pada umumnya lembaga legislatif. Di samping itu, DPD merupakan
bagian dari joint session Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dalam UUD

Negara Rl 1945 Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa, Majelis Permusyawaratan
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Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah. Ada dua hal penting berkaitan dengan DPD, yaitu; pertama
kewenangan DPD di bidang legislasi dan pengawasan yang tertuang dalam UUD
RI 1945 dan kedua kedudukan DPD disandingkan dengan DPR. Namun pada
kenyataanya fungsi DPD dalam bidang legislasi hanya sebatas berpartisipasi

dalam tahapan pengajuan RUU dan memberikan masukan kepada DPR, itupun

jikalau diminta oleh DPR. Implisitnya, tidak ada unsur imperatif (keharusan)

\ :

dalam membuz
RUU ke DPR.I"' hanyaiarb glvog  hal-hal v kaitan dengan otonomi
daerah dan hut;' ?ﬁfMJ;j.y l @{é’}l{ﬂﬂmﬁ/: tidak mempunyai

! 3 uh dengan cita-cita awal
dibentuknya lembaga perwakilan Daerah, sebagaimana yang dipaparkan diatas,
yang menyatakanbahwa cita-cita awal dibentuknya DPD sebagai wadah check
and balances dilembaga legislatif yang selama ini terlihat begitu sentralistik.
DPR pasca amandemen UUD 1945 menjadi sosok lembaga yang memiliki peran
dan kekuasaan sangat besar, baik dari bidang legislasi, pengawasan dan

budgeting. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, peran DPR
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dalam membuat UU tidak disebutkan secara jelas. Kekuasaan DPR dalam bidang
legislasi ini semakin kuat diperteguh lagi dengan Pasal 20 ayat (5), di mana
dikatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) yang telah mendapat
persetujuan bersama (DPR dan Presiden), dalam waktu tiga puluh hari tidak
disahkan oleh Presiden maka RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
Terkait dengan fungsi pengawasan, hasil amandemen juga menegaskan tentang
hak-hak DPR. Pasal 20A ayat (2) mengatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya,

selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan

. k) ot
bersidang sedllqll SN g g u LA

ing ?ﬁ'?ﬂﬁrlf I‘Mﬁ’lﬁ!ﬂij#ﬂ‘ﬁﬁ‘hb 2 tercantum dalam Pasal
Pasal 22C, 22D, ." JUD N 5-taft-pasat-20A UUD 1945. Fungsi dan
kewenangan DPD hanya dapat mengajukan usul RUU dan tidak memiliki hak
untuk ikut membahas dalam arti sejajar dengan fungsi DPR, apalagi untuk
menetapkan. Selain itu, DPD tidak memiliki hak veto. Jika diteliti lebih jauh
tentang kewenangan yang ada pada DPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal
22D UUD 1945 maka baik dalam mengajukan usul, membahas dan untuk
menyampaikan pertimbangan kepada DPR maka kita akan mendapati posisi yang

tidak equal, disinilah terlihat kalau DPD lebih berposisi sebagai subordinat
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kepada DPR. DPD memiliki hak untuk mengajukan inisiatif untuk mengajukan
rancangan undang-undang, namun DPD tidak dapat ikut menetapkan rancangan
undang-undang menjadi undang-undang. Dengan kata lain DPD tidak memiliki
kekuasaan untuk membuat final political decision karena hak ini ada pada DPR.
Selain itu sifat komplementer ini juga bisa kita lihat pada jumlah keanggotaan.
Dalam suatu persidangan untuk mengambil suatu kebijakan yang sifatnya
strategis DPR dapat mengabaikan kehadiran anggota DPD.

. Kelemahan-kelemahan yang dimilik DPD sebagai lembaga legislatif dalam

: di monop M
UNISSULA /
cameral, ka é";‘ib herhal jlikan rancangan undang-

untuk  mengubah,

mempertimbangkan, atau menolak (veto) rancangan undang-undang dari Majelis
rendah (lower house). Sekiranya hak itu juga tidak ada, Majelis Tinggi (upper
house) diberi hak menunda pengesahan undang-undang yang disetujui Majelis
Rendah (lower house). Hak menunda pengesahan sering menjadi satu-satunya
kekuatan jika Majelis Tinggi (upper house) jika tidak mempunyai hak mengubah

dan menolak rancangan undang-undang.
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3. Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam
Sistem Parlemen Bicameral Di Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif
Ada lima upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat fungsi
legislasi DPD dalam sistem parelemen bikameral, yaitu:
a. Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi Legislasi DPD Melalui Optimalisasi Tugas
dan Wewenang Sebagai Lembaga Perwakilan
Kewenangan DPD dalam fungsi legislasi dari mulai pembahasan

elah diberikan oleh UUD 1945 sebagaiman

RUU yang secara konstitusional

U N ﬁ gﬂﬁ u i ﬁ tuk mengajukan dan
{; untul ’!J 1[‘15;&"! enttl yang) 'm fadi kewenangan DPD.

aft—pefigaturart’ kelembagaan DPR dan
DPD, khususnya mengenai fungsi legislasi masih terlihat dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014. Upaya untuk melawan ketimpangan tersebut
telah dilakukan dengan diajukannya permohonan Pengujian terhadap
Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perkara Nomor 92/PUU-

X/2012 dan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-
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Undang No. 17 Tahun 2014 berdasarkan Perkara Nomor 79/PUU-XI11/2014.
Optimalisasi peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga menyangkut
akses publik terhadap hasil kerja dari Dewan Perwakilan Daerah. Selama ini,
orang tidak mengukur capaian kerja Dewan Perwakilan Daerah, seperti misal
berapa rancangan undang-undang yang sudah dihasilkan Dewan Perwakilan
Daerah. Kesulitan pertanggung jawaban selama ini ialah karena perubahan

judul rancangan undang-undang Dewan Perwakilan Daerah menjadi

D6icayasn nolii denga toerdlt ¥

ide-ide anggota DPD yang mewakili daerah tertentu. Dalam realitas
politiknya, yang bermain adalah kepentingan partai atau elite yang memiliki
jalinan dengan partai politik. Investasi politik jangka panjang akan lebih
menjanjikan jika seseorang berkawan baik dengan partai dari pada dengan

anggota DPD yang basis politiknya tidak mengakar.
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b. Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi Legislasi DPD Dengan Interpretasi
Yudisial

Upaya interpretasi yudisial dilakukan oleh DPD melalui judicial

review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU MD3 dengan Pertama

92/PUU-X/2012 dengan tanggal permohonan 14 September 2012 dan yang

kedua ialah 79/PUU-XI11/2014 dengan tanggal permohonan 15 Agustus 2014.

Aspek-aspek fungsional yang diperkuat oleh DPD dalam melakukan

penguatan kewenangan melalui_putusan 92/PUU-X/2012 ini terletak pada

konstitusionalitasnya meskipun hasilnya upaya ini tidak dikabulkan oleh MK.
Pasca putusan 92/PUU-X/2012 telah muncul UU baru tentang MD3 yakni,
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Namun Undang-Undang ini dianggap tidak mengindahkan beberapa hasil
dari putusan MK 92/PUU-X/2012. Hal ini memicu DPD untuk kembali

melangsungkan interpretasi yudisial kepada MK melalui Putusan MK No.
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79/PUU-X/2014, melalui putusan ini DPD hanya mengembalikan proporsi
kewenangannya yang hadir pada pasca putusan 92/PUU-X/2012 namun
kembali gamang setelah UU no. 17 tahun 2014. Menimbang masih
diperlukan adanya penguatan kewenangan DPD, maka diajukan kembali
Judicial Review dengan Perkara No. 79/PUU-XI1/2014 dengan pemohon
yang sama. Adapun pasal yang diuji dalam perkara No. 79/PUU-XI11/2014
yaitu Pasal 71 huruf c, Pasal 165, Pasal 170 Ayat (5), Pasal 171 Ayat (1) dan

Pasal 249 huruf b UU MD3. Adapun amar putusan MK No.79/PUU-X11/2014

utusan Mahkamah

\\\*/- No. 79/PUU-

’Jbidang legislasi.

U-X11/2014 belum

UHISWSULA
\ H'M'@Pb’-‘dwml.@ /

memberikan a mpak baru secara kelembhag aXkelembagas i DPD. Dimana putusan

'lllo 79/PUU-XI11/2014

tersebut memberikan jaminan kepastlan hukum bagi DPD dalam pelaksanaan
kewenangannya khusus bidang legislasi baik tahap usul RUU maupun
pembahasannya.
Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi Legislasi DPD Sebagai Lembaga
Perwakilan Dengan Sistem Bikameral Efektif.

Penerapan sistem parlemen bikameral di dalam praktiknya sangat

dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, sejarah dan perkembangan

320



ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Negara federal dapat dikatakan
semua memakai sistem bikameral oleh karena satu kamar di antaranya
mewakili kepentingan negara bagian. Akan tetapi kemungkinan juga terjadi
negara yang berbentuk kesatuan memakai sistem bikameral dengan
pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi
kekuasaan dari majelis lain. Sistem parlemen dengan dua kamar memiliki
kelebihan dibandingkan dengan sistem parlemen satu kamar, yakni: (1)

Secara resmi mewakili beragam-pemilih (misalnya negara bagian, wilayah,

; i .demi membangun
sistem biklll'l u N H s’ﬁ u Lﬂ gnjadi salah satu isu
sentral m E&'&‘E’-’-e!.y ‘iﬁﬂ""ﬁ.&-ima',@- 1945 yang terus
diperjuangkan o DPD—se At —Penerapan bicameral system di
Indonesia masih sangat lunak, dimana fungsi dan wewenang DPD dibatasi
hanya pada kepentingan kewilayahan (daerah) seperti otonomi daerah,
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, penggabungan dan
pemekaran daerah, hubungan antara pusat dan daerah. Menurut Ni’matul
Huda,pembatasan fungsi dan wewenang dapat mendiskriminasi keberadaan

dan kewenangan DPD untuk lebih berpartisipasi secara berkesinambungan
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menyangkut kondisi kebangsaan dan kenegaraan, yang akibatnya mendorong
ketidakefektifan parlemen dalam merumuskan dan mengartikulasikan
harapan dan keinginan masyarakat.
. Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi DPD Dalam Menciptakan Lembaga
Perwakilan yang Strong Bicameralism Efektif Melalui Amandemen UUD
1945

Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan

konstitusional menunjukkan betapa sulitnya menjadi anggota DPD. Jika

“:ﬁm’) 5 kelima (amandemen

*u‘i

M\ UNISSULA
sistem strongf @MV g‘?. nemba L‘i"’
\! é-"_'“ ey

dan Tha“and"., Selida-hedala terseout Gabat-GiiaGi,

egara Amerika Serikat

an acuan, karena sebagai

negara yang menerapkan parlemen bikameral ada banyak kesamaan dengan
karakteristik sistem di Indonesia. Amerika Serika menerapkan Sistem
bikameral dengan Senate dan House of Representative, sedangkan Thailan
sebagai negara monarki yang menganut kesatuan menerapkan bikameral
dengan Sapha Phuthaen Rotsaden (DPR) dan Wuthisapha (Senat). Dari
perbandingan kedua negara tersebut, terlihat bahwa DPD sebagai kamar

kedua parlemen Indonesia dengan basis perwakilan teritorial hanya
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mempunyai kekuasaan untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah atau kepentingan daerah saja. Hal ini berbeda dengan kondisi
di Prancis, di mana watak parlemen bikameral lunak tidak menghalangi
kamar kedua untuk mengajukan setiap RUU. Fungsi yang lain cukup
“mengkhawatirkan”, misalnya ikut membahas RUU sebagaimana diatur di
dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, di mana tak ada jaminan konstitusional

seberapa besar pengaruh DPD dalam proses tersebut. Demikian juga dengan

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang menurut Pasal 22 D

Q‘T d
‘umssu:.n f

omi, dan krisis moral.

Empat Kali perubahan yang amat

mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Namun, hasil
perubahan juga menyimpan berbagai kelemahan lantaran paradigma yang
dibangun belum dapat dijadikan acuan dasar dalam mengefektifkan
pemerintahan secara baik. Hasil amandemen belum mampu menjelaskan dan
menjanjikan secara signifikan terhadap konstruksi nilai dan bangunan
kenegaraan yang hendak dibangun. Beberapa pasal yang menjadi fokus

peneliti untuk dilakukan amandemen, yaitu Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 22D
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ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F ayat (1) UUD 1945. Selain itu, sebagai turunannya,
UU MD3 perlu dilakukan perubahan, khususnya pada Pasal 248 ayat (1) dan (2), dan

Pasal 249 ayat (1).

Kontruksi Ideal Penguatan Fungsi DPD Melalui Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi sebagai salah satu sendi atau sumber hukum tata negara
Republik Indonesia, menimbulkan kebutuhan untuk mengetahui hakekat dan
seluk-beluknya. Sebagai negara yang penuh pergolakan, mengalami beberapa

kali penggantian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia belum pernah

bedakannya dengan

ungssu:.n
\"M‘@%MW/

/
kum tata negara adat,

terutama perbedaan-Kekuatan-me gikat dantatacal

enegakannya.

B. Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis

1.

Implikasi Teoritis

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari
setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPD terbentuk pasca

reformasi tahun 1998 yang merupakan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa

324



keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan
kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPD merupakan salah satu barometer keberhasilan reformasi dalam
bidang ketatanegaraan di Indonesia, tentunya hal tersebut akan menjadi suatu hal
yang baru bukan hanya pada tatanan kelembagaan tetapi juga pada masyarakat

Indonesia, dimana DPD tersebut menjadi lembaga legislatif baru yang akan

mendampingi dan memperkuat Iem_awislatif yang telah lebih dulu dibentuk

i
'
akyal oL

_Mdasarnya kedua lembaga tersebut

afl S DIOSES 1 Io i )
- .q; 4 dan check and balances
- .

l.l /
| !; i :,‘ i) etiga Undang-Undang

Dasar Negara .,.. sithemisisioisicny .-""‘nr......_..._,._.a JD 1945) Tahun 2001.

Perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari
sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan sistem ketatanegaraan
pada lembaga perwakilan diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem
parlemen dua kamar (bicameral) dalam format baru perwakilan politik Indonesia.
Jika DPR merupakan parlemen yang mewakili penduduk yang diusung oleh
partai politik, sementara DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah atau

daerah dalam hal ini propinsi tanpa mewakili dari suatu komunitas atau sekat
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komunitas di daerah (antara lain yang berbasis ideologi atau parpol), melainkan
figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah. Kedudukan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam perubahan tahap ketiga
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni terdapat pada pasal 22C, 22D, dan
22E UUD NRI 1945. kemudian diatur lebih lanjut pada perubahan keempat UUD
1945 yang konteknya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa MPR
terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) yang dipilih,, xih_am umum dan diatur lebih lanjut

‘masi melahirkan

rakyat, sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh DPR lebih banyak
bernuansa politik.

Tujuan dibentuknya DPD untuk mewujudkan konstitusi Indonesia yang
memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang modern dan
demokratis. Semangat perubahan konstitusi yang muncul berupa supremasi
konstitusi, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan

hubungan dan kekuasaan antar cabang, kekuasaan negara secara lebih tegas,
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penguatan sistem checks and balances antar cabang kekuasaan, penguatan
perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia, penyelenggaraan otonomi
daerah dan pengaturan hal-hal yang mendasar di berbagai bidang kehidupan
masyarakat. Semua itu direfleksikan sebagai konsensus politik bangsa yang
dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Hakikat dibentuknya DPD adalah menjadi lembaga yang dapat mewakili

kepentingan-kepentingan daerah, serta.untuk menjaga keseimbangan antar daerah

proses memp" It “Nw g’sut ,ﬁ, / harus sesuai dengan

konstitusi yang ada ?ﬂ’-u#ﬁy Ii}éﬂ#ﬂﬂt@@:b daulatan berada di tangan

\ I AR/
rakyat dan dilaksanaka g ‘Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia
adalah negara hukum”. Sehingga dari pasal tersebut menunjukkkan bahwa
sebesar apapun semangat DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya
tetap harus sesuai dengan Kkonstitusi yang ada. Peran DPD dalam
memperjuangkan kepentingan daerahnya diatur pada Pasal 22 D ayat (1), (2), dan
(3) UUD 1945, yang berbunyi :

1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
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2)

3)

mencerminkan pri

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas racangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan; pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang.mengenai: otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggal ungan- daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sum dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan _.ang tan dan belanja Negara, pajak,
yampdikan hasil pengawasannya itu
pan pertimbangan untuk

“ ."Il . .
u H H $$ u Lﬂ . en sulit mewujudkan

; 'F.-**’Hm!f '@ﬁbﬁi@fmky érsebut juga tidak dapat

a-dua lembaga perwakilan

(legislatif). Padahal, DPD sebagai lembaga negara memiliki legitimasi yang

sangat kuat karena anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai

lembaga negara, tentunya DPD seyogyanya memiliki kedudukan yang sama

dengan lembaga negara lainnya. Fungsi legislatif yang dimiliki DPD masih

terbatas yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu saja
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dan itupun tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dalam fungsi

penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Implikasi Praktis

Keberadaan DPD dalam Sistem Parlemen Indonesia menjadi salah satu
upaya konstitusional untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan dalam
pembangunan daerah dengan adanya perwakilannya. Namun pada perjalannya,

DPD masih memiliki keterbatasan-

san dalam melaksanakan fungsi dan

)45.di atas menunjukkan bahwa fungsi

kepada DPR ¢ - an yang mengatur
hak DPD untullkll U ﬁ i-&?.fl u Lﬁ. Jabat pemerintah dan
lainnya seperti ya e ika 3’ )£ ~|’1"!;_;14,1,.,;Lm;!_,c‘n Bta DPD berkewajiban
menyerap, menghhﬂpun—nmmpun'g dan meninda

dan daerah. Sementara ekspektasi kepada DPD besar sekali karena diharapkan

anjuti aspirasi masyarakat

dapat menjadi solusi atas praktik sentralisme pada masa lalu yang dialami oleh
masyarakat di daerah dengan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Bahkan,
pernah timbul gejolak di daerah yang dikenal dengan pemberontakan daerah
yang mengarah pada indikasi ancaman terhadap keutuhan wilayah negara dan

persatuan nasional. Di sinilah urgensi keberadaan DPD juga dimaksudkan untuk
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memperkuat integrasi nasional dan mengembangkan demokrasi khususnya yang
berkaitan dengan daerah. Kini setelah cukup lama berselang, keberadaan DPD
mulai dievaluasi eksistensinya dalam memenuhi unsur sistem dua kamar
parlemen (bikameral) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk itulah, pentingnya penguatan kapasitas DPD yang memadai dan
lebih mantap, diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin
kedaulatan rakyat dan prinsip cheks and balances antar lembaga negara. Dalam

kekuasaan legislatif, perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol

dan mengimbagi antara D o5 juan ke arah tersebut akan

emerintah puse’ gxu arfntah e dan antara masyarakat
taf f**’ll*ﬂlj'if"‘*l.m n-dapat memupuk dan memperkuat

perasaan akan manfaat-pemerintah-seriamemperkokoh persatuan dan kesatuan
nasional. Bahwa DPD juga menunjukkan penguatan demokrasi dapat dilihat dari
beberapa segi, antara lain: Sistem pemilihan anggota DPD dilakukan secara
langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Selain itu, DPD sebagai
perwakilan daerah menunjukkan akomodasi dan representasi wilayah artinya ada

penyebaran perwakilan dari seluruh wilayah/provinsi di Indonesia.
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C. Saran
1. Hendaknya Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F ayat (1)

UUD 1945 dilakukan amandemen UUD 1945 sebagai acuan dasar peraturan perundang-
undangan dibawahnya dalam rangka memperkuat fungsi dan wewenang DPD.

2. Hendaknya Pasal 248 ayat (1) dan (2), dan Pasal 249 ayat (1) dilakukan perubahan
sebagai upaya penguatan DPD sesuai dengan tujuan dari tebentuknya DPD agar
adanya keseimbangan dan check and balances di antara lembaga perwakilan di

Indonesia.
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